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PENGANTAR KEPALA PLUISAT

Pertama-tama, Kami menyambut gembira atas rerbitnya Buku dengan judul
“lostrumen embangunan Ekonomi Dalam Program Legislasi Bidang Ekonomi”,
yang ditulis oleh para Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Buku yang
direrbitkan ini merupakan kajian lebih lanjur dari para penulis, yang berangkat dari
Agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011

Bagi Pusar Pengkajian Pengalahan Data dan Informasi (P3DD), mempublikasikan
hasil-hasil kajian dari peneliti merupakan bagian dati tugas dan fungsinya untuk
memberikin infornasi kepada DPR RI dalamn rangka memberikan masukan substansi
bagi pelaksaraan tugas-cugas konstitusional DPR R1. Hasil kajian lebih lanjut ethadag
agenda prolegnas yang dilakukan oleh peneliti merupakan salsh sacu cara yang sedang
dibangun dan dikembangkan oleh P3DL Hal ini menjadi penting dalam rangka
mensinerfikan antara runtutan pelayanan dengan pengembangan konscprual sebagai
peneliti.

Tujuan utama penerbitan buku ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau
masukan bagi DPR dalam merumuskan substansi RUU yang terkait dengan RUU
bidang ekonomi yang akan dibahas dalam agenda penyusunan undangundang pada
2011.

Kririk dan saran dari pembaca selalu Kami nantikan uneuk perbaikan atas karya-
karya publikasi dari P3DI kedepan.

Jakarta, Juni 2011
Kepala Pusat Pengkatian, Pengolahan Data dan Informasi

Dra. Damayanti, M.Si
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CATATAN PENYUNTING

Program Legislasi Nasional {Prolegnas) merupakan skala prioritas program
pembenmukan undangundang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional
dan merupakan insttumen perencanaan program pembeniukan undangundang
vang disusun secara tercncana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program
pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat vang memuar skala
prioritas Program Legislasi Nasional Tahunan, Dengan adanya Prolegnas, diharapkan
pembenmikan undangundang, baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakvat,
Prestden, maupun Dewsn Perwakilan Daecah dapar dilaksanakan secara rerencana,
sistemaris, teraral, rerpadu, dan menyelutuh.

Di samping itu, pemibentukan undangundang melatui Prolegnas diharapkan
dapat mewejudkan konsistensi undangundang, serta meniadakan pertentangan
antar undangundang {vertikal maupun horizental) vang bermuara pada rercipranya
pembangunan nusional yang adil, berdaya guna, dan mempunyai daya saing. Selain
itu, dapat memperccpat proses penggantian wateri perundang-undangan yang sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakar.

Dalam cararan konkrit, sasaran pembangunan perundangundangan nasional
harus menpacu pada Rencama Pembunpunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
sebagai arah dan priovitas pembangunan secara menyeluruh vang dilakukan secara
bertahop onouk mewujudkan masyarakar adil dan makmur sebagaimana diamanarkan
oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Untuk mencapai tujuan tersebut
maka perlu didukung dengan permbangunan ekonomi agar tercapai peningkacan
kesejahreraan rakyar. Namun demikian diperlukan beberapa kondisi dasar yain:
(1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjuran; (2} penciptaan sekeor ekonomi yang
kokoh,; dan (3} pembangunan ekonomi yang inklusit dan berkeadilan. Dalam rangka
mencapai kondist dosar tersebut diperlukan instrumen pengaturan melalui undang
undany.

Karena itu dalam bukn ini akan dianalisis undang-undang yang terkaic dengan
pembanglinan ckonomi yang pembabuasannya dilakukan melalui sepulubt bagian.
Bagian pertama membahas topik yang terkaic dengan RUU Tentang Penpadaan
Warang dan Jasa. Bagian ini ditubs oleh Ariesy Tri Mauleny, Dalam rulisannga, penulis
akan menyoroti tentang pengadaan barang dan jusa yang dilibat sebugai instramen
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep yang digunakan adalah good
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governance. Kaoena itu inenurutnys, RUU pengadaan barang/jasa urgensi untuk segern
diwujudkan dengan mengakomedir masukan-masukan peayempurnaan  selagai
hasil evaluasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 rentang
Pedoman Pengadaan Barang/{asa Pemerintah. Adanva pengsturan ini diharapkan
dapat menderong percepatan pembangunan dan peningkatan perrumibuhan ekonomi
suaty Negara melalui peningkatan penpeunaan produksi dalam negeri, memperiuas
lapangan kerja dan mengembangkan induseri dalam negeri serta meningkarkan
peran serta usaha kecil rermasuk koperasi dan kelompok masyarakar unrak terlibat
dalam pengadaan barang/jasa. Selanjutnya agar pelaksanaan pengadaan barang/
jasa dilakukan sccara efisien, efektif, rerbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel maka pengarurannva harus mempunyai bobot hukum
yang cukup, yang dapat 'memaksa’ setiap elemen pelaksana mengoptimalkan proses
pengadaan barang dan jasa. Dengan Undang-Undang diharapkan tidak ada ‘celah’
bagi oknum untuk melepaskan diri dari jeraran hukum.

Bagian kedua membahas topik yang terkaic dengan RUU Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomar § Tahun 1984 wentang Perindustrian. Bugian ini ditnlis oleh
Dewi Restu Mangeswuri. Penulis lebih menyoroti pada sisi industri yang dikaitkan
dengan lingkungan hidup, Lingkungan hidup menjadi instrumen dalam pembangunan
sckror industri karena industri selain menghasilkan produk yang digunakan manusia
juga menghasilkan buangan acau limbah. Menurutnya, limbab induseri harus dirangani
denpan haik dan serius oleh Pemerintah Daerah di mana wilayahnya rerdapar induseri.
Pemerintah harus mengawasi pemboangan limbah induseri dengan sungguh-sungguh.
Pelaku indusrri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan dengan
melaksanakan teknologi bersih, memasang alat pencepahan pencemaran, melakukan
proses daur ulang, dan yang terpenting harus melakukan pengolahan limbah industrt
puna menghilangkan bahan pencemaran arau paling tidak meminimalkan bahan
pencemaran hingea hatas yang diperbolehkan.

Bagian ketiga membahas wpik vang terkait dengan BUU Tentang Daerah
Perbatasan. Bagian ini dirulis oleh Dewi Waryandani, Dalam culisannya, penulis
menyoroti kebijakan perceparan ekonomi di daeraly perbatasan sebagai instrumen
untuk pengentasan kemiskinan. Konsep dasar yang digunakan oleh penulis adalah
konscp perencanaan terpadu. Lebih lanjur dijelaskan bahwa ontuk mewujudkan
kondisi wilayah perbatasan vang nyaman, maks pemerintah harus segera menyusun
terpadu yang Jdisusun dapar berupa rencana aksi terpadu per wilayah dalam jangka
panjang, jancka menengah, dan jangka pendek unruk mensinersikan berbagai
kewiatan dari instansi-instansi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar dapar
fokus dalam mengentaskan kemiskinan, Karena itu pula peningkatan mutu sirmber
daya manusia merupakan salab sacu fakior penting dalam peningkatan ketalnnan di
daerah perbatasan sehingua perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakardi daerah
perbarasan melalui pendidikan atau pelardhan agar masyarakat dapat mengoptimalkan
patensi dan mengembangkan sekrorsekeor unggulan di daerah perbacasan.
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Bagian keempat membahas topik yang rerkaitdengan RUU Tentang Keanrariksaan
yang dirulis oleh Hilma Meilani. Dalam wilisannya, penulis mengetengahkan tentang
kebijakan pemanfaatan teknologi keantariksaan sebagai instrumen untuk pengelolaan
sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Penulis juga mengerengahkan
studi komparasi yairu bagaimana kebijakan di negaranegara lain seperti Amerika
Serikar, Perancis, dan India, telah memanfaatkan teknologi keantariksaan, terutama
penginderaan jaush, dalam mengelola sumberdaya alam vang rtersedia untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, dalam bidang
regulasi keantariksaan kesiapan Indonesia masih belum memadai, mengingat hingga
saat ini [ndonesia belum memiliki Undangundang Keantatiksaan beserta peraturan
pelaksansannya. Karena itu menurut penulis, ke depan diperlukan regulasi untuk
mengantisipasi perkembangan teknelogi keanrariksaan.

Bagian kelima membahas topik yang rerkair dengan BUL) Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 rentang Perkoperasian. Bagian ini
ditulis olch Lukiman Adam. Topik utama yang ingin diangkat oleh penulis adalah
mengembalikan peran koperasi. Hal ini menjadi penring, karena menurut penulis,
perkembungan koperasi di Indonesia yang cenderung lamban atan bahkan stagnant
ditengarai oleh kelemahan fundamental dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen
schingga proses manajemen tethambat. Dalam tulisannya ini, konsep perencanaan
menjadi penting sebagai instrumen untuk memperbaiki kinerja koperasi. Karena
menurutnya, proscs perencanaan  berlangsung tanpa mengindahkan  kaidah
perencunaan yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam fungsi-
fungsi manajemen koperasi, termasuk didalamnya perencanaan dalam penpembangan
koperasi. Karena itn dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi
berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bapi koperasi dan
usaha kecil di dnerah. Kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting
untuk percepatan perkeinbangan koperasi di daerah. Pada akhivnyn koperasi harus
meretormasi diri meninggalkan sifacsifar kaperasi sebagai koperasi pengurns menjadi
koperast anggota dalam arti kata sebenarnya. Terakhir, masyarakat perlu ditumbuhlkan
kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan mereka
sendiri. Dalam hal ini proses pendidikan prinsipprinsip dan nilainilal koperasi
menjadi fakror kunci yang sangat menentukan.

Bagian keenam membahas topik yang terkair dengan RUU Tentang Perubzhan
Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara. Bagian
ini ditulis oleh Niken Paramica Purwanto. [su utama vang menijadi bahasan adalal
bagaimana fungsi koordinasi menjadi intrumen penting dalam pengelolaan keuangan
negari. Dulam rulisannya dijelaskan babwa Undungundang Ne.17 Tahun 2003
rentang Keuangan Negara telah menetapkan prinsip-prinsip peogelolaan kevangan
negata sebapai landasan pelaksanaan manajemen keuangan pemerincahan di negara
[ndonesia, dan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk memperkokol landasan
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pelaksannan desentralisasi dan oremomi daerah yang relah diletakkan dalam Undang-
undang Ne.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang mengatur
tentang kewenangan dan sistem perimbangan antara permerintah pusat dan daerah.
Dengan dilandaskannya ketiga undang-undang tersebut dan undang-undang lainnya
dalam bidang keuangan negara diharapkan penyelenggaraan good governance baik i
tingkat pcmerintah pusat maupun tingkat dacrah dapat segera diwujudkan. Menurt
penulis, sebaik apapun bentuk undangundang akan menjadi ddak berarti apabila
tidak dilaksanakan secara baik dan henar. Unnik itu pemerineah pusar dan masing-
masing pemerintah daerah perlu memiliki rencana kerja dan program yvang jelas sebagal
pedoman dalam melaksanakannya sesuai dengan konilisi dan prioritas masing-masiny
daerah.

Bagian ketujuh membahas topik vang rerkait dengan RLILI Tenrang Perubahan
Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Maodal yang ditulis oleh
Nidya Waras Sayekti. Secara kbusus, penulis skan membahas bagaimana peran
Bapepam,/L K dalam sistem pengawasan pasar modal di [ndonesia. Dalam analisisaya,
penulis menjelaskan bahwa dalam rangka penyesuaian diri atas perkembangan dunia
jasa keuangan yang semakin glabal dan perubaban yang telah dilakukan oleh beberapa
negara selama saru dekade terakhir, maka dibutuhkan instrumen kelembagaan yaicu
perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar
modal dan lemhaga keuangan. Penerapan sistem pengawasan industri jasa keuanpan
secara terpadu bertujuan untuk mengurangi tingkac risiko di sekror keuangan
dan mengantisipasi berkembangnya universal product, meningkackan kepercayaan
pasar, perlindungan konsumen, rransparansi, standar prakiik bisnis keuangan, dan
mengurangi kejahatan di bidang keuangan.

Bagian kedelapan membahas topik yang terkait dengan RUU Tentang Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan. Bagian ini dirulis oleh T. Ade Surya. Tulisan ini
berangkar dari kondisi semakin membaiknya perrumbuhan ekonami Indenesia yang
mendorong peningkatan kebutuhan akan infrasrruktur. Katena itu topik khusus yang
dianrkat oleh penulis adalah pengadaan tanah yang reckaic dengan pembangunan
infrastrukeur. Namun maraknya pembangunan di sekror infrastrukeur khususoya
untuk kepentingan umum  ini menyebabkan kehuruhan akan tanah semakin
meningkat pula, padalial ketersediaan tanah sangat terbatas. Pengadaan tanah untuk
pembangunan khususnya pembanpunan infrastruktur merupakan masalah urama
selain pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan infrastrukrur untuk kepentingan
urmum Ji tanah air. Permasalahan yane paling banyak diremui dalam hal pengadaan
tanah atau pembebasan tanah adalah rerkait ganei rugi tanah. Masyarakat vang memiliki
hak aras tanah menginginkan ganti rugt yang cukup besar atas tanahnya, sedangkan
pemerintah sendiri terbentur kendala kererbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan
proses pengadaan ranah berjalan dengan lambat dan berlarutlarut. Pemecintah harus
menjumin sepenubnya bagi masyarakat yang terkena dampak dar pengadaan ranah,
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agar kondisi sosial dan ckonomi mereka minimal serars seperti pada saar tanah mereka
belum dibebaskan. Selain itu, proses pengadaan tanah harus jauh dari omsur-unsur
pemaksaan, lebih menekankan pada unsur musyawarah dan mufakar.

Bagian kesembilan membahas ropik vang terkait dengan RUU Tentany Perubahan
Aras Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Bagian ini
ditulis oleh Venti Eka Sarya. Adapun topik utama yang akan dibahas adalah rentang
bagaimana meningkatkan efisiensi dan cfektivitas pengelolaan dana pensiun melalui
instrumen Good Pension Fund Governance. Hal ini perlu dikedepankan karena industri
dana pensiun merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Meskipun jumlahnya tidak signifikan (hanya 2% dari PD'B) akan tetapi percumbuhan
aset dan nilai investasinya yang mencapai rata-rata disras 20% per tabhun memberikan
harapan yang cukup besar untuk pertumbuhan industri ini dimasa yang akan datung,
meskipun dari segi jumiahnya sejak rahun 2003 terus mengalami penurunan. Geod
Fension Fund Governance ((GPFG) adalah prases dan strukeur yang digunakan dana
pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pemberdayaan sumber duya dan
risiko secarn efeknif dan efisicn. Pemerintah perlu memberikan perhatian lehil puda
para pekerja atau buruh yang belum diikutsertakan dalam program dana pensiun.
Penulis menyarankan bahwa Pemerintah harus mendarong para pemberi kerja unruk
memikirkan membentuk program pensiun yang tepat bagi para pekerjanya. Sementura
untuk pekerja mandiri perlu diberi saran arau fasilitas yang mudah dan murab dalam
memberikan jaminan hari tua bagi mereka.

Bagian kesepuluh membahas ropik yang rerkait dengan RUU Tentany Desa.
Bagian ini ditulis uleh lzzaty. Dalam tulisan rersebur penulis secara khusus melakukan
analisis terhadap Kebijakan Alokasi Danr Desa (ADD). Menurumya ADD penting
schagai instrutnen bagi terselenggacanya pemerinrahan desa. Karena ADD terintegrasi
ke dalam AFBDes dan tahap perencanaan. penetapan, dan implementasi progrum
yany tertuang dalam APBDes maka perlu parrisipasi warga, Namun dalam prakeeknya,
pengalokasian ADD sebagian besar penggunaannya ternyata lebih banyak diavahkan
pada kegiaran fisik {pembangunan sarana dan prasarana fisik) disusul kemudian uneuk
penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam benruk dana purna bakei, tunjangan
dan scjenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Selain itu masih nda sebagian
desa yang belum melakukan sosialisasi pertanggungjawaban pelaksanaan ADD
kepada musyarakar secara transparan karena menganggap pertangaungjawaban hanya
cukup dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten saja. Dalam tulisan tersebut penulis
merekomendasikan tentang perlunya penataan kelembagaan pengelolaan keuangan
desa yang sehat, sehingga prinsip keterbukaan dun akuntahilitas dapat dilakukan.

Jakarta, Juni 2011

Penyunting
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BAGIAN 1
URGENSI RUU PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUT
GOOD GOVERNANCE

Ofleh: Ariesy Tri Mauleny’

1 Fenulis adalah Kandidac Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pads Pusar Pengkaiisn
Pelayanan Data dan Informasi {P3DD) Sekretariat Janderal DPR RL
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakanp

Kasus pengadaan wisma atlet pada kementerian penuda dan clabraga merupakan
satu contoh kecil dan kasus pengadian barang dan jasa vang terjadi akhir-akhir ini dan
mengasumsikan keterlibatan berbagai pihak. Komisi Pemberancasan Korupsi (KPK)
mencatat dalam Luporan Tahunan sejak 2007 sampai dengan 2010 bahwa sebagian
besar kasus yang dirangani KPK adalah kasus pengadaan dan penvalahgunaan
ANPEATIN.

Tingginya tngkat korupsi baik dalam kasus pengadaan dan penyaluhigunaan
anggaran dapatr mengganggu upaya peningkatan Jdaya saing perekonomian menghadapi
liberalisasi perekonamian global. Korupsi baik bagi provek pemerintah maupun
swasta berkorelssi negarf dengan efisiensi dan efekrifitas. Proyek pemerintah di
bidang infrastrukrur yang pelaksanaannya ridak ditentukan melalui tender terbuka,
memiliki kermungkinan besar untuk mengalami degradast kualitas yang berdampak
langsung pada umur ekonomis, yang rentu saja secara langsung juga mempensaruhi
pertumbuban ekonomi. Begirupun uncuk pengadaan barang dan jasa di sekror publik
lainnya akan sangac berdampak pada peluang meraih angka pertumbuhan ekonomi
yang tinggi.’

Hal cersebur memberi kesadaran bagi hanyak pihak untuk melakukan perubahan
dilarn memandang korupsi dan permasalabannya terutama negara berkembang
yang terbilagg terlambat menyadarinya. Namun demikian kesadaran tetsebut belum
mampu menghaditkan solusi bagi berbagai kasus pengadaan maupun penyalahgunaan
anggaran yang terjadi sehingga semakin mempersulit terwujudnya ‘good and clean
government’, Walau demikian, upaya yang mengarah kesana sudah mulai dilakukan
dan semakin giat diwujudkan oleh berbagai Negara di dunia.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan Bank Dunia
dimana kerugian akibar suap dalam transaksi bisnis internasional mencapai lebih
dari 1 Triliun Dallar arau sekitar 3% dari ekonomi dunia.’ Sebuah angka yang luar
biasa bombastis dalam menghadirkan ketidakprofesivnalan. Indonesia, termasule

1 Hamzaly, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan (Jakarra: Akademika Presindo, 1985)

3 Transparency International, Globat Comeption Repore: Climaze Change, {Whshungton DC: Transparency,
00
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ncgara yang terlambat menyadari perlunya segera dilakukan penanggulangan korupsi
mengingat ancaman vang diberikan tidak saja mempengaruhi pertumbuhan ekonami
namun juga dampak ekonomi yang luas dianearanya ketersediaan lapangan pekerjaan,
redistribusi pendapatan, pajak progresif maupun kesulitan keluar dari kemiskinan
dan jeratan utang luar negeri.

Hal tersebur mendasari ditetapkannya Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya yang dilakukan tidak hanya
sampai disini, Pemerintah terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap
peraturan terscbut sechingga benarbenar dapat menjamin terwujudnya prinsip-prinsip
pengaduan Larang/jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang
akhirnya mengantarkan Keppres No.80 Tahun 2003 dan telah memasuki perubahan
ke 8 {delapan).

Kesadaran tersebur juge membawa Indonesia pada perubahan penting dalam
sistem  ketatanegaraan dengan hadimya lembaga-lembaga baru yang berfungsi
memastikan serwujudnya good governance maupun tegaknya hukum, dianraranya
adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Juasa Pemerinrah (LKPP). Namun demikian kehadiran kedua lembaga tersebnt
dirasakan belum optimal dalam menjamin efisiensi penyelenggaraan good governance,
baru sebatas mengatasi peemasalaban dalam penyelesaian kasus pengadaan maupun
penvalagunaan angearan yang terjadi selama ini. Pemerintah dan DPR memandang
perlu dukungan seperangkar peraturan yung komprehensif serra memiliki kekuatan
hukum yang cukup rerkair pengadaan barang dan jasa dalam rangka menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan
efisien.

Saar ini, DPR telah memasukkan RUU tentang Penpadaan Barang dan Jasa
sebagai salah saru RUL Prioritas untuk Tahun 2011 yang merupakan usul Pemerintah,
sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia Nomor 0ZB/DPR
R1/11/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional. Namun sejauh manakah urgensi
perubahan pengaturan pengadaan barang/jasa yang sudah sampai pada perubahan
ke-8 untuk diangkat menjadi RUU dapat menjamin rerpenuhinya prinsip-prinsip good
governance ? Benarkah perubahan pengaturan tersebut dapat mendorong peningkatan
pectumbuhan ekonomi! Lalu dimanakah korelasinya dan sejauh mana efektifitasnya?
Tulisan ini berupaya memberikan gambaran awal bagi urgensi RUL) Pengadaan
Barang/Jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perwujudan good

govemance.
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|. Bagaimana peran Negara dalam pembangunan perekonomian?
1. Sejauh mana pengaturan pengadaan barang/jasa dapat mendorong pertumbuhan
dan pembangunan ekonomi’
. Apa kaitannya pengaturan pengadaan barang/jasa dengan good govemance!
L 4. Bagaimanakah perkembangen pengaturan pengadaan barang dan jasa selama
E !
I 5. Apa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pengaturan
‘ pengadaan barang/jasa yang efekzif?
f
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BAB II
KERANGKA PEMIKIRAN

Pertunibuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, di
mana pertumbuban ekonomi adalah proscs kenaikan ourpuc per kapita yang terus
menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ckonomi tersebut merupakan salah
satu indikator keberhasilan pcmbangunan. Dengan demikian makin tingginya
pertumbuhan ekonomi  binsanya makin tinggi pula kesejabrernan masyarakar,
meskipun terdapar indikator vang lain yaimu distribusi pendapatan. Sedangkan
pembangunan ckonomi alah usaba meningkatkan pendapatan perkapita dengan
jalan mengolah kekuaran ekonomi potensial menjadi ekonomi tiil melalul penanaman
modal, penggunaan teknalogi, penambahan pengetahuan, peningkaran ketrampilan,
penambahan kemampuan berotganisasi dun manajemen. Pembangunan ekonomi
didefinisikan datam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh
para ahli, namun maksudnya tctap sama.*

Pembangunan ekonomi jupa diartikan sebagai suatu proses multi dimensional
yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakar,
kelembagaan nasional maupin percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan
ketidakmerataan dan penghapusandarikemiskinan muclak.” Sebagian lagi mengartikan
pembangunan ekonomi sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu
ibangsa yang seringkali divkur dengan tinggt rendahnya pendaparan riil peckapita.

Pembangunan ekonomi sebapai suaru proses vang menyebabkan pendapacan
peckapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi
tersecbur mengandung pengerrian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu
perubahan vang teriadi secara terusmenerus melalni serangkaian kombinasi proses
demi mencapai sesuatn yang lebih baik vaitu adanya peningkatan pendapatan peckapita
vang rerus menerus betlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Schumpercr {dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi bukan
merupakin proses yang harmonis atau gradual, tetapt merupakan perubahan yang
spontan dan tidak erputus-puecus. Pembangunan ekonomi disebablan oleh perubahan
terutarna dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan

4 Sadeno Sukirne, Ekonamt Pembanguasn (akare: FE 11, 196a), hal. 33
5  Michael I Todaro, Economic Developmane, Severich Edition { Mew Yorle University Presy, 2000).
6 Sadorus opcic | hal.4,
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dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapica
yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendaparan nasional
merupakan nilai produksi barangbarang dan jasa-jasa yang diciprakan dalam suatu
perekonomian di dalam masa sans tahun.

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari mosa ke
masa dapat dipunzkan vntuk mengetahui laju pertumbuban ekonomi dan juga
perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam pengertian
pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang
menychabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkar dalam
jangka panjang.

Sementara itu pertumbuhan ckonomi diarcikan scbagai kenaikan jangka panjang
dalam kemampuan suatu negara uniuk menyedizkan semakin banyak jenis harang-
barang ekonomi kepada penduduknva. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan
kemajuan reknologi, dan penyesuaian kelembagain dan ideologis yang diperlukannya.
Definisi ini mempunyai 3 {tiga) komponen: perrama, perrumbuhan ekonomi suaru
bangsa terlikat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua,
teknologi maju merupakan fakror dalam perrembuhan ekonomi vang menenwmkan
derajat pertumbuban kemampuan dalam penvediaan aneka macam barang kepada
penduduk; ketiga, penggunaan reknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya
penyesuaian di bidane kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan
oleh ilmu pengetahuan vmar manusia dapac dimanfaatkan secara tepat.’

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan upaya
mengaerakkan roda perekonomian melalui pengadaan barang/jasa pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakar. Penyediaan barang/jasa tersebur
harus mengikuti perencanaan, penyediaan dan pengawasan lembaga pemerinrahanyang
ada dalam rangka memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip rata pemerintahan yang
baik. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalab kegiatan untuk memperoleh barang/
jasa olech Kementerian/Lembaga/Satuan Kengu Perangkar Daerah/Tnstitusi Jainoya
vang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan disclesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkar Duerah/Institusi lainnya yany selanjurnya disebut K/L/D/1 adalah
instansi/institusi yang menggunakan Anggatan Pendapatan dan Belanja Nepara
(APBN) dan/atau Anggaran Pendapartan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama beberapa dasawarsa, dunia terkesan oleh prestasi pereumbuhan ekonomi
vang dicapai oleh Negara-negara 'korup’. Korupsi vang awalnya dianggap cddak
berkorelasi dengan perunnbuhan ekonomi dan investasi, bahkan dianggap sehagai
rindakan yang secara normatif merupakan keharusan demi efektivitas dan daya saing,
kini terbukri bahwn korupsi —yang menyebabkan high cost economy dan kesulitan

7 M.L. Jhingan, Ekenomi Pembangunan dan Perencanaan {Jakarta: Radar Jayn Offser, 1996}
8  Pemivman Presiden Repubiik Indonesia No 54 Tahun 2010 weniang Pengadaon Bavang/lasa Pervinzah
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pengendalian jumlah uang beredar- menjadi fakror penvebab rerpenting dari Lrisis
ekonomi.”

Hal rersebur sesuai dengan penclitian vang dilakukan di 78 negara maju dan
berkembang yang mengungkapkan bahwa korupsi beckorelasi negarif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkac korupsi di suats Negara, semakin kecil
kemungkinan Negara tersebut meraih pertumbuban ekonomi yang tinggi. Sebaliknya
semakin bersih suatu Nepara dari korupsi, semakin besar pula peluang Negara terschu
untuk meraih angka perrumbuhan ekenomi vang tinggi. ©

Bahkan korupsi, kebocoran atau penyalahpunaan pada cingkac birokrasi yang
lebih tingsri memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap ckonomi sccara
meluas.!!

Selama beberapa dasawarsa, dunia reckesan oleh prestasi perrumbuhan ekonemi
yanp dicapai oleh Negara-negara ‘korup’. Korupsi yang awalnya dianggap tidak
berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi, bahkan dianggap sebhagai
tindakan yang secara normatif merupakan keharusan demi efektivitas dan daya saing,
kini tecbukti bahwa korupsi —yang menyebabkan high cost econemy dan kesulitan
pengendalian jumlah vang beredar- menjadi fakror penyebah terpenting dari keisis
elkonomi.'t

Peranan pemerintah saatini sedang mengalami perubahan yang signifikan karena
sebagaimana kita ketahui bersama Goed Govemance pada umumaya diartikan sebagai
tata pemerintabhan yang baik. Kara ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuri
kaidah-kaidah tertenru sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance. Terdapac
3 (tiga} hal yang perlu dilaksanakan guna terarahnya pembangunan ekonomi yairu:
(1} Pemerintah scbagai leading sector membuac kebijakan-kebijukan Jdengan tegas
guna mengarahkan pembangunan sebaik mungkin schingga scluruh sektor dapac
melaksanakannya dengan memperhatikan berbagai instrumen khususnya dilingkup
nasicnal daun daerah serta ditkuti dengan aturansituran yang melandasi kehijnkan
tersehut, (2) Pemerintah sebagai sumbcr dana dalam hubungannya dengan pembiayaan-
pembinyaan yang sangat kompleks perlu melakukan terobosan sumber pembiayaan
lainnya maupun mcmperbesar penerimaan negara duna mendukung pembiayaan
untuk mewnjudkan kemakmuran rakyat. (3} Pemerintah sebagai pelavan masyarakat
berupaya meningkatkan sumber daya aparaturnya agar dapat melaksanakan pelayanan
prima.

% Indra Ismawan, Dimers Krisis Ekonomi indonesta (Jakarra: PT Elex Media Komputinde, 1998).

I A Fred. Bergaren The Cewruprion”, Peterson Institute for Internationg! Econemey (Washingron DC,
19%a),

1l Caroline Van Rijckeghem, “Cormuption und Rute of Tempration: Do Low Wages in thy Civil Sevvices Canse
Corruption”, IMF, 1997,

12 Tsroawan, ap.cit.
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Perbedaan  pokok antara konsep “govermmen” dan  “govemance” terletak
penyelengearaan oteritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan
suamy bhanpsa. Konsep “pemerincahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih
dominan dalam penyeienggaran berbagai ororicas tadi. Sedangkan dalam governance
mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuassan dan
mengelola sumberdaya dan berbagai masalah vang dihadapi masyarakat. Dengan
kata lain, dalam konsep governance terkandunp unsur demokrartis, adil, transparan,
rule of luw, parcisipatif dan kemirraan. Mungkin definisi yang paling repat adalah
“the process wheveby elements in society wield power and authority, and influence and enact
policies and decisions conceming public life, economic and social development.” Yang dapar
diarrikan berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan ororitas, unruk
mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik,

seTta pembanpunan ekonomi dan sosial."!

13 Sofian Effendi, Refirmuosi Tata Keperetnithan, Cetakan Perrama (Yopyalkarta: Gadjah Mada Universiey
Press, April 20100
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Nepara dan Perannya dalam Perekonomian

Orde Baru dapat dikatakan sebagai ditik awal rerjadioya perseseran dalam sistem
perekonomian, yang semula bercorak sosialis mulai beralih ke arah ckonomi kapisalis.
Hal ini ditandai oleh beberipa ciri yaitu: pengakuan dan perlindungan tethadap hak
dan milik pribadi serta penyerahan proses ekonomi kepada mekanisme pasar bebas,
vany artinya keputusan mengenai produksi,harga dan kesempatan kerja ditentukan
oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Selain itu juga adanya penghargaan
pada persaingan yang bebas, jujur dan adil diantara pada pelaku ekonomi serta
perlindimgan hukum khususnya rethadap hak milik pribadi, pembangunan prasarana
ekonomi serta perlindungan baygi keberlangsungan mekanisme pasar,”

Megara dengan kapasitas kelcuasaan yang dimilikinya, berporensi besar dalam
mengatut dan mengelola keberlangsungan pemerintahan menuju rejuan bernegara.
Negara beketja dengan kekuatan memalesa dan bersifar ororicatif. Karena kehadizan
suatu negara berawal dari proses politik membuat insticusi negara mempunyai the power
of coonomic reguletion. Dalam wilayah publik dan sistem perekonomian nasional, negara
berperan sebagai wasit (regulator) yang memiliki jarak yang sama techadap pelaku-
pelaku usaha di wilayah pasar namun memiliki kepentingan yang sama terhadap
seluruh pelaku usaha cersebur unruk memajukan kesejahreraan dan kemakmuran
bersama. Peranan yang lehih jauh dari institusi negara adalah sebagai fasilitaror bagi
pelaku ekonomi atau paling tidak memiliki kesanggupan untuk mengurangi hambatan-
hambatan strukeoral yang ditimbulkan oleh instieusi negara maupun instirusi non
negara.'’

Membicarakan peran dan fungsi negara dalam kehidupan perekonomian, sama
artinya dengan membahas tindak lanjur dari fungsi pengaturan/regulasi berdasackan
otoritasnya. Dengandemikian keberadaan hukum menjadi penting dalam memfasilitasi
kegiatan perekonomian. Banpunan hukum perlu dilthac ridak hanya sebatas pada nile

14 Dawam Rahawdjo, Demokrasi Ekonomi dalam Alam Liberatisasi Flonomi, Kumala Fadi{edl.), “Liberalivasi
Ekonomi dan Politik di Indanesi”™ (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm.251

15 Didik]. Rachbini, Ekonomi Policih: Penpelasan Teoins Hiseoris ases Kebijahan Pembungunen Bertumpr pada
Uitang Luar Neperi (Jakarea: Ghalia lndornesia; 20013, him.38.
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of law terapi juga sebapai rule of moreliey.* Mekanisine perilaku pasar harus mengadopsi
prinsipprinsip moral dalarn dunia usabha sehingga dalam menjalankan usahanya
menghargai nilai-nilai crika yang bersifar universal.

Selain  itu, atumn main, norma-norma, serta  sistern pernantaman dan
pencgakkannya dalam perhatian werhadap kegiatan-kegiatan dang ekonomi harus
mendasari pendekatan ckonomi kelembagaan yang diusung. Dalam sistem pasar,
sevala sesuatu ditentukan oleh permintaan dan penawaran, dan bukan tidak mungkin
suati ketika regadi kepugalan pasar yang memungkinkan dmbuinya chaes, deprest,
dsb

B. Pengaturan Pengadsan Barang/Jasa dalam Mendorong Pertumbuhan dan
Pembangunan Ekonomi

Beritu banyak sorotan publik dan media diarahkan pada berbagai masalah di
seputar pengadaan barang dan jasy untuk kepentingan pemerintaly, antara lain karena
banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.
Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini haoya akan efekrif jika diikuti
dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penvimpangan yang mungkin tegadi.
Masalah timbul ketika sementara pihak mengkaitkan upaya pemberantasan korupsi
dengan keengganan aparat birokrasi untuk menjadi pimpinan proyek pengadaan
barung dan jasa untuk kepentingan pemerintah - bahkan ada yang menyebucnya
negutive deterrent effect dari upaya pemberantasan korupsi.”

Secara normarif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 5 Perawuran
Presiden Republik Indonesin Momor 54 Tahun 2010 adalah efisien, efekeif, transparan
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminarif, serta akuntabel.®

Selain ity kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan
antata lain unruk mendorong peningkaran penpeunaan pengadaan barang dan jasa
untuk kepentingan pemerintah merupakan salah saru alat untuk menggerakkan roda
perckonomian, oleh karcnanya penyerapan angraran melalui pengadaan barang dan
jasa ini menjadi sangar penring atauw dengan kara lain salah satu urpensinya adalah
pelaksanoan pengadaan vang efektif dan efisien serra ekonomis untuk mendaparkan
manfaat maksimal dari penggunaan anggaran tecscbut.

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dengan sistem single procutement,
pada Tahun 2010, KPK relal membukrikan dengan melakukan penghemaran rerhadap
harga perkiraan (HPS) sebesar Rp9.534.158.169,00. Penghemaran tersebur berasai
16 Narmin 5. Pakpahan, Tatanan Hukum FEhonomi Pasar: Suane Pendekatan Pembahaman Hukum untuk

Pengemnbangan “Rule Based Ekonomy”, Sudarse Sapoter cral. {edd,  Perekonomian Indonesia
Menyonsong Abad XX1,” ( Jakara: Sinar Harapan, 1998), him.15%.

17 Tauflicqgorachman Ruki, Keria Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indomesia, disampaikan
pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU, 23 Agustus
2006,

15 Peraturan Presiden Repreblile Indanesia No 54 Tahun 2010 tentang Fengadoan Banung/Jase Pemerintalr,
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dari 571 paket pekerjaan yang berdasarkan HPS Rp87.418.758.200,00, diperoleh
hasil kontrak berdasarkan negosiasi dengan vendor sebesar Rp77.884.600.031,00,
baik dilakukan melalui sistem pelelangan umum, seleksi umum, pemiliban
langsung, maupun penunjukan langsung yang pengumumannya dilakukan melalui
cannouncement, website, dan papan pengumuman.

Denpan demikian, kebijakan pengadaan barang/jasa yang tepat sasaran, tepat
wakru, repat implementasi dan dilaksanakan sesuai prinsipprinsip good governance
dapar menjadi salah saru instrumen penggerak roda perekonomian yang mendorang
perceparan pembingunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu Negara,

Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerinrah dapat digunakan
untuk mendorong peningkatan pengpunaan produksi dalam aegeri, memperluas
lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam meningkatkan
peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakar uncuk cerlibar
dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu perangkat hukum yang disusun harus
dapar memaksa enriras yang ada memenuhi tuntucan penggunaan produkst dalam
negeri, perluasan lapangan kerja dan penpgembangan industri dalam negeri, dalam
melaksanakan apapun kegiatan perekonomian. Hal tersebut juza harus dilengkapi
dengan penyederhanaan ketenruan dan tata cara untuk nempercepat proscs
pengambilan keputusan dalam pengaduan barang/jasa schingga dapar memenuhi
unsur-unsur efektifitas dan efisiensi.

Denpgan kesadaran dan kesamaan persepsi berbagai pihak baik pemerintah
maupun pihak swasta akan peneingnya pengadaan barang/jasa vang efekeif dan efisien
sehinpea dapat dimanfaatkan sebesarbesar bagi kemakmuran rakyat sesuai tujuan
nasional sebasnpimana tercanturn dalam alinea IV Pembukaan ULD 1945 yaitu:

. melindungi segenap bangsa [ndonesia dan seluruh tumpah daraly Indonesia

2. memajukan kesejahteraan umum

3. mencerdaskan kehidupan bangsa

4. ikut melaksanakan keterriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

C. Hubungan Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dengan Good Governance

Untuk mengkaitkan hubungan antara penganiran pengadaan barang/jasa dengan
good governance, tidak terlepas dari penjabaran Bab XIV mengenai Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 menyvebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha hersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup arang banyal dikuasai aleh negara.

19 Laporan Tahunan 2010 Kormisi Pemberancasan Korupsi, halaman 15
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3. Bimi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dun dipergunakan untuk sebesar-besarnga kernakmuran rakyar.

4. Perekonomian nasional diselengparakan berdasar aras demokrasi ckonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjuran, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjapa keseirnbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diator dalam undang-
undang.

Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah scharusnya didasacrkan pada
Rercana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Instansi, sehingga barang/jasy diadakan atau dibeli, karena memang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan rugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Aspek
penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme
dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengeuna Barang (KPB) dan Kuasa Penpguna
Anggaran (KPA), serma dalam pewilihan Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek.

Berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah rerkair dengan konsep
manajemen sumber daya manusia yang baik, seharusnya penunjukan unruk
menjadi anggota Panitia Pengadaan atau Pimpinan Prayek dapat merupakan prestasi
tersendiri. Jika pegawai yang diberi tugas mampu menunjukkan kinerjanys dengan
baik, scharusnya keberhasilan tersebur merupakan credit point dalam rangka penilaian
prestasinya untuk kepentingan promosi {merit system), sehingga berimplikasi pada
penghitungan besaran pendapatan dan promosi pegawai melalui penilaian atas
kinerjanya. Dengan demikian, adanya manajemen sumber daya manusia yang baik,
dapat menjamin rerselengaaranya pengaduan barang/jasa sesua prinsip-prinsip good
governance schingga memenuhi tujuan bermegara karena dilakukan berrumpu pada
keburuhan dan maksimalisasi usia ekonomis suatu barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan bahwa selama ini penunjukan
Panitia Pengadaan dan Pimpinan Proyek tidak dilakukan aras dasar pertimbangun
protesionalisme dan integritas, terapi lebih didasarkan pada kedekaran-kedckatan
tertentu, hubungan kekcluargaan ancara Pimpinan lembaga dengan pepawai yang
bersangkutan, dan/atan kesanggupan dari pegawai yang bersangkutan untuk
memenubi beban-beban yang diberikan kepadanya sebagai Pimpinan Proyek atau
Tanitia Pengadaan Barang/Jasa. Selain "beban’ yang diletakkan di pundak Pimpro dan
Panitia Pengadaan, disinyalir ada intervensi dari luar instansi. Intcrvensi ini mungkin
berupa titipan proyek, atau 'pesan-pesan’ lain.

Salah saru modus operandi kolusi/nepotisme dengan pihakpihak di luar
instansi adalah adanya proyek-proyek yang 'dijinjing’ dari swasta/calon rekanan, yang
menjanjikan dapat mengarur penyelesaian proses perencanaan anggarannya dengan
otoritas politik dan otoritas keuangan.
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Kemudian adanya unsur owritas politik dan ororicas keuanpan/perencanaan yang
juga menitipkan proyek/releanan cerientu, dengan janjidanji yang sama. Akibaroya
pengadaan harang dan jasa ndak sesuai dengan Renstra instansi. dan tentu saja
tidak akan sesuai dengan kebutuhan yang ditecapkan instansi tersebur, Hal ini akan
berdampak bukan saja pada inefisiensi tapi juga rerbukanya peluang prakeek-prakeck
korupsi.

Gambaran korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa vang selama ini
terjadi anrara lain,™

L. pengadaan barang/jasa ridak sungguh dibucehkan karena dijinjing dan dititipkan
dati "atas”, bukan direncanakan berdasarkan keburuhan yang nyaca.

2. Bpek barang dan yusa serta Harga Perkiraan Sendini yang seharusnya dibuat Panitia
Pengadaan sesungguhnya adalah spek yang diacur dan harga vang ditetapkan oleh
arang lain, di sintlah mark up dan kadangkadang mark down dilakukan karena
semuta sudah diatur urang lain cermasuk spek dan harga pembanding.

3. Lelang vang scharusnya lair, terbuka dan berdasarkan kompetensi, nyata nya haaya
proforma, arisan bahkan pesertanya sudah diarur.

4. Kuck back. Dan penyedia barang kepada sponsor ini menyebabkan harea menjadi
naik.

5. Seroran. Sejumlah persen yang harus disetor oleh Panicia Peneadaan dan Pimpro
kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi.

Namun disisi lain, tidak dapac dipungkiri masih ada anggapan yang menyebutlan
bahwa kendala yang menyebabkan masih rendahoya daya scrap APBN, antara lain
terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur
dalam Keppres nomor 80 rahun 2003 beserta perubahan, yang memerlukan wakeu
cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga ke pengumuman pemenang dan
implementasi. Padahal rendahnya penyerapan anggaran di instansi salah satunya
adalah sebagai berikut:

1. menunjukkan adanya kelemahan dalam hal perencanaan;

2. pelaksana, penguna anggaran, dan penerbit surat perintah membayar lebih
berhari-hati, atau

3. pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek menolak katcna beban yang
terlalu berar dan tidak berkompeten unnik melakukan pengadaan.

Dengan demikian, alasan rersebut menunjukkan keengganan untek mewujudkan
pengadoan barang dan jasa sesuai prinsip-prinsipnya justru menchambac proses
pembangunan, karena keriadaan good governance.

20 Ruki, ojycir,
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Gambar 1. Ekolopi Governance

Gambar 1 mengilustrasikan beberapa ciri esensial dari govd govermance. Ekologi
pemerintahan melibatkan bermacam-macam aktor institusional yang ada dalam
nepara tersebur seperei parlemen, eksekutit, lembaga yudikacif, militer, masyarakar
sipil {seperti organisasi dan media sosial) serta pasar ekonomi. Selain itu, globalisasi
herarri hahwa komponen-komponsn pemerintahan “*domestik’ ini harus ditambahi
komponen-kinnponen transnasional yang semakin kuat (seperti badan-badan hukum
multinasional dan instcusi-institusi financial internasional.™

Seluruh akror institusional saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu
sama lain. Untuk satu gosd governance, penting dipahami agar tidak seorang pun dari
actor-aktor ity mempunyai konerol yang absolut. Ekologi pemerintahan bergantung
pada adanya integritas dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing akeor tadi,
dan adanya keseimbangan yang sehat antara negara, masyarakat sipil, pasar dan
masyarakat global. Semencara lingkaran ditengah menunjukkan ciriciri atau prinsip
duri good governgnce yang mergbantu ketahanannya: mnggung jawab, transparansi
dan partisipasi. Prinsip-prinsip ini seharusnya diterjemahkan dalam praktck-prakeek
yang menunjukkan hubungan antara nepara, masyarakat sipil dan pasar. Dalam
mewujudkan gnod governance.

21 Teren Masduki, "Peran Tarlemen dalam Membasmi Korupsi,” Ceckan Ul (Jakarra: Indonesia
Corrupiion Watch (1C%) dan Canadian Internasional Development Agency, September 20000,
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D). Perkembangan Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa

Terhitung dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2010, pengaturan
pengadaan barang dan jasa telah mengalami perubahan sebanyak 8 {delapan} kali.
Perubahan rersebut dimaksudkan dalam rangka menyempurnakan pengaturan tersebur
dan menyesuaikan dengan berbagai kondisi sesuai tahapan dan jenis pengadaannya.
Adapun perubahan yang terjadi secara garis besar adalah:

l. Perubahan I; Keppres No. 61 Tahun 2004 pada tanggal 5 Agustus 2004
meliputi:

a. Penambahan kriteria tertentu penunjukan langsung jasa konsuleasi

b. Penambahan kriecria tertentu penunjukan langsung dalam rangka penyelesaian

pengembalian aser kekayaan negara

Z. Perubahan I1; Perpres Na. 32 Tahun 2005 pada tanggal 20 April 2005 meliputi:
a. Penambahan kritcria tertentu penunjukan langsung harang
b, Kemudahan pengadaan logistik pemilu kepala daerah sampai dengan bulan

Juli 2005

3. Perubahan 1lI; Perpres No. 70 Tahun 2005 pada rangeal 15 November 2003
meliputi:

a. kemudahan pengsdaan untuk rehabilicasi dan rekonseruksi akibat sunami

b. pengacuran denda keterlambatan dalam kontrak

4. Perubaban IV; Perpres No. 8 Tahun 2006 pada ranggal 20 Marer 2006 melipuri:
a. Perbaikan mekanisme pengumuman, ermasuk  penpumuman rencana

pengadaan, dan pemilihan surat kabar scrta pengakeifan website www.
pengadaannasionalbappenas.ga.id.

lo. Percepatan jadwal untuk pengadaan dengan pascakualifikasi

c. Perubaban Onmnisasi Pengadaan sesuai UU 1772003 dan UU 142004,

termasuk Perubahan Pengguna barang/jasa menjadi PPK
d. Perpanjangan masa transisi kewajiban sertifikasi sampai dengan | Januarn
2008

¢. Penegasan pengpunnan produksi dalam negeri bherdasarkan daftar dari
Deparremen Perindustrian.
Peneyasan disar dokumen anggaran DIPA wajib ditkuti.

g Peningkatan peran DBPKP denpan pencgasan tembusan laporan hasil

pemeriksaan disampaikan ke BPKP?

5. Perubahan V; Perpres No. 79 Tahun 2006 pada ranpgal 8 Seprember 2006
diantaranya perubahan batas waktu menjadi 31 Desember 2006 unmuk rehabilirasi
dan rekonstruksi akibat tsunami.

6. Perubahan VI; Perpres No. 8% Tahun 2006 pada ranggal 6 Qkeober 2006
diantaranya pengadaan logistik pemilu sampai dengan bulan Desember 2006
khusus Provinsi NAD.
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7. Perubalian VIL Perptes No. 95 Tahun 2007 pada tanggal 23 Qktoher 2007
dianraranya pengamanan persediaan farmasi dan alac kesehatan,
8. Sementara itu, perubahan ke delapan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2010,

yang apabila dibandingkan secara keseluruhan denpan Kepunssun Presiden
Nomor 80 Tahun 2083 antara lain:

Tabel 1. Matriks Perbedaan antara Peraturan Presiden Mo, 54 Tahun 2010 dengan
Keputusan Presiden No. 80 Talhun 2003

; | 1
No. | Topik Keppres 8072003 Perpres 54/2010 | Keterangan
I. | Tata Cumm Tar cara pengadaan | Taea cara pengadaan ETul:a cara merupakan
Pangadaan terdapat padda | diuraikan dalam 2 set | bagian tak rerpisahkan
larnpitan yang | dokumen yaibu: 'dariPerpres; SBD
merupakan bogian - |1, Lampiran: tata cara ' merupakan Pevaturan
tak rerpusahkan dun pengadaan barang/jnsa Kepala LEPF
Keppres pemerintah
2. Standar Dokumen
== T Pengadaan (SBD)
1. | Perencanaan Femlragian Lingkup perencanzan:
Perpadaan tangzing jawab . PASKPA membuar rencana
Jdalam perencanaan umum dan pembiayaan
penpadaan antara PA/ pengadaan
KPA dan PPK belum | 2. PPKmembuar rencana
dintur dengan jelas rekois penpadaan
3. ULT membuat rencana
pelabsanaan {pelelangan/
| | 1 selekai pengadaan) |
} | Pinjaman/ Jika bertentanean, Pada prinsiprya mengikuri Saar penyusunan NA
Hilalh Luae maka mengikuri Perpres; FHIN
MNegeri (PHLNY | aturan pemberi Jika rerdapat perbedaan maka
;I pinjaman/hibah ditioar kesepakatan.
4. |Jenis Pengadasn | |. Barang 1. Barung Dilakukan
Z. Jasa Pemborangan | 2. Jasa Konseroksi pemyesuaian dengan
3 Jasa Konsuleasi 3. Jasa Konsuloasi [ruernational Best
4. lasa Lainnya | 4. Jasa Lainnoya Practice
5 [ Media 1. Surat Kabar Lokal | 1. WebsiteK/L//] Diwajiblean meniliki
PEREUInUTTIEaD dan/atau 2. Tapan pengumuman resmi | Websire; Koran dapat
pemilihan 2. Surar Kabar untuk masyarakat digrinakan
- penvedia Masicnal
B. |Pelelangan / Proses pengadaan Proses pengadaan Peletangan baleh
seleksi sebelum | Japar dilakuken dapatdilakukan setelah dilakukan setelah
tahom angoaran | sebelum dokumen rencana kerja dan anpgaran RKA disetujui DPRS
anggaran disahkan K/L/D/1 disetujui oleh DFR/ | DPRD
. DFFRD = _
T | Ormnisasi Orpanizas belum i. PA/KFA Adanya PPHP, sclain
lpengndnun dikelompokkan 1. PPK ULP
dengan jelas 3. ULP/Pejabac Pengadaan

4. Panitin/Tejabar Penerimn
Hasil Pekeqaan
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9. | Perungkat Belum diatur l. Kepala Adanya arganisasi
urganisasi LLP 2. Sekrerariat khusus pengadaan,
3. Staf Pendukung diharapkan dapat
4. Kelompok Kerja lebih profesional
9. | Tugas dan Belum diatur dengan | Mengumunkan rencan umum
kewenangman tepas pengadann dan menempkan
= JPEHE O o "
13, | Ponctapan Pengaduan Barang” 1. Penpadnsan barang/ :
nemenang/ Jausea iliatas Rp.50 pekerjaan konstruksis Jasa
penyedia oleh | Miliar dizras Rp 00 Miliar
PA/KTA di 2. Penpadaan Jasa Konsuliasi |
KL/ atau diatas BEp. 10 Wiliar |
Kepala Daerah |
1. | Koasa Pengpina | Tulak diarur dengan | Dapar diangkat debik dari 1
Anggaran jelas arang dan diangkat nlch PA |
1Z. | Tugas, Muermtiann dokimen | Menepkan dokumen |
wewenang dan | pengadaan dan | pengadnan; mencrapkan
tanggung juwal | mengusulkan | pemenang dan menjawab
prmenang sangpahan serea dapar
EmEngu.‘illlk'.l[‘l. kepada PPK
' mengenai perubahan HPS
_ dan spesifileasi
13 | Rencama | Belum dincur dengan | Ketentuanumum, biaya Dinmumkan pada
Urmum jebas pelaksanaan pengadaan dan | awal mhun angearan
Tengadaan pengumuman rencana umunt | dan dilaksanakan oleh |
penradaan diatur K‘/N_‘L{"D/ 1
14. | Swakelola Terdapan 8 pekerjaan | Dicamibah 4 jenis pekerjaan
yang dapar baru yaitu survey, inclustey
diswakebalakan kreatif, penclitiun dalam
negeri dan peagembangan
industry prrtshanan
15. | Pengadaan Pebelangan umum, Pelelangan umum dan
Barang/Jasa terbatas, lanesung sederhana, penunjukkan
Eainnym dan penunjukkan langsung, pengadaan langsung
lan_lﬁggg__ dan sayembara/kontes
16. | Pengadaan Pelelangan umumm, | Pelelangan umun,
Pikerjaan terbatas, langsung rethatas, pemilihan
Konstruksi dan peounjukkan langsung, penunjukkan
Iampung langusng dan pengadasn
I langsung
17, | Peneadaan jasa | Seleksi wmum, Selaksi uonum dan sededhana,
konsilesi verbacas, langsung penunjuklkan langsung,
dan penunjukkan pengadaan langsung dan
langsung sayembaca

Dapar dilihac dengan jelas bahwa substansi pengaturan pengadaan barang dan
jasa semakin diupayakan komprehensif melalui perubahan pertama sampai dengan ke
delapan. Pemerinrah juga melengkapi dengan membuat Lembaga Kehijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKTPT} pada Tahun 2009, Namun demikian LKPP helum
memiliki instrumen yang memadai untuk menghitung efekrifitas pengadaan barang

19




PDF Compressor Free Version

Urgensi RULS Pemgadaan Bamang dan Jase Dalam Mendorong Periumbuhen Ehonemi Melalui Good Governance

dan jasa sejalan dengan perubahan-perubahan terhadap pengaturan yang ada. Hal
tersebut menjadikan banyak kalangan masib mempertanyakan efekrivitasnya dalam
membuat transparansi dan bebas KKN dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa
di pemerintahan.*

Terkair dengan diterbitkannya Peracuran Presiden (Perpres) Nomer 34 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Tasa Pemerintah vang merupakan revisi
dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003, Gabungan Pelaksana
Jasa Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) betharap pemerintah menerbitkan
peraturan yang tidak menimbulkan polemik dan melanggar peraturan lainnya. **

RUU pengadaan barang/jasa urgensi vnruk segera diwujudkan dengan
mengakomadir masukan-masukan penyempurnaan sebagai hasil evaluasi rethadap
Peraruran Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Misalnya, nilai provek pengadaan barang/jasa yang bisa
melalui penunjukan langsung (tanpa tender) ditingkadcan hingga Rp 100 jura,
diarabkan untuk memberikan kesempatan pada kontraktor kelas 11, 1L, dan TV atau
usaha kecil dan menengah (UKM) dengan harapan terciptanya percepacan pelaksanaan
proyek dan mendorong kinerja sekror riil.

Qleh karena itu, perubahan kebijnkan terkaic nilai proyek yang bisa melalui
penunjukan langsung ini harus ditkut aruran main yang deril dan jelas. Karena jika
tidak, maka akan dimanfaackan untuk prakeek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN}.
Selain itu juga, mekanisme pengawasan dan penepakan hukum perlu mendapar
pethatian, sehingga Jdapat menekan terjadinga kebocoran, mempertimbangkan
orientasi untuk memajukan sektor jasa konsrruksi nasional, Misalnya terhadap suaru
proyek skala besar senilai Rp 10 miliar, sebaikaya dilakukan pemotongan/ pembagian
(spread) jumlah proyek, sehingga kontrakeor skala kecil juga mendapar kesemparan,

Di lainn pihak, unnsk mempercepar proses tender proyek pengadaan barang/jasa,
pemerintah juga harus mulai memperketat hak sangoah dan banding dari peserea
tender. Ini dilakukan agar prases sanggah tidak menghabisian wakou dan menjadikan
proses tender secara keseluruhan molor.

Dalam perpres nomor 54 tahun 2010 tersebut, pemerintah mengubah batas
nilai minimal render proyek yang holeh diikuri asing. Misalnya peserta dari asing
bisa mengikurti tender proyek konstruksi minimal Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp
50 miliar. Beeitu pula jasa konsultasi menjadi Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 5
miliar serta pengadaan barang Rp 20 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. Selain i,
pemerintal juga memutuskan pengadaan barang/jasa diizinkan ranpa melalui tender
jika nilainya di bahwa Rp 100 juta. lai berarti naik dati sebelumnya hanya Rp 50 jura.

22 Hendrik Hurabarar, *Efeluvieas RUU Fengadaan Barang Jasa Tekan KKN Dipertanynkon”, Kumn
Medan Bisnis, 22 Okroler 2010

23 “Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baru bisa timbulkan polemik”, Buara Karya Online,
13 Apustus 2010.
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Dengan demikian, jelas tergambar upaya pemerintah dalam mewujudkan
demokratisasi dan otonomi daerah melalui RUU Pengadaan Barang/Jasa mutlak
untuk scgera diwujudkan untuk menghadapi liberalisasi perdagangan.

E. Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Pengaturan Pengadaan Barang/
Jasa yang Efektif

Setelah mengalami perubahan penyempurnaan substansi sebanyak 8 (delapan}
kali, pengaturan pengadaan barang dan jasa ini diusuikan untuk berubah berdasarkan
pembentukan peramiran perundangundanganoya yaitu Rancangan Undang Undang
Pengadaan Barang dan Jusa Pemerintah  sekaligus diprioritaskan unruk Tahun 2011,
Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang
dan jusa yang cfektif dan efisien serta mengikar seluruh instansi baik pemerintah
maupun non pemerintah serea seluruh warga Megara.

Astar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efelxif, terbuka dan
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel muka pengaturannya
harus mempunyai bobot hukum yang cukup, yang dapat ‘memaksa’ setiap elemen
pelaksana mengoptimalkan proses pengadwn barang dan jasa. Dengan Undang-
Undang diharapkan tidak ada ‘celah’ bagi okaum untuk melepaskan dirl dari jecatan
haleum.

Meski tedumbat menyadari bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme ataw segala
bentuk ‘penggerogotan mavpun penyalahgunaan, hanya akan merusak tatanan
perekonomian, namun Indonesia berpeluang mewujudkan tata pemerintahan yang
baik (z00d gevernance) terutama dalam pengadaan harang din jasa sehingga mendorong
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peluang tersebur dilihac dati beberapa
aspek yainu legel framework; adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang
Whih memadai, human wsources; adanya SOM yang mencukupi dalam kapasitas dan
profesionalitas, imstitutional; adanya secting kelembagaan dalar rangka monitoring,
pengembangan kebijakan, dan enforcement;

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan
pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah:

1. Mencadangkan anggaran belinja penpadaan untuk dilaksanakan oleh usaha
kecil.
Melindungi kesemparan usaha kecil terhadap usaha menengah/besar.
Memperbesar peluang usaha kepada usaha kecil
Memperluas informasi peluang usaha.
Meryederhanakan persyaratan.
Pengawasan oleh masyarakat
Memberdayakan usaha kecil.

PR fn
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Pengaturan pengadaan barang dan jasa juga mempertimbangkan penguatan usaha

kecil dan menengah sehingga dapar berkontribusi dalam peningkatan pendapatan
sektar riil yang berarti secara langsung mendorong percumbuhan dan pembangunan

ekonomi. Beberapa hal yang dijadikan pertimbingan adalah:

S

3.
9

Mcnycediakan paket pekerjaan di bawah Rp. 1 milvar unruk usuh kecil.

Tidak memusatkan kegiatan yang tersebar di dacrah

Tidak menyatukan paket yang seharusnya dapat dilaksanakan olch usaha kecil
Tidak membuar kriteria, persyaratan arau prosedur yang ridak obyektif
Menghilangkan segmenmsi usahia berdasarkan Klasifikasi, kualifikasi, wilayah
Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan  kemampuan
melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paker.

Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat
ikutserta dalum pengadaan.

keikutserraan hanya didasarkan pada komperensi/ kemampuan usaha

tidak boleh menghalangi keikutserraan badan usaha dari luar kabupaten/kota

IQ.kewajiban  memberi wakru yang cukup sehingga dapat mengefekeifkan

perlindungan usaha kecil.

11. Melaporkan rencana paker-paket pekerjnan untuk usaha kecil kepada instansi

pembina
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa negara dengan
kapasitas kekuasaan yang dimilikinya, berpotensi besar dalam mengatur dan mengelola
keberlangsungan pemerintahan menuju tujuan bernegara. Negara bekerja dengan
kekuatan memaksa dan bersifat etoritatif. Karena kehadiran suatu Negara berawal dari
proses politik membuat institusi Negara mempunyai the power of economic regulation.
Dalam wilayah publik dan sistern perekonomian nasional, Negara berperan sebagai
wasir (resulator) dan fasilitator.

Pelaksanaan MNegar sebagai regulator, maka kebijakan umum pengadaan barang/
jasa pemerintah dimaksudkan antara lain untuk mendotong peningkatan penggunaan
barang dan jasa merupakan salah satu alat untuk menpuerakkan roda perekonomian
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya penyerapan anggaran
melalui pengadaan barang dan jasa harus terlaksana efekeif dan efisicn serta ekonomis
untuk mendapackan manfaat maksimal dari pengeunaan anggaran tersebu,

Pengadaan barang/jasa seharusnya didasarkan pada Rencana Kerja dan Anpgaran
Tahunan yang merupakan penjeharan dari Rencana Scrategis (Renstra) Instansi,
sehingga barang/jasa diadakan bermimpu pada kebutuhan dan maksimalisasi usia
ekonamis suatu barang/jasa, untuk mendukung pelaksanaan tupas dan fungsi instansi
vang bersangkutan, mempertimbangkan profesionalisme dan integritas serta konsep
wmanajemen sumber daya manusia yang baik sesual prinsip-prinsip good governance
dalam mewujudkan tujuan bemegara.

RUJU pengadaan barang/jass urgensi untuk segera diwujudkan dengan
mengakomodir masukan-masukan penyempurnaan sehagai hasil evaluasi terhadap
Peratiran Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tenrang Pedoman Pengadaan
Barang/}asa Pemerintah sehingga mendorong percepatan  pembangunan dan
peningkaran perrumbuhan ckonomi suamu Negara melalui peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan indusiri
dalam negeri serta meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan
kelompok masyarakat untuk rerlibat dalam pengadaan barang/jasa.
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Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka
dian bersaing, mansparan, adil/tidak diskriminatif dan akunrabel maka pengatucannya
harus mempunyai bobot hukum yang cukup, yang dapar ‘memaksa’ setiap elemen
pelaksana mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa. Dengan Undanp
Undang diharapkan tidak ada 'celzh’ bagi oknum untuk melepaskan diri dari jeratan
hukom.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maks beberapa rekomendasi yang diajukan
adalah:

1. Dewan dan Pemerintah harus segera melakikan pembahasan RUU Pengadaaan
Batang dan Jasa schingga pengadaan barang dan jasa dapar werluksana dengan
efisien,efektif, tertbuka dan bersaing, transparan,adit/ridak diskriminacif dan
akuntabel serta pengaturannya memiliki bobot hukum yang cukup unruk
memaksa setiap elemen melaksanakannya.

2. LkPP di Indonesia semestinya dapat menjadi instrurnen bagi Negara dan
masyarakar unruk bersama-sama menghadapt kecurangan dan kesalahan dalam
proses pengadaan barang dan jasa. Negara melaluy LKPP dibarapkan mampu
menjaga aturan main yang jelas dan memberikan perlindungan dalam proscs
pengadaan barang dan jasa yang betorientasi pada kepentingan MNegara dan
publik. Menduduklkan peran LKPP di Indonesia saat ini dan proveksi di masa
vang akan datang serta kebijakan yang perlu dilakukan dengan harapan efekrifitas
dan efisiensi pengadaan barang dan jasa dapat lebih terukur dan rersosialisasi
secara luas.

3. Selain iru, perlu dilengkapi dengan menghidupkan lembaga-lembaga pemantau
dan pengawas sampai ke pelosok tanah air melalui pendekaran pengembangan
kelembagaan secara partisipatif yang melibackan setiap unsur tidak hanya dalam
tataran birokrasi namun juga masyarakat secara keseluruhan unnuk memastikan
pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
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BABI
PENDAHULUAN

A- Latar Belakang

Kehidupan masyarakat negara yang sedang berkembang saat ini terus melakukan
perhaikan dalam rangka menuju cita-cita pembangunan nasional. Karakreristik
pernbangunan negara-negara berkembang menempatkan sekror industri sebagai salah
satu alternadf dalam rangka memajukan perekonumian negara. Sehingga, pembangunan
di sektor industri dianggap sangat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi
suaru negara, khususnya pembangunan jangka panjang. Dan pendapat Stephan
Schmidheiny tersebut, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pernah
melaporkan, hahwa industri menjadi ukuran utama dalam ckonomi masyarakat
modern, dan merupakan penggerak roda perekonomian bapi pertumbuhan negara.’

Masalah induseri hijau akan menjadi salah satu ketentuan yang akan diatur dalam
druft Rancangan UndangUndang (RUU} Perindustrian. Dengan pengaturan tersebut,
perusahaan industri wajib mengupayakan pengembangan menuju industi hijau
vang ramah lingkungan. Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun menjelaskan
dimasukbannya masalah industri hijau dalam dvaft RUU Perindustrian, ridak terlepas
dari masalah era globalisasi ini yang mendesak agar perusahaan induscri berperan
dalam pelestarian lingkungan.® Drafi RUU tersebut saat ini masih dalam finalisasi di
internal Kementerian Perindustrian yang akan dilanjutkan unmuk disampaikan kepada
Kementerian Hukom dan HAM.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian pada
Pasal 3, mjuan dari pembangunan indusai adalah meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaackan dana, sumber
daya alam, dan/acau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan
kelestarian lingkungan hidup. Pasal 21 menycbutkan:

I "Kormst Duniz unmuk Lingkungan Jun Pembanpunan,” (World Commission on Envivonment and
Development/ WCED), 1997 (hap://miningsite.info/tailingdan-pemanfaatannya, diakses 10 Marnee
0.

¥ "Induseri Hijan akan Diacr dalam UL Pegndusteian,’ (hp//waarsdetikfinance.com Aread/
2010/05/17 /110926 /139831474 industri-hijav-akan-diamedalan-unperindustrian, diakses 17 Mei
20101,
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1. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian
sumber daya alam serra pencegahan timbulnya keruszkan dan pencemaran
terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan induscri vang dilakukannya,

Z. Temerinrah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan
penyuluhan mengenai pelaksanaan pencepahan kerusakan dan penangeulangan
pencemacan terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

3. Kewajiban melaksanakan upaya sehagaimana dimalksud dalam ayac (1) dikecualikan
bagi jenis industri tectentu dalam kelompok industri kecil.

Dari ketentuan di atas, pembangunan indusrri telah berfandaskan pada kelestarian
lingkungan hidup sejak Undang-Undang tersebut dibuat yaitu 26 tahun yang lalu.
Permasalahan yang terjadi antara lain adalah dalam pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan industri yang masih rumpang rindib. Undang-Undang mengenai
pencemaran lingkungan hidup celah diatur dalam Undang-Undang MNo. 23 Tahwn
1997 tentany Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH}. Lemahnya penegakan hukum
lingkungan dan ringannya sanksi hagi pelaku pencemar dan perusak lingkungan,
menambah sulit usaha pelestarian lingkunpan. Sudah banvak kasus pelanggaran
lingkungan yang diajukun ke pengadilan tetapi hanya sebagian kecil saja yang dapat
terselesailean, akibar kurangnya sumber daya pencgak hukum yang paham mengenal
hukum lingkungan. Tabel berikur ini merupakan gambaran singkat mengenai
kepastian hukum di Indonesia.
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Tabel 1. Variabel Kepastian Hukum

Temuan Waeld Temuan LIP1 Solusi & Kebijakan {Tanglka)
BE‘II.'lIE {stj {m?—lﬂ()ﬁ} Pendek Mﬂ'l'lﬂl'lggjé : ! Pan'a =
L 0% wakiu 1. RTRW l. Memperketat 1. Memperksrar | 1. Memperketat
perush/mingu {Rencana pengawasan peNEAWasAD pengawasan
untuk mengisi Tara Ruang implemetseasi implementasi implemenrasi
form regulisi & Wilaysh) RTRW RTRW RTRW
Perda (60%:) |
2. Penggunaan 2. Kejelasan 2. Permbuatan 1. Pembuatan 2. Pembuaran
konsultan wntulk penanganan jukiak inbmscrukrur infrastrulour
uriisan regulasi limbal dan juknis pembisangan pembuangan
{25%I battbara pembusngan [[rbah limbak Latubara |
) ¥ limbah hargbarm |
3 Biaya informal [ 3. Desentralisasi | 3. Pembuatan
{loorupsi) 4,6% rerribusi/ infrastruktur
dari woral perdal pembuangan
penjualan linbah barmbara
4. Inrensitas 4. Punglidan |4, Pengawnsan
korupsi ] premanisme yang kevae vleh
pasca OITEDA {rata-raca Perda dan
menitgkar (33%) punguran per Dol apri
5. Bizya demi truk Leskisar 5. Sosialisasi Perda-
pelmanam ARLI Rp. perda yang
pemerinrah 150.000- Rp. sudah ridak
{15%) 30000 berlaku
6. Sistem hukur 16. Sesialisasi Perdar
tiduk berfungs perda yang akan L
- (25%) . | diberlakukan
7. OTDA 1. Menindak tegns
memperhuruk aknum vang
ikhom irwestasi i memnbackap
daerah {kacupsi, premanisine dan
keridakjelasan pungli
kebijakan,
lisensi) l |

Sumber: Pusar Penglinian Ekonnmt {P2EXLIPT.

B. Permasalahan

Pembangunan berkelanjutan menuntutlebih darisekedar pencegahan pencemaran
dan bhergantinya peraturan mengenai lingkungan hidup, tetapi dapat mengatasi
permasalahan pencemaran akibar industri ini yaitu mengubah haluan industri yang
berwawasan lingkungan.

Dalam menjalankan usahariva, perusahaan ditunrut untuk melakukan penilaian
mengenai kesemparan dan juga ristko dan kecenderungan. Perusahsan yang
mengabaikan perubahan ekonomi, politik, dan sasial akan mengalami kegagalan,
Begitu pula dengan perusahaan yang tidak memperharikan lingkungan sekitar terhadap
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efek yang ditimbulkan dari industri yang dibangunnya. Faktor pemicu meningkamya
pencemaran lingkungan ini yaitu: Pertama, jumlah penduduk tumbub dengan sangat
cepat, Kedua, pemakaian sumber daya alam makin besar, ridak efisien dan kurang
wrencana dengan baik, Ketiga, karena pertumbuban amat pesat dan pemborosan
sumber daya alam terus ditakukan, maka mempercepat memburuknya berbagai unsur
lingkungan, Keempat, dengan memburukaya sistem ekologi, hilanglah keanckaragaman
hayati dan berbagai sumber genetika yang dikandungnya, dan Kelima, ancaman yang
paling serius yang ditimbulkan dari pencemaran ini adalah berubahnya ikdim dan
kestabilan sistern aliran udara.?

Ada tiea hal yang menghambat meluasnya pencegahan pencemaran dalam dunia
industri: ekonomi, informasi dan sikap manajemen.’ Pertama, perusahaan harus
divakinkan bahwa penggunaan reknologi baru yang lebih bersih benarbenar akan
menurunkan biaya produksi. Mceskipun keunrungan yang besar dapat diperoleh
melalui peningkatan cfisiensi dan pengaruran manajemen yang lchih baik, ada saatnya
diperlukan irwestasi dan perubahan weknologi yang berarti. Perusahaan kecil dan
perusahaan di negara berkembang sering tidak dapat melakukan investasi semacam
ini. Modal sukar didapar di semua bidang industri, dan dalam hal pendanaan, investasi
dalam pencegahan pencemaran harus bersaing dengan proyek vang rtampaknya lebih
mengu neungkan, Hambaran kedua adalah kurangnya informasi. 4 dalam perusahaan
sendiri, inforimasi mengenai dampak lingkungan sering begitn memprihatinkan
sehingea menyulitkan untuk menilu proyek pencesahan pencemaran. Hambatan
ketiga dan yung paling penting adalah sitkap manajemen. Banyak yang beranggapan
bahwa perlindungan lingkungan memakan biaya banyak, sehingga menyimpang dari
tujuan dasar perusahaan yairu meraup keuntungan sebesarhesarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rulisan ini akan membahas permasalahan
sebagai berikut

1. Bagaimanakah gambaran industri di Indonesia saat inif

2. Bapaimanakah dampak vembangunan industri terhadap sumber daya alam dalam
kaitannya dengan pencemaran lingkunpan?

3. Apakah upaya Pemerintah dalam menerapkan industri yang berwawasan
lingkungan?

4 Srephan Schmidheiny, Mengubah Haban, Pandangan Bisnis Dunia tentarny Pembangunan dan Lingkungen,
{Bandung: Penerbit [TB, 1995).

5 OECD, "The Promotion and Diffussion of Clian Technologivs in Indusry,” OECD Environment
Maonupraphs No. 9, Paris, 1897,
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KERANGKA PEMIKIRAN

[stilab lingkungan bisnis mempunyai arri yang luas karena menunjukkan semua
pengatuby eksternal terhadap organisasi. Wilson {1992) mengemukakan bahwa
lingkungan bisnis memiliki 3 konsep vang luas: (1) fakia obyekeif, realitas yang
dapar diukur dan didefinisikan; (2) fakea subyekrif, merupakan katakeeristik khusus
tergantung dari interpretasi dan persepsi individy; {3) pembagian anmra organisasi
dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan olch individu.

Sangatlah penting bagi seszorang yang mengkuni bisnis, baik yang sedang
mempelajari bisnis maupun manajer, untuk mengapalisis lingkungan organisasinya
dengan alasan sebapai berikut (Breoks & Weatherson), 2000): Pertama, kaicah
lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap akcivicas bisnis,
misalnya terhadap pasar, weknologi dan tenuga kerja. Kedua, aktivitas operasional,
separti peluncuran produk baru, rekrotmen staf dan kajian reknologi manufakeur
- membutuhkan identifikasi faktorfaktor lingkungan dan perubaban dalam rangka
untuk memastikan kesuksesan bisnis. Ketiga, laba dan oreanisasi yang baik merupakan
hal vang penting dalam kaitannva dengan kondisi lingkungan. Kecmpar, rencana
strategik harus rurut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam
lingkungan bisnis.

PEST yung merupakan kepanjangan dari Political, Economic, Social, dan Technalogy
merupakan susunan kekuatan lingkungan yang mempengaruhi aktvitas bisnis.
Bahkan sebenarnya ada fakror kekuacan lingkungan lain seperti Legal, Frological, dan
Competitive, schingga muncul istilah LE PEST.

Analisis PEST membantu seorang manajer perusahaan maupun pemimpin
organisasi untuk menyusun pambaran yang komprehensif dan logis menpenai
lingkungan mereka dari berbagai aspek.
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Tabel 2. Lingkungan sebagai Sumber Informasi vs Sumber Daya

Sumber Informasi Sumber Daya

* Lingkungan dipandany sebagai sumber * Lingkungan dipandang s:bagai sumber dazi
informasi sumber dava vang langka dan bernilai

* Lingkunpin berbeda dalam hal jumlah * Orpanisasi bergantung pada lingkungan sumber
keridakpasrian daya tersebur

» Kendakpastian ditentukan oleh kompleksitas = Keterpantungan ditentukan oleh kesulitan
dan derajat perubahan dalam memperaleh dan mengendalikan sumber

* Jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dayn
dan Hpetipe informasi yvanp dibutuhkan * Sumber daya didapat dari persaingan organisas
menganalisis lingkungan cksternal « Mengurangi ketergancunyan berart

| mengendalikan sumber dava lingkungan

Sumber; Betris & Hitt (1995) dalam Coulter (2002800

Kepiatan induseri adalabh  penciptaan nilai rambah melalui suata  proses

pengolahan, Industrialisasi adalah kegiatan pengolnhan yang sekaligus disertai
peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Ada 3 pola urama mengenai kebijakan
industrialisasi yang relevan bagi kondisi Indonesia. Ketiganya dapat disinkronkan dan
dipadukan menjadi satu strategi besar industrialisasi Indonesia. Ketiga pendckatan
itu aclalah:®

1. Industrialisasi yang berlandaskan pada peningkatan pengolaban sumber daya

alam yang ada, rermasuk di sini kebijakan peningkatan derajat pemrosesan hasil-
hasil pertanian Jan pectambangan, kelwjakan substicusi ekspor (expore substitution),
dan pengembangan klasrer induseri di daerah yang kaya sumber energi.
Indusrrialisasi yang didasarkan pada pemanfaatan pasar domestik, termasuk di
sini kebijakan substtusi impor dalam berhagai bentuknya (melalui pengadaan
barang pemerintah, rarif dan rata niaga impor, dan sebagainya).

. Industrialisasi yang dilandaskan pada intergrasi kita dengan jaringan produk global.

Seperti disebutkan tadi, pendckaran ini telah berhasil memacu pertumbuhan
incdustei di sejumlah negara induseri baru. Bagi mereka yang berhasi! ikut dalam
jatingan produksi global ini, peluang rerbuka lebar untuk memacu industrialisasi
di dalam negeri.

Prinsip-prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, ancara lain:’

. Prinsip keadilan antar generasi {intergenerational equiry). Prinsip i mengandung

miakna balwa setiap generasi umat manusia didunia memiliki hak untok menerima
dan mencmpati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi
sckeluarga.

-

Emil Salim, #embanmunan Berkelunjutan Peran dan Konwibeet Emil Salim (Jakares: Kepostakann Populer
Gramedia (KPCY, 2010}

Mas Achmad Santosa, “Akwunlisasi Peinsip-Prinsip Tembangunan Berkelanguran dulam Sistera dan
Prakeil Hukum Masional,” Jummw! Hekim Lingkungen, Tahun 115 1996, hal & 13,
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7. Prinsip keadilan dalany satu penerasi {intragenerational equity}. Prinsip ini berbicara
tentang keadilan di dalam sebuah genecrasi umat manusia dan beban dari
permasalahan lingkungan harus dipikul bersama cleh masvarakat dalam satu
generasi.

3. Promsip pencegahan dint (precautionary principles). Prinsip ini menpandung suato
pengertian bahwa apabila terdupat ancaman yang berarti arau adanya ancaman
kerusakan lingkungan yang tidak dapar dipulihkan, keriadaan temuan atau
pembuktian tlmiah vang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk
menunda upaya-upaya untuk mencegah reradinya kerusakan lingkungan,

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (canservatian of bislagical diversity). Prinsip
ini merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan
antar generasi, Perlindungan keragaman hayari juga rerkait dengan masalah
pencegahan, sebaly mencesah kepunahan jenis dari keragaman hayaci diperlukan
demni pencegabhan dini.

5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai
akibat dari suatu kegiatan ekonomi yanp dilakukan oleh pihak vang terlibat dalam
keziatan ekonomi rersebut, Oleh karena itu, maya kerusakan hingkungan harus
ditanggung olch pelaku kepiatan ekonomi dar diintegrasikan ke dalam proses
pengambilan keputusan yang betkaitan dengan penggunaan sumbersumber alam
tersebut.
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BAB 111
PEMBAHASAN

A. Gambaran Industri Indonesia Saat Ini

Industry di negara berkembang bukan hanya kurane mampu melakukan
iovestasi dalam pencegahan pencenuran, terapi juga tidak mampu menangsung biaya
pengelolann limbah, yang di negara industri dipandang sebagai beban kenangan yang
berac atas perekonomian.® Tanggung jawab perusahaan dalam hal lingkungan rerdapar
pada semua tahapan produksi agar dapar menghasilkan produk yang digunakan sesuai
dengan sistem mangjemen lingkungan, yaitu meminimumkan dampak cechadap
lingkungan dan memaksimunikan efisiensi lingkungan. Unwk itu perlu dibangun
prasarana baru dalam bidang perdagangan dan dibina jalinan hubungan aneara
produsen, pelanggan, dan pemerintah.

Dalam memilih reknologi dan bahan, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan
masaiah seperti kemampuan untuk didaur vlang, keaweran, dan kemampuan untuk
diperbaiki. Perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan produk mereka
dapar memilih salab saru atau beberapa cara dari serangkuian pilihan berikut ini:

1. Menghapus atau mengvanti produle
Menghapus atau mengurangi unsur yang merusak,
Menggant dengan bahan atau prases yang lehih ramah lingkungan.
Menurunkan herar atan volumenya.
Menghasilkan produk yang dipadatkan.
Memprodukst dalam jnmlah besar.

S I R R

Menggabungkan (ungsi beberapa preduk.
Memproduksi lebin sedikit model atau gaya.

. Meranaimg kembali agar pengpunaan lebih efisien.

10 Meningkatkan umur produk.

11. Mengurangi kemasan yang mubazir,

12. Meningkatkan kemampuan produk unrek diperbaiki.

1 3. Merancang kembali penggunaan ulang oleh konsumen.
14. Memproduksi kembali produk.

& o

8 “Tinjuuan Hukum eentang Pencemaran Linekungan,” Cheeps/Zstaffsire punadarmacacid, diakses
ranggal 10 Mei 20110
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Penegakan hukum lingkungan merupakan permasalahan yang saling berkaitan
antara berbagai aspck. Tujuan utama penegakan hukum adalah mempertahankan
dan menciprakan lingkungan bersih vang dapat dinikmarti oleh setiap manusia
dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya. Berbagai peraturan
perundangundungan beserta peraturan pelaksanaannya telaly diterbitkan uneuk
maksuc dan tujuan rersebuc serra untuk menjaring para pelanggar hukumnya yang
tidak berranggung jawab.

Pelangearannya jupn beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan, misalnya:
pembuangan limbah rumah rangga, sampai pada yang paling rerbahays L
masyatakat dan lingkungan, seperti misalnya: pembuangan limbah berbahaya dan
beracun ataupun tadiasi atom. Qleh karena itu penanggulangannyapun beraneka
ragam, mulai dari penerangan arau penyuluban hukum sampai pada penjatulan
sanksi apabila rerjadi pelanggaran. Timdakan melalui instrumen administratif adalah
tindakan-tindakan yang dijalankan oleh aparatur administrasi atau instanst yang
berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran hukum lingkungan ?

Kajian PPE FE LGM dan Yayasan Indonesia Forum mengajukan visi Induseri
Manufakiur Indonesia 2030 yaitu, “Industri manufakeur 2030 yang ditopang olel
seruktuc industri vang kokoh dan perusghaan vang berdava saing global, ramah
lingkungan, dan berbasis kempcetenst inti daerith.”

Majunya sektor induseri tidak akan bertahan lama apalila ridak memiliki dava
dubkung lingkungan vang kuar dan berkelanjutan. Lingkungan alam schagai salab sar
daya dukung urama industre perlu mendapar perbatian dengan cura menciptakan
industri ramah lingkungan. Penerapan analisis mengenal dampak lingkungan
{AMDAL) harus mendapat kontrol yang kerar,

Penpaunaan lohan unruk perpembangan industri juga harus berdasuckan
paradigma sustainable devetapment. Pemilihan lahan schagai kawasan industri harus
mempertimbangkan  pembangunan berkelanjutan.  Apabila inclustri - yang ada
memperhatkan danpak rechadap lingkungan, maka keberlanjuran sckror industri
dapat dijamin. Tentu perlu adanya penegakan aturan vang ketar sehingga tercipra
industri yang ramal lngkungan.

B. Dampak Pembangunan Industri terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian
sumber daya alam serta pencegahan dmbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap
lingkungan hidup akibat kegiaran industri yang dilakukannya. Pemerintah mengadakan
pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyulubiun mengenai pelaksanaan

9 "Lapinds dan Tangzung Jawab Susial,” {www.zeilla wordpress.com, diakses pada ranpgal 12 Mel
20110

10 Mudrajad Kuncoro, Ekonomike indonesia, Dinumika Lingkungan Hisnis di Tengah Knisis Globol,
(Yogyakarta: LIPP STIM YKPN, 2000).
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pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup
akibat kegiatan industri. Selama ini sekrarsekror yang potensial dianggap mencemari
lingkungan adalah sektor industri pangan, kimia dan bangunan, sandang, elektronika
dan mebel"

[. Ilnduseri Pangan

Sekror industri/usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan anrara lain; tahu,
tempe, rapicka dan pengolahan ikan {industri hasil laue). Limbah usaha kecil pangan
dapac menimbulkan masalab dalam penanganannya karena mengandung sejumlah
besar karbohidrat, prowein, lemak, garamgaram, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia
yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Schagai contohnya limbah
industri tahu, tempe, tapioka, indusen hasil laut, dan industri pangan lainnya, dapar
menimbulkin bau yang menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya
tidak diberi perlakuan yang tepat.

Alr buangan (efluen) atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan
Biological Oxygen Dempnd (BOD) tinggi dan mengandung poluran seperti tanah, larutan
alkohol, panas dan insekrisida. Apabila ¢fluen dibuang tangsung ke suatu perairan
akibatnya menganggu selurub keseimbangan ekologt dan bahkan dapat menyebabkan
kematian ikan dan bioia perairan lainnya.

2. Industri Kimia & Bahan Bangunan

Industri kimia seperti alkohol dalam proses pembuatannya membutuhkan air
sangat besar, mengakibatkan pula besarnya limbah cair yang dikeluarkan ke lingkungan
sekitarnya. Air limbahioya bersifar mencemari karena di dalamnya terkandu ng
mikroorganisme, senyawa organik dan anorganik baik tetlaruc maupun tersuspensi
serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses fermentasi berlangsung.

Industri ini mempunyat limbal cair selain dart proses produksinya juga, air sisa
pencucian peralatan, limbah padat berupa onggokan hasil perasan, endapan CaS04,
gas berupa uap alkohol. kategari imbah industri ini adalab limbah Lahan beracun
herbahaya (B3) yang mencemari air dan udara. Gangguan terhadap keschatan yany
dapar ditimbulkan cfck baban kimia toksik:

a. Keracunan yang akuc, yakni keracunan akibat masuknya dosis tertentu ke dalam
tubuh melalui mulut, kulit, pecnalasan dan akibatnya dapar dilibar dengan segers,
misalnya keracunan H2S, CO dalam dosis tnggi. Dapar menimbulkan lemas dan
kemarian. Keracunan Fenal dapat menimbulkan sakit perut dan sebagainya.

Il “Pengelolaan Limbah Usaha Kecil” (huep://vwww.menlhgo.id) diskses pada tanggal 17 Feliruari
2011),
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[». Keracunan kronis, sebagai akibat masuknya zarzat toksin kedalam rubub dalam
dowits yang kecil tetapi terus menerus dan berakumulasi dalam tubuh, sehingea
efeknya baru terasa dalam jangka panjang, misalnya keracunan cimbal, arsen,
raksa, asbes dan sebagainya.

Industri fermentasi seperti alkohol disamping bisa membahayakan pekerja apabila
menghirup zat dalam udara selama bekera apabila tidak sesuai dengan Threshol Liit
Valued (TLY) gus atau uap beracun dari industri juga dapat mempengaruhi keschatan
masyarakar sekitar.

Kegiatan lain sektor ini yang mencemari lingkungan adalah industri vang
menggunakan bahan baku dari barang galian scperti barake putih, genteng, batu
kapur/gamping, dan kerajinan baru bara, Pencemaran timbul sebagai akibar dari
pengpaliane vang dilakukan terus-menerus schingga meninggalkan kubah-kubah
vang sudah tidak mengandung hara schingga apabila tidak dikreklamasi vidak dapat
ditanami untuk ladang pertanian.

3. Industri Sandang Kulit & Aneka

Sektor sandang dan kulic seperti pencucian bacik, batik prnting, penvamakan
kulic dapar mengakibatkun pencemaran karena dolam proses pencucian memerlukan
air sebogai mediumnya dalam jumlab yang besar. Proses ini menimbulkan air buangan
(bekas proses) yang besar pula, dimana air buangan mengandung sisasisa warna, BOD
tinggi, kadar minyak tingai, dan beracun (mengandung limbah B3 yang tingsi).

4. Industri Logam & Elcktronika

Bohan buangan vang dihasilkan dari indusiti besi baja seperti mesin bubue,
cor logam dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagian besar bahan
pencemarannya berupa debu, asap, dan gas yang mengotori udara sekitarnya, Selain
pencemaran udara olch bahan buangan, kebisingan yang ditimbulkan mesin dalam
incluseri baja (logam) menggangeu ketenangan sekitarnya. Kadar baban pencemar yang
ringgi dan ringkat kebisingan yang berlebihan dapat menggangeu kesehatan munusia
baik yang bekerja dalam pabrik maupun masyarakar sekitar.

Walaupun industri baja/logam tidak mengeunakan larucan kimia, tetapi indussri
ini memcemari air karena buangannya dapat mengandung minyak pelumas dan asam-
asam yang berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan
bahan buangan padat dapac dimanfaatkan kembali, Babaya dari bahan-bahan
pencemar yang mungkin dihasilkan dari proses-proses dalam industri besi-baja/logam
rethadap kescharan yainu:
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Lebu, dapat menyebalbkan iritasi, sesak nafas.

Kehisingan, menvganpgeu rendengaran, menyempitkan  pembulub  darah,
ketegangan otot, menurunnya kewaspadaan, konsentrasi pemikirun dan efisiensi
kerja.

Karbon Menoksida (CO), dupar menyebabkan sangguan serius, yang diawali
dengan napas pendck Jan salat kepala berat, pusingpusing pikiran kacau
dan melemahkan penglibucn dan pendengaran. Bila keracunan berar, dapar
roengikibatkan pingsan vang hisa ditkuri dengan kemarian.,

Karhon Dioksida (O}, dapar mengakibackan sesak nafas, kemudian sakit kepala,
pising-pusing, nafas pendek, orot lemaly, mengantuk dan telinganya berdenging.
Belerany Dioksida {(5Q1,), pada konsentrasi 6-12 ppmi dapar menyebabkan iricast
pada hidung dan tenggorokan, peradangan lensa mata (pada kansentrasi 20 ppn),
pembengkakan paru-paru/eciah suara.

Minyak pelumas, buangan dapar menghambat proses oksidasi biologi dari sistem
lingkungan, bila hahan pencemar dialickan kesungai, kolam atau sawah dan
sebagainya,

Asup, dnpar mengganpgu pernarasan, menghulangi pandangan, dan bila rercampur
dengan gas CO,, 50, maka nkan memberikan pengarah vang membahayakan
sepert: yang telah divratkan dias.

Kerajinan Mebel dan Umum

Limbah yang muncul dari industri mebel anrara lain: limbah Layu, limbah bahan

pelitur, dan limbah eriplek vang berasal dari bahan dasar pohon.

C.

Upaya Pemcrintah datam Menerapkan Industri yang Berwawasan

Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian kegintan yang recruang

dalam rencana Reindustrialisast dengan mengacu pada Kebijakan Induser Nasional
(Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008} dan strategt Kabinet Indonesia Bersaru |
dan IL, yaitu pro growth, pro job, dan pro poor, yang kemudian disebur dengan Trilogi

Pembangunan Industri, yang terdiri dari: "

1.

2.

3.

Perrumbuhan industri, melalui pengembangan dan penguatan 35 klaster industri
prioritas (pro growdh).

Femerataan industri, melalui pengembangan dan penguatan industrl kecil dan
menengah {pro growth dan pro jub).

Persebaran industri, melalui pengembangan industri unggulon di 33 propinsi dan
Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota (pro job dan pra poor).

12

Menteri Perindustrian RI, "Jawaban Tertulis Pertunyaan Komisi V1 DPR RL Percapaian Targe,
Evaluasi Program dan Kegiaran serta Kinerja Femeneerian Perindustrinn BRI sampai awal Jur 2010,
Raput kerju Menter] Perindustrian RI dergan Komisi VI QPR RI
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Kelbijakan vang akan ditempuh dalam rangka reindustrialisasi adalah sebagai
bertikur:

1. Pengembangan Basis Industri Manufakiur dengan sasaran antara lain berupa
meningkatnya nilai rambah industri, meningkatnya pangsa pasar, kokohnya
fakior pendukung pengembangan mduser, dil.

2. Pengembangan Industri Argo dengan fokus pada revitalisasi industo gula,
penpembangan berbasis pertanian, klaster induseri agro, dil.

3. Pengembangan Kerja Sama I[ndusmi Ioternasional yang berrujuan untuk
mencipatakan kerjasama industri internasional secara opumal, sehingga dapat
mempertahankan dan meningkarkan penguasaan pasar.

4. Penpembangan IndustriUnggulan Berbasis Teknulogi Tinggi untuk menumbuhkan
industri berotientasi penguasaan pasar ekspor.

5. Pengerabangan Industri Kecit Mencngah melalui pengernbangan Klaster Induseri
Krearif, One Village One Product, pengembangan kawasan indusiri, dll

6. Pengembangan Perwilayahan Industri yang akan ditokuskan pada pemerataan
pembangunan industri, peningkaran nilai tambah pengolahan sumber daya alam,
fasilitnsi pengembuangan kawasan induseri, dil.

7. Pengembangan Pengkajian Iklim Usaha dan Mutu Industri dengan fokus berupa
peningkatan SNI, peningkatan iklim usaha induseri, penelitian terkait dengan
industri hijau, dll.

Pencemaran lingkungan hidup karena limbab induscri disebablean karena kelalaian
perusahaan-perusabaan industri termasuk induseri tekseil yang membuang limbahnya
di sembarang tempat, seperti sungai vang masih digunakan oleh masyarakat untuk
kebucuhan mandi, mencucl dan sebagainya. Kasus pencemaran lingkungan limbah
industri dapat pula dikarenakan oleh ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industr
membuang limbahnya yang ridak sesuai ketentuan baku mutu atan bacas maksimum
limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam.

Upaya penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan
konsisten Jdan konsekuen dari pusar sampai daerals tanps memberikan perlakuan
istimewa terhadap kalangan industri nasional tertentu rermasuk induseri wekstil dalam
melaksanakan kewajibankewsjiban hukumnya, seperti mematuhi aturan AMDAL
{Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Pengelolaan Limbah dan Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam kegiatan induserinya, sehingga dupat
mencegah arau paling tidak menurangi pencemaran lingkungan, baik untuk saac ini
ﬂtE’lUlen Masa “"i“tlﬂt':-"‘lg-

Pencemaran yang dirimbulkan oleh industri karena ada limbah keluar pabrik
mengandung bahan beracun dan herbahaya. Bahan pencemar keluar bersama bahan
buangan melalui medin udara, air, dan bahan padaran. Bahao buangan yang keluar
dari pabrik masuk dalam lingkungan dapat diidentifikasi sebagai sumber pencemar.
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Sebagai sumber pencemar perlu dikerahui jenis bahan pencemar yang keluar, jumlah
dao jangkauannya. Antara pabrik saru dengan yang lain berbeda jenis, dan jumlahnya
tergantung pada penggunaan bahan baku, sistem proses, dan cara kerja karyawan
dalam pabrik."

Dalam pantavan WALHIL (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), hampir di
seluruh wilayah Indonesia terjadi pencemaran industri dalam berbagai skala dan dalam
beragam bentuk. Sejak awal berdiri, scktor industri seringkali menimbulkan masalah,
misalnya lokasi pabrik yang dekar dengan pemukiman penduduk, pembebasan tanah
yang bermasalh, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya
kualitas AMDAL, sering tidak adanya peogolahan limbah, dan lain sebagainya.
Dampak lainnya yang timbuol adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah.
Semua dampak tersebur menjadi fakeor urama penyebab kerentanan vang terjadi
dalam masyarakar. Kehidupan masyarakar meniadi eambah rentan karena buruknya
kualitas linglungan ™

Konsep AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran limbah industri,
secara teoritis atau prakeis mempunyai nilai esensial karena diterima sebagai instrumen
nasionul sehingra sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan-perusahaan
nasional untuk akrualisasikan dalam kegiatan ekonominya.”” Konsep ini sebagai bentuk
kepriharinan akibat kecerobohan arau kelalaian perusahaan-perusahaan industri
sehingga menimbulkan gangruan berupa pencemaran arau kerusakan lingkungan
hidup.

AMDAL sccara substantif memuat beragam upaya yang dikonseruksikan unruk
mencegal berbagai kemungkinan buruk yang dapat menurunkan kualias lingkungan
hidup. Melalui rencana pengelolaan dan pemantavan lingkungan hidup yang
sisternatis, diharapkan upaya pencegahan dampak negarif erhadap lingkungan hidup
pada tataran praktispragmarcis dapar terwujud dalam kenvataan. '

Pengaturan AMDAL dalam perundangundangan nasional melalui Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LILTPLH}
dan PP Nemor 27 Tahun 1999 dinyarakan bahwa:

“AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suani usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan kepurusan tentang penvelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

13 (hop/waw chemeistey.org/materi-  kimmia/kimia-industrilimbab-industri/industrisebagai-sizmber
pencemaran, diakses pada tanggal 24 Nopember 2010).

14 {heepe/Swww. gendovara blagdetik,eam/2008/09/ 20/ limbah-industri-dan-limpahan-air-mara-
manusiya, diakses pada rangeal 13 Macet 2011

15 Dikutip dari Svamsuharya Bechan, Penevapan Prinsip Hubeem Pelestonian Fungsi Linghungan Fidup
{Bandung: Alumni, Bandung, 2808), hlm. 275.

16 Ibid, hm, 276,
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Pasal 15 ayac (1) UUPLH menghendaki pula bahwa: “Setiap rencana usaha
dan/arau kegiaran yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”,

Industri manufakeur yang menghasilkan produk yang dinilai dapar mereduksi
pencemaran lingkungan akan memperoleh berbagai insendf agar lebih berkembang
dan berdaya saing di pasar ekspor. Produk-produk ramah lingkungan (ecoproduct) saat
int menjadi tjuan global yang rermang dalam Apenda 21 hasil dari KTT Bumi dan
telah menjadi isi dari kesepakatan WTO rentang Environmental Goods. Insentif ini akan
diprioritaskan terlebih dahulu bagi produk-produk hijau yang menjadi unggulan, dan
insentif ini diharapkan berguna bagi meringankan beban perusahaan !

Dalam jangka pendck, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menpinre-
grasikan insentif ecoproduct dengan program restrukeurisasi permesinan. Oleh karena
itu, bagi industri yang terbukti mengpunakan mesine-mesin ramah lingkungan Kemen-
perin akan memberikan subsidi bunga lebih besar. Selama ini Kemenperin memberi-
kan subsidi bunga dalam program restrukturisasi permesinan di induseri tekstil dan
produl tekstil (TPT), alas kaki dan guila sebesar 10%, adapun industri yang mengim-
por mesin pengolahan fimbah dalam rangka restrukeurisasi, sclain akan mendaparkan
pembcbasan bea masuk, mereka juga berhak memperoleh potongan bunga vang lebih
besar daripada ketentuan umum yang berlaku. Besarannya masih akan dikaji uncuk
disesuaikan dengan mata anggaran prograni.

Perlu menjadi perhatian pemerintah adalah ckonomi yang semakin pulih akan
mcrnbuat aktivicas bisnis di kawnsan industri kian menggeliat. Terbukei dari pemakaian
lahan di kawasan indastri, khususoya diwilayah Jaboderabek terus meningkacsepanjang
tahun 2010 mencapai sekitar 420 hekreare (ha)."® Tingginya permincaan itu dipicu oleh
membaiknya sentimen ekonomi dan iklim investasi di dalam negeri, sehingga banyak
perusahaan asing yang gencar membangun pabrik. Khusus manufakeur, penyerapan
lahan kawasan indusen kebanyakan berasal dari sekror oromaotif, farmasi dan consumer
gaods. Hal ini tentu akan menambah dafrar penyumbang pencemar lingkungan di
suatu wilayah, apabila tidak diberlakukannya kewajiban bagi para perusahaan untuk
memberi manfaar kepada masyarakar dengan mengurangi sampai sekecil mungkin
kerugian yang timbul terhadap lingkungan hidup. Pemerintah sebaiknya segera
menyusun peraturan perindustrian yang herdampak pada pelesrarian lingkungan
hidup, baik dalam bentuk Undang-Undang ataupun kebijakan lainnya.

17 “Industri Hijaw Dijanjikan Ingencif,” Bitnis Indonecia, 8 Marer 2010,
18 “Induscri Berkembang, Permintaan Lahan Meningkat,” Kontan, 27 Jaonari 2011
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BAB IV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Alktivitas manusia dan eksploitasi rerhadap sumber daya alum selain memberikan
manfaat akan tetapi juga dapat memberikan implikasi negatif terhadap kondisi
lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan yang terjadi, Media penceimaran
linglumgan sendirt bisa terjadi pada air, tanah maupun udara. Penurunan kualitas
lingkungan hidup disebabkan berbagai faktor di antaranya masih rendahnya kesadaran
linglungan hidup, pembuangan limbah ke sungai ranpa pengolahan terlebih dahulu,
dan masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum linglungan.

Berbagi induseri selain menghusilkan produk yang digunakan manusia juga
menghasilkan buangan atau limbah. Limbah adalsh suatu benda atau zat yang dapat
mengandung berbagai bahan yang membahayakan kehidupan manusia, hewan, serm
makhluk hidup lainnya. Banyak limbah dihasillan dari akevitas manusis, rermasuk
industri dan kegiatan rumah tangga. Masuknya limbah rumah tangga dan industei ke
dalam sunga menyebabkan pencemaran arau polusi air sungai. Pencemaran adalah
perubahan keadaan lingkungan, baik secara fisik, kimia, aran pun biologi, melipuci
wsdara, dararan, dan air yang tdak diinginkan.

Makhluk hidup, zar, energi, stau komponen penyebaly pencemaran disebut
polutan atau pencemar. Cantoh polutan makhluk hidup atau polutan biologi ialah
bakteri penyebab penyakit pada sampah dan kororan. Polutan zackimia disebut polutan
kimiz, contohnya limbah yang menpandung logan merkuri (Hg), gas CO2, gas CFC,
debu ashes, dan pestisida. Sedangkan polutan energl discbut polutan fisik, misalnya
panas dan radiasi. Pencemaran berdasarkan bencuknya terbagi menjadi empat macam,
yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara.

Dalam rangka mengurangi dampak lingkungan, maka pemerincah twelah
menerapkan  kebijakan tentang AMDAL. Berdasarkan konsep rtersebur, maka
AMDAL memiliki makna penring dalam melindungi lingkungan duri berbagai
kegiatan, khususnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha vang kegiatannya dapat
menimbulkan dampalk besar dan penting rerhadap kelangsungan lingkungan hidup.
Kepentingan negara tethadap lingkungan tersebut dapar pula direlaah dari Penjelasan
Umum UUPLH lainnya yang menepaskan bahwa pembangunan yang memadukan
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lingkungan hidup, termasuk sumber dava alam menjadi satana unruk mencapai
keberlanjutan pembangunan dan menjadi sarana jaminan bagi kesejahteraan dan
mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Oleh karena imu lingkungan hidup
harus dikelols dengan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi peningkaran
kesejahteraan dan muru hidup generasi masa kint dan masa depan. Keikurserraan
masvarakat dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup i dimaksudkan  untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui berbagai akeivieas seperti pemanfaaran,
pengembangan, pemelihaman, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup dari
ancaman pencemaran atau kerusakan yang mengganggu kehidupan bermasyarakar
dan bernewara.

B. Saran

Limhah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh Pemerintah Daerah
dimana wilayahnya terdapat industri. Pemerincah harus mengawasi pembuangan
limbah industri dengan sungeubrsungguh. Peluku induseri harus melakukan caru
cara. pencegahan pencemaran lfingkungan dengan melaksanakan teknologi bersih,
memasang alat pencegahan pencernaran, melakukan prises daur ulang dan yang
rerpenting harus melakukan pengolahan limbah industri guna menghilangkan bahan
pencemaran arau paling tidak meminimalkan bahan pencemaran hingga batas yung
diperbolebkan. D samping itu perle dilakukan penelitian atau kajian,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tabun 1999, telah diamanatkan melalui GBHN bahwa kawasan perbarasan
merupakan kawasan rercinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan dan eelah
dijabarkan dalam 1U1J No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
{Propenas) 20002004, Namun hingga kini belum tersusun suacu kebijakan dan
strategi nasional vang memuart arahy, pendekatan, dan straregi pengembangan kawasan
perbarasan vang bersitat menyeluruh dan mengineegrasikan fingsi dan peran seluruh
stakeholders kawasan perbatasan, baik di pusar maupun daerah, secara menyeluruh dan
terpadu. Hal int mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan rerabaikan
dan bersifat parsial”.

Dari 17.504 pulau di Indonesia, wrdapar 92 pulau-pulau kecil yang dijadikan
sebagat titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulavan yang
berbatasan langsung dengan [0 negara tetangea di wilayah laut yang rersebar pada
10 provinsi yairw lndia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipian, Republik
Palau, Australia, Timor Leste dan PNG. Dan dari data Strategt Nasional (Seranas)
Pernbanazunan Daerah Tertinggal terdapar 26 kabuparen yang berbarasan langsung
denman negara tetangga. ' Dalam aspek ekonomi, dierah perbansan merupakan daeraly
tertinggal vang disebabkan karena terpencilnya lokasi, rendahinya cingkac pendidikan
Jan keseharan, rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dacrah perbatasan
serra langkaova informasi tentang pemerintab dan pembanguian masyarakat di
dacrah petbatasan®. Peluang ckonomi di beberapa kawasan daerah perbarasan sangat
techbuka lebar dengan berlakunya sejumlah perjanjian interpasional, yang merupakan
kerjasama perdagangan bebas internasional, kerjasama ekonomi regional maupun
bilateral sehingga sanpar diburuhkan kebijakan dan program pembansunan yang
menyeluruh dan terpadu.

Bappenas, Kebijobhan dan Srraten MNasiona! Pengelolagn Kowasan Ferbetasan Antarmegra i Indonesia, 2008,
hal 18.

“Kigian Kebijakan Strategis Pengelolann Terpada Wiliwah Perbigasan,” (oA pugo.id/ 2nd_
indiex_produk asplsite_ W =0I02000& noid=28 |, diukses12 Januan 2011

"o

i “Srrategi Pengembangan Perbarasan Wilayah Kedaularan NKEL™ {hop:/Aoulednlitbang dephon,

goid findexasplvnomor= 108 mnorudsi=9. diakses 12 Januari 2011)
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Wilayah-wilayalh tertinggal timbul karena adanya disparitas pembangunan. Saat
ini terdapar 199 (43%!) kabupaten tertinggal, dengan konsentrasi kawasan timur
Indonesia 629 dan kawasan barat Indonesia 38%. Pembangunan kawasan perbatasan
masih menjtikberarkan pendelkatan keamanan dibanding kescjahteraan’,

Luasnya wilayah pechatasan laur dan darar negara Indonesia renminya memlbutuhlkan
dukungan sistem manajemen perbarasan yang rerorsanisir dan profesional, baik tru
pusat maupun daerah. Seluruh elemen baik itu Pemerinrah Pusar, Pemerintah Daerah
(Pemda). TNI, Kepolisian, imigrasi, serta bea dan cukai bertangpung jawab untuk
terlibar secara langsung penanganan permasalahan dacrah perbatasan. Walaupun
otoritas pengelulaan keamanan di perbarasan sendiri telab lama diserahkan kepada
TNI sebagai wujud dart pencrapan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2004 mengenai
Tentara Nasianal Indonesia (TND bahwa wewenang untuk menjagsa keamanan di
arca perbatasan adalah sulab saroe funegsi pokok dari THNL Akan terapi Pemda harus
lebih intensif lag memperhacikan daerah perbarasan yang menjadi kewsnangannya
sesuan shengan UL Noo 32 Tohun 2004 cenrang Pemerintah Daerah, pengaturan
rentang pengembangan wilayah perbatasan di kabupaten/kota secara hukum berada
dibawah tangoiing jawah pemerineah daerah tersebur. Kewenangan pemerintah pusar
hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (border gute) yang meliputi aspek kepabeanan,
keimigrasian, karantina, keamanan dan perrahanan. Meskipua demikian, pemerintah
daerah masih menghadapi beberapa hambacan dalam mengembangkan aspek sosial-
ckanomi kawasan perharasan®

TFengembanpan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijkan
pembangunan yang selama ini cenderung berorienrasi mward laoking menjadi ourward
laoking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebapai pintu gerhang akrivitas
ckonomi dan perdagansan dengan nepara tetangga. Pendekatan pembangunan
wilayah perbarasan neoara menggunakan pendekaran kescjahieraan dengan tidak
meninggalkan pendekaran keamanan’.

Misalnya kondisi ulam di kawasan perbatasan Frovinsi Papua-Papua New (Guinea
(PNG)Y ada yang sulic dijangkau dengan kendaraan biasa dan memakan waktu yang
lama uncuk mencapainya dan masih berupa jalarn-jalan linras readisional yang biasanya
digunakan masyarakar sekicar perbarasan uncuk melakukan kunjungan keluarga,
wisata, dan perdagangan dalam skala kecil. Kemiskinan menjadi pemandangan umum
bila melihar dari dekat kondisi sosial ekonomi masyarakar di daerah perhatasan.
Umurmnya hanya mengandalkan kegiatan berburu atau berladang berpindab-pindah

Arnccum, "Kebijukan Percepatan Pembangunan Daecah Teranegal Dalam Rangka Menuncgulangan
Kemiskinan,” Rapat Koonlingsi Masional Gubernur dun Bupat Lokasi PNPM Mawdin Perdesaan,
2008,

6 “Terlunya Sabuk Pengamanan Daerah Perbatasan,” (hepdAwodmeindonesiaaweb.id Smaodules.
phpmame=New s& lle-articlefsid =595, diakses 13 Januvari 2001,

Mohammad Lkwanuddin Mawardi, Membangun Deerah yang Berbemajuan, Rerbeadilan, den berkelanjiean,
Penetbic: IPB I'ress, 2009, hall129.

]
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scbagai sumber mara pencarian. Akrifitas perranian yang dilakukan hanya cukup
untuk keburtuhan sendiri sehingga belum dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan.
Demikian juga dengan perdagangan, secara relatif masih kecil’,

B. Permasalahan

Kebijakan dan stratcgi apa saja yang sesuai untuk menjaga arau mengamankan
wilayah perbatasan negara dari upayaupaya eksploitasi yang dapat merugikan
masyarakat, sehingga perlu di identifikasi permasalahan, peluang dan potensi
pengembangan kawasan di perbatasan ditinjau dari sisi ekonomi sosial serta hukum

dan kebijakan apa sajn yang dapar mendukung pengembangan ekonomi untuk
mengenraskan kemiskinan di daerah perbatasan.

8 Poltak Partepi Naingeolan, Masalah-Masalah Perbatasan Indonssia-Papun New Guinea {Jakarma: Musar
Pengkajian dan Pengolahan Dara dan Informasi Setjen DPRRI, 2009).
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BAB Il
TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan

Berbagai liccratur menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan rumusan
keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah lake guna mengarasi masalah
publik yang mempninyai ajuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan dengan
jelas?, Sehingga peran informasi sangatlah penting dalam membuat sebuah kebijakan.
[ntermasi yang diberikan hatus relevan denpan kebijakan yang akan dibuac dengan
mendefinisikan masalah apa saja yang dihadapi, kebijakan apa saja yang relah berlaku
unnik memecahkan masalah sckarang serta maza lalu, meninjau alternatit kebijakan
apa saja yang tersedia dan aleernacit tindakan apa saja yang dapat digunakan untuk
memecahkan mazalah.

Menurut James B Anderson menyatakan "Public polices are those policics
developed by gosernmenr bodies and officials™." Dari pernyaraan tersebut dapat
dikarakan kebijakan pemerinzah selalu mempunyai ojuan rertentu arsu merupakan
rindakan yany berorientasi tujuan, kebijakan iru berisi tindakan-omdakan acau pola-
pola tindakan pejabarpeiabar pemerineah, kebijakan itu merupakan apa vang benar-
benar dilakukan pemerintab jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud
arau pernyaraan pemerintah untuk melakukan sesuatu, kehijakan pemerinmh iru
hersifat posinif dalam arti merupakan keputusan pemerintah gntuk melakukan sesuatu
atau tidak melaknkan, kebijakan pemerintaly dalam arti vany positif didasarkan atau
selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersitar memaksa,

Dalam merumuskan sebuah kebijakan perlu mempertimbangkan fakteetakror
yang dapar mempengarahinya seperti fakror politik, ekonomi, adminiscrasi/organisasi,
eknologi, svsial, agama, budaya dan hankam. Adapun unsurunsur yang menjadi
perhatian datan proses pembnat kebijakan publik, yaitu jumlah orang yang ikur
mengambil kebijakan publik, peraturan pembuatan kebijakan publik atau formulasi
pengambilan kebijakan publik, dan informasi'.

O Hoessel Nngi <. Tnngkilisﬂn, chij;thdn Dan Maurljcmen hanomi Dasah Wamnknrra: Eukiman Offser,
2005,

10 Hhid.
11 fkid, hal 151,
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B. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbacasan negara adalah wilayah kabupaten/kota vang secara geografis
dan demografis berbatasan langsung dengan nepara tetangga dan/atau laut lepas.
Kawasan Perbatasan rerdin dari kawasan perbatasan darat dan laur, vang rersebar
secata luas dengan tipologl vang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau
kecil terdepan (rerlnar}”’. Sedangkan dalam rencana induk penpelolsan perbatasan
nepara, yang dimaksud dengan perbatasan negara adalah wilayah hukun MNegara
Kesaruan Republik lodonesia yang berbatasan dengan negara fain, dan batashatas
wilavahnyva ditentukan berdasarkan peraturan perundanpamdangan vang berlaku.

Pengembangan wilayah merupakan proses memformubasikan  tujuan-tujuan
sosial dan pengaturan ruang uncuk kegiatankegiatan pembangunan dalam rangka
mencapai tujuan tersebut. Pernyaraan ini menunjukkan babwa ruang merupakan
dasar penring bagi scotang perencana wilayah dalam membuart rencana sekeoral dan
program pembangunan wilayah scrta merencanakan lokasi kegiatan tertentu di suatn
wilayah tingkat lokal. Dengan demikian titik tolak dari perencanaan wilayah adalah
berdasarkan konsep ruang. Konsep ruang mempunyai beberapa clemen atau unsur
yang dapar dilihat secara terpisah, tecapi bila dilihar secara bersamaan dapat digunakan
dalam ruang lingkup vang lebih luas, yairu erpanisusi tata Tuang kegiatan manusia.
Unsuraumsur tata roang yang penting adalaly jamak, lakasi, bentuk, dan ukuran arau
skala-,

Kawasan Strategis Nasional Perbarasan Negara menurur UL No. 26 Tahun 2007
fentiang Periinan Ru:lng, nwny;ltuknn Liahwse

1. Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau rerkecl retluar merupakan kawasan
scrategis nasional dari sudur kepentingan perrahanan dan keaman (Penjelasan
Pasal 3 avar (%) Lindang-Undang Penaraan Ruang (LIUPR)).

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioricaskan

[

karena mempunyai pengaruh sangar penring secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan kemnanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah vang telah ditctapkan sebagai warisan duniz (Pasal
| No. 28 UUPR).

3. Rencana Tara Ruang Kawasan Straregis Nasional merupakan rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWN), yang diatur dengan Peraturan Presiden
{Penjelasan Pasal 14 ayar (3} jo Pasal 21 ayat {1) Undang-Undang Penataan Ruang).

4. Peraturan Presiden yang diamanatkan UU Ne. 26 Tahun 2007 tentang Penaraan
Ruang disclesaikan paling lambac 5 {lima) tahun terhitung sejak UndangUndang
Namor 26 Tahun 2007 tencang Penataan Ruang diberlakukan.

1?2 Lampitan Pevaruran Presiden Republik Indonesin Nomor § Tahun 2010 tzneang BIPMN Tahun 20002014,
Bubu IT Memeperkwar Sinerm Antarbidong Fembempunan, Bapenas 2010, hal 25.

13 Hery Susante, Qtenonu Daerah dan Kompetenst Lokal Fikivan Sevta Wonsepsi Ssaukani HE, (akaraa:
Millenivm Publisher. 2003), hal 163-164.
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Adapun peraturan perundangan lninnya yang mengarur masalah pengelolaan
Perbatasan Negara, antara bain Ul No. 17 tentang RPIP Nasional, Perpres Na. § Tahun
2010 rentang RPJM Nasional (2010-2014), UU Na. 43 Tahun 2008 tentang wilayah
Negara, UU No. 27 Tahun 2007 tentany Pengelolaan wilavah Pesisir dan Putau Keeil,
Perpres No. 78 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

Secara teoritis ada sembilan aspek yang sering menjadi alasan klaim suacu wilayah
oleh sebuah negara yakni'*: perjanjian, geografi, ckonomi, kebudayaan, kontrol efektif
(berdasrkan eksistenst ad ministrast wilayah dan populasi penduduk, sejarah (pemilikan
pertama atau lamanya kepemilikan), wtis posideris {negara yang baru merdeka mewarisi
batas administratif yang dibenmuk oleh penguasa kolomial), elitisme (herdasarkan
kemampuan teknologi), ideslogi (identifikasi unik dengan wilavah). lndonesia selama
ini cenderung menggunakan klaim wutis posidetis, perjanjian, sejarah, dan kebndayaan
dalam mengklum wilsyahawilayah perbatasannya yang masih ‘mengambang’ ketika
menghadapi sengketa wilavah perbatasan dengan negara lain, seperti perairun
Natuna, Kepulauan Sungihe Talaud, dan wilayah Celah Timor Pemerintah daerah
Kalimantan Barat telah membuoat rencana kebijakan nntuk membangun wilayah
petbarasan. Rencana tersebur terfokus pada tiga bal, yairu kapasitas pembangunan
wilayah perbatasan, pembangunan ekonomi perbatasan, dan pembangunan sosial
budaya wilayah perbatasan. Dalam penelitian rersebur ditemukan bahwa dengan
menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang
signifikan bagi perrumbuhan ekonomi, pendaparan Tumah cingga donn pendapatan
dari sektor produksit?.

C. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Secara teoritis, semakin banyaknya program  penanggulangan  kemiskinan
menjadikan jumlah kemiskinan dapat ditekan serendah mungkin. Sistemn desentralisas
juga memungkinkan pelayanan kepada masyarakar miskin semakin cepar dan sesuai
dengan keburuhan masyarakat'. Pada saar pemerintah berusaha membuar diseribusi
pendaparan dalam masyarakatnya menjudi lebih adid melalui pencrapan kebijakan-
kebijakan tertentu, maka dalam wakru bersamaan pemerintah juga mendistorsi
insentif, serta mendorang perubahan perilakuperilaku tertentu yang sedemikian rupa
sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya menjadi kurang efisien*. Kemiskinan

14 Brian Tavlor Summer (2004) sepecti dikurip ridak langsung oleh dalam Adicyn Bacara, Manajemen
Garis Perbatasan Indonssio Sebuali Usaba Menjamin Keamanan Warsa Negara, Reformasi Manajemen
Perbatasan Ji Negara-negara Transisi Demokrasi, Edisi Petcama (akarea: DCAFLESPERSST, 2007,
hal. 52.

15 Edi Surammar, Dampak Kebijakan TPengembanpan Kawasan  Perbatasan Terhadap  Kinesja
Perckonomian Kalimantan Barat: Acalisis Simulasi denpan Pendekatan Sistem Meraca Sesial
tkonomi, Val. V No. 0L, 2004, hal 39,

16 Maryam Sangadji, Kemiskinan dan Kesenjongan Pendapatan di Induncsia dalam Ahmad Erani
Yustika, Perckomomsian Tndonesia (Dreskripsi, Presknipsi, dan Kebijakan) (Jakarcy: Bayumedia
Fublishing, 2003, hal 28,

17 M. Grepory Mankiw, Pengancar Ekenomi, Edisi kedua, [ilid (Surabaya: Erlangga, 2003), hal 568.
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merupakan salah saru masalah yang paling sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan.
Secara umum, mereka rentan terhadap penvakit sosial, mulai dari gaya hidup, masalah
kesehatan, masalah pendidikan {buta huruf), penpangouran, dan tingkar pendidikan
yang rendah. Beberapa sekeor yang dapat berperan penring dalam pembangunan
ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia, yain™:

I. Pembangunandisektor pertanian didaerah pedesaan khususiiya memperkenalkan
vatitas-vatitas unggul vang merupakan program pemerintah ;

Z. Melakukan akses werhadap konsumsi pelayanan sosial {pendidikan, kesehatan,
dan gizi). Di Indonesia, atau di mana saja, pendidikan (formal dan non formal)
bisa berpetan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik
secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum,
maupun secara langsung melalui pefatihan golongan miskin dengan kererampilan
yang dibutubhkan untuk meningkarkan produktivitas mereka dan pada gilirannya
akan meningkatkan pendapatan mereka.

3. Lembugs Swadaya Masyarakat (LSM). [SM dapat memainkan peranan yang
lebih besar di dalamy perancangan dan implementasi program pengurangan
kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetshuan mereka tentang komunitas
yang mereka bina, LSM-[SM ini uncuk beberapa hal bisa menjangkau golongan
miskirt tersebut secara lebih efektif ketimbang program-program pemerintah.
Lebih dari iru, keterlibatan aktif dari LSM-15M tersebue di dalam pragram-
program pemerintah cenderung untk meningkatkan “penerimaan” mpsyarakat
pedesaan terhadap program-program pemcrintah dan oleh karena itu pada
akhirmya akan meningkatkan partisipasi masyarakar. Keterlibaran LSM-LSM juga
dapar meringankan biaya finansial dan staf dalam pengimplementasian program
padat karya untuk mengurangi kemiskinan.

Sebelumnya pemerintah jugasudah membuarbeberapa program untuk mengurangi
kemiskinan, yaitu Inpres Desa Tertinggal (IDT}dengan cujuan menciprakan keseraraan
desa dan lapangan pekerjaan; Banruan langsung Tunai (BLT); inpres keschatan dengan
tujuar. memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk
pedesaan; inpres ohatubatan. Disampingitu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-
kebijakan vang tjuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahreraan pendudulk
pedesaan, yaitu Kredir Usaha Tant (KUT) untk memudahkan petani mendapatkan
modal; kredit perbankan (Kredit Candak Kulak} untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam mendapatkan modal di luar sektor perranian; Pembebasan
pajak untuk hasil pertanian; operasi beras murah dan beberapa program lainnya.

18 Lincalin Arsyad, Ekonemd Pembangunan, Bdisi 2 (Youmbkariw: YRIW, 19923, Lal. 201203,

19 Tarumingkenp, “Kemizkinan Jon Eesenjangan Pendapatan di Indonesia,” dalam Alennd Erani
Tusuka, Perekenomian Mndviese (Deshripu, Preskripn, don Kzbpakan) (Malang: Bayamedia Tublishing,
20050, bwl 29
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BAB II1
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbatasan di Indenesia

Nusantara berard Kepulauan Indonesia yang terlerak di benua Asta dan benua
Ausrralia dan diantara samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang texdiri dari pulau
besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama 6.044 huah. Kepulauan
Indonesia rterletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Urara:6008'LU,
Selatan: 11015°LS; Barac:94045'BT; Timnur:141005%'BT.

Jacak utaraselatan sekicar 1.888 km, sedangkan jarak barattimur sekirar 5.110
km. bila diproyeksikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat cimur rersebur sama
denpan jarak antara London dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta
Amerika Serikar, maka jarak tersebur sama denpan jarak antara panrai barat dan
pantai timur Amerika Serikat.

Luas witayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193 250 km*, yang terdiri ntas daratan
seluas 2.027.087 km? dan persiran 127 166.163 ke’ luas wilayah daratan Indonesa
jika dibandingkan dengan MNegaranegara Asia Tenggara merupakan yang terluas.
Permbangunan yang adil merara merupakan cujuan dan cita-cita semua negara, begiru
juga dengan akan selalu senantiasa melakukan perbaikan dalam bidang pembangunan
unruk mensejahterakan penduduknya terutama yang masih berada digaris kemiskinan,
bauk yang pesisir maupun pelosok, Pemerintah harus memandang penringnya menjaga
keuruhan dan kedaulatan bangsa dengan lebih memperhatikan kondisi wilayahnya,
werutama yang merupakan daerah perbatasan. Sebagai pintu masuk dan keluar
sumber daya ekenomi (barang, jasa dan manusia) antarnegara, wilayah perbarasan
dapatmemperoleh dampak posicf maupun negacif dari arus keluar-masuk sumber
daya ekononu tersebut. Sebagui dampak dari kedudukannya sebagai pintu masuk
dan keluar arus sumber daya ekonomi antarnepara, maka wilayah pecharasan mewan
tethadap berbagai kegiatan ilegal, penyelundupan, pencurian kayu (iflegal logring),
perdagangan manusia (human trafficking), rempar persembunyian kelompok separatis
ian sebagainya®”. Adapun kehidupan ekonomi masyarakar didaerah perbacasan pada
umumnya masih tertinggal dari perekonomian negara tetangga, hal ini disebabkan
lokasi vang relarit tersolir dengan tingkar aksesibilicas masih rendah.

20 Mainggolan, opcit, hal 180
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Melalui gambar.l rerlihat bahwa perlunya konekeivitas nasional untuk
mendorong pertumbuhan ckonomi, sehingga dibarapkan dengan dihubungkannya
suatu daerah yvang berada dipelosok atau pedalaman dapar memanfaatkan akses
untuk menumbuhkan kegiatan elkonomi karena daerah tersebut mudah dijangkau
dan murah karena tidak harus melalui jalan vang jauh. Hampir di semia daerah
petbatasan merupakan jalur pintu masuk arus barang, jasa dan manusia.

Gambar 1. Jaringan Tulang Punggung Logistik Nasional Penghubung Konektititas
Antar Koridor

D STAKN CUKLAF

ALl o) LR ST Aol i LTLERIN

ALathane LM &9 Fvisbuhon Hub Global ES wainiwr amiost
 Lslod Dawd Nesinnal Primes: A, L = jeiaiid

Jahu Laul Nasivnal Sakunder Pelabuhan Primes
Lalur Uitarma Damal (lalan tan ka)

Sumber. Masterplan Perceparan dan Perluasan Pembangian Bromami Indonesia 2011-2025, Bappenas,
2011,

Untuk mengatur pemlungunan di daerah perbatasan dibentuklah suatu badan
melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tshun 2010 tentang Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPPY. Mented Dalam Negeri iMendagri) Gamawan Fausi,
penerbitan perpres tersebut merupakan rindak fanjur dari Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2008 tenrang Wilayah Negara”. BNPP mempunyai tugas mencrapkan kebijakan
programn pembangunan perharasan, menetapkan rencana kebutuhan  anpgaran,
mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan
terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Susunan keanggotaan BNPP ini terdiri dari Ketua Pengarah yaitu Menteri
Koordinatar Bidang Poalitik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah [ yakni
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Kewua I Menreri Koordinaror
Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan selaku Kepala BPF adalah Mendagri.

21 “Perpres Pongelolaan Daerah Pethatasan akhirnya rerbin,” (hop://nasional kampas.comy/read /2010,
02/23/05 365795/ Perpres Penpelolaan.Caccah, Perbatasan. Akhirmya. Terbit, diakses 14 Januari 2011,
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Mhalam melaksanakan tugas dan funpsinya, BNPP dibantu oleh sekretariat
terap yang rerdiri dari Sekreraris BNPT dan tiga deputi yakni bidang pengelolaan
batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputi bidang
pengelalaan infrastruktur kawasan perbatasan. Pembentukan sekretariar ini akan
ditindaklanjuti setelah ada peraturan Kementerian Pendayapunaan Aparatur Negara,
Perpres No.12 Tabun 2010 ini ditetapkan oleh presiden pada 28 Januari 2010,

Dalam penyusunan Peraturan Perundangundangan, konsepsi pengelolaan
perbatasan negara merupakan “ricik temu” dari tiga hal penting yang harus saling
bersinergi, yaitu®’:

1. Politik Pemerintahan Indonesia unruk melindungi scgenap bangsa Indonesia dan
selurub tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.

2. Pelaksanaan otonomi dacrah yany bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-
daerah.

3. Politik luar negeri yang hebasaktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia
vang berdasarkun kermerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbarasan (BNPP) Gamawa n Fauzi mengatakan
bahwa rencana alokasi dana tahun 2011 untuk pembangunan pada daerah perbatasan
dibagi dalam 60 program dari 29 kementerian vang akan diimplementasikan di
wilayuh perbarasan. Diantaranya Kemenrerian Pekerjaan Umum schesar 3,1 triliun
rupiah, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 2,3 miliar rupiah, Kementerian
Kescharan sebesar 605 miliar rupiah, Kementerian Perrahanan mengalokasikan
anggaran 290 miliar rupiah unwk bidang pertahanan dan keawanan, Kementerian
Komunikasi dan Informasi membuar program yang berdana 42 miliar rupiah.
Kemenserian HAM mengalokasikan 62 miliar rupiab untuk pembenahan keimigrasian
dan bea cukai, Kementerian Koperasi sebanyak 92 miliar rupiahya. Program utama vang
diprioritaskan BINPP akan fokus pada batas negani, penegakan hukum, sosial budaya,
keamanan dan pertahanan, infrastrukeur, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan™.

B. Belum Adanya Lembaga Khusus yang Menangani Masalah Perbatasan

Adanya masalah pada seciap perbarasan mendorong untuk dibentuknya sebuah
lembaga yang dapat menampung dan menvyelesaikan masalah yang rerkait dengan
daerah perbatasin mengingat persoalan pengelolaan perbatusan negara sangat
kompleks dan urgensinya rerhadap inregritas negara kesatuan RI, maka diaogeap
memerlukan perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan halhal yang rerkai

22 “Stratepi Pengembangan Perbutwsan Wilkaah Kedamdatan NKRL" (hrep://bulerinhithang.dephan.
goid/index asp? voomar= & mnorunsi=9, diakses 14 Januari 2011},

23 “BNPP Parrepat Penetapan Baras Wilsvah Nepara,” (hirp://korangakarta com/ berita-derail. php?id =
70202, diakses 14 Januari 200 1),
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dengan masalah perbatasan, baik antar negara mavpun antar daerah. Namun saar
ini pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifar semenrtara {ad-hoc) dengan
leading sekeor dari berbagai instansi terkait. Adapun komite-komite kerjasama yang
mienangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah®™:

1. General Border Committee Rl-Malaysia dikeruai oleh Panglima TNI, merupakan
forum kerjasama perbatasan antara pemerintah BRI denpan Malaysia.

2. Join Border Cammirtee RIPNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri,
merupakan forum kerjusama perbatasan antara pemerintah RI dengan Papua
New Guinea.

3. Join Barder Committee RIUNTAET (Timtiin) diketuai oleh Dirjen Pemerintah
Umum Departemen Dalam Negeri, merupakan forum kerjasama perbatason
antara pemerintah Rl dengan Timor Leste.

4. Border Committee Rl - Filipina diketuai oleh Pangdam VIL/Wirabuana, merupakan
forum kerjasama perbatasan antara pemerintah R1 dengan Filipina.

Pengelolaan perharasan negara sccara terpadu sangat stracepis Jdan mendesak
untuk dilakukan, karena menyangknr dengan integritas Neoars Kesatuan Republik
Indemesia. Salah saru hal yang turut memberikan kontribusi rerhadap belum
oprimalrya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah
belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek
pengelolaan perbatasan, baik di tingkar nasional maupun di daerah®.

C. Permasalahan yang Muncul di Kawasan Perbatasan

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan baik
laut maupun darat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera di
kawasan perbatasan serta kesenjungan sosial ekonomi dengan masvarakat di wilayah
perbatasan negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh akumulasi berbagai fakror, seperti
rendahnya muto sumberdaya manusia, minimnya infrascrukrur pendukung, rendahnya
produktificas masyarakar dan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di
kawasan perbatasan. lmplikasi lebih lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di
kawasan perbarasan mendorong masyarakac terlibat dalam kegiarankegiaran ekonomi
tlegal guna memenuhi keburuhan hidupnya?®,

Masalah yang bersifat umum yang dihadapi di berbagai kawasan pecbatasan, baik
kontinen maupun maritim adalah sebagai berikut®,

24 “Ringhasan Kajian Pemvusunan Kelembagaan Pengembanpgan Kawnssan Perbatasan Anrar Negara,”
{hreps/ Sowaw bappenas go.id/node/ 160/1859 kajian-tahun-2004-/, diakses 26 April 20110

25 Bappenus, sp.oit, hal 31
26 lhid., hal. 21,

21 lkhwanuddin llwanuddin. “Penyusunan Kebijubun Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Indonesia,” (htrp:,-",."www:happenas.gu_ﬁ.ld, diakses 13 Januan 2011}

64



PDF Compressor Free Version

6.

Crewi Wharyanedani

Bentangan kawasan perbarasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas
dan cipologinya bervariusi, muolai dari ripe pedalaman sampai tipe pulau-pulau
terluar. Ini mengakibatkan rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan
menghadapi rantangan dan kendala yang cukup berat, haik dalam penyedinan
sumberdaya dana maupun manusia.

Di asa lalu ada pendapar umum bahwa kawasan perbatasan merupakan sarang
pemberontak, harus diamankan, eerbelakang dan kurane menarik bagi investor.
Hal ini mempengaruhi persepsi penanganan kawasan perbatasan, sehingga
cenderung diposisikan sebagai kawasan rerbelakang dan difungsikan sebagai
sabuk keamanun. Akibatnya berbagai potensi sumberdaya alami kurang dikelola,
terutama oleh investor swasea.

Belum ada kebijakan dan scratepi nasional pengembangan kawasan perbatasan
vang dapat dijudikan acuan herbapai program dan kegiacan, walaupun sudah
diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Propenas 2000-2004.

Pendckaran keamaznan lebih menonjol dibanding pendekatan kesejahteraan,
karena tuntutan pada masa lalu. Saat itu memang banvak rerjadi pemberontakan
disckitar kawasan perbatasan.

Penanganan perbarasan masih bersifat parsial dan ad hoc sehingpa ridak aptimal.
Belum ada keorodinasi anrara instansi-insransi terkait di tingkat daerah dan
pusat.

Muasyarakar diperbatasan umumnya miskin akibac dari akurnulasi beberapa fakror,
vakni rendahinya muru sumberdaya manusia, minimnya infrastrukeur pendukung,
rendahnya produktivitas mmsyarakar dan belum optimaltwa  pemanfaatan
sumberdaya alam.

Terdapar perbedaan ringkat kesejahreraan deniran negara tecangpa tertentu seperti
Malaysia.

Jumlah pintu perbatasan (pos pemeriksa lintas batas dan pos lintas baras) masih
sangat terbatas, sehingga mengurangi peluang peningkatan hubungan sosial dan
ekonomi antara Indonesia dengan negara terangganya.

10. Akses darar dan laur menuju ke kawasan perbatasan sangat kurang memadai

D.

dan sarana komunikasi sangat terbatas, sehingea orientasi masyarakas cenderung
ke negara terangga. Kondisi ini dapar menyebabkan degradasi masionalisme
masyarakat perbatasan.

Dukungan Kebijakan yang Diberikan Oleh Kelembagaan

Pemerinrah pusat membuar komirmen dalam memperhatikan daerah perbatasan

yang menjadi permasalahan adatah bagaimana meneruskan kemauvan politk rerschut

menjadi kebippkan yang implementatif. Bappenas dan Kemencerian Pembangunan

Daerah Tertinggal (Kementerian PIT) merupakan agen utama koordinasi dan stimwelan
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untuk pembangunan daerah perbarasan karena berdasarkan pada banyaknya daerah
kawasan perbatasan yang termasuk dalam kartegori daerah tertinggal, Adapun heberapa
prinsip dasar dalam mengatasi permasalahan di daerah perbarasan, yaita: percepatan
penetapan batas negara ranpa konflik; pengurangan ketimpangan pembangunan;
pembangunan parusiputif; pembangunan vang mengoptimalkan potensi lokal;
mengedepankan stabilitas politik, hukum, dan keamanan; kescimbangan anvara
pendekatan kesejahteraan dan keamanan®.

Kebijakan umwm pengembangan kawasan perbarasan anrarnegara terdiri dari

tujuh kebijakan, yaitu®:

1.

b

=1

Menata batas kontinen dan maritim perbatasan antarnepara dalam rangka
menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatrvan Republik
Indonesia.

Memberi perhatian lebih besar kepada kawasan perbarasan schagai ‘halaman
depan’ negara dun pineu gerbang internasional bagi kawasan Asia dan Pasifik.
Mengembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan kescjahreraon dan
keamanan secara serasi.

Mengembangkun pusat-pusar percumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan
yang berbamasan langsung secara selektif dan berrahap sesuai prioritas dan
keburuhan.

Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis dan kawasan
konservasi, serta mengembangkan kawasan budicaya secora produkeif bagi
kescjateraan masyarakar lokal.

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SIIM) melahsi pembansunan dJdi
bidang pendidikan, kesehatan, perhubungun dan informasi.

Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan
ekonomi dengan nogara-negara retanooa.

Adapun target pengentasan kemiskinan di dacrah perbatasan dapat dilihac pada

rabel 1, diharapkan pada rahun 2012 jumlah penduduk miskin akan berkurang dari
17,6% menjadi 16,5%.

26 Mchammad lkwanuddin Mawardi, opeic, hal 141,
20 Tkhwanudin, opil,
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Tabel 1. Target RKP 2012 Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan
Pasca Konflik

| Kegiatan Prioritas [ndikaror Target
- | 2 | ;z
. Penpembangan dan | * Rata-tata PORB Perkapita Non migas Rp 9.Bjt | Rp. 10451
fasilitasi ekoromi = Ratarara persentase penduduk miskin S I L&, 5%
lnka?, keseharan = AHH di daerah tertinggal 67,8% 63%
Jan pendidikan di | ¢ AKB di daeral certingpal 26.4% 24
Jdazrah tertingl + Angka melek huruf usia 15-24 eabuin 98,3 08,7
# Ralnrata lama sekolah usia di atas 15 sahun T4 1.5
= APS usia 7-12 rehun aT & Qg2
= APS usia 2-15 ahun Hr#e 958 |
2. Penctapan Baras - Jumilah sepmen baras darac Jdan laur yung | 2sepmen | 2 sepmen
Wilawah Megara mengalami kemajuan sipnifikan dalam hal |
dan fasilitasi penctapan dan penepasan batas
pembangunan # [innlah lokas) Kecamatan Priaritas yang 15 lokasi 33 lokasi

kowasan peelatasan | meningkar kualitas sarana dan prasarana
penunjang Pos Lintas Bas (PLE}
o« lumlah Kecamatan yang meningkat kualiras 20 lekasi 32 lokasi

pelavinan sarana dan prasarana pelayanan
sosial dasar

3. lembangunan e Jumlah Transmigrasi Baru di dacrah eerringgal 4320KK| 4320KK
permukiman e Jumlah Tarnsmigran Baru di perbacasan 2BBO0EKK| 2880KK
transinigrasi * Temberdayaan Permukiman Transmigrasi di JIOTKE | 37576 KK
dazrah rertinggzal 147 lodmsi | 147 lokas
+ Pemnberdayaan Permukiman Transmiprasi di 17410 KK | 10,7410 KK
perbatasan W okust | 20 Jokust

Jumbir: Bappenas, 2001

Upaya untuk menangani perbatasan laur diarahkan pula pada peningkatan
pemberdayaan 92 pulau kecil terluar, D192 pulav ini, terdapat titik-titik dasar {buse potnt)
yang dilegalkan melalui Peraturan Pemerintah {PF} No. 38 Tahun 2002 rentang Daftar
Koordinat Geoprafi Titiktitik Pangkal Kepulauan Indonesia. Hal ini berarti, pulan-
pulau tersebut menjadi penentu kepastian tiga jenis batas di laut, yaitu batas terirorial
laur, batas landas kontinen, dan batas Zona Ekonomi Ekslusif™. Potensi pulau-pulau
terluar di perbatasan lauccukup besar dan bernilai ekenomi dan ingkungan yang cinggi.
Dibeberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan
konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi panorama alamnya yang
indah. Selain itu, cukup banyak pulau yang memiliki porensi perikanan sehingga dapat
dikembangkan unruk meninpgkatkan kesejahteraan masyarakat setempar’. Negara
rerangea akan terus mengincar pulaw-pulau kecil di Indonesia karena ditangani dengan
serins atau memanfatkan pulau-pulau itu sebagai sumbersumber ekonomi baru.
Padabal keberadaan pulau-pulau kecil ity dapar dijadikan kotakota pantai berbasis

3¢ Mohammad Tewanuddoy Mawardi, ap.ar., 2009, hal 139
3 Ibid. Hal 140
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sumberdaya maritim, misalnya memobilisasi investasi untuk menjadikan pualau-pulau
keecil itu sebagai basis pembangunan pertkanan dan pariwisata bahari dilndonesia®,

Oricncasi pembangunan pada masa latu lebib difokuskan pada wilayah daracan
dan belum diarahkan ke wilayah laut dan pulaw-pulav kecil. Sedangkan menurut
Brookfield (1990} dan Heim (1990}, kesukaran atau keridak mampuan uncuk mencapai
skala ekonomi {economic of scalz) yang optimal dan menguntunrkan dalam hal
administrasi, usaha produksi, dan transporrasi, schagai fakror vang turut menghambac
pembangunan hampir di semua pulawpulau kecil di dunia*. Sebuah pulau dapat
dikatakan mempunyai nilai ekonomis apabila dapar dilihar dengan pemahaman
nilai-nilai strategis untuk mengelola secara optimal, tdak pula ditentukan oleh besar
kecilnya sebuab pulau, misalnya pulau Singapura, Hongkong, Hawaii, Manhatan,
New York, Maladews, Bali, Bunaken, Wakatobi dan masih banyak lagi contoh<onroh
kepulavan di dunia ini vang dapat disjukan untuk membuktikan babwa pulau kecit
ridak kalah penting nilui ckonominya dengan daratan™.

Sebenarnya permasalahan pengelolaan pulawpulau kecil ini berakar pada
lemahnya paradigma pembangunan yang bersifar sentralistik dan eksploitatif di masa
orde baru. Kelemzhan ini dapat dijabarkan yaitu: dominasi pemerintahan sentraliscis
yang membentuk kebijakan eksklusif, tidak berfungsinya koordinast antar lembaga,
kebijakan yang tidak holistik, tidak berjulannya penegakan hukum dan sistem
peradilan, serca kemampuan sumberdaya manusia tidak memadai. Hal inilah yang
menycbablan sulitnya pulau-pulau di perbarasan untuk dapar berkembang?.

Berbagai inisiatif pengelotaan pulapulau kecil yang harus dilithat dalam kaican
dengan pemenvhan kebuthan hidup manusia dan kepentinean pembangunan
ekonomi, serma geopolitik nasional secara lebih luas yang memenuhi prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjuran. Prinsip-prinsip pengelolaan puluupulau kecil yang
harus dilakukan oleh Pemerinmh, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kora dan dunia usahu/swasta, yaicu cksistensi pulau kecil harus dipertahankan sesuai
dengan karakeeristik dan fungsi yamg dimitikinya, efisien dan opcimal secara ekanomi
(economicully sound), berkeadilan dan dapar direrima secara sustal-budaya Gocio culuemlly
just and acceped), dan secara ekologis tidak melampaui daya dukung lingkungan
(enarivonmentally friendly). Maka pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan,
dilakulan melalui beberapa kebijakan, yaicu;

32 Laode M. Kamaluddin, “Apalisis Jan Evaluasi Mengenai Kelijakon Penentuan Sumberdayva
Kelauran,” Jerna! Universitas Perimading, Vol 7 Na. 3. Mei 2003: 265.266.

33 Chairil N. Sinaga, "Analisis Porensi Daerah Pulau-Palay Terpencil Dalam Rangka Meningkatkan
Ketahanan, Keamanan Nasional dan Keutuhan Wilayah NKR1 di NunykanKulimantan Timur,”
Jurnal Sesiarzknolog | Edisi 13 Tahun 7, April 2008, hal, 347,

34 Ihid, hal 266267
35 ibid, hal 347,

36 "Kebijukan dan Stratezi Nasional Pengelolan PulauPyulag Kecil,” (heeps/Awww bappenas.so.id/
nodes 108/97 2 kebijkan-danstraragi-nasinnal pengelokanulou-pulaukecil/, diakses 1 Juni 2011,
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1. Meningkarkan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan unwk menjaga

integritas WKRI;

Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pulauw-pulau kecil secara terpadu,

optimal dan lestari untuk kescjahreraan masyarakar berbasis pelestarian dan

perlindungan lingkungan;

3. Memingkatkan pengembangan ekonomi wilayah berbasiskan pemberdayaan
miasyarakat melalui peningkatan kemampuan SDM, reknologi dan ildim investasi
vang kendusif;

4. Meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan dan penegakan hukum.

E. Potensi/Unggulan Daerah Perbatasan

Dacrah perbatason masih di idendkkan dengan kawasan perbatasan yang pada
umumnya dacrah tertingeal yang baik akses dan sumberdayanya cerbaras. Sistem
ransportasi berperan rerhadap twmbuh kembangnya kota dan  pertumbuhan
ckonomi melalui tingkat aksesibilitas dan mobilitas™. Daerah tersebut harus dibangun
untuk memunculkan porensi atau unpgulan sumberdava yang ada tanpa harus
mengeksploitasi secara terkendali. Keunggulan vang dapat dimunculkan dapat melalui
keunggulan komoditas maupun keunggulan di bidang sckroral baik inu dilakukan
daeruh itu senciri maupun secara bersama-sama Jdengan daerah lain vang dilakukan
secara terpadu schingga dapat berhasilyuna dan berdayaguna baik bagi pembangunan
ekonomi provinsi, regional maupun nasional.

Penentuan sektor/komuditas akan dapat meningkarkan kegiaran produksi di
daerah certinggal khususnya perbatasan vang selanjurnya akan menimbulkan efek
pengzanda {mudtipier effects) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sete mpar ™,
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan kegiaran perdagangan
baik barang maupun jasa. Faktorfakeor yang melararbelakangi terjadinya perdagangan
lintas batas yang dilakukan secara informal olch masyarakar perbatasan antara lain
fakror kondist geogratis dan copogratis, aksesibilitas, serra adanya hubungan historis,

kultural dan emosional dengan penduduk di perbatasan®.

37 Yohanes Beinhold R, Bagil H, Samsul Ma'vil, “Kajian Faktor Pendorong Pengembangan Kawasan
Perbarasan Jayapura, [ndonesiaVanimo, Pog,” Jumal Penbangunan Wikisah dan Koa, Vol 4, o 103,
2005,

38 Molwmmad lewanuddin Muvadi, op cie, hal 57.

39 Marrhin Billa,” Faktorfakrer Penvebaly Terjadinya Pecdagangan Lintas Baras pada Masyarakar

Perbarnsan di Kabupaten Malinau Khususova di Kecamatan Kavan Hulu dan Kapan Hilic,” Jurnal
Aplilevs Mangjemen, Vol 3, Na 3, Desermnber 2005, hal 247,

62



PDF Compressor Free Version

BAB 1V
PENUTUP

A Kesimpulan

Pemerintah dalam hal pengelolaon perbatasan belum memiliki suaru kebijakan
dan strategi nasional yang memuar arah, pendekatan, dan strategi pengembanpan
kawasan perbarasan yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan
peran scluruh stakenaiders kawasan perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara
menyeluruh dan terpadu. Untuk mengelola kawasan perbatasan secara integral dan
terpady diperlukan sebuah lembaga khusus yang berwenang dalam pengelolaan
kawasan perbatasan mengingat urgensinya menjaga keuruhan daerah NKRI sehingea
tidak terjadi kesenjangan pembangunan dengan negara rerangga, meningkackan sarana
dan prasarana baik it transportasi, pendidikan maupun kesehatan, meningkatkan
muru sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal namun
terkendali karena karena berkembangnya kawasan perbarasan akan mendukung
pertumibuhan ekonomi di kawasan secara keseluruhan.

Tidak sedikic pulavpulau kecil atau pulav-pulau terdepan merupakan bacas
nepara dengan negare luin yang perlu jaga dan belum dimanfoatkan secara oprimal
baik itu secara ckanomis masih rerus diperjuangkan untuk dipertabankan dalam hat
meiindungi negara dari segala ancaman.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan daerah perbatasan erar
kaitannva dengan dibentuknya scbuah komitmen bersama antar instansi yang berkaitan
sehingua dapar bekerjasama secara berkesinambungan membangun infrastrukrur yang
dapat menunjang pertumbuhan perekonomian, dengan tumbuhnya perekonomian
di daecah tersebut diharapkan dapat mengeerakkan masayrakat untuk bekerja,
meningkatkan pendidikan, dan kesadaran untuk menjaga kesehatan sehingga pada
akhirnya dapar rerenraskan dari kemiskinan.

B. Saran
Untuk mewujudkan kondist wilayah perbatasan yang nyaman, maka kebiakan
yang dapar dilakukan sebagat berikut:
I. Kebijakan terpadu yang disnsun dapat berupa rencana aksi rerpadu per wilayah
dalam angka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk mensinergikan
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berbagai kegiatan dari instansi-instansi di tingkat pusar maupun di eingkat daerah
agar dapat fokus dalam mengentaskan kemiskinan.

Peningkaran muru sumber daya manusia merupakan salah satu fakror penting
dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan sehingga perlu adanya
peningkatan earaf hidup masyarakat di daerah perbatasan melalui pendidikan atau
pe]atihan apar mit.‘i‘fi]l'ﬂkilt dapat mengﬁptimatkan potensi dan mengcmbangkan
sektorsektor unggulan di daerah perbatasan.
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KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
KEANTARIKSAAN UNTUK PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Oleh Hilma Meilani’

1  Penulis adalah Kandidar Peneliri Bidang Ekonomi dan Kebijakan Pubiik di P30 Sekverariat [enderal
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakanp

Indonesia merupakan salah satu negara kepilavan terbesar di dunia, terdiri dart
kurang lebih 17.508 polav dan garis pantai sepanjang 81000 km serea wilayah laut
reritorial seluas 5,1 jura km® (63% Jari total wilayah teritorial Indonesia), ditambah
dengan Zona Fkonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km’. Dengan luas wilayah
laut vang besar. Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam pesisit dan {auran
vang sangat besar dan beranekaragam,? Permasalahan yang masily sering dikadapi
dalam pemanfaatan sumberdaya alam di Indomesia adalaly isu penurunan kelestarian
lingkungan yang menyebabkan penurunan ketersediaan sumberdaya alam akibat
meningknmy:l eksploitasi hatan oleh pembalakan liar (illegal logging), kebakaran huran,
dan pengelolaan hutan yang belum opeimal, rusaknya wilayah laut akibat pencurian
dan penangkapan ikan secara lemal, dan kegiatan penangkapan tkan yang merusak,
serra melipsnyr alib fungst lahan gertanian unok peruntukan lainoya.

Sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal perrumbuban
ekonomi (resources based cconomy} dan penopang sistem kehidupan (life support system).
Aras dasar funuesi ganda tersebul, sumberdaya alam harus dikelola sccara seimbang
untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.' Berdasarkan tabel 1 terlihat
bahwa sumberdaya alam dari sckeorsektor pertanian, kehuranan, perburuan dan

perikanan, serta pertarnbangan dan penggalian berperan penung dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi sebesar 21,9% dari PDB nasional
2009,

2 Mokammad hwamuddin Mawardi, Membangua  Doeah yang  Beckemapuan, Berkeadilan, dan
Berkalanjutan (Bogor: [FB Press, 2008,

3 [hid
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Tabel 1. Pendapatan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konscan 2000 Menurut
Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Mo, Lapangan Usaha ZDCI'@_ y qu? | 20058 o0 II
I | Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan | 262.402,8|  271.509.3| 18406207 296.36%.1
Perikanan . | |
L _[’ertamban;mn dan Derppalian 168.031.7 171.278.4 | 17244271 l?9_9?4£_§_
. [TodusesBoraliahon 5141003 | SIBOS46| 5917644 5695508
4 | Lustrik, Gps & Air Bersih 12.251.0 13.517.0 14.9493.6 | 1705498
5. | Konstrutksi 112.233,&6 121.508.9 1305516 140.184.2
b. | Perclaganpan, Haotel & Resturan 3125187 3404371 36RBITS| 3619588
7. | Pengangkutan dan Komunikasi 1248089 | 142.316.7| 165.9(‘5.5; 191.614.0 |
8. | Kewunpan, Real Esrate & Jaso 170.074,3 1B3.659 3 198 798 6 i RA122
| Perusahaan '
9. | Jasu-jasa 170.705,4 18L706,0| 1930243  205.371,5
Produk Domestik Bruro 1.847.126,7 | 1.964.327,3 | 2.082.315,9| 2.176.975,5
Sumbrer: BFR

" Angka Semerrara
“ Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 2 terlihat baliwa sektorsektor pertanian, kehutanan, perburuan
dan perikanan, serta perrambangan dan penggalian mampu menyerap jumlah tenaga

kerja yang cukup besar dari roral angkatan kerja vang ada di Indonesia, yaieu 42,27%
{Februari 2009), 40,78% (Agustus 2009), 40,98% (Februari 2010}, dan 39,51%
(Agustus 2010).

Tabel 2. Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Utama Tahun 2009-2010
:' No. 1 I_..;l:]_);]_rl_g_:_an_ Pekeriaan Uhama ] 2009 (Feb) | 2009 (Agst) i 2010 {Feb) | 2010 (Agst) |
.]. ..Pkﬁrtill‘lii'lr.l, Kch.uh;n:m, Perburinan dan 43029493 416118400 42825 BO7 | 414944941 ‘
| Perikanan ) | .
1| Perenubancan dan Pengealian 1.139.495 1.155.23.}? 1188674 1.254.501 .
. 3. | Indusen Pengolahan | 12.615.440| 12.839.800 L’.“r.ﬂ‘ﬁl’.illl 13.524.251 |
4 | Listrik, Gas, dan Air | 200441|  223.054|  208494) 734070
5. | Bangunun 4610695 |  SABASIT| 4.544.089 5592.897)
6. | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 21,836,768 | 21497823| 22212885 22492176
Makan, Hoxel L
T Anghuean, Perudangan dan Komunmikasi 59497671 £.117.985 5817680 , 3619022
8. | Kevanpan, Asuransi, Lsahe Persewaan 1.484 548 1.486.539A 1.6¥9.748 1.739.486
Rargunan, Tanah, dam Jasa Merusahaan
9. l'j:ua.u Kemasyarakatan, Sosial dan 13ail.841 | 1400515 15615014 15956423
| Peromanzan ': N
| Total | 104,485 444 | 104.870.663 | 107.405.572 | 108.207.767
Sumber: HFS
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Dalam konteks sumber daya alam dan pembangunan berkelanjuran, pembicaraan
mengenai hal tersebue diawali dengan diterbickannya Brundtland Repore pada tahun
1980, dan dilanjutkan dengan Konferensi PBB tenrang “Lingkungan Hidup dan
Pembangunan” di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konterensi tersebut menghasilkan
Agenda 21 yanp ditandatangani oleh 178 kepala negara sebagal langkah kankrer bagi
implementasi pembangunan berkelanjutan pada skala global. Pada tahun 2002, PBB
menyelenggarakan konferensi di Johannesburg, Alrika Selatan dengan tcma “The
2002 World Summit for Sustainable Development” untuk mengevaluasi perkembangan
penerapan visi pembangunan berkelanjuran di dunia.®

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses perubahan dengan
memanfaatkan segala sumberdaya, penanaman modal, memperhatikan perkembangan
ilmu dan rcknologi, dan perubahan kelembagaan yung konsisten dengan kebutuhan
masa depan vang berawal dari keburuhan masa kini. Pemanfaaran sumberdaya alam
pada suatu wilayah memerlukan informasi spasial yang akurat sehingga sumberdaya
alam vang ada dapar dikelola secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjuran
bertujuan menyeimbangkan antura pertumbuhan ckanomi dengan menjaga kualitas
lingkungan. Penginderaan jauh menyediakan dara unruk dasic informasi rentang
sumberdaya alam, sebagai prasyarar dalam perencanuan dan implementasi, dan
pemantauan program pembangunan.’

Aplikasi telnologi keantariksaan, sejalan dengan perkembangan pesat dan luas
dari teknologi komunikasi dan informasi, telah mengembangkan prakeel-prakack
manajetnen untuk pengembangan ekonomi sosial yang berkelanjutan, dan relah
mengubah kehidupan di semua hidang di dunia, Terdapat integrasi vang meningkac
dan saling ketersantungan terhadap teknologi keanrariksaan, seperti penginderaan
jauh berbasis satelir, komunikasi, merecrologi dun sistem positienimg-dengan kompurer,
database digital, dan laindmn.®

Bagi [ndonesia, kenajuan ilmu pengetahuan dun reknologi antariksa sangat besar
kontribusinya dalam rangka memenuhbi kepemtingan nasional, baile dari perspektif
keamanan maupun  kesejahteraan. Dengan mempertimbangkon  perkembangan
kegintan keantariksaan yang sangat pesat, ada kepentingan yang mendesak untuk
merumuskan aturansaturan hukum vang berkaitan dengan kegiatan keantariksaan
dalam suaru undangundang, yaitu Undang-Undang tentang Keaneariksaan, UU

4 M. Fany Cahyandito. “Pembanpunan Berkelanjutan, Ekonoma dan Ekolopi, Sustaivability Commu-
nication dan Sustainabilivy Reparaing.” (hoep//pu staka.unpad.ac id/wpcantent/ nploads/ 200906/
jurnal_lmfe_pemb_berkelanjuran-ekonomieknlogisust_ comnmesuse_rep fani.pdf, diakses 12 April
2011).

5 DL.P Ruo, “Rale of Remote Sensing and Geographic Informarion Systens in Sustainable Development,”
Inrernarional Archives of Photegrnmetry and Bemote Sensing, Val. XXX, Part B7, Amscerdam,
2000

f United Nations Economic and Social Comission for Asia amd rhe Pacific, Space Technology Applicanen
Capabilives, Facilirees and Activities in Asia anel the Pacific: A Reqional fmentory, United Narions Publicution,
2007,
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ini diharapkan mendorong pengembangan keantariksnan dan merebut kesempatan
untuk beroperasi di ruang angkasa.”

Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keantariksaan belum
sepenuhnya dapat dijadikan landasan hukum bagi pengaturan keantariksaan dan
belum dapar mengikuti perkembungan kegiatan keantariksnan yang maju pesat.
Untuk mendorong pengembangan keantariksaan dan memberikan dasar hukum
bagi kegiaran i bidang keantariksaan, maka pemerintah menyusun UndangUndang

tentang Keantariksaan melalui Propram Legislasi Nasional (Prolegnas) rahun 2010 -
2014,

B. DPermasalahan

Letak dun kondisi geoprafis Indonesis sebagal salah saru negara kepulauan
eerbesar di dunia memerlukan penggunaan teknologi keantariksaan dalam mengatasi
rancangan dan persoalan dalam pembangunan nasional. Persoalan vang dihadapi dalam
pemanfaatan sumberdaya alam antara lain adalah belum oprimalnya pemanfaatan
sumberdaya perikanan, nnpginys ungkar eksploicasi sumberdava huran dan encrei,
serta kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian dan perikanan uorok
mendorong keralimnan pangan.

Berdasarkan latar belakang di ams, permasalehan yang akan dibahas adalah
bagaimana kondizsi sumber daya alam di Indonesia, pemanfaaran  teknologi
keantariksnan untuk pengelolaan sumber daya alam, kelijakan keantariksaan di
negara lain, serra peraturan perundangan dan kebijakan pemerintaly dalam bidang
keantariksaan di Indonesia.

7 PRUN) Eesneasiksann Daba Perkembangan Sains Ancariksa” (hetp:/Aww ristek ool A module=
MNews¥2DMNews id=5476, diakses 12 April 2011).
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TINJAUAN TEORI

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan betkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yakni
ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjuran
terfokus pada keberlanjutan laju pertumbuban ckonomi yang tinggi (economic
growth), keberlanjutan kesejahteraan sosial yany adil dan merata {social progress), serta
keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (ecalogical

balance).®

Gambar 1. Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan

EKONOMI
%

& Mypypdasdian

& Saulvi inm
Ermudinan & [hwdivreniy
+ Pewheerdiyaan i Rkl Lo Ay
* Budm )
W, & - :',
SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP

Sumber: Munasinghe, 1923¢

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang didasarkan
pada halhal berikut:*

£  Ruklwat Dern Dj., Buhari Nusancara Unok Kesejthtenaan Masyarakat dan Ketahanan Nesional, (Jakrara:
The Mediz of Social and Cultueal Communicarion (MSCC), 2009).

9 Mohan Munasinghe, Envivenmental Economics and Swtainable Development, (Washingron: The Torernse
tional Bank far Reconsrruction/The Waorld Bank, 1993}

10 Deni [4., op. cit.
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3. Pemilihan pemanfaatan komoditas unggulan, dengan memilih jenis pemantaatan
yang memungkinkan pembangusan berkelanjutan. Luaran daci cahap ini adalah
rekomendisi jenis pemanfaatan don lokasi pemanfaatan sumberdaya alam
tersebut. Dfalam tahap ini analisis ekonomi dan lingkungan sangat berperan.

C. Teknologi Keantariksaan

Pemantaatan ruang angkasa unetuk tujuan komersial merupakan suatu kegiatan
vang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, swasta pada taral nasional maupun
internasional yang ditujukan guna mendapatkan suatu keuntungan ckonomis. Bentok-
bentuk aktivitas vang telah atau sedang dikembangkan vnruk dikomersilkan adalah:'
komunikasi, penginderaan jauh, sistem transpareasi Tuang angkasa, pengolahinn baluan
(manufaceuring), pembangkit tenaga, dan pertambangan (mining).

Definisi penginderaan jauh:"

I. Menginderaan javh adalah ilmu arau seni unruk memperoleh informasi tentang
objek, daerah atau gesala, dengan jalan menganalisis dara yang diperoleh dengan
menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang
akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990).

Penginderaan jauh merupakan upaya uneuk memperoleh, menemurunjukkan
{mengidentifikasi) dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan
Jdaerah kajian (Avery, 1985).

3. Pengindersan jach merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh

!"-J

dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi
elektromagnerik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi

{Lindgren, 1285).

Jenis sensor dalam pengindersan jauh berdasarkan pengzunaannyva dapat
Jdibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: sensor pengamatan lahan, sensor penpamatan
cuaca, dan sensor penpamatan maritim, Data penginderaan jauh nmumnya digunakan
dalam kegiarandkegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam
{natural resources management). Hal ini dikarenakan dara penginderaan jauh memuat
kondisi fistk dari permukaan bumi yang dapat dikuvantifikasi/dianalisa sehingga
menghasilkan informasi faktual tentang sumberdaya yang ada dalam skala luas dan
dilakukan kerulang kali untuk keperluan pemantauan.'

18 Juajir Surmardi, Hubum Ruany Anghase (Suoce Pengontar), (Jakara: FT. Pradnya Paramira, 1996)

17 theep:/Aaleom umy.ac. id/elschoal/mualimin_mohammadivah file. php/ L /materi/Geografi/
PENGINDERAANY2 3 20JAUH pdl, diukses & April 2011),

18 Andree Eladinara, dkk, Sistem Inforinasi Geagrafis Liaruk Pangelolaayn Bentang Lahan Berbasis Sumberdaya
Alam, World Azroforsstry Centre, 2008,

86



PDF Compressor Free Version

Hilma Meilani

Penginderaan jauh telah menjadi alar yang penting bagi pengelola sumberdaya
alam, peneliti di lembaga pemerintahan, organisasi konservasi, dan industri. Kelebihan
teknologi penginderaan jauh adalah kemampuannya untuk menyediakan pengukuran
vang konsisten terhadap kondisi permukaan bumi, schingga dapat mendeteks:
perubahan besar maupun perlahan-lahan sepanjang wakm."”

13 Robert E. Kennedy, et al, “Remote Sensing Change Detection Tools for Maruml Resources Managers:
Understanding Concepts and Tradeoffs in the Desipn of Landscape Monitoring Projects,” Remure
Sensing of Eovironment 113, 2009.
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PEMBAHASAN

A. Kondisi Sumberdava Alam Indonesia

Berdasarkan data Badon Pusat Stacistik, sejak rahun 1997 sampai 2001 tingkat
pertumbuhan luss panen beberapa komoditas pangan di Indonesia cenderung
menurun. Tingkar pertumbuhan luas panen padi 0,52%/tahun atan 11,4 jura hekrar,
lugs panen jasuny turon L 3%/tahun, luas panen kedelni menurun 10,82%, dan
luas panen tebu turun 0,34%. Penurunan luas lahan ini berbanding terbalik dengan
perrumbuhan pendudulk setiap tahun yang rutasata sebesar 1,8%. Terjadinya konversi
lahan pertanian pada umumnya dipicu oleh rendahnya harga komoditas pertanian
di tingkat petani. Dari data Digen Bina Produksi Tanaman Pangan, Depran (2003),
padn tahun 1997 Luas lahan sawah sekirar 8,5 jura hekear, sedangkan pada tahun 2000
luasnya beckurang menjadi 7,8 juta hekrar. Diperkirukan alibh fungsi lahan pertanian
patensial ke sektor nonpertanian rara-rata 47.000 hekear per tahun, dan sebagian besar
revjadi di pulau Jawa yaiou sekirar 43.000 hekrar per cahnn, Hal ini disebabkun kivena
pesarnya laju pembangunan di sekror permukimim. Danpak rerjadinya konversi lahan
pettanian untuk peruntukan lain antara lan adalah erjadingn kekurangan pangan
vang menyebabkan pemerintah mengimpor beras dalam jumlah cukup besac ™

Berdasatkan Setacistik Kehutanan 1993, luas  kawasan  hutan  [ndonesia
diperkitakan sekitar 1418 jura hekrar, sedangkan pada rahun 2001 luasnya telah
menurun menjadi sekitar 108,6 hekrar. Selama kurun waktu 8 tahun loas hutan telah
mengalami penvusutan sebesar 32,2 juta hektar, Ekosistam hutan mengalami ancaman
berupa penebangan huran (deforestasi), tragmentast dan konversi menjadi bentuk
pemanfaatan lan. Hasil rekalkulasi hutan produksi oleh Kementerim Kehntanan
berdasarkan data Citra Satelit Landsat tahun 1997 sanvypai 1999 menunjukkan balwa
dari 45,7 juta luas hutan produksi, yang masih berupa huran primer tinggal 1%, areal
bekas tebangan yang masib baik sampai dengan 2%, dan 30% merupakan areal hutan
vang relah rusak.

20 Mawardi, op. cit.
21 Ihid
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Fakra fisik bohwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumberdaya
alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain menganduny minyak, pas,
mineral dan energi lour nonckanvesional, laut juga menghasilkan ikan yang potensi
lestarinya diperkirakan sebesar 6, 4 juta ron per rahun, namun saat ini yang baru
dimanfaatkan sekitar 7006.%

Perkembangan populasi penduduk [ndonesia dan laju percumbuban ekonomi
akan meningkatkan keburuhan energi. Penyediaan energi primer di Indonesia masih
didominasi oleh bahan bakar fosil. Berdnsarkan dara BP Statistical Review of World
Energy June 201047, pada tahun 2009 Indonesia mengkonsumsi energi primer sebesar
128, 2 juta ron setara minyak, revdici dari: minyak bumi sebessr 48 4%, zas ulam sebesar
25,1%, baru bara sebesar 23 8%, dan tenaga air schesar 2,1%. Jumlah konsumsi minyak
bumi di Indonesia lelvib besar daripada praduksi, sedangkan kapasicas kilane domestik
belum mencukupi, sehinpea Indonesia harus mengimpor minyak untuk mencukupi
kebutuhan dalam negeri. Produksi minyak Indonesia mengalami penurunan yang
signifikan, dan sempat menpalami neraca negatif antara ckspor dan impor minyak,
atau beralih peran dari negara eksportir minyak menjadi net importer minyak, dan
pada awal tahun 2008 Indonesia menarik keanggotaannya dari OPEC (Ovgunization of
the Perraleum Exporting Caunrnes). Kekayaan sumberdayva minvak dan gas bumi {migas)
yang mernpakan sumberdaya alam tidak rerharukan secara alamiah akan turun apabila
tidak ada penemunn sumber-sumber migas baru.

Sektor migas merupakan salah satu sekror yang menjadi sumber pendaparan bagi
Indoncsia dari penjualan bahan bakar fosil, den menggerakkan ekonomi nasional
(balian bakar kegiatan industri, ransporeasi, rumah tanggm, dan lainlain), Penerimaan

negara dari selccor migas dapat dilihat di rabel 3.

Tabel 3. Penerimaan Minyvak dan Gas Bumi, dan Subsidi BBM Tahun 2005 - 2009

{dalam miliar Rupiah}
: i
Thun | || & Gas Bt | Penerimasn Migs | Subeds BEM
2005 9939194 | 037620 | 2101 95.598,5
2006 | 636531 | (580860 | 24,85 64.212,]
2007 706.108,3 124.783,7 | 17,67 B3.792,3
2008 979.3054 | 16170 | 21,0l 139.106,7
2009 Ba70966 | 1253520 | ey 1 450394

Sumber; Diclah dare Doea Pokok APGN 2003 . 20719

22 e A inalonesi g iWAn porensi-dagrabAsu mbe edava-abam bem], dinkses 100 Apeil 2001

23 YBP Stutistical Review of World Energmy,” June 2010, (heeps/Fwanw lip.comy liveassers /bp_interres’
glubalbp/ololulbp_uk_enplish/repares_and_publicacions//stacistical_energy teview 2008/
STACING Alocal _agsars/ 2010 downloads/seatistical _review_af _world_energy_{ull_report 2010
plf. diakses 8 April 2011)

24 Data Pokok APBN 2005 - 2011 Kemeoterian Kewangan Bepulblik Indonesia.
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Sumberdaya alam dan energi merupakan faktor produksi dalam permumbuhan
ckonomi, sehingga perlu dilakukan penpelolaan sumberdaya alam yang berkelanjuran
dalun usaha mengejar perrumbuhan ekanomi, agar tidak memberikan dampak
penurunan kelestarian lingkungan yang mengakibatkan penurunan ketersediaan
sumberdaya alam,

B. Penpinderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia

Penpinderaan jaub dari satelir di ruamg angkasa untuk pemetaan dan pengambilan
dita sumberdaya alam bermanfaac bagi umar manusia di semua negara di duna.
Kegiatan penginderaan jauh dari satelit di Indonesia telah lama dilakukan sejak tahun
1974 untuk penelitian oleh Lembaga Penerbangan dan Anrariksa Nasional (LAPAN),
tetapi sampai saat ini belum ada peraruran nasional bidang kegiatan ini, kecuali unruk
sistem pernetaan dari pesawat udara.??

Penginderaan jauh dengan satelic dapat dipergunakan untuk memonitor
perubahan lingkungan alam tanpa Jipengaruhi adanya musim, tidak memerlukan
bahan bakar, dan dapat dipasang rerus menerus, Pengoperasian satelit sebagai sarana
pengrinderaan jauh dapar berhasil dengan baik jika dilengkapi dengan prasarana
ruas antariksa berupa satelic, ruas darat yang meliputi pusat handling, prasarana
inerpreras dan analisis yang baik, dan juga harus mempunyai tenaga ahli yang mampu
menginterpretasi foto yang diperaleh dari satelin.’

Teknologi penginderaan jauh satelit relah betkembang melalui kehadiran
herbagai sistem sarelit penginderaan jaubh untuk mengindera sumberdaya alam
hingga operasional. LAPAN relah terlibat dalam kegiatan penginderaan jaub sejak
awal tnhun 1970an Jan menjalani beberapa tahapan perkembangan, antara lain
tahap investigasi (1972-1978, pengkajian (1983-1991) dan operasional (1993- sampai
sekarang). Indonesia menggunakan beberapa satelit penginderaan jaub yaitu SPOT-E,
JERS-1, LANDSAT:S & 7, seri NOAA, GMS, dan ERS-1 & 2. Dara pengindetaan janh
mempunyai penggunaan yang luas, yaitu: pertanian, kehutanan, geologi, penelician,
dan lainlain.®

Deputi Bidang Penginderazn Jauh di bawah LAPAN telah memanfaatkan
informasi penginderaan jauh untuk sumberdaya alam, antara lain:*

25 Ruman Sudradjar H. Hidayat, *Femernan Wilayah dan Fengambilan Dara Satelit Sumbendaya Alam
Bumi dari Sacelic Ditinjau dari Hukum Keantariksaan,” Jurnal Anglisis dan Infornuasi Kekeantariksaanan,
Yol 1, Na.l, Desember 2003

26 Maskah Akademik Rancangan Undanel'ndang Republik Indonesia tentang Informasi Geospasial.

27 Soewarte Hardhivnata, “Country Report Space Science & Technology Applicarion in Indonesia,”
{http://wew. isner.onpk/download ables/countey_reports.pdf, dinkses 8 April 20110,

28 {http://waow lapants com, diakses 7 April 2011),
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L.

a.

.

Jd.

Sumberdaya Alam Darat

Informasi Penutup Lahan

Informasi vang paling umum dihasilkan dari dam penginderaan jauh nnruk
aplikasi sumberdaya alam adalah informasi pengeunaan dan tutupan lahan (land
caver and land wses). Tutupan lahan berhiubungan dengan kondisi biofisik yang
ada di permukaan bumi. Informasi tutupan lahan mervpakan informast yang
diturunkan langsung darl data penginderaan jauh, sedangkan informasi mengenai
penggunaan lahan biasanya diperoleh dari kombinasi antara dara penginderaan
jauh dan data ataupun informasi lain.™

Kcrahanan Pangan

Informasi renrang ketersediaan pangan di suatu daerah rerkait dengan kecukupan
pangan. Dalam rangka membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan
pengadaan pangan maka perlu adanya masukan tenrang perkiraan dacrah-daerah
yang berporensi mengalami bencana banjir atau kekeringan sehingga ridak
menyebabkan rerjadinya kerawanan pangan. Pemantauan kondisi lahan dengan
mengunakan data satelit penpinderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIC3)
bercujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi perrumbuhan canaman
pangan, khususnya ranaman padi.

Sumberdaya Hutan

Indonesia mempunyar hutan copis vang paling luas Jdan paling kaya
keanekaragaman hayati di dunia. Buktibukri rerjadinya kerusakan huran sudah
banyak, namun gambaran rentang kerusakannva masih belum jelas karena daca
yang ada saling bertentangan, informast tidak tepat, dan klaim serra bantahan
yang saling bertentangan. Oleh karena itu, perln informasi rentang siruasi hutan
Indonesin, berapa banyak tucupan huran yang masih tersisa di Indonesia, berapa
luas huran yang telah hilang dan bagaimana kondisi hutan yang masih tersisa.
Sumberdaya Mincral

Informasi sumber mineral permukaan bumi vang berkaitan dengan geologi sepert
lithology, strukrur geologi dan pemetaan indeks mineral permukaan bumi masih
dilakukan secata konvesional. Adanya reknik penginderaan jauh rmerupakan
salah satu teknologi untuk mengatasi masalah tersebuc sehingga menjadi lehih
sistemaris dan mudah dilaksanakan,

Sumberdaya Alam Laut

Pengembangan Model Zona Porensi Penangkapan Tkan

Pemanfaaran data penginderaan jauh untuk perikanan tangkap relah dilakukan
oleh LAPAN dengan memprodukst dan mendistribusikan informasi zona potens
penangkapan tkan (ZPPL) harian kepada para nelavan di beberapa wilavah di

29 Ekadmuta, o el op o

22



PDF Compressor Free Version

Hilima Meiloni

Indonesia sepak tahun 2002. Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi untuk
bisa memproduksi informasi ZPP] rutin setiap hari yang mencakup hampir
seluruh wilavah Indonesia. Unrek memenuhi svarat rersebur dipetlukan merode
yang lebih cepat dan mengantisipasi kendala tutupan awan.
b, Peta Pulau-pulau Kecil Terluar

Salah sami permasalahan pengeloloan pulau-pulau kecil terluar adalab befum
terkoordinasinya database renrang luas dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh
pulawpulau tersebut. Peranan peta citra (space map) adalah unotk memenuhi
kebutuhan peta dasar dan memberikan gamburan nyata permukaan bumi.

C. Kebijakan Keantariksaan di Negara Lain
1.  Amerika Serikat

Undangundang Keantariksaan Nasional di Amerika Serikat (AS) pertama kali
ditetapkan pada tahun 1958 yaire dikenal dengan Nationgl Space Ace 1958, Maksud
ditetapkannya undangundang tersebur adalah untuk memberikan dasar hukuem
{pengaturan) hagi kegiatan penerbangan baik di dalam maupun luar aunosfir serta
bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Tujuan lainnya adalah pelembagaan NASA (Natonal
Aeronaurics and Space Administration) sebagai suacu badan yang bertugas mengendatikan,
mengembangkan, menstimulasikan dan melakukan kegiatan keantariksaan yang
bersilat non-militer NASA mempunyat fungsi ganda, sebagai klien dari industri
keanrariksaan dan sebagai regulator. Secara umum undang.undang keantariksaan AS
melerakkan suaru kerangka kerja {framework) bapi kegiatan keantariksaan di AS yang
hersitat sipil. Mengingat UL] Keantariksaan AS merumuskan ketentuan-ketentuan
yang bersilat sanpgat umum, maka halhal yang bersifat spesifik dan derail menyangkut
kegiatan-kegiatan tertentu diatur dalam ketenuan klwsus:*

a. Masalah peluncuran diatur dalam The Commercial Space Launch Act of 1984
sebagaimana diubah pada mhun 1988 dan rerakhir Jiubah tahun 1994 dengan
judul khusus The Commercial Space TransportationCommencial Space Launch
Activities. Ketentuan menyangkut kegintan peluncuran tersebut dimaksudkan
untuk memberi dasar hukum bapi kegiatan peluncuran yang dioperasikan
sccara komersial, termasuk yvang dilakukan oleh kalangan swasra. UL rersebut
mengatur masalah-masalah seperti: tipetipe peluncuran oleh swasta, tanggung
jawah pemerimtah AS, pertanggungjawaban perdaca (libiliey), masalah yurisdiksi
AS, aspek keamanan, aspek keselamatan, dorangan bagi partisipasi swasta, aspek
perijinan dan lainain.

30 UL Keaneariksaan di Amerika Semkar,” (hep:// H7.102.406.99:2121/pls/PORTAL M indoreg.
irp_casestudy. viewcasestudylcasesrudy= 10490, diakses 12 April 2011).
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b.

Masalah Komunikasi Satelit diatur dalam beberapa ketentuan, yaicu The Com-
municition Act of 1934, vang diikuri dengan berdirinya FCC (Federal Communica-
tion Comnussion) yang dibentuk untuk memantau dan mengimplementasikannya,
dimana FCC menvatakan bahwa UL Komuntkasi AS juga berlaku bagi space
telecommunication. Pada perkembangan terakhir juga diterapkan Telecommunication
Act of 1996, Ketenuan-ketentuan mengenai kegiatan komunikasi satelit rersebur
juga mengarur secara tinci aspek-aspek seperti; yurisdiksi, pertanggungjawaban
{responsibility and liahitity), keamanan, perifinan, keselamatan.

Masalah Kegiatan Penginderaan Jauh (remote sensing) dijabarkan dalam beberapa
peracuran seperti The Land Remote Sensing Commenuclization Act of 1984,
yang disempurnakan dengan The Land Remote Sensing Policy Acr of 1992, UU
Komersialisasi Kegiatan Penginderaan Jauh rerscbur bermjuan untuk mendarong
keikutsertaan swasta (kKhustsnya swasta AS) dalam kegiatan penginderaan jauh,
Didalamnya diarur beberapa ketentuan penting seperti masalah hak dan kewajiban
atas data penginderaan jauh, persyaratan perijinan, aspek keamanan. Ketentuan
mengenai masalah Lability tidak diatur secara spesifik melainkan hanya mengacu
pada kepatuhan aras kewajiban internasional AS yang harus dihorman.

Perancis

Pembangunan berkelanjutan dari perspektif tcknologi satelit penginderaan jauh

adalah solusi inovartif yang secara sistematis diterapkan di Perancis sejak tahun 2003

untuk mendukung kementerian baru, yaitw Kementerian Ekelogi dan Pembangunan
Berkelanjuran (Ministry of the Ecology and of Swstainable Development) dalam misinya
untuk melestarikan lingkungan dan sumberdaya di bumi. Unruk mencapai tujuan ini,

dikembangkan model baru vang didasarkan pada pelestarian bumi dan sumberdaya

unituk masa depan, dan berusaha menyatukan:

.

h.

Faktorfaktor ekonomi, dengan mengendalikan perrumbuhan dan globalisas
disamping mempertahankan efisiensi ekonomi:

Faktor-fakror sosial, dengan memetangi kemiskinan, ketidakadilan sosial melalui
pemenuhan keburuhan dasar manusia: panpan, lapangan kerja, keseharan,
perumahan dan pendidikan;

Faktorfakeor lingkungan, dengan menjaga sumberdaya alam dan mengelola
lingkungan hidup dan lahan secara bertanggung jawab.

Lembaga keantariksaan memiliki peran vang penting dalam memberikan data

yang dapar diandalkan untuk membandingkan sumberdaya alam dan memonitor

indikarorindikacor lLingkungan di seluruh  dunia. Cirra  satelic, oseanograti,

pemantauan ozon, telekomunikasi dan ilmu ancaciksa adalah area dimana teknologi

keantariksaan mendukung upaya mencapai pembangunan betkelanjucan. Teknologi
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keantariksaan daput menyediakan informasi centang kondisi dan degradasi lingkungan,
membantu mengatasi kekeringan, meningkatkan kerahanan pangan, studi epidemi
dan meningkatkan akses terhadap kesehatan, pengetahuan dan informasi, terutama
di negara-negara berkembang.™

Strategi pembangunan berkelanjutan nasional Perancis yang didefinisikan dan
diimplementasikan sejak tahun 2006, terdiri dari 6 rema utama, yang dapat dilihat di

tabel 4.
Tabel 4. Strategt Pembangunan Berkelanjutan Nasional Perancis
Ma. Tema Tujuan
I | Kegiatan ekonomi Membaneu pemangku kepentinpan di bidanyg ekonomi untuk
mengadopsi pendekazon yang bertanppung jawab secara sosia)
dan sesuai dengan aspekaspek lingkungan, sesial, Jdan ekonomi
| dan pembangunan berkelanjutan. |
=l = i : i |
Pengelolaan lnhan dan E"Mcmbuat aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ckonomi dari
| perencanaun pembangunan betkelanjutan nietgadi elemen kunc seluruh
i perencanaan kebijakan lokal dan rindakan nyara.
3 Pencogahan, mitigasi, dun Menerapkan kebijakan unmuk meneclols bencana alam, akilsar
relaksanaan tndakan manusia, Jan masalah keschacan secara efekeif,
4. | Infarmasi, penddikean, dun Memberi warga negara sarana dan informasi yang diperlukan
ParDISIPas Warga nesars untuk memahami isu-isu dan berkaniribusi bagi pembangunan
herkelanjutan. B
5. | lemerintah memimpin dengan | Memimpin dengan contoh denpan membuat pembangunan |
memberi connsh berkelanjuean sebagar rama seneral kebgubin Jdan

pemerinrahan.

6, | Aksi internusional | Mendarone penciprasn hubunean pernhangunan
berkelanjutan secara giobal unoik mengendalikan globalisasi

l d_'._m memerang kemiskinan [

Sumber: Rickard M Lacvors, Elené Seamatow, 2007

3. India

Program keantariksaan nasional India mewakili irvestasi besar sebagai fakror
pendorong ckonomi. Teknologi keantariksaan, tecutama penginderaan jauh, dapat
mengidentifikasi, mengelola, dan mengetahui fakeorfakror sumberdaya alam yang
tersedia, sehingga meningkackan produktivitas dan kekayaan negara. Selain i,
keantariksaiim adalah bidang yang memerlukan kemampuan reknis yang intensif,
yang dapat diaplikasikan dulam bidang teknologi tingkat tinggi lainnya. Sehingga
dengan mengembangkan kemampuan dan teknologi yang diperlukan unnuk program
keanrariksaan nasicnal, pemerintah juga membangun lapasitas unruk ckonomi
vang didorong cleh teknalogi. Kebijakan-kebijakan vang bertujuan untuk mengarasi

31 Richard N. Lacroix and Eleni Stamariow, * France's Renwote Sensing Strarcsy for Sustainable
Developmenr,” Prow. uf the 3™ IASME/WSEAS Int. Conl. on Energy, Environment, Ecosystems and
Sustmmable Development, Agios Nikodass, Greeee, July 2426, 2007,
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rantangan dalam pengembangan ekonomi menjadi pendarong keberadaan program
antariksa India. Keburuhan India terhadap pengeloluan sumbcerdaya alam yang
efektif adalah salah satu tantungan. Dengan beraneka ragamnva dataran dan luas
aren geografis, jangkauan satelit penginderaan jauh memberikan keuntungan yang
signifikan untuk pembuat keputusan. ™

Indiatelahbekerjasamadengan UniSoviet pada tahun 1984 untuk mengoperasikan
satelit penginderian jaub vang disebut BHASKARA. Sareliv ini digunakan unruk
wijuan penclitian fenomena uap atr dan kandungan air. Kemudian mengembangkan
sareliv IRS (Indign Remote Sensing Satellite System) uncuk bidang aplikasi kehutanan,
hamparan salju dan memonitor air bah, dereksi dan pencntuan sumber air di bawal
canah, irigasi perranian, pengolahan canah dan perencanaan produksi pertanian.®

Penginderaan jauh berperan penting dalam menyediakan data spasial informasi
bumi dan juga menentukan, meningkatkan, dan memonitor kapasitas keselurhan
bumi. Pengamatan satelic uneuk lahan, laut, atmosfer, dan khususnya selama benicana
alam telah menjadi penting untuk melindungi lingkungan glokal, menpurangi akibat
bencana, dan meneapai pembangunan berkelanjucan. ™

D. Kebijakan Keantariksaan di Indonesia

Dalam rangka pengaturan mengenai keantariksaan telah ditetapkan perjanjian
intermasional, yaitu Treaty an Principles Governing the Activities of States in The Exploration
end Use of Quier Space, incheding the Moon and Other Celestial Bodies, 1967, atau Traktat
Antariksa 1967, yang merupakan induk dari pengacuran keantariksaan inrernasional,
dan mulai beclaku schagai hukum internasional sejak tangegal 10 Okrober [967.

Tujuan pembentukan Trakeat Antariksa 1967 adalah waruk®: (i) mendorong
kemajuan kegiatan eksplorast dan pendayagunaan antariksa untuk maksud damai,
(i) meningkatkan upaya eksplorasi dan penggunaan antariksa unmik kemanfaatan
semua bangsa tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi ataupun ilmu
pengetahuan, (i) memperluas kerja sama internasional, baik dalam bidang il
pengetahuan dan teknologi maupun aspek hukum, khususnya yang berkairan dengan
kegiatan eksplorasi serta penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai.

37 lan A Christensen, er al, Nazional Development Throwgh Space: Indic s a Model, Thillip Olla (Ed)., Space
Technologies for the Benefit of Human Saciery and Eavth, Springer Science*Business Media BV, 2009

35 Hidayar, ap. cir

34 Hanganach R. Navalaand, et al, "Remote Sensing Application: Ar Overview,” Curent Science, Vol 93,
Mo 12, 25 December 2007

15 Usmawadi, "Manfsat indonesia menjadi Beserta Trakuat Anraviksa 1967, Simbur Cahaya, Mo, 31,
Tahun X1, Mei 2006
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Indonesia celah ikur serta dalam pemanfaatan ruang angkasa (antariksa) sejak
memiliki Satelic Palapa 1 cahun 1976. [ndonesia baru meratifikasi Traktat Antariksa
1967 pada tangpal 18 Maret 2002% melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002
tentang Pengesahan Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengarur Kegiatan Negara-
Negara dalam Eksplorasi dan Pengpunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-
Benda Langit Lainnya, 1967 (Treary on Principles Governing the Activities the Exploration
and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967).

Peraturan perundangundangan di bidang keanrariksaan di Indonesia antara
lain: ¥

1. UL Nomor 20 Tahun 1982 teotang Retentuan Pokok Pertahanan Keamanan
WNegara Rl dan telah disempurnakan dengan UU Na. 1 Tahun 1988 tentang
Perubahian UU Ne. 2 Tahun 1982, Undangundang ini mengatur hak kedaularan
negatd Ui udara serta memberikan dorongan untuk memperjuangkan pengakuan
internasional terhadap GSO (Geo Stationary Orbit) di wilayah [ndonesia sebagai
kawasan kepentingan nasional.

2. Keputusan Menteri DPertahanan dan Keamanan No. Kep/18/M/XKI/ 1984
tentang Pokokpokok Penyelenggaraan Pembinaan Survai dan Pemetaan Wilayah
MNasional, dalany mendukung Perrahanan dan Keamanan Negara.

3. Keputusan Panglima ABRI No. Kep/07/Xi/1986 tentang Pengamanan Survei
dan Pervetaan Wilayah Nasional, dengan Petunjuk Pelaksanaan No. Juklak/09/
XI1/1987 rentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Nasional. Dari peraruran-
peraturan rersehut rerdapart Petunjuke Pelaksanann No. Juklak/09/X11/1987 yang
mengarur tentang kegiatan penginderaan jauh dari sarelir.

4. Keppres Noa. 33 Tahun 1988 dan relah disempurnakan dengan Keppres No, 24
Tahun 1994 tentang Susunan Organisast LAPAN, welah memuar ketenruan adanya
kegiaran penginderaan jauh dati sacelit di bawah Deputi Bidang Penginderaan
Jauh.

Dalam bidang regilasi keantariksaan, kesiapan Indonesia masih belum memadai,
mengingar hingga saar ini Indonesia belum memiliki National Space Acts atau lekih
dikenal dengan Undangundang Keantariksaan beserra peraturan pelaksanaannya.
Namun beberapa perjanjian internasional mengenai keantariksaan yang lebib dikenal
dengan Space Treaties sebaginn besar telah dirarifikasi oleh Indanesia. Hingga saag ini
tclah ada 5 perjanjian internasional di bidang keantariksaan yaire Space Treaty 1967,
Lichifity Convention (975, Registration Convention 1975, Rescue Agreement 1968, dan
Muoon Agreement 1979, Dari kelima perjanjian tersebur Indonesia telah merarifikasi 4
diantaranya vaicu Space Treaty 1967, Liubility Convention 1975, Registrution Convenion

36 bl

37 Raigda L Tobing, Ferkembangen Pembangenan Hukum Nasional Tentang Hukum Keamanisaan, (akarra:
Badan Pembinaan Hukium Nasional Deparremen Kehakiman R1, 1996).
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1975, dan Resciee Agreement 1968, sehingga dalam kegiaran keantariksaannya Indonesia
akan rerikar oleh kerentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-peranjian
rersebut meskipun substansinya belum dituangkan dalam peraturan perundang
undangan nasional.*®

Permasalahan yang muncul di hidang kegiaran pemetaan wilayah dan pengambilan
sumberdaya alam [ndonesia dapar diacasi salah satunya melalui perangkat hukum,
yaitu membuat peraruran nasional di bidang pemetaan wiliyah dan pengambilan data
sumber alam Indonesia sebagai pengembangan pula di bidang hukum kedirgantaraan
nasional

Pemantauan bumi dan antariksa relah berkembang pesat, termasuk penggunaan
satelit penginderann jauh unruk kegiatan meteorologi, pengelolaan sumberdaya alam,
mitigasi bencana, pengemibangan wilayah, dan tain-lain. Namun kegiatan pemantauan
burmi dan antariksa masih menghadapi rantangan terkair dengan kebijakan nasional
rentang perubahan iklim, penanganan bencana, perkembangan daerah urban dan
pengelolian sumberdava alam, perkembangan reknelogi, dan rtiser antariksa. Oleh
karena iru diperlukan kcbijakan nasional dan dukungan anggaran yang kuar untuk
tersedianya data penginderaan jauh selurub wilayah Endonesia, adanya dorongan kepada
institusi sektoral unituk melaksanakan secara konsisten perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan sekroral dengan memanfaatkan berbagai kelebihan daca spasial
dari sacelic pemantau bumi, dibangunnva sistem pengelolaan data satelic pemantau
bumi vang Jdapat dimanfaatkan secara nasional, dan restrukrurisasi dan reviwlisast
kelembagaan untuk memperjelas wgas dan fungsi masing-masing dalam rangks
kaardinasi vang baik di hidang penginderaan jauh ¥

Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi keantariksaan, termasuk rek-
nolopi keantariksaan penginderann jauh, Indonesia memerlukan regulasi di bidang
keanrariksaan, berupa Undangundang Keantariksaan beserra peraturan pelaksanaan-
nya, mengingat pentingnva pemanfaatan teknologi keantariksaan penginderaan juuh
untuk pengelolaan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan.

3 Kresno Purro, “Anslisis Scpmen Pasar Sisrern Peluncuran Satelic dengan Pesawar Udara,” Jurmud
Anatlisis dan Informasi Kekeantanbksaanan, Yol 4, Mo 1 Juni 2007

39 Hidayat, ap. ot

40 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, "annual Repore 2009, {bttp:/waw lapango.id/
annual/file_pdts bab Q7. plf, diakses 12 April 2671
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia, sebagai salah satu negara kepulavan vang terbesar di dunia dengan
luas wilayah laur yang besar, memiliki porensi sumberdaya alam yang sangat besar
dan beranckaragam. Sumberdaya alami merupakan salah saru modal dasar yang
dpar dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, sehingga harus dikeloln secora
seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangnnan nasional. Permasalahan
dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indanesia ancara lain adalah isu penurunan
kelestarian lingkungan akibat meningkarnya eksploitasi huran, rusaknya wilayah laur
akibat pencurian ikan dan kegintan penangkapan ikan yang merusak, serta meluasnya
alth fungsi lahan percanian untuk peruntukan lainnya.

Pemanfaaran sumberdaya alam pada suatu wilayah memerlukan informasi spasial
yang akurat. Teknologi keanrariksaan penginderaan jauh umumnya digunakan dalam
kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, karena dara penginderaan jaub memuat kondisi
fisik permukaan bumi yanp dapat dianalisa untuk wmenghasilkan informasi faktual
tentang sumberdaya dalam skala luas. Di Indonesia, LAPAN telah memanfaatkan
penginderaan jauh unruk sumberdaya alam darat (informast penurup lahan, informasi
ketersediaan pangan di suacu daerah, informasi sumberdaya huean dan mineral), dan
sumberdaya alam laut {pengembangan model zone potensi penangkapan ikan, peta
pulau-pulau kecil terluar).

Kebijakan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, dan India, relah
memanfaarkan reknologi keantariksaan, terutama penginderaan jauh, dalam menpelola
sumberdaya alam yang tersedia untuk mendukung pembangunan beckelanjuran.
Dalam bidang regulasi keantariksaan, kesiapan Indonesia masih belum memadai,
mengingat hingga saat ini [ndenesia belum memiliki Undangundang Keantariksaan
beserra peraturan pelaksansannya, sehingga diperlukan regulast untuk mengancisipasi
perkembangan teknologi keantariksaan.
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B. Saran

1. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keantariksaan di Indonesis,
petlu dibentuk undangundang beserta peraturan pelaksanaan di bidang
keantarilksaan.

7 Perlunya kebijakan vang jelas mengenai pengembangan dan pemanfaatan
teknologi penginderaan jauh di Indonesia untuk pengelolaan sumberdaya alam.

3. Diperlukan dukungan pemerintah untuk peningkatan sarana, prasarana, dan
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statistical_review_of world_enerpy_tull_report_2010.pdf, diakses 8 April 2011}

{heep://elcom umy.acidSelschool/mualimin_muhammadivab/file.php/1 /materi/
Geografi/ TENGINDERAAN%2320JAUH .pdf, diakses 6 April 2011).

theep:/ Swww bps.ga.id, diakses 10 April 2011).

(http://www.indonesia.go.id/in/porensidaeraly/sumberdayaalam beml, diakses 10
April 2011).

(hrtp://www.lapanrs.com, diakses 12 April 2011).

“RUL Keantariksaan Dalam Perkembangan Sains Antariksa.” (hep:/ /v riseek.
go.icl/? module =News%20News&id=5476, diakses 12 April 2011).

*UU Keantariksaan  Jdi  Amerika  Serikar.”  {(hep//117.102.106.99:2121/pls/
PORTALIQ indoreg.irp_casescudy. viewcasestudy?casestudy=1040, diakses (2
April 2001}
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ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

Oleh: Lukman Adam’
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A, Latar Belakang

Dinamikn perekonomian Indonesiasaatini cukup stabil. Namun, parutdiwaspadai
ancaman krists ekonomi yang mengintip dari luar, terurama akibat ketidakpastian pasar
finansial global yang meningkat, proses perlambatan ekenomi dunia yany signifikan,
dan perubahan harga komodicas global yang sanear drastis.

Struktur ekonomi terdiri acas dua bagian yang saling terkait, seperti kekuatan
produksi material pabrik dan perlengkapan {atau modal), sumbersumber alam (disebur
tanah aleh para ekonom klasik), manusia dengan skill yang ada {(atau tenaga kerja), dan
teknologi. Teknologi menentukan hubungan produksi yang sifatnya reknis sehingea
proparsi bahan mentah, mesin, dan enaga kerja Japat dinlokasikan dengan biaya yang
paling minim. Hal lain adalah relasi produksi-manusia, seperti hubungan anrara para
pekerja dan pemilik maodal atau antara para pekera dan manajer. Scrukeur ekonomi
tersusun dati elemen macerial-teknis dan hubunpan manusia. Jalannya sorukeus
ekonomi ini ditentukan dengan kebijakan ekonomi yang diambil.?

Dalam model kebijakan ekonomi, seridaknya dikenal dua perspekrif yang
digunakan untuk menjelaskan prases pengambilan keputusan, yaitw:* 1) pendckatan
ying berbiusis pada maksimalisasi kesejahreraan konvensional {conventional welfare
maximization}. Pendekaran ini herasumsi bahwa pemerintah {negara} bersifat oronom
dan eksogen terhadap sistem ckonomi sehingga setiap kebijnkan yang diciptakan
selalau berorientasi kepada kepentingan publik; 2) pendekaran yang hersandarkan
pada asumsi ekonami politik dan sering disebut dengan “ekonomi politik barn”
{new potitical economy). Pendekatan ini menolak ide pendekatan pertama yang
menempatkan pemerintah (negara) sebagai akeor yang “maha tahu”™ sehingga dapar
mengarasi kegagalan pasar. Sebaliknya, pendekatan ini justru berargumentasi bahwa
negara sendiri sangar berpotensi untuk mengalami kegagalan (government failiere). Tentu
saja, dalam posisi ini, tdak dibenarkan membiarkan negara/pemerintah menguasai
seluruh perangkar kebijakan (ekonomi), karena hal ini berpotensi menimbulkan mis-

2 A Zimbalis, ec al, Comparing Economic Syreem: A Folitical Eronomic Approach, Second Edition (Flarida
USA: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1989, hal. 129,

3} AE Yustila, Elonomi Kelmbogasn: Definin, Teori, dan Smawegm, Edisi Perrama, Cetakan Pertama
(2004), hal. 17.
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alokasi sumber daya ekonomi dan politik. Indonesia sesungguhmya merupakan negara
kescjahreraan schagaimana tercermin dalam Pembukaan UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, keberpihakan negara kepada koperasi sangat menurun. Dalam Pasal 33 ayae (1)
UUD Negara Republilk [ndonesia Tahun 1945 disebuckan bahwa, perekonomian disisin
sebagal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah “koperasi”. Dengan hilangnya rangkaian kalimat yang mengandung
kata "koperasi” i, peran koperasi menjadi sulit berkermbang.

Atas dasar itulah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
mest disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tujuan pemberlakuan Undang
Undang Koperasi adalah memberi status hukum kepada koperasi dan memfasilitasi
kerja mereka untuk memastikan bahwa koperasi bekerja sesuai dengan prinsip
kaperasi yang berlaku universal, agar sesuai dengan jari dirinya.! Semestinya dengan
adanya undangundang tersebut, koperasi dapat berkembang, menjadi kuar dan
mampu bertahan hidup menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan ancaman;
dan mampu meningkatkan kondisi sosial Jan ekonomi serta memperlancar upaya
perbaikan kondisi kerja dan kehidupan angpora pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya; serta merangsang dan mendorong tumbuhnya kegiatan swadaya yang
dinumis dan peran serta masvarakat dalam permmbangunan dan penciptaan lapangan
pekerjaan dan meningkadckan pendapatan; dan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar
yang pada gilirannya akan dapat memberikan pengembalian yang cukup memadai
kepada para anggata unmak mengimbangi biaya partisipasi. *

Dari prinsip dan tujuan koperasi tersebut, selama ini baru sangat sedikir yang
dapat diakomendir oleh gerakan koperasi, bahkan sebaliknya ada unsurunsur yang
sama sekali belum dapat dilaksanakan seperti menolong disi sendiri dan efisicnsi
Liaya. Kondisi vang demikian sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi angpota
koperasi vang rata-rata rerbilang miskin {dibawah pendapatan ratarara nasional)
dan arah pembhinaan pemerintah yang lehih pada pembangunan usaha ketimbang
pengkaderan koperasi .t

4 Surpoeo, "RLIU Perkoperasian Kapizalis,” Kompas, 25 April 2011,

5 Kementedan Koperasi dan UMEM, “Naskah Akademis RUU rentang Perubahan Aras LU Nomor
29 tahun 1992 entang Perkoperasiaan,” |akarta, 2C10, hal. 1.

6 SSubandi, * Keduduban dan Kiprah Koperasi dalam Mendukung Pemberdayaan UUMEM,"
Jumal Fenghajian Koprresi dun UKM, No. |, Tahun 2007, hal 1 - 14 {(hop//wwwgoogle.co.id/
searchiq=%22Kedudukan +dan+ Kiprah+Koperasitdalam +Mendukung*Pemberdayaan+ UMEM% 2
2&hl=id&source=hp&ag=fayi=Gayl=Sog=. 2007, Jdiakses tangpal 17 Mei 2011}
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B. Permasalaban

Koperasi di Indonesia tetap dapar menjadi instrumen bagi masyarakar untuk
hersama-sama menghadapi keridakadilan pasar sepanjang orang dituar koperasi ridak
menetapkan persyararan koperasi dan mencampuri mekanisme kaperasi.

Mepara mengatur dalam rangka menjaga aturan main yang jelas dan memberikan
perlindungan publik terhadap masyarakat baik yang berkoperasi mavpun yang berada
diluar koperasi. Dengan demikian peran pengaturan dijaga ridak menjadi intervensi
vang menimbullkan keterpantungan. Dibanyak negara para pendukung perakan
koperasi selalu menempatkan prinsip: kerja keras dan berusaha dengan keras, jika
gagal darang ke pemerintah, jika pemerintah tidak mampu hekerjasama dalam koperasi
dan bersama koperasi {ain. Semangar ini masih mungkin aitanamkan kembali dan
ketergantungan dapat dihindari apabila ada “institusi perantara” yang merupakan
representasi kepentingan koperasi dan pemerintah serta stakeholder lainnya. Pendekatan
penguatannya harus lugas pada pendekatan bisnis untuk membantu bisnis koperasi
berkembang, ari segi pendekatan, hal tni berarti memadukan antara pendekatan
supply driven dengan demaned driven dalam pembertan dukungan perkuatan kepada
koperast.’

Sebagai organisasi modern  koperasi memerlukan  prasyarac vakni rtingkac
pendapatan anggota yang mengeambarkan kemampuan paruisipasi potensiil seseorany
harus cukup untuk mendukung sebuah bisnis yang bersaing atau dapat memenuhi
kelayakan ekonunn. Keadaan ini masih diperparah lagi oleh kuatmya madisionalisme
kepermimpin yang berseberangan dengan syaratr hadirnya demokrasi dalam koperasi
schagai suatu nilai dasar koperasi*

Pengalaman  Indopesia menunjukkan unsur membangun koperasi sebagai
kerjasama pasar vang menjadi fenomena kelahiran koperasi di Eropa Barar dan Amerika
tidak menjadi ciri koperasi [ndonesia. Hal ini karena ketika ingin menggerakkan
koperast di Indonesia, belum memiliki basis yang diburuhkan unruk rumbuhnya
schuah koperasi vang rasional yaim tinglat pendapatan per kapita yanp cukup tinggi
dan tingkat pendidikan ratarata masvarakar vang cukup. Ingeris pada masa revolus
tndustri yang hersamaan dengan lahirnya koperasi Rachdale memiliki pendapatan per
kapita sekitar US 5 500, sementara ketika Swedia memulai gerakan pendidikan nnrak
kebangkitan para petant yang menjadi program utama adalah perani harus mengenyam
pendidikan pertanian tingkat atas (lundboww school) dan tingkat pendapatan perkapira
ketika 1tu diperhitungkan sekitar US $ 350.-°

7 [karan Sarjana Ekonomi Indonesis., “Tanguapan Terhadap RUL Demokeasi Ekcownni,” Disampaikan
pada Rapar Dengar Pendapat Umum 1SEl dengar Dawan Perwakilan Rakyar 2 Tebryari 2009,

8 Sni Edi Swasone, Meuapadui Neolibersbisme Tentang Kemboatan dan Demokresi Ebonomi, Seminar
MNasional memperingat Dies Naealis XXX Fakultns Ekonomi UNS, Tangral 14 Apsl 2008,
Surakarca, 20084,

9 Koeperariva Forbunder, Annual Report 2008, 2009,
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Meskipun Undang-Undang mengenai Koperasi yang menerapkan koperasi sehagai
basis wilayah dengan proteksi dari persaingan sesama koperasi sesuai UU Nomor 12
Tahun 1967 telah diganti dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang mendasarkan
koperasi pada basis domisili dan membuka persaingan, namun prakris pelaksanaannya
baru terjadi pada pertengahan 1998 ketika Inpres Nomor 4 Tahun 1984 dicabut yang
menandai berakhirnya reservasi KUD dan membuka KUD ke koperasi jalur normal.
Dengan demikian pada saat ini format perkembangan koperasi adalah format koperasi
basis wilayah yang dihadapkan pada format persaingan pasar, sehingga pembahasan
rentang posisi koperasi menuju masa depan tidak terlepas dari bagaimana koperasi
melalui masa transisi ini.”?

Berdasarkan larar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam tulisan ini
adalah:

1. Bagaimana posisi koperasi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana proyeksi kopcrasi Indonesia di masa yang akan datang serta kebijakan
vang perlu dilakukan?

10 M. Soemisno, Mensju Fembangunan Ekonomi Berkendilan Sosial. {Jakarta: Penerhic STEKPL, 2003,
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Koperasi dari sejak kelahirannya disadari sebagai suatu upaya untuk menolong
diri sendiri secara bersamasama. QOleh karena itu, antara selfhelp cooperation aran
individualitetsolidaritet selalu disebut bersamaan untuk menggambarkan dasar pendirian
koperasi.!! Dengan cara pandang ini koperasi sering dilihaz sebagai kerjasama pasar dari
sebagian pelaku ekonomi dalam melawan ketidakadilan pasar yang terjadi. Sementara
keriasama yang melibatkan lebih dari satu orang yang menempatkan kebersamaan
sebagai dasarnya, maka ridak dapar teriepas dari dimensi sosial. Oleh karena itu,
koperasi juga sering ditempatkan sebagai bentuk member base economic organization fiz
it fiz capital base economic organization®. Gambaran inilah yang menjadikan koperasi
selalu menjadi pilihan untuk mengatur ekonomi orang yang lemah dalam menghadapi
persaingan pasar. Namun karena sejarah pengenalan koperasi yang berbeda, maka
pemikiran koperasi juga berkembang dengan mazhab vang berbeda-beda bahkan
kaitan antara dimensi ekonomi murni dengan masalah politik dan sosial banyak
campur aduk, terutama di [ndonesta.

Saat ini di Indonesia telah terjadi interaksi yang baik antara gerakan koperasi dan
pemerincah. Dalam menanggapi dinamika tersebue relah ditetapkan beberapa prinsip
sebagai dasar untuk membangun undakan bersama, vaica™:

1. Koperasi akan mampu berperan secara baik kepada masyarakat ketika koperasi
secara benar berjalan sesuai jatidiri sebagai suatu organisasi otonom, lembaga
yang diawasi anggotanya, dan bila mereka tetap berpegang pada nilai dan prinsip
koperasi (otonom dan independen}.

2. Potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan
koperasi dihormati dalam peraruran perundangan.

3. Koperasi dapat mencapai tujuannya bila mereka diakui keberadaannya dan apa
vang dapat mereka perbuar.

11 5ri Edi Swasono, Ehspase Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasay Bebas, Cerakan Keenam.
{Yomyakarta: Penerbir Pusar Studi Ekonomi Pancasila, 2008b).

12 ibid.

13 M. Masution, Mewmjudhan Demokrasi Ekonomi dengan Koperast, Cetakan Pereama (Jakaroa: Penerbic Bil
Pubslishing, 2007}
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4. Koperasi dapat hidup seperti layaknya perusahaan lain bila terjadi lapangan
permainan yang sama (fair flaying field).

5. Pemerintah harus memberikan aturan main yang jelas, tetapi koperasi dapat dan
harus mengatur dirinya sendiri di dalam lingkungan mereka {self regulation).

6. Koperasiadalah milik anggota dimana saham adalah madal dasar, schingga mereka
harus mengembangkan sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan
jati dirinya, dan

7. Bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi perrumbuhan koperasi,
namun akan Iebih efektif bila kemitraan ini menjunjung cinggi hakekat koperasi
dan diselenggarakan dalar kerangka jaringan.

Ketujuth sikap ini akan mendasari desakan gerakan koperasi terhadap anggotanya
dan pemerintah sehinpga dapat dipandang sebagai gerakan bola salju yang akan
dilakukan oleh masyarakat koperasi dunia. Potret koperasi Indonesia serelabh lima
pulub lima tahun berkembang dalam suasana demokrasi rerpimpin dan sentralisasi
kekuasaan serta politik masa mengambang ternyara tetap hadir di dalam perekonomian
kita. Potret koperasi program meskipun mencatat keberhasilan bagi pelaksanaan
progratn pemerintah, namun menimbulkan antipati masyarakat.

Pada tahun 20092 lalu, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 170411 unit.
Namun pada Juni 2010, koperasi i Indoncsia mengalami peningkatan sebesar 3,30
persen sehingga mencapai 176.033 unit. Selnin itw, penyerapan tenaga kenja oleh
koperasi meningkac 4,67 persen, yaitu dari 357.33Q tenaga kerja pada rahun 2009
menjadi 374.010 renaga kerja pada Juni 2010.*

Padn periode vang sama nitai permodalan koperasi meningkat 5,92 persen, dari
Rp 59,85 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 63,39 triliun Juni 2010. Sementara nilai
volume usaha dan perkiraan nitai SHU koperasi sampai dengan funi 2010 sebesar Rp.
69,30 eriliun dan Rp. 4,50 criliun. Secara akumulatif, sejak rahun 2006-2010 tercatat
sehanyak 53.716 unit koperasi telah dilakukan pengklasifikasian dan pemeringkatan
koperasi. Dengan rincian tahun 2006 sebanyak 33.463 unit; tahun 2007 sebanyak
7.918 unir; tahun 2008 schanyak 886; tahun 2009 sebanyak 10.128 unit dun rabun
2010 sebanyak 1.321 unit. Khusus tahun 2010, dari 1.321 unit yang relah dilakukan
pemeringkatan, koperasi dengan predikat berkualitas sebanyak 60 unit dan cukup
berkualitas sebanyak 1.261 unit.”®

I4 Kererangan pers menteri koperasi dan UKM Syarief Hasan pada 1 Januari 20t1 (heepe/koperasi-
1anggungrenteng.com/koperasi/perkembangankoperasiselama-2010, diakses tanggal 11 Mei 2011).

15 d
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A. Posisi Perkembangan Koperasi Indonesia Saat Tni

Untuk menilai posisi koperasi pada saat int paling tidak dapat kita lihat daci ciga
indikator dasar, yakni: (i) kelembagaan koperasi; (ii) strukenr aset dan perkembangan
usaha; (iii) perkembangan inti usaha koperasi. Pada akhir 1999 telah rercarat lebih dari
B3.939 buah koperasi berstatus badan hukum di mana pada akhir cahun 1997 baru
mencapai sekitar 52.000 buah.® Terhadap pesamya pertambahan junilah koperasi
ini memang banyak catatan yang meragukan, terutama mocif pendirian koperasi di
masa krisis ekonomi dan periode pemulihan, karena dinilai didasari oleh morif untuk
mendapatkan fasilitas sebagai “distributor” sembake maupun unrk mendaparkan
“kredit mudah dan murah” seperti KUT. Cukup beralasan kritik rersebur, namun
juga perlu dipethatikan, bahwa realitas baru kesadaran berkoperasi di kalangan
organisasi kemasyarakatan dan profesi akibat hambatan dalam Inpres Numor 4 mbun
1984. Di sini kita melihar organisasi profesi petani, nelayan, pekebun dan lainlain
serta oreanisasi kemasyarakatan, pemuda, wanita wmaupun kalangan pesantren griat
mendirikan koperasi.

Koperasi-koperasi baru di luar pertanian justru termasuk koperasi yang ridak
tersentuh aleh fasilitas. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa 86% koperasi yang ada
tergolong akef, walaupun harus Jiakui koperasi baru pada umumnya memiliki skala
usaha vang kecil-kecil denpan kegiaran yang masih terbatas pada sekror keuangan dan
jasa, terutama distribusi dan perdagangan eceran.” Bugi gencrasi muda, kelembagaan
koperasi yang mudah juga memberikan starus legal bagi mereka untuk mulai
menjalankan bisnis. Pada saar ini, komponen utama dari koperasi baru umumnya
adalah sarjana atau kalangan terdidik, bahkan juga didukung oleh para profesional
vang terpaksa keluar dari lapungan keca formal karena perusahaannya mati akibat
krisis.

16 ISEL opcit
17 ibid
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Dengan demikian, kelembagaan koperasi yang cepat pada saat itu juga didukung
oleh tersedianya sumberdaya manusia yang lebih profesional dibandingkan dengan
pada masa pengenalan KUD di rahun 197C-an. Dari sini sebenarnya dibukanya
pembentukan koperasi tidak perludiikutidengan prasangks negatifdan dapardibiarkan
mengikuti hukum pasar biasa. Memang terlalu dini untuk menilai optimisme dan
pesimisme kelembagaan koperasi pada saat itu, tetapi orang-orang koperasi hendaknya
sadar bahwa pada saac ini prasyarat unruk tumbuhinya koperasi aras dasar swadaya
sudah ada.'®

Kuperasi dalam hal ini memang merupakan kumpulan orang yang memiliki
kepentingan yang sama (homagen) Oranp-orang tersebut bersaru dalam wadah
koperasi untuk meningkackan kesejaheeraannya, dalam arti bila perani, maka yany
diinginkan adalash mendapatkan hargn jual yang lebih baik, sehingga margin yang
direrima akan lebih besar. Sedangkan bagi konsumen yang diinginkan adalah harga
beli yang rendah. Dengan demikian menyatukan kedua keinginan tersebur dalam
satu wadah kelembagaan nampakoya akan mendapatkan kesulitan, oleh schah ins
diperlukan dua bentuk kelembagaan koperasi yaitu koperasi produsen atau koperasi
petani dan koperasi konsumen.”

Perkembangan koperasi di Indonesia vang cenderung lamban atau bahkan
stagnant ditengamai oleh kelemahan fundamental dalam penerapan fungsi-fungsi
manajemen schingga proses manajemen terhambat. Proses perencanaan berlangsung
ranpa menpindahkan kaidah per¢ncanaan yang baik dan benar. Oricntasi perencanaan
lebih kepada tujuan jangka pendek karena lemahnya visi perencanaan jangka panjang
untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kondisi ini menyebabkan bisnis
koperasi kebanyakan gagal memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi para
anggrotanya. Pengelolaan usaha koperasi banyak yang tidak efisien dan belum sesuai
dengan kepentingan anggotanya, Koperasi teckesan hanya menjalankan tungsi dagane
ranpa kemampuan menciptakan nilai rambah. ™

Di sist dain kucuran kredic yang dialirkan oleh pemerintah melalui perbankan
erucama dalam bentuk KUT juga telah menjadikan kelangkaan permodalun reratasi.
Perubahan skema kredic dan bank sebagai pelaksana (execuiing) menjadi penyalur
(chanelling) dilakukan karena Bank tidak mampu lagi memperbesar kredit kepada
masvarakat pcrdesaan dalamy rangka penanggulangan krisis. Dengan demikian

18 Ibd

18 T Syarif, "Prospek Fengermmbongain Perun Koperasi dalam Masalah Perberusan,” Jemeal Penglajian
Kuperast dan LIKM, W, 1, Tahun 2007, hal -1 (hapy Aawwpoogle.cosid Asearchin="%h2 2P ospek+Pe
ngembangant Perant+ Koperasitdalam>Masalab+ Perbarasan¥2 2& bl=idSsource=hpfiagq=ffoaqi=nds
aql=8eouy, dinkses 11 Mei ZDLL

0 Burhanuddin, *Tinjavan Mraspek Kaperasi Indmesta dari Perspekeif Disiplin Umu Manajemen
Biznis,” Twmal Penghajian Koperast dan UKM. Mo, 3, 2008, hal.1125 (hipy/ Avwwgoogle.co.id/
search’hl =id&source =hpty="622Tirjauan+Prospek+Koperasi+Indonesia+ari+Perspebrit+ Disipli
rtru+Manage men+ Bisns?2 2omieta=fiag=fSagi=SGagl=Soy, diakses 11 Mei 2001}
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lonjakan kredit tersebur jnga sekaligus merupakan karup pengaman untuk membuat
perel-mn[:-mian pcrdesaan dan ekonomi rakwlt tetap daput bergerak karcna adarwa
daya beli di perdesaan.

Dengan demikian pada saat ini sebenarnya scdang terjadi tasionalisasi sistem
perkreditan bagi petani, usaha kecil dan koperasi menuju sistem perkreditan melalui
perbankan yang normal. Oleh karena itu, yang dapar kita curat aliran angsuran/
pengembalian kredit oleh koperasi kepada perbunkan dibandingkan dengan aliran
kredit yang dikucurkan oleh perbankan kepada koperasi. Jadi sebenarnya perbankan
pada saat ini sedang mengalami aliran masuk netto dan koperas: sedang mengalami
penarikan madal oleh perbankan, karena kredit vang sudah jatuh sempo.

Berdasarkan penelician Situmorang, kapasicas ekonomi regional, yakni propinsi,
pulau, dan kawasan, berlasarkan UER (Ukuran Ekonomi Regional) dan UUEKR
(Ukuran Ekonomi Koperasi Regional) yang tinggi ternyata belunm menjamin tingginya
peringkat propinsi iru dalam performa ekonomi koperasi. Indeks Performa Ekonomi
Koperasi Regional (IPEKR} beberapa propinsi yang memiliki kapasitas tinggi baik
gkonomi regional maupun ekonomi koperasi. Hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah
vang masuk dalam kategori performa baik. Sedangkan Jawa Barat, Sumarera Urara, dan
DKI Jakarta tidak tenmasuk sebagai propinsi yang performanya baik. Justru sebagian
besar propinsi yang kapasitas ekonomi regional yang rendah menduduki posisi tinggi
dengan performa baik. Hal iru disebabkan cleh kapasitas ekonomi regional yang
tinggi tidak mampu menjadi penggerak ekonomi koperasinya. Artinga, pengembangan
ekonomi koperasi di bawaly kemampian acau potensi ckonomi yang dimihki. Misaloya
Jawa Barar dengan UER sebesar 14.18% hanya mampu menciprakan UEKR sebesar
14.14%. Dremikian juga DKI Jakarta dengan UER 15.024% hanya mampu menciptakan
UEKR sebesar 7.8%. Sementara Gorontale yang hanya mempunyai kapasitas ekonomi
regional sebesar 0.07% malah mampu menciptakan ekonomi koperasi sehesar 0.37%.
Demikian juga Bali dengan kapasitas ekonomi regional 1.12% mampu menciptakan
ekonomi koperasinya sebesar 4.0%. Berdasarkan pulau, Bali dan Nusa Tenggara yang
hanya mempunyai kapasitas ekonomi 2.55% ternyaca mampu menciprakan ekonomi
koperasi sebesar 5.38% yang mengalabkan Jawa dengan kapasitas ekanomi regional
mencapai 55.6% tapi hanya mampu menciptakan ekonomi koperasi sebesar 73.5%.
Sumatera misaliya, dengan kapasitas ekonomi regionainya mencapai 21.35% tapi
hanya mampu menciptakan ekonomi koperasi di Sumatera sebesar 13.269%, jauh di
bawah kapasitasnya.”

21 I W, Sicumorang, “Peringkat Propinst Dalam Membangun Ekenomi Koperasi Anulisis Berdasarkan
Indeks PEER,™ furnad Penchapan Kopersi dan KM, N 3, 2008, hal 1-17 (hepy/ A waew goople.co.id/
search! =22 Paningkat +Fropinsi+Dalam+Membangun+ Ekonomi+ KepersitAnalisis+ Berdasarkan

+Indekst PEKRY2 2&h=idSsource=hpfupg =téagi=Guagl~Euoy. dinkses tngml 11 Mei 2011.
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Secara kualiratif kebijakan yang dicempuh pemerintah untuk membuka pasar
domestik juga telabh menumbuhlkan kesumpar}an kepndn k()pemsi untulk mengadaknn
interaksi langsung dengan pasar plobal. Jika pada tahap awal koperasi lebih banyak
berperak di bidang impor harang-harang kebutuhan angeora baik unruk keburuhan
kensumsi manpun bahan baku produksi, maka akhirakhir ini relah mulai berkembang
kearah kerjasama unruk memanfaarkan sumber daya alim yang dimiliki Indonesia
seperti potensi kelautan dan sektor pengolabhan hasil peranian lainnya. Keterbukaan
juga membuar potensi pasar koperasi di dalam negeri mulai dipethitungkan oleh
para produsen dan calon investor di loar negeri. Qleh karena itu, posisi ini harus
dimanfaatkan clch koperasi, karena perdagangan kebas, ACFTA dilakukan dalam
suasana persaingan vang sehar akan menghasilkan peningkatan kesejabtervan dan
pembagi hasil yang wajar.

Sebagai bagian dari pembangunan koperasi cidak terlepas dari pengaruh perubahan
yanp terjadi di betbagai uspek kehidupan, baik aspek ekonomy, sosial, budaya, hankam
ataupun aspekaspek lainnya. Realica memperlihatkan bahwa perkembangan koperasi
semalkin redup, antara lain disebabkan perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagal
wunturan dari e globalisasi. Kebijakan moneter semakin memperlemah koperasi/
L KM unruk mengakses sumber permodalan. Subsidi keedic uncuk UKM dan kaperast
semakin dikurangi. Jika koperasi hanya dijadikan sebagai sebuah alternarif kelembagaan
dalam mendukung pemberdayaan LIMKM, sedangkan diketahui hahwa koperasi
memiliki bunyak keungrulan Jidam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok-
kelompok miskin, maka perlu dipikickan adanya opsi lein. Namun demikian dalam
permilihan opsi seharusnya koperasi dinvarakan sehagai suaru sistemn kelembagaan yang
dengan kriterin-kriteria tertentu dapat menjudi sukoguru perekonomian nasional, yang
Jdibangun olch sebagian besar rakvar yang wergolong dalam kelompok UKM.*

B. Proveksi Peran Koperasi Mendatang

Patur dilihat bahwa dalam konreks daya saing produksi yang dihasilkan anggoen
koperast, maka daya saing koperasi tidak berdin seadiri. Secara umum, problematika
peningkatan daya saing bukan werletak persoalan perbandingan dalam kelangkaan
sumber daya, tetapi justru pada persoalan *kemampuan manajerial” dalam mengelola
setiap lini proses untuk menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa di dalam
dan luar negeri. Kelemahan “comperitive strength” kita terlerak pada rendahnya
kemampuan kita menghasilkan “competitive advantage” dalam suasana sebagian besar
kegiatan produksi memiliiki “comparative advantage”, Jika demikian kondisi yang kica

hadapi, maka fokus yang menjadi perhacian perakan kopetasi harus pada kemampuan

22 SSubundi, "Eeduwdukan dan Kiprah Koperasi Jdalam Mesdokomg Pevberdayian LIMEM"
Jurmead Pergkajion Kopoast dan (JKM, Wao |, 2007, had 114 {I11rp-.f',f“ww.gnnglc.t‘.n.ldfs.c:irc.h?q
=72 IKedudukon +dan+¥Kiprah+ Koperasitdalam+*Mendukungs Pemberdoynan+ UM EM% 2280 =i
désource=hpfrayg~fSagSayl- &0y, diakses wneal 11 Mei 2001
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memanfaatkan permintaan domestik, baik dalam pasar input produksi maupun pasar
harang dan jasa untuk konsumsi.

Dari pengalaman gerakan koperasi di Indonesia selama dua tahun terakhir,
liberalisasi perdagangan yang diikuti oleh rasionalisasi fasilitas bagi koperasi, justru
memperlihatkan semakin intensifiya konrak terhadap dunia luar oleh perakan
koperasi, baik yang berkaitan dengan impor barung wmaupun ekspor produk-produk
yang merupakan preduk unggulan, rerutama produk eenik (fuminere, produk kerajinan)
dan prodok berbasis sumberdaya alam. Kesulitan koperasi justru disebabkan oleh
“instabilitas nilai tukar rupiak” ketimbang tidak adanya permintaan dan kemampuan
pembiayaan. Dengan demikian liberalisasi perdagangan bukan suaru memek bagi
koperasi untuk berkembang. Bahkan liberalisasi perdagangan yang dilakukan secara
bertahap melalui penghapusan tata niaga dan penghapusan hambaran non4arif telah
memberikan kesempatan bagi koperast unruk belajar.

Tatanan ekonomi dunia yang scmakin liberal, telah menimbulkan terciptanya
prinsip dasar untuk membuangun tindakan hersama. Tindakan bersama tersebut
rerditi dari mjuh garis perjuangan sebagai beriknr:?® Perrama, koperasi akan mampu
berperan secara baik kepada masyarakac ketika koperasi secara benar berjalan sesuai
jati dirinya sebagai suatu organisasi otonom, lembaga yang diawasi anggotanya dan
bila mercka tetap herpegang pada nilai dan prinsip koperasi; Kedua, porensi koperasi
dapat diwujudkan semaksimal mungkin hanya bila kekhususan koperasi dihormati
datam peraturan perundang-undungan; Ketiga, koperasi dapat mencapai tijuannya bila
meteka diakui keberadaannya dan aktifitasnya; Keempar, koperasi dapar hidop seperti
layaknya perusahaan lainnya hila teradi fair playing field; Kelima, pemerincah harus
memberikan aturan main yanp jelas, retapi koperasi dapar dan harus mengarur dirinya
sendiri di dalam lingkungan mereka (selfregulution); Keenam, koperust adalah milik
anggota dimana saham adalah moedal dasar, schingga mereka harus menpembangkan
sumberdayanya dengan tidak mengancam identitas dan jaridirinya, dan; Ketujuh,
bantuan pengembangan dapat berarti penting bagi pertumbuban koperasi, namun
akan lebih efekrif bila dipandang sebagai kemirraan dengan menjunjung tinggi hakekar
koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

Merujuk pada hal tersebut diaras, koperasi tidak bisa berbentuk badan hukum,
karena jika berbentuk badan hukum maka perlakuannya akan sama dengan perseroan
terbatas. Sehingga potensi koperasi nidak akan dapat diwojudkan semaksimal mungkin
apabila kekhususan koperasi tidak dilakukan secara maksimal.

Secara teoritis sumber kekuatan koperast sebapai badan usaha dalam konteks
kehidupan perekonomian, dapar dilihat dari kemampuan untuk menciprakan kekuatan
monopoli dengan derajat monopoli tertencu. Terapi int adalah kekuatan semu dan
justru dapat menimbulkan kerupian bagi angzota masyarakat di luar koperasi. Sumber

13 BSudaryatna, " Perkembangan Koperasi di Indonesia,” fumal Munajeral, Vol. 3, No. 1, 2007.
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kekuaran lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies
vang timbul di sekitar kegiatan ekanomi para anggoranya. [Jan kehematan tersebut
hanva dapat dintkmati secara bersama-sama, rermasuk dalam hal menghindarkan diri
dari adanya external diseconomies itu. **

Problematika yang dihadapi ekonomi nasional adalah pertumbuban ekonomi
yang rendah, impor yang tinggi, dan tinpkat suku bunga vang tinggi. Dengan demikian
yang harus diperhatikan oleh koperasi, tetutama yang bergerak dalam jasa pemasaran
akan menjadi rerkendala uncuk beckembang, Hal ini antara lain karena banyaknya
pencari kerja yang masuk ke dalam lapangan ketja vang mudah dan it hissanva berada
di scktor jasa perdaganpgan ecetan barang kebutuhan pokok vang dari segi permintaan
lebih terjamin. Dalam sicwasi seonacam ini kegiaran pemasaran oleh koperasi biasanya
tidak komperitif karena adanya fakeor struktural yang raenimbulkan perbedaan “biaya
finansial” dan "biaya ekonemi”.

Pada masa yang akan datang, masyarakat masih membucuhkan layanan usaha
koperasi. Alasan urama kebutuhan tersebut adalah Jdasar pemikiran ekonomi dalam
konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkarkan kekuatan penawaran
(barguining positition), peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang
selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran,
dan sebagainya} dari kegiatan anggota. Alasan lain adalal karena adanya peluang untuk
mengembangkan potensi usaha rerrentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggora)
atau karena memanfaatkan fasilitas vang disediakan pihak lain (pemerintah} yang
mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana benruk prakrek pengembangan
koperasi yang relah dilakukan selama ini. Namun alasan lain yane sebenarviva juga
sangat potensial sebagai sumber perkembangan koperasi, seperti alasan unruk
memperjuanghan semangat kerakyatan, demokearisasi, arau alasan sosial politik lain,
rampaknya belum menjadi faktor yang deminan.”

Oleh karena iru, pertumbuhan kaperasi akan rerlerak pada sekror yang mempunyai
karakteristik universalitas kebutuhan individu yang ungei, karena hanya kegiatan
semacam ini yang mudah mencapai kelayakan ekonomi serea kemampuan jangkavan
pelayanan yang meluas melampaui baras kesamann kepinran ekonomi. Dua pilar
utama kemajuan koperasi dalam dasawarsa yang akan datang terletak pada “usaha
jasa kevangan” dan “kepiatan pembelian bersama”. Dua kegiatan ini akan mcnjadi
ciri kegiaran yang dapat menjadikan lokomotif kebangkitan koperasi di Indonesia
unik menjadi koperasi mandiri. Koperasi harus mulai semara-mata berhirung
untuk pertimhangan bisnis bagi pelayanan kebutuhan anpgota maupun bisnis yany

24 W, Boetrisno, “Koperasi Indonesia: Porrer dan Tanrangan,” Arrikel Tabuon 1T No, 5, Aposcos 20030
forww elonomirakyarerg., Jiakses pada anpgal 11 Mei 2011).

25 B. Krisnamurthi, "Membangun Koperasi Berbasis Angeora dalam Rangla Pengembangan Ekonomi
Rabyar,™ Arcikel Tahun I, W 4, Juni 2002 (www. ehonomirakyvatone., diakses pack vanpeal 11 Mei
20113
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dimandatkan anggota. Sesuai dengan semangat kebebasan koperasi dan rasionaltsasi
fasilitas, koperasi harus dapat bernegosiasi dan menolak terhadap runtutan partisipasi
koperasi yang tidak memberikan manfaat bagi anggotanya arau menimbulkan kerugian
atau resiko kerugian terhadap koperasi.’®

Rasionalisasi kredit pecbankan hagi sekror rertentu, terutama perranian, akan
membuka peluang baru bagi usaha di bidang jasa keuangan baik dalam kegiatan
simpan pinjam maupun perbankan seperti BPR milik koperasi. Posisi strukeur usaha
koperasi di [ndonesia saar ini sangat kompatibel untuk menanggapi rasionalisasi kredit
perbankan kepada petani yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Prospek kegiatan koperasi di hidang agroindustri akan sangat rergantung pada
pemulihan di sekrar perbunkan. Karena pada dasacnya untuk sektor produksi bahan
haku reluh siap seperti pada sub-sekeor perkebunan rerutama kelapa sawit. Di Jawa yang
selamia ini sebagian besar menjadi subsistem industri gula pasir tebu harus hekerja
keras dengan merubsh paradigma pengembangan agroinduseri gula, dari orientasi
agroinduscri gula pasic menjadi agroindustri berbasis tebu. Schaiknya gerakan koperasi
perlu melakukan tekanan unruk dapar ikut mengelola pabrik gula bersama BUMN
guna menjamin stabificas prduksi gula oleh pabrikpabrik yang benar-benar dinilai
relah efisien.

Koperasi akan semakin menghadapi masalah vang lebih inrensi dengan
pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi wwestasi dan skala kegiatan
koperasi. Karena azas cfisensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan
vang luas dan mungkin melampaui baras daerah otonom, Peranan advokasi oleh
gerakan koperasi uncuk memibserikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin
penting. Dengan demikian peranan dinas di tingkat propinsi yang diserahi tugas unwk
pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam
ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastrukrur
daerah yang sernula menjadi kewenangan pusat.

Upaya pengembangan koperasi hendaknya dilakukan secara terpadu dan terus-
menestis agar koperasi dapar berkembang sesuai denpan harapan, Masih banyal
koperasi di Indonesia memerlukan perhatian dan senwhan secara khusus dalam
berhagai aspek, agar usaha mercka tidak tethenti di rengah jalan. Pemerinmh perlu
mendaorong secara terusmenerus tanpa kenal lelah agar koperasi lebih manditi dalam
segala hal, termasuk penguacan manajemen, permodalan dan pemasaran. Mengingat
masih ada sebagian koperasi yang sangar memerlukan proreksi dari pemerintah
karena skala usaha dan jangkauan pemasaran masih rerbatas, Dengan berkembangnya
koperasi, maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat dengan demikian akan
beritnplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena i, dalam memajukan
koperasi hendaknya saling bersinergi dengan sektor lain agar diperoleh perlindungran

26 Nasurion, aj cit.

e



PDF Compressor Free Version

Mengembalikan Peran Koperasi

dan kekuatan hukum dalam melaksanalan akrivirasnya. Kalau ridak deraikian, maka
koperasi akan sulit berkembang dalam konstelasi dunia usaha yang semakin bersaing
ketat saar ini.%

C. Kebijakan vang Diperlakukan untuk Mendukung Kemajuan Koperasi

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi
adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di dacrah.
Dengan demikian kebadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk
percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang Jdapat
dikembangkan pemerintah daerah akan dapar mendesentralisasi pengembangan
ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah
untuk mengarahkan aliran vang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah,
koperasi juga perlu memikitkan asuranst bagi penabung.

Kegiatan koperasi  kredit, baik secara teoritis maupun empiris, terbukti
mempunyai kemampuan untuk membangun sepmentasi pasar yang kuat sebagai akibat
struktur pasar keuanpan yang sanpat ridak sempurna, terucama jika menyangkut masa-
lah informasi. Bagi koperasi kredit, keterbukaan perdagangan dan aliran madal yang
keluar masuk akan merupakan kehadiran pesiing baru terhadap pasar keuangan, na-
mun tetap tidak dapar menjangkau para angeota koperasi. Apabila koperasi kredit
mempunyai jaringan yang tuas dan menucup usahanya hanva untuk pelayanan angoota
saja, maka segmeneasi int akan sulic untuk ditembus pesaing buru, Bagi koperasi-
koperasi kredit Ji nepara berkembang, adanya globalisasi ckonomi dunia akan
merupakan peluang untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi kredit di newara
maju dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi. Kaperasi kredit atau
simpan pinjam di masa mendatang akan menjadi pilar kekuatan koperasi yang perlu
diskuti oleh dukungan lainnya seperti sistem pengawasan dan jaminan.”™

Di masing-masing daerah dapat mengembangkan pusat inovasi dan teknologi yvang
dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha, perbaikan kualitas produk
dan informasi pasar. Pusat ini juga dapat dikaitkan dengan sistem jaringan informasi
dan bisnis elektronika bagi pengembangan sistem distribusi koperasi. Pusar informasi
inovasi dan pengerabangan teknologi ini merupakan dukungan peckuatan bagi usaha
kecil dan menengah yang sangat dibutuhkan sebagai dukungan non financial/Businnies
Development Sevvice.™

27 1. Hasan, “Analisis Daya Dukung UMKM dan Koperasi Berbasis Agrobisnis Pasea Konflik Aceh dan
Dalamn Menghadapi ACFTA (Survai Pada UMEM dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh),” Jurnal Penghajian Kopevasi dan KM, Val, 5, Apostus 2010, hal 145-174,

26 Soetrisno, 2003k, op ot
2% Soecrisno, 2003a. op ot
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Model pengembangan yang dapar dilakukan dengan®: 1} peningkatan
pengembangan skala usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam
menghadapi pelaku ekonomi, dilakukan dengan pemberian bantuan sarana usaha,
bantuan perkuaran permodalan bergulir, peningkatan kualitas produk dengan
pelatihan dan mengadakan remu usaha dan konsultast, 2) peningkaran pengembangan
bagi koperasi dalam rangka penciptaan kesemparan usuhs, kepastan pasar dan harga
bagi usaha yang dikembangkan oleb koperasi, 3) peningkatan dan pengembangan
lembaga kevangan koperasi. 4} peningkatan dan pengembangan sarana usaha koperasi
dalam rangka peningkatan kemampuan kaperasi menggunakan teknologi yang sesuali
dengan teknologi anggora, 5) memfasilitasi serta metakukan mediasi dalam rangka
melakukan kerjasama usaha antara koperasi dengan pihak swasta, BUMN, perbankan
serta lembaga keuangan lainnya.

Tugas mendesak bagi koperasi pada saat ini adalah melakukan konselidasi
informasi keuangan koperasi yang berada di perbankan. Konsolidusi informasi ini akan
memungkinkan gerakan koperasi mempunyas kekuatan unwk menghadapi perbankan
misaloya melalui penyaruan kode rekening koperast, pengelolaan lalu lintas informasi
posisi keuangan untuk dapae menciprakan kekuatan negosiasi bagi penetapan “geannyg
ratio” bagi koperasi. Konsolidasi ini tetap menghormati kerahasiaan masing-masing
koperasi, tetapi memberikan kekuatan bersama untuk bernegosiasi dengan Bank.

Koperasi-koperasi sekunder tinglat propinsi harus menjadi barisan rerdepan unruk
merintis pembelian bersama, terutama untuk produk-produk yang diimpor atau dibeli
dari pabrikan dan perusahaan besar, Untuk ekspor dapar dilakukan melalui koperasi.
Hal ini untuk merpermudah proses belajar dan menghindarkan resiko penolakan
akibat keridak cocokan masatah seandar.

Selain permasalahan tersebut diatas, beberapa hal yang perlu disikapi adalah
mengenai keangponan dan permodalan. Dari sisi keanggotaan, dalam naskah RUU
vang telah disampaikan ke DPR menyebutkan angpata sebagai pengguna.’ Kalau
posisinya harwa sebagai pengeuna, tentu rak ubahnoya sebagai konsumen dalam
koperasi produksi dan nasabah dalam koperasi jasa keuangan. Dengan dernilaan tidak
ada perlunya ada rapat anggota. Padahkal dalam rapac anggora itulah, fungsi anggora
sebagai pemilik dijalankan dengan ikur dalam perencanaan dan kontrol atas perjalanan
koperasinya. Kalau anggota hanya schagai pengeuna, tak ada ikatan atas berkembang
atau tidak koperasinya. Tidak ada kepedulian pada koperasinya, tidak ada kebersamaan
diantara anggoty, karena angeota diposisikan hanya schagai pengguna. Asas gotong

i T Tambunan, * Pola Rescoukansasi Usaha Pertanian dan Usaha Keeil Pochesnarm sevea limplementasings

Terhadap Reprsisi Kelembagaan Koperasi,” Jurmal Feaghajian Eoperasi dan UKM, No, 2, Tahun [,
2006, hal. 41-53.

31 Likar Fasal 26 ayac (L) RULT tentang Perubahan Atas Undanp-Usdang Nomor 25 Tahun 2004 rentang
Koperasi
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royeng jelas tidak ada.* Padahal kegiatan usaha vang dikembanpkan koperasi pada
prinsipnya adalah kegiatan yang berkait dengan kepentingan anggota. ¥

Akibar angpora hanya sebagai pengguna, maka partisipast akeif dari anggota akan
tereduksi. Koperasi akan berhasil jika manajemen bersifat terbuka dan partisipatif, ®
Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi adalah SHU, partisipasi
anggora, kepemimpinan pengurus, manajemen koperasi, Jdan  pemberdayoan
masyarakar dapar dikatakan sudah cukup tinggi. Anggota sebagai pemilik harus
terlibar secara aktif dalam perumusan fujuan koperasi, agar yang ditetapkan jelas,
rasional, managable, dan terukur, serta mampu mengawasi jalannya koperasi dengan
mengacu pada koridor nilai, norma, dan prinsip koperasi, serta selalu menguramakan
kepentingan anggora. Program dan kegiatan yang ditetapkan juga harus sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan anggota, Dilain pihak anggota sebagai pengguna dibarapkan
berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan usaha koperasi. ™

Anggzota koperasi mempunyai dua identitas, baik sebagai pemilik dan pelangean.
Peran anggota koperasi dengan berdasar identitas tersebut merupakan faktor strategis
dalam pengernbangan koperasi di Tndonesia. Peran aktif angaota koperasi menentukan
target organisasi koperasi dapat tercapai arau ridak. Pelaksanaan pencapaian targer
koperasi dapat tercapai dengan dibantu manajernen dan pengurus yang mengarahkan
kegiatan bisnis koperasi. Dengan demikian, dua identitas anggota koperasi sebagai
manusia dengan cin psikologis rertentu tidak dapat dipisahkan dengan keseharan
koperasi. Koperasi ddak dapar berkembang kalau angpora koperasi tidak akdf di
koperasi,

Dalam era oronomi daerah setiap daerah rerurama masyarakar desanya harus
memiliki rasa percaya diri, melalui organisasi koperasi kegiatan ekonomi rakyar dapat
diperhirungkan keandalan kekuatannya. Koperasi harus mereformasi dirimeninggalkan
sifarsifat koperasi sebagai koperasi pengurus menjadi keperasi anggota dalam acei kata
sehenarnya, Jika koperasi benar-benar merupakan koperasi anggota, maka tidak akan
ada program/kegiatan koperasi yang ridak berkaitan langsung denoan kepentingan/
keburuhan anggota. Dengan perkataan lain setiap “produk™ atau kegiatan usaha
koperasi harus berdasarkan "restu” atau persetujuan anggota. Koperasi tidak mencari

32 ¥ Waspnda!! RUU Kapiralisasi Koperasi,” (hrp://kapenasitangpungrenteng.com/koperasi/ waspada-
cui-kapitalisasi-koperasi, diakses 11 Mei Z011).

33 Krismamurchi, opeit

M N, Kewaren, "FaktorFakeor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Credic Union Dalam
Pervberdavaan Masyarakar (Srudi Kasus: Koperasi Credit Union Parrisipasi Sukamakmur Kecamaran
Siholangic, Kabupaten Deli Serdung),” Jumal Harmoni Sosial, Vol. |, Ne. 3, Mei 2007, hal. 138 -I46.

3}5 S5ijabat, “Kajian Pengendalian Anggota pada Koperasi Dalam Rangka Peningkaran Kinera
Kaperasi,” fumal Pengleajinn Koperas' den UKM, Mo, 3, Tahun 2008, hal. 1-19 {hop:/Swewepoosle.
co.id/searchlg=9%22 Kajian+Pengendalian*Anggota* pada*tKoperasit Dalam*+Rangka+Peningkaran+
Kinerja+ Koperazsi®? 28.hl=id& source=hpSag=feagi=Gagl=Guog, diakses 11 Mei 2011).
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keuntungan karena angaota vang mencari kennmungan yang harus menjadi lebih besar
denean bantuan erganisasi koperasi.™

Meueenai permodalan, apapun bentuknya simpanan angeota adalah tidak lagi
menfadi Modal Senditi Koperasi. Dalam naskah RUU yang telah disampaikan ke
PR menyeburkan balwa: Modal Koperasi terdiri dari Juran Masuk dan Saham
Angeota sebarai modal awal ™ Postsi luran masuk dan Saham Anggora yane dimaksucd
akan menempati pusisi dari Simpanan Pokok (SP) dan Simpanan Wajib (S3%), dimana
SP dan SW dalam naskah in tidak lagi dikenal. Dan ini secara performa Laporan
Keuangan Koperasi akan mengalami perubaban. Dimana Modal Sendiri Koperasi duri
SP dan SW, akan berubah menjadi: IM {luran Masuk} dan SA (Saham Anggota). Dari
sisi perilaku, berbeda dengan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, Dimana luran
Masuk tidak dapat dikembalikan biarpun sudah tidak lagi menjadi anggota kaperasi,
namun demikian yang namanya Saham Anggota yang bersangkutan {anggota yang
tidak lagi menjadi anggota koperasi/sudah keluar), harus menjual Saham Koperasi
vang dimilikinga kepada Anggora lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan
harga saham yang ditentukan Rapat Anggota. Dart sisi lain apabila Saham Koperasi
Jdari seseorang Anguobi yang meningual atau karena scbab lain dapac dipindahkan
kepada ahli waris yang memenuhi syarac dan bersedia menjadi Anggota. Dalum hal
Iuran masuk dibayarkan oleh Angpota pada saar yang bersangkutan mengajukan
permohonan sebagai Angpota dan sidak dapac dikembalikan. Sedap pendiri dan/
atau Anggots. Koperasi wajib membeli saham Koperasi yang jumlah minimumnya
ditetapkin dalam Anggaran Dasar, sedangkan Penyeroran aras saham Koperasi Jdapat
dilakukan dalam bentuk uang danfaran dalam benruk lainnya yane dapat dinilat
dengan vang.®

Pendekaran pengembangan koperasi yang harus dilakukan dalam perubihan
Undangundang Nomaor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalabh pendekatan
pengembangan kelembagnan secara partisipatif dan menghindari pengembangan
yany diberdasarkan pada ‘keparuhan’ aras arahan dari lembaga lain. Masyaralkac
perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu mengawbil keputusan sendiri
demi kepenringan mereka sendiri. Dalam hal ini proses pendidikan dan nilainitai
kaperasi menjadi fakror kunci vang sangat menentukan. Kedua, diperlukan kerangka
pengermbangan yang memberikan apresiasi terhadap keragaman lokal, yang disertai
aleh berkagai dukungan tidak langsung tetapi jelas memiliki semangac kepemihakan
pada koperasi dan ekonomi makyat. Dengan demikian strategi pengembangan yang

36 Mubvarto, "Dari Ilmu Berkompetisi Xe Dniu Berkoperasi,” Artikel Tahun [1, No, 4, Juli 2003 (wwaw
ekanomirankya ceg., dinkses pada earggal 11 Mei 2011).

37 Likar Pasal &3 avar (1) RUIU renrang Perubahan Aras Undung-Uindang Nomoer 29 Tahun 2004 entang
Fousperus.

38 * Whspada!! RUL) Kapieahsasi Koperasi,” (heep:/loperasitangrungrenteng.comy kopersi//waspada.
nni-kapitalisasi-koperasi, diakses 11 Mei 2011}
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perlu dikembangkan adalah strategi yang partisipatif. Hal ini akan membutuhkan
perubahan pendekatan yang imendasar dibandingkan dengan stratepi yang selama ini
diterapkan. Rekonseprualisasi sekaligns revitalisasi peran pemerineah akan menjadi
faktor yang paling menentukan dalam perspekrif pengembangan partsipatif ini, ™

39 Krisna mir, i
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A. Kesimpulan

Dua pilar utama kemajuan koperasi dalam dasawarsa yung akan darang terletak
pada “usaha jasa keuangan” dan “kegiatan pembelian bersama”. Dua kegiatan ini
akan menjadi citi kegiatan vang dapat menjadikan lokomorif kebangkitan koperasi
di Indonesia unuk menjadi koperasi mandiri. Koperasi harus mulai semara-mara
berhitung unwk pertimbangan bisnis bagi pelayanan keburuhan anggota maupun
bisnis yang dimandatkan anggota.

Tugas mendesak bagi koperasi pada saar ini adalah melakukan konsolidasi
informasi keuangan koperasi yang berada di perbankan. Konsolidasi informasi ini akan
memungkinkan gerakan koperasi mempunyai kekuacan untuk menghadapi perbankan
misalnya melalui penyatuan kode rekening koperasi, pengelolaan lalu tintas informasi
posisi keuangan untuk dapat menciptakan kekuatan negosiasi bagi penetapan “gearing
warie” bagi koperasi. Konsolidasi ini tetap meunghormarti kerahasiaan masing-masing
koperasi, tetapi memberikan kekuatan bersama untuk bernegosiasi dengan Bank.

Mengenai keanggotaan dan permodalan, Kalau posisinya hanya sebagai pengguna,
tentu tak ubahnya sebagai konsumen dalam koperasi produksi dan nasabah dalam
koperasi jasa keuangan. Dengan demikian eidak ada perlunya ada rapar anggota.
Padahal dalam rapat angeota itulzh, fungsi anggota sebagai pemilik dijalankan dengan
ikut dalam perencanaan dan kontrol atas perjalanan koperasinya. Kalau anggota hanya
sebagai pengguna, tak ada ikaran atas berkembang atau tidak koperasinya. Tidak ada
kepedulian pada koperasinya, tidak ada kebersamaan diantara anggota, karena anggota
diposisikan hanya sebagai penpguna.

Angpota koperasi mempunvyai dua identitas, baik sebagmi pemilik dan pelanggan.
Peran anggota koperasi dengan berdasar identitas rersebut merupakan faktor strategis
dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Peran aktif anggota koperasi menentukan
targer organisasi koperasi dapat tercapai stae tidak. Pelaksamaan pencapaian targer
koperasi dapat rercapai dengan dibantu manajemen dan pengurus yang mengarahkan
kegiatan bisnis koperasi. Dengan demikian, dua identitas anggota koperasi sebagai
manusia dengan ciri psikologis terrentu tidak Jdapar dipisahkan dengan keseharan
koperasi. Koperasi tidak daput berkembang kalau anggora koperasi ridak akof di
koperasi.
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Saran

Terkait dengan pembahasan dapat disampaikan beberapa rekomendasi, yaitu:

. Perkembangan koperasi di Indonesia yang cenderung lamban atav bahkan

siygnant ditengarai oleh kelemahan fundamental dalam penerapan  fungsi-
fungsi manajemen schingga proses manaiemen rerhambar. Proses perenicanaan
berlangsung tanpa mengindahkan kaidah perencanaan yang baik dan benar. Oleh
karena itu, perlu perbaikan dalam fungsi-fungsi manajemen koperasi, termasuk
didalamnya perencanaan dalam pengembangan kaperasi.

Dukungan vang diperiukan bagi keperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi
adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usahu kecil di daerah.
Kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elenien terpenting untuk percepatan
perkembangan koperasi di daerah.

Koperasi harus meteformasi diri meningealkan sifacsifar koperasi sebagai xoperust
penguries menjadi koperasi anggota dalam artt kata sebenarnya.

Masyarakat perlu dirumbuhkan kesadarannya untuk mampu  mengambil
kepurusan sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini proses
pendidikan prinsip-prinsip dan nilainilsi koperasi menjadi fakror kunci yang
sangat mencnwkan,
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Alinea
1V Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara untuk
menjalankan fungsi pemerintaban dalam berbagri hidang. Pembentukan pemerintah
negara menyebabkan timbulnya hak dan kewsajiban negara yang dapar dinilai dengan
uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Sebagal suatu negara yang berkedaularan rakyat dan berdasarkan hukum serta
menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan
negara harus berdasarkan dan disesuatkan dengan aturan pokok yang direrapkan
datamy UndangUndang Dasar. Dalam Undanp-Undang Dasar 1845 Bab VIII hal
keuangan, antara lain disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan ketentuan mengenai
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa unruk keperluan negara serca macam
dan harga mata vang diterapkan dengan undang-undang.

Keuangan Negara merupakan alar utama pemerintah untule mensejahterakan
rakyatnya sekaligus merupakan alar pemerincah untuk mengelola perekonomian
negara. Sebagai alar pemerintah, APBN bukan hanva menyangkut keputusan
ekonomi, namun juga menyangkur kepurusan politik. Dalam hal ini DPR dengan hak
legislasi, penganggaran dan pengmwasan vang dimilikinya perlu lebih berperan dalam
mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen
untuk mensejahterakan rakyar dan mengelola perekonomian negara dengan haik.
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Dalam rangka mendukung rerwujudnya good governance dalam penyelenggaraon
pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan
bertangzung jawab sesuai dengan aruran pokok yang eelah dicetapkan dalam UULY
1945, Schagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945,
Undangundang No? Tahun 2003 tentang Keuangan Megara menjabackannya
dalam asasasas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan nesgara,
seperti asas tahunan, asas universalicas, asas spesialitas maupun asss-asas baru sehagai
ceriminan best practices dalam penpelaluan keuansan negara antara lain- akuntabilitas
berorientasi  pada  hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalum
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan vleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri.* Scrukrur pengeloiaan kevnangan negara sefaku pemegang kuasa
anpuaran pemerintah secara paris besar dapat digambarkan zebagai benkut:

Dalam pengelolasn keuangan negara, DR merupakan pengawas keuangan
tercinggi dalam bentuk bak budger {Pasal ZOA UUD 1945). Unituk melaksanakan hak
budger terselvur DPR mengpunakan hasil BPK yang merupakan satu-satunya lembaga
pemeriksaan eksternal keuangan negara di Indonesia (Pusal 23E UUD 1945). Terkait
dengan pengelolaan Keuangan di pemerintah, berdasarkan UndangUndang No 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Wegara, Bab 11 Pasal 6 dijelaskan bahwea:

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memepang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara schagai bapian dari kekuasaan pemerintah.
2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayac{1):

a. Dikuasakan kepada Menreri Kevangan, selaku pengelols fiskal dan wakil

pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yane dipisahkan;

7 Her Subivanto dan Singgh Biphat, Kebijakan Frkal (Jakarea:PT. Eompaz, 2004), hal 1§0-184.
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b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/
pengguna barang kemenrrian negara/lembaga vang dipimpinnya;

c. Diserahkan kepuda gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah dacrah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Unruk melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan manajemen pemerinah
dibentuk Aparar Pengawas Intern Pemerincah (APIP) vang kita kenal dengan BPKT,
Irjer, Bawasda dan satuan pengawas intern BUMN/BUMD.

Apabila di lapangan dirasa rerdapat pelaksanaan pemeriksaan yang tampang
tindih,hal rersebut rerjadi rerutama karena APIP melakukan teknik pemeriksaan
scjcnis dalam pengawasannya pada objek vang sama di entitas yang sama. Tumpang
tindih pengawnsaan APIP dengan pemeriksaan tersebur perlu segera diminimalisic
aar tidak 1erus membelani keuangan negara. Oleh karena itu perlu segera dilakukan
retormasi kebijakan pengawasan keuvangan negara yang mendukung  reformasi
pemeriksaan keuangan negara melalui pengaturan yang tegas dan jelas bagi masing
masing APIP agar tugas pokok dan lingkunp pengawasan bisa berjalan ranpa terjadi
tumpang tindih dengan pemetiksaan.

B. TPerumusan Masalah

Kelemahan perundangundangan dalam bidang keuangan negara wenjadi salah
satu penyebab terjadinya bebetapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan rersebur dan mewujudkan siscern
pengelolaan fiskal vang berkesinambungan (susrainable) sesuai dengan awran pokok
vang relah ditetapkan dalam Undang-undang Dusar dan asas-asas umuom yang berlaku
secara universal dalam penyelengparaan pemerintah negara diperlukan suaru undang-
undans yang mengatur pengelalaan negara.

Upaya untuk menyusun undangundang yang mengatur pengetoluan keuangan
negara telah dirinris sejak awal berdirings negara Indonesia. Oleh karena iw,
penyelesaian Undang-Undang tentany Kenangan Negara merupakan kelanjutan dan
hasil dari berbapai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi
kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Ne. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dierapkan secara penuh angearan berbasis kinerja (performance-based budgeting)
di sekeor publik, agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan
kegunaannya bagi masyarakat. Sistem tersebur menggantikan sistem yang sebelumnya
menerapkan traditional budgeting acau dikenal pula sebugai fineitem budgeting. Lineitem
budgeiing ini mempunyai sejumlah karakeeriscik penting, antara lain tujuan wcamanya
adalah unouk melakukan kontrol keuangan, sanpat berorientas pada input organisasi,
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penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan bereahap), dan tidak jarang
dalam prakteknya memakai “kemampuan menpghahiskan atau menyerap anggaran”
sehagai salah samu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.
Dalam praktek pelaksanaannya, karakeeriscik seperti di aras mengandung banyak
kelermahan.

Dalam rezim pemerintahan yang sarac dengan KKN, karakterinik yang berkaitan
dengan rujuan untuk melakukan kontrol keuangan, seringkali dilaksanakan hanya
sebatas aspek adminiscratifnya saja. Hal ini mungkin untuk dilakukan karena ditungang
oleh karakreristik lainnya yaitu sangat berorientasi pada input organisasi. Dengan
demikian sistem anggaran tidak memberikan informasi tentang kinerja, sehingpa
sangat sulit untuk melakukan koncrol kinerja. ®

Kelemahan lainnya rerkait dengan karakterisiik penetapan anggaran dengan
pendekatan incemental, yaitn menetapkan reneana anggaran dengan cara menaikkan
jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Melalui pendekatan
int, analisis vang mendalam tenrang tingkat keberhasilan satiap progrm ndak dilakukan.
Akibarmya adalah tidok tersedia informasi vang logisdan rasional rentangrencana alokasi
anggaran tahun yanp akan darang, Siapa atau unic mana mendapac berapa sering kali
didasarkan pada cataran hiscoris semata dan tiduk berorientas: pada rujuan organisasi.
Kelemahan lainmya terkait dengan pengaunaan “kemampuan menghabiskan anggaran™
sebag indikator keberhasilan. Apa yvang sering rerjadi dalam prakeeknya adalah
perilaku birokear yang selalu berusaha untuk menghabiskan angparan ranpa rerkaic
dengan hasil dan kualirasnya. Tenro keadaan ini semakin buruk jika dikaitkan dengan
karakter birokrat VAT nentirut Niskunen Cendtrung bersifac bmlg:'r maximizer.?

Sebagai akibat dari berbagai kelemahan di aras, maka masalah besar yang
dibiadapi vleh sistem {ingdrem budgering adalah effectiveness prakiem, efficiency problem, and
accountability problem. Bahkan jikapun sistemnya sudab cransparan, maka informasi
vane dapar diterima oleh masyarakar ridak terlalu penting, karena hanya berkairan
dengan inpur organisasi.

i Muhammad Khusaimi, Ekonemi Publik Deseneralisasi Fiskal dan Pebanguaan Doaroh (Badan Percrhit
Fakuleas Ekonomi Universitas Brawijova, 2006},

A Herlambang Perdana Wiratraran, Fazzdigmea Hukem Dan Demokratisasi Dalam Pengelolaan Kenangan
Dagah, JurnalTransisiYolume 1, Nu. 1, Mei2007, Malams: In-trons Institute, ISGN 19784287(2007)
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Tabel Kendala Struktur Anggran
Kebijakan Anggaran ] Kendala Struktural

Sustem Politik Anggaran Mekanisme konerel secara hukum ridak tersedia,

yang ada hanyalah formaliezs/tokenisme partisipas
| publikiMusbangdes/UDKE).

Idevlopi Kebijakan Anggaran Gond gavernance yang berkiblat pada pasar, hanya
nielerakkan pada isu transparansi. partisipasi, dan I
korupsi.

Dilihar sebagai hasil/nyuan, hukan sebagai proser |

Sauktur Anpmaran Bias Korupsi/manipulusi nomimal (baik yang
konvensional maupun berbasis kineria).

Tiadanys pendekatan keadilan pender | Dominasi pria dalam pengambilan  kebijakan,
| sernentara perspektif keadilan gender belum masih
I meniadi wacana, Awdaikan ada, pender sebagai
| pragzaim, bukan sebagai perspekeif.

llnnp]cxnunr:isidan pertanguungjawalzan anggaran | Form formalicas pengawasan legislatf, mark up,
palitik vang, menjadi alar rawar menawar simbwol
' | kekuiasaan

Sumber ; Prradipnn [ Tubwn Dan Dtmu‘;rarisai: Dalam Pengelolaan Kevangan Daerah, Jurnal TransisiVolome
1, Mo 1, Mei 2007 hal. 200
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Perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara melipuri pengertian
dan ruang lingkup keuanean negara, asas-asas urnum pengelolaan keuangan negara,
kedudukan presidan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaun kevangan negara,
pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri/pimpinan
fembaga, susunan APBN dan APBD, pengamuran hubungan keuangan antara
pemerintah pusat Jun bank senrral, pemerintah daerah dan pemerintah / lembaga
asing, pengaturan hubungan keuansan antara pemerintah dengan perusahaan negara,
perusahaan daerah dan perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakar,
serta menempatan bentuk dan batas wakm penyamprian laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-Undang Keuangan Negara juga
welah mengantisipasi perubahaan standar akutansi di lingkungan pemerintahan
di indonesia yang mengacu kepada perkembungan standar akutansi di linkungan
pemerintah secara Internasional.

Pendekatan vang digunakan dalam merumuskan Keuangin Negara adalab
dari sisi obyek, subyek, pruses, dan rujuan. Dari sisi obyck yang dimaksud dengan
Keuangan Negara melipuri semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uzng, rermasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, monerer dan pengelolaan
lckayann negara yang dipisahkan, serta segala sesuaru baik berupa uang, maupun
berupa barang vang dapat dijad kan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban rersebuc. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuvangan Negara
meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimilili negara, dan/acau
dikuasai olely Pemerintah Pusat, Yemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan
badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan
Nemara mencakup seluruby rangkaian kegiaran yang berkaitan dengan pengelalaan
obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
kepurusan samipai dengan pertangeunggjawaban. Dari sisi tujuan, Kenangan Megara
melipuci selurub kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan
pemilikan dan/atau penguasaan ohyck sebagaimana tersehut di atas dalam rangla
penyelengparaan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang
demiktan luas selunjutnya dapar dikelompokkan dalam sub bidang pengelolpan fiskal,
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sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisalikan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good gorerence dalam penyelenggaraan
negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara proflesional,
terluka, dun berrangpung jawals sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan
dalam UndangUndang Dasar. Sesuai dengan amanar Pasal 23C UndangUndang
Dasar 1945, Undangundang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan
pokok vang telah diretapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas
umum yang melipuri baik asas-asas vang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan
negara, seperti asas tahunan, asas universaliras, asas kesatuan, dan asas spesialitas
maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah
yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi
pada hasil, profesionalitas, proporsiomalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri,

Asasasas umum tersebur diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya
prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana vang relah dirumuskan dalam Bab
VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam
Undangundang tentang Kevanpgan Negara, pelaksanasn Undang-undang ini selain
menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan
untuk memperkokah landasan pelaksanaan desencralisasi dan otonomi daerah di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang keknasaan  pengelolaan
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasasan pemerintahan. Kekuasaan rersebuc
meliputi kewenangan vang bersifat umum dan kewenangan yang bersifac khusus.
Untuk membantu Presiden dalam penyelengearaan kekuusaan dimaksud, sebagian
dari kekuasaan cersebur dikuasakan kepadn Menreri Keuangan selaku Pengelola
Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara vany dipisalikan,
serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Angoaran/Pengguna
Barang kementerian negara/lembaga yang dipunpinnya. Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidany kenangan pada hakekatnya adalah Chief Financial
Officer (CFQ) Pemerintah Republik Indonesia, semenrara setiap mentery/pimpinan
lembaga pada hakekarnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suacu bidang
terrentu pemerintahan. Prinsip ini perly dilaksanakan secara konsisten agar terdapat
kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme
checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.’

5 M. Suparmuila, Keuangan Negaa (Yogyakarta:BI'EE, 20CY), hal 58,
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Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal
dan kerangka ekonomi makro, pengangearan, administrasi perpajakan, administrasi
kepabeanan, pecbendaharann, dan pengawasan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
sebagian kekuasaan Mresiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai
rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan monerer serea mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank seneral.

Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan
prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan
bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penvelenggaraan
fungsi pemetintahan adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap
tahun.
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A. Penyusunan dan Penetapan APBN dan APBD

Kerentuan mengenai penyusunan dan penerapan APBN/APBD dalamn undang-
undanginimelipun penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan
peran DPRA/DFRD dan pemerintah dalwm proses penyusinan dan penetapan
anggaran, pengintegrasian sistem akunrabilicas kinerja dalam sistem penpanggaran,
penyempurnaan klasifikasi angearan, penvatuan anggaran, dan penggunaan kerangka
pengeluaran jangka menengal dalam penyusunan ansgaran.

Aupgaran adalah alat akuneatilivas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai
mstrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi uncuk mewujudkan pertumbuhan
dan stabilitas perekonconian serta pemeraraan pendapatan dalam rangka mencapai
tujuan bernegara, Dalam upayn untuk meluruskan kembali junm dan fungsi anggaran
rerselnir perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah
Jdalam proses penyusunan dan penetapan anggparan sebagal penjabaran aturan pokok
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Sehubungan dengan iy,
dulam undangundang ini disebutkan bahwa belansa negara/belanja daerah dicinci
sampai dengan unir organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal
rersebue herard bahwa setiap pergeseran anggaran antar unirorganisasi, anrar kegiatan,
dan antar jenis belanja harus mendapar perserujuan DPR/DPRD.

Masalah lain yang udak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses
penpanggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja.
Mengingat bahwa sistern anggaran berbasis prestasi kerja /hasil memeriukan
kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi scra untuk menghindart duplikasi
dalam penyusunan rencana kerja dan angparan kementerian negara/lembaga/
perangkar daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilicas kinerja dalam
sistem penganggaran dengan mempeckenalkan sistem penyusunan rencana kerja
dan anugaran kementerian negaralembaga/perangkar daerah. Dengan penyusunan
rencana kerja dan anggaran kemenrerian/lembaga/perangkar daerah tersebut dapac
rerpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran
akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersanglutan.
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Sejalan dengan upava untuk menerapkan secara penuh anggaran herbasis
kinena Ji sckeor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar
sesual dengan klasifikasi vang digunakan secara inrermasional. Ferubahan dalam
pengelampokan rransaksi pemerincah tersebut dimaksudkan vnruk memudahkan
pelaksannan angearan berkasis kinerja, memberikan gambaran vang objeknf dan
propoersional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar
akunransi sekror publik, serra memudahkan penyajian dan meninghakan keedibilitas
sratistik keuangan pemerintah.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikclompokkan aras anggaran belanja
rutin. dan  anggaran belanja  peubangunan. Penpelompokan  dalam  anggaran
Lelanja rudin dan angearan belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk
memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksunaannya
relah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan
angparan. Sementam i, penbangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen
pereicanaan nasional lima ahunan yang diterapkan dengan uvodingundang
dirasakan tidak tealistis <dan semalan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan
penvelenguraan pemerintahan dalam era globalisasr. Perkembangan dinamis dalam
penyelengparaan pemernntahan memburuhkan sistem perencannan fiskal yang terdiri
Jari sistem penvusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka
Pengeluaran Janpka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) schagaimana
diluksanakan di kebanyakan negara majun

Walaupun anggaran dapar disusun denpan baik, jika proses penetapannya
terlambart akan berpotensi menimbulkan masatah dalam pelaksinaannya, Olel karena
iru, dalam undangundang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran
tersebut <i DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara paniria/komisi anggaran
dan komisikomisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkar daerab di
DPR/DPRID.

Mekanisine pembahasan APBN diawali dengan penyampaian pokok-pokak
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makra oleh pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalam waktu selambazlambauwa belan Mei tahun berjalan.
Selanjurnya DPR dan Pemerintah membahas kerangga ckonomi wakro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal rersebut dalam pemmbicaraan pendabuluan. Bersdasarkan
kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, Pemerintah bersama
DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran uneuk dijadikan acuan bagi
sctiap kementrian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggamn.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga
sclaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dananggaran
kementerian atau lembaga. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi
kerja vang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja uneuk tahu berikutnya serelah
rahun anggaran yang disusun. Rencana kerja dan anggaran vang dimaksud selanjutnyas
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disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaan pendahulian rancangan
APBN. Hasil pembahasan rencana kerjia dan anggaran disampaikan kepada menteri
keuanan schagai bahan penyusunan rancangan Undang-undang tentang APBN.¢

Selanjutnya  pemerintah  mengajukan  Rancangan Undangundang tentang
APBN, disereai nora kevangan dan dokumen-dokumen penduluingnva kepada DPR
di bulan agusrus, Pembahasan rancangan tentang APBN dilakukan sesuai dengan
undangundang vang mengatur susunan dan kedudukann DPR. Dalam pembahasan
yang dimaksud DPR dapar mengajukan usul yang menyebabkan perubahan jumlah
penerimaan dan pengeluaran dalan rancanzan undangundang tentang APBN.
Pengambilan keputusan oleh angrota DPR mengenai rancangan Undsngundang
tentang APBN dilakukan selambarlambatoya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan. APBN yang diseeujui oleh DPR terinci sampai dengan unic
orpanisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPR rdak menyetujui
rancangan undangundang tersebut, pemerintah dapat melakukan pengeluaran
setinggitingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnga.

Di pemerintah  daerah, mekanisme pembahasan APBED  diawali dengan
penvampaian kebijukan vmum APBD. APBD kepada DPRI} selambatlambatnya
adalah pertenganhan Juni dimana selanjutnya [DPRL) membahas kebyakan umum
APBD yang diajukan oleh DPRD. pemerintah dacrah tersebur dalam pembicaraan
pendahutuan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakari
DPRD, pemerintah bersama DFRD membabas prioritas dan plafon anggaran
sementara untuk dijadikan acuan hagi setiap satuan kerja perangkar dacral.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkar daetah selaku
pengruna anggatan menyusun rencana kerja dan angsacan satuan keru perangkar
Jdaeral. Rencana kerja satuan kerja perangkar daerah disusun denpan pendckatan
berdasarkan prestasi kerin vang akan dicapai. Rencana ketja dan anggaran dumaksud
disertai dengan perkiraan belanja. Hasil dari pembahasan rencana kerja dan anggaran
disampaikan kepada pejubat pengelola keuangan duerah sebagai bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD tahun berikur.

B. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah
Daerah, Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,
Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiaran pengelolaan keuangan
negaea, perlu diarur ketentuan mengenai hubungan kewangan antara pemerintah
dan lembagalembaga infra/supranasional. Ketentnan cersebur meliputi hubungan
keuangan antara pemertintah pusar dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah
asing, badur/lembaga asing, serta hubungan keuangan antara pemerinrah dan

& Jonhn F. Due, Ann F Friedlacnder, Kewangan Negara lerekonomian Sakior Publik [(Snralwa: Penerbit
Erlangea, [994).
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perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan hadan pengelola dana
masyarakat.

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusar dan bank sentral ditegaskan
hahwa pemerintah pusar dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan
pelaksanasn kebijakan fiskal dan monerer. Dalam hubungan dengan pemerintah
daerah, undangundang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat
mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang
undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah.
Prinsip pengelolaan fiskal yang hati-hari dan herkesinambungan menghendaki adanya
keseimbangan fiskal yang hari harl dan berkesinambungan. Namun demikian dalam
keadaan tertentu pemetintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjalankan
ansgaran surplus atau defisit sesuai denpan kondisi ketangan negara/dacrah dan
keadaan perekonomian yang dihadapi pemerintah pusat/ pemerintah daerah dan
keaduan perekonominn vang dihadapi pemerineal pusar/daerah. Dalam hal ini APBN
diperkirakan surplus, pemerintaly pusat dapat mengajukan rencana penggunaan
surplus anggaran kepada DPR. Demikian pula bila dalam hal APBD diperkiraan
surplus direrapkan penggunaan surplus angoaran datam peraruran daerah rentang
APBD. Dalam hal APBN diperkirakan defisit ditetapkan sumbersumber pembiayaan
untuk menutup defisit ersebur dalam undangundang APBN, demikian pula datam
bl APBIY diperkirakan defisit maka ditetapkan sumbersumber pemhiayaan unmk
menumup defisit rersehur dalam peraturan dacrah tentang APBILY

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal pemerintah perlu melakukan
pengendalian terhadap jumlah kumulatif defisic APBN dan APBLY, seria jumlah
kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerab agar tidak menimbulkan
beban berar bagi keuangan negara.

Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahasn negara, perusahagn
daerah, perusaliran swista, dan badan penpelola duna masyarakar diterapkan
bahwa pemerintah dapac memberikan pinjaman/hibab/penyeraan modal kepada
dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah serelah mendapac
persetujuan DPR/DPRD.

Dalam Undang-undang ini diarur pula kewenangan beckaitan dengan penjualan
dan/aran privatisasi perusahaan negara/daerah. Pemerintah pusar dapar melaksanakan
penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat perserujuan
DPR, sedangkan pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisassi
perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

7  Ahmad Yani, Huebungan Keuangan Antavt Pemevineah Pusar dan Daergh di Indonesia (Jakarta FT. Raja
Girafindo Perkasa, 2004).
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Berkaitan dengan perusahaan swasta, dalam keadaan tertentu, wunruk
menyelamatkan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapar memberikan
pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada perusahaan swasta serelah mendapat
perserujuan DPR.

C. TPelauksanaan APBN dan APBD

Sctelah APBN diretapkan secara rinei dengan undangundang, pelaksanaannya
dicuangkan lebih fanjut dengan keputusan Presiden sebagai pediman bagi kementerian
negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan Presiden
tersebut terutama menyangkur halhal yang belum dirinei di dalam undangundang
APBN, seperri alokasi anggaran untuk kantor pusat daa kantor daerah kementerian
negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran unruk
runggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain i, penuangan
dimaksud meliputi pula zlokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota
dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Lntuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaaa APBN/
APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerah perlu menynmpaikan laporan realisasi
semesrer pertama kepada DPR/DPRD puda akhir Juli rahun anggaran yany
bersangkutan. [nformasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan
evaluasi pelaksansan APBN/APBD semesrer pertama dan penyesuaian/perubahan
APBN/APBL} pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan
negara dalam rangka pelabsanaan APBN/APBD  ditecapkan tersendiri dalam
undansundang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak
menyangkut hubungan administratf antarkementerian negara/lembaga di lingkungan
pemerintah.

D. Pertangeungjawaban Pengelolaan Kewangan Negara

Salsh satu upaya konkrit unmuk mewujudkan transparansi dan akuncabilitas
pengelolaan keuwangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah vang memenuhi prinsip-prinsip tepar wakmi dan disusun dengan
mengikuc standar skuntansi pemerintah yang relah direrima secara umum.

Dalam undangundang ini diretapkan bahwa laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-
tidaknya rerdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan
aras laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar alanransi pemerineah.
Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambatlambatnya 6 {enam) bulan sctclah
berakhirnya tahiun anggaran yang bersangkuran, demikian pula laporan keuangan
pemurintah daerah yang telah diperiksa oleh Dadan Pemneriksa Keuangan harus
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disampaikan kepada DPRD sclambatlambatnyas 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
rahun anggaran yang bersangkutan.

Pencantuman kewajiban membuat neraca yvang menyajikan posisi keuangan yang
mencakup asser, kewajiban dan kekayaan Dersily sustu entitas akuotansi dimaksud
menghendaki dilakukannya perrangeung jawaban uang dan harang sccara cerpadu.
Dengan demikian dapat diatasi kelemahan dalam laporan pertangeungiawaban
keuangan yang selama ini hanys menunjukan arus masuk dun keluar vang darinkas
negaraatau kasdaerahvangdikelompokkan dalam pendapatan, Lelanja dan pembiayaan.
Pada saat ini pengelolaan dan pencatatan uang dan barang milik negara arau dacrah
pada umumnya dilakukan secara rerpisah. Unit pengurus uang hanya melakukan
pencatatan peenetimaan dan pengehiaman uing, sedangkan unit pengurus barang
seringkali tidak diberi informasi keuangan sehingga tidak terdapar mekanisme check
and balances dan tidak ada singkronisasi pengelolaan uang dan barang. Nengan adanya
menyusun neraca pemerintah harus menyajikan keseluruhan asset atau kekayaan baik
vang betbentuk uang macpun berupa barang atau asser lainnya serta kewajiban vang
ada sehingga diketahui kekayaan bersih suaru enritas. Penyusunan neraca menuncuk
dilakukannya akuransi berbasis akrual yang tidak hanya memperhatikan arus masuk
dan keluar kas, tetapi didasarkan atas timbulnya hak dankewajiban.

Dalam rangka akuntabilicas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan
lernbaga/subernur/bupaci/walikota selaku  pengpuna anggaran/pengguna barang
bertanpgung jawals atas pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam Undangundang
rentang APBN/Peraturan Duerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil {outcome).
Sedangkan Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lemobagn bertanggoung
jawab atus peluksanaan kegiatan yang ditempkan dalam Undangundang tentang
APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkac Daerah berranggung jawab acas
pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tenrang APBD, dari segi
barang dan/atau jasa yang disediakan (ourput). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-
undang ini diatur sanksi yane berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga/gubernur/
bupati/waliketa, serca Pimpivan unit organisasi kementerian negara/lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah vang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiaran
yang telah diretapkan dalam UL] centang APBN /Peraturan Daerah tentang APBD.
Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta
berfungsi sebugai jaminan atas diraazinya Undang-undang wentang APBN/Peraturan
Daerah tentang APBD yung bersangkuran.

8 Muhammad Khusaint, Ekenomi Publth Deseniralisasi Fiskal dun Pemnbeangunan Daerah (Badan Penerbit
Fakultas Ekonomi Liniversitas Brawijaya, 2006).
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Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa
yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan
uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawah secara pribadi atas
sernua kekurangan vang terjadi dalam penpurusannya. Kewajiban untuk menggand
kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan
unsur pengendalian intern vang andal.
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BAB 1V
PENUTUD

A. Kesimpulan

Undang-undang No.17 Tahun 2003 rentang Keuangan Negara telah menetapkan
prinsip-prinsip pengelofaan keuanpan negarasebagailandasan pelaksanaan manaemen
keuangan pemerintahan di negara Indonesia. Prinsipprinsip rersebut dimaksudkan
untuk memperkokoh tandasan pelaksanaan desentralisasi dan oronomi daerah yang
telaly dilerakon dalam Undangundang No.22 rshun 1999 dan Undang-Undang
Na 25 Tahun 1999 yang mengatur tencang kewenangan dan sistem perimbangan
antart pemerintah pusat dan dacrah, Dengan dilandaskannya ketiga undangundang
ferselntt dan undangundang lainoya dalam bidang keuansan negara diharapkan
peryelengearaan good governance baik di tingkar pemerintah pusat maupun tingkat
daerah dapat segera terwujud.

Sebaik apapun bentuk undaneundang akan menjadi tidak berarri apabila ridak
dilaksanakan secara balk dan benar. Lntuk iru pemerintah pusat dan masingmasing
pemerintah daerah perlu memiliki rencana kerja dan program yang jelas sehagal
redoman daliim mebidsanakannva sesuai dengan kondisi dan prioritas masingtmasing

d'.u:ruh.

. Saran

Undangundang No.l7 Tahun 2003 teneang  Keuangan Negars  telah
memperkenalkan  sistem anggaran  berbasis kinerja  {performance-based  budgeting).
Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output
pranisasi dan berkairan sangar erat terhadap visi, misi, dan rencana strutegl organisasi.
Anggaran kineria mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit
organisast semats dun memakai owtfuel measurement schagai indikator kinerja organisasi.
Lebih jauh in menglkaitkan biaya dengan outpur organisasi sebagai bagian yang integral
dalam berkas angearanoya. Tujuan dari penetapan output measurermnent yang dikairkan
dengan biaya adatah untuk dapat mengukur ringkar efisiensi dan efekrifiras. Hal ini
sckaligus merupakan alat untuk dapar menjalankan prinsip akuncabilitas, karena
vang diterima oleh masyarakat pada akhirnva adalah cutpur dari suam proses kegiatan
hirokrasi. Ukuranukuran kinerja pada sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja
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berguna pula bagi lembaga perwakilan rakyac {(DPR/DPRD) pada saac menjalankan
fungsi pernbentukan kebijakan, fungsi penctapan anggaran, dun fungsi pelaksanaan
pengawasan . Bagi manajemen puncak di pihak eksekutif berguna untuk melakukan
kontral manajemen dan kontrol koalitas serra dapar digunakan uncuk sistem insentif
pegawai. Pada akhirnya bagi masyarakar dapat memberikan kejelasan tentang kinerja
dan akuntabilitas pemerineah.

Perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap peracuran perundangundangan
keuangan negara, Perbendabaraan negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan negara, Sistem perencanaan Pembangunan Naswonal dan Peraturan
Pemerintah sebaga pelaksanvannya, terutama pasal pasal yang saling bertentangan
kepencingaan karena adanya senglera kewonangan anrara kemenrrian seperti:

1. Masih perlunya perbaikan mendasar siscem akutansi keuangan negara agar dapat
diseragamkan sesuai dengan siscem yang ditetapkun vleh Menter Keuangan.

!;-u_'l

Perfunya singkronisasi sistern komputer insransi pemerintah agar menjadi

terintegrasi dan kompatible ancara sacu dengan yang lain.

1. Perlunva mengimplementasikan sistem perhbendaharaan tungzal agar vang negara
tidak lagl cersebardi berbagai rekening yang tdak rerpadu dan dikonsolodasikan.

4. DPerlunya invenrarisasi aser negara baik di ringlear pusar dan daerah. Dalam kaitan
ini perln adanya perbaikan administrast penempatan modal pemerintah pada
BUMN dan BLIMID.

5. Perlunya penyediaan tenaga akutansi pada setiap unit instansi pemerintahan
mulai dari ringkar pusar hingega daerah

6. Perlunya pembangunun jaringan sistem komputer pemerintah yang kompatibel
anrara satu dan lainnya.

7. Perlunya mansparansi dan akuntabilitas penerimaan negara baik yang bersumuber

dari pajak, migas dan penambangan sumber daya lainnya maopun PNBP.
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PERAN BAI'FTAM-LK DALAM SISTEM PENGAWASAN PASAR
MODAL DI INDONESIA

Oleh: Nidva Wiras Savekti’

1 Penwlis adalah Kandidac [eneliel Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publil poda Pusat Pengkajian
Pelavanan Data dan Informasi (30D Sekreetariar Jenderal DPR RL
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan ckonomi, baik mikro maupun makro proses manajemen vang
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan
aspek vang sangat penting. Salah sacuw aspek tersebur, yairu pengawasan, menurur
Frank (1984} menjadi penting karena adanya pengawasan akan membuac pelaksanaan
kegiatan ridak akan menyimpang dari deregulasi yang ada dun menjumin agar posisi
kegiatan terap berada dalam jalur yang sesuai dengan rujuan organisasi. Tetapi dengan
semakin besar dan kompleks swaru organisasi maka peran pengawasan sulic dilakukan
oleh individu dan memeriukan suam lembaga khusuos?

Begitupun dalam pasar modal, dengan semakin kompleksnya masalalt dan
peraturan vang berlaku, pengawasun menjali hal yang sangac penting rerutama dalam
mengawasi pelaksanaan tegulasi yang ada’ i Indonesia, sesuai UndangUndang
Nomar & Tulwn 1995 1entang Pasar Modal, fungsi pengawasan pasar modal dilakukan
oleh Bapepam-LK di hawah koordinasi Menreri Kenangan. BupepunnLK memiliki
tugas melakukan pembinaan, pengariran, dan pengawasan seharihari keglatan pasar
madal dengan tujuan menciptakan kegiatan pasar modal yang rerator, wajar, dan
efesien serta melindunei kepentinean pemodal dan masyarakac,

Dalam melaksanakan tugasnya terselur, Bapepam-AdK dituntut untok menjadi
lembaga vang independen sesuai dengan Keretapan MPR NolV/MPR/1999
tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab: [V Butir B.8 yany
menegaskan babhwa “mergembangkan pasar modal yang sehac, transparan, efisicn, dan
meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar internasional
dan dinwasi olels lembaga independen.”

Namun dalam prakteknya, terjaci konrradiksi di mana Bapepam hanya menjadi
salah satu bagian dalam struktur orpanisasi Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tiwa Sarana, dkllc, Prsar Madal dulam Ponaengwncn Ekonomi Berkelanjucan, (Jakarca: LIPI Press, 2008),
hal.107.

| Ibid, hal 107
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Gambar 1.1, Struktur Organisasi Kementerian Keuangan R1
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Strukiur organisasi Kementerian Keuangan RI merupakan tindaklimjuc dari
Undang-ndang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncio Peraturan
Presiden Nomor 47 Tabun 2009 tentang Pemubentukan [an Crganisasi Kementerian
Negara, serta merujuk pada surar edacan Sekreraris Jenderal Deparremen Keuangan
Namaor SE-11/ME.1/2010 renmang Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan
Menjadi Kementerian Keuangan, sehingga sejak 2009, Departemen Keuangan resmi
bernbah nama menjadi Kementerian Keuangan. Sedangkan Struktur organisasi
Hapepam sendiri berdasarkan Kepurusan Menteri Keuangan Rl MNomor: 606/
OMK 0172005 rangeal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tara Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lemibaga Keuangan.

158



PDF Compressor Free Version

Midya Waras Sayehe

Terlepas dari dua regulasi yang kontradiktif cersebut di aras {(UndangUndang
Nomor 8 Tahun 1995 dan Ketetapan MPR NoIV/MPR/1999), independensi
Bapepam-LK memang sudah menjadi sebuah keharusan karena dalam menjalankan
tugas dan fungsinya Bapepam-LK harus objektif dan jauh duri tekanan politik dan
kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian pasar modal dapar berkembang didukung
adanya sebuah lembaga yang mengawasi kepastian hukum dari pihakpihak vang
melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal dari kegiatan
yang merugikan.® Berdasatkan hal tersebut, menarik untuk membahas bagaimana
peran Bapepam-LK dalam sistem pengawasan pasar modal di Indenesia.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana sistem pengawasan pasar modal di Indonesia?

2. Bagzimana peran Bapepam-LK dalam sistem penpawasan pasar modal di
Indanesia?

3. Apakah perlu dilakukan restrukturisasi tethadap lembaga pengawas pasar modal
di Indonesia’ Jika perlu, bagaimana konsepnya?

4 Ihid, hal 108-103.
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BAB 11
TINJAUAN TEORI

A. Konsep Pengawasan dan Pengendalian

Penpawasan relah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, pada saat manusia sudah
bermasyarakat dan terjadi pengelolaan public property oleh pihak yang ditunjul.
Scjarah perkembangannya dapac disimak Jdalam Montgomeny's Auditing. Tidak ada
yang mengetahui secara persis kapan dilaksanakannya pengawasan yang pertama
kali, walaupun terdapat bukri yang jelas babwa pada awal peradaban manusia relah
werdapat beberapa bentuk proses pengujian terhadap percanggungjawaban seseorang
atau kelompok terrentu oleh kelompok yang lainnya dalam rangka mencapai efesiensi
dan efekrivitas pelaksanaan kegiacan bersama®.

Scjarah perkembangan organisasi sosial, politik, dan ckonomi mudern
menunjukkan pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan keberhasilan dan
kemajuan organisasi. Fenomena ini rerkuak melalui penjelasan teori asymmetrical-
mfermation. Menurut teori ini kelangeengan suaru organisasi ditentukan oleh
kemampuan untuk menciptakan informasi yang rerbuka, seimbang dan merata
bagi semua pihak yang berkepentingan. Kesenjangan informasi rerjadi antara pihale
manajemen yvang dapat melakukan akses langsung dengan subjek informasi dengan
pihak Lkonstituen yang berada di luar manajemen®

Pengawasan mcrupakan salah sacu dari fungsi manajemen schagai proses kegiatan
pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, tugas pokok, dan fungsi
arganisasi dapar terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana,
dan kerentuan yang telah diretapkan. Schagai kewajiban dari setiap pimpinan unit
organisasi/instansi pemerintah, pengawasan hendaknya dapar mencegah sedini
mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penvelewengan, hambatan, kesalabian,
Jdan kegagalan dalam pencapaian wjuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Ragam
hentuk pengawasan, meliputi: pengawasan/pengendalian, general audit, financial gudir,
audit operasional, audit manajemen, audit kinerja, audit komprehensif, pemeriksaan
serentak, program audit, pemeriksaan kemudian {post audit), audit khusus (special

5 Jusuf Anwar, Penegakan Huhum dan Pengavasan Pasar Meodal Mndonesiz, [Bandung: PT. Alunwna, 20083,
hal.128.

& Ibid, hal128.
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andit} pengawasan aspek strategis (ASTRA), pengawasan sejak tahap perencanuan,
pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat’,

Proses pengawasan dimaksudkan untuk mengusahakan pelaksanaan berjalan
sesual dengan vang relah direncanakan. Pengawasan juga mempunyai posisi yang
sangat vital untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi terap berada
dalam jalur yang sesuai untuk dapat mencapai vist dan misi otganisasi. D samping
itu, pengawasan mempunya peranan yang viral bagi keberhasilan organisasi. Semakin
besar dan kompleks suatu arganisasi, maka akan semakin memhunihkan pengawasan,
mengingat rentang kendali yang panjang dan sulit unwk dilakukan oleh manusia
secara individu.®

[mplementasi penggunaan istilah pengaswasen di Indonesia seringkali cumpang
tindih dengan istilah pengendalian. Padahal sebenarnya kedua istilah ini memiliki arti
yang berbeda dan tidak saling mengpantikan. Downes dan Goodman membedakan
kedua istilah tersebuc, Wawh diterjemahkan sebagai pengawasan, contohnya watdh bist,
sedangkan conirel diterjemahkan schagai pengendalian, contohnya controlling interest.
Sedangkan menuruz Tjicrusidojo, pengawasan adalah suatu bentuk penghematan vang
umumnya dilakukan secara menyelurub, dengan jalan mengadakan perbandingan
antara yang dikonstarit dan yang seharusnya dilaksanakan®. Sedangkan istilah
pengendalian meaurut Easl P. Strong adalah proses pengaruran herbagai fakrar
dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana, dan
menurut Harold Koonez, pengendalian adalab pengukuran dan perbaikan terhadap
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencanarencana yang telah dibuar untuk nmencapai
tejuan-tujuan dapac terselenggara'®,

Mengendalikan {controlling) adalah proses kegiatan untuk memastikan bahwa
akeiviras yang terjadi sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses ini melibatkan
berbagai elemnen!!:

1. Menetapkan standar prestasi kerja;

2. Mengukur prestasi ketja saat in;

3. Membandingkan prestasi kerja dengan standarnya;

4. Mengambil tindukan korekeif bila ada penyimpangan.

Dari berbagai definisi tersebuc di aras, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan
antara istilah pengawasan dan pengendalian. Para ahli juga menvepakati bahwa
perbedaan tersebur juga terdapar pada wewenang dari para pengemban fungsi kedua
istilah tersebut di aras. Menurur Tjitrosidojo, pengendalian memiliki wewenang

7 lbid,, hal.128-129,

8 Ihid., hal 127.

Y lbid., hal 139

10 Malayu Hasibuan, Managmen Daser, Pengertian, dan Masalzh {Jakarta: Bomi Aksaca, 20063, hal 41.
11 Sentat Imam Wabyonn, Mangjemen Tuta Kelole Omanisasi Bisniz, {Jakarra: PT.]ndeks, 2008), hal 9.
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turun tangan, Wewenang semacam iru secara murni tidak dimiliki oleh fungsi
pengawasan. Secara formal, pengawasan hanya bersifat memberikan saran, sedangkan
tindakan lebih lanjut merupakan wewenang dari orang-orang yang mempunyai fungsi
pengendalian.'”

Terakhir, dapar disimpulkan bahwa istilah pengendalian mengandung pengertian
yang lebih luas dari istilah pengawasan dalam konteks pengawasan dan tindakan
korekrif. Pada umuomnya, fungsi pengendalian terdapar pada pimpinan, baik pada
pimpinan tertinggi, menengah, maupun pimpinan terendah. Sementara fungsi
pengawasan secara murni tidak terdapat hak untuk melakukan tindakan koreketif™.

B. Konsep Lembaga Pengawasan di Luar Neperi

Di beberapa negara maju Jdi dunia, fungsi pengawasan pasar modal dilakukan oleh
sebuzh lembaga independen yang khusus dibentuk puna mengatur dan mengawasi
kegiaran pasar modal, misalnyadi AmerikaSerikardimana fungsi pengawasandilakukan
aleh The Securities and Exchange Commision (1S SEC) dengan mujuan memberikan
perlindungan kepada para invesrar dan menjaga agar pasar senantiasa transparan,
adil, dan rerjaga integritasnya dengan menjunjuny azas keterbukaan®. Lembaga ini
dipitopin olch 5 (lima) komisioner yang diangkat oleh Presiden dengan perserujuan
Senat dan saru dianraranya ditunjuk sebapai ketua. US SEC dibern kewenangan untuk
menpenakan sanksi ad ministrasi berupa denda kepada pelaku pelanggaran, yang akan
dizunakan untuk mengganti kerugian yang diderita invescar, disamping i, SEC juga
diberi kewenangan uncuk mengpunakan dana hasil pengenaan denda kepada analis
efelc untuk pelaksanazn program edukasi kepada investor dan masyarakat’™,

[7i Australia, fungsi pengawasan dilakukan oleh Australian Securivies and tnvestment
Cammision (ASIC) vang mengeantikan Australian Securities Commisian (ASC) pada eahun
2001, ASIC memiliki kewenangan menerima pendaftaran pecusahaan, menerima
dan mempublikasikan informasi-informasi perusahaan, melakukan pengaturan yang
berkaitan dengan kegiatan bursa, dan juga mengawasi kepatuhan hukum pelaku pasar
terhadap kewajiban-kewajiban yang cukup luas. ASIC juga diberi kewenangan unruk
mengadakan investigasi apabila memang dipetlukan dan pantas unruk dilakukan,
serta mempublikasikan informasi yang terbatas pada kepentingan khusus namun
berkewnsjiban menjaga informasi rersebur agar ridak jatuh pada penggunaan dan
disclosure yang tidak ada otoricasnya®’.

12 Juwsuf Anwar, op.cit., hal. 139140,
13 lbid., hal.140.

14 Jiwa Sarana, dkk., op.cit., hal 107
15 Jusuf Anwar, ap.cic, hal. B9,

16 Jiwa Sarana, dkk., op.ait., kal 107
17 Jusuf Anwar, op.cit., hal. 99,
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Sementara di negarancgara beckembang, fungsi pengawasan pasar modal
ditakukan oleh sebuah lembaga yang secara koordinasi masih di bawah departemen
keuangan'®. Di Malaysia, fungsi pengawasan pasar modal negara terscbur dilakukan
oleh Securities Commision of Malaysia (SC Malaysia) sejak tahun 1993, Selain berwenang
melakukan pengaturan dan pengawasan industri sekuritas Malaysia, SC Malaysia
juga berwenany melakukan pencgakan hukum di bidang pasar modal, baik dengan
mengenakan denda kepada pelanggar maupun dengan melakukan investigasi terhadap
setiap pihak yang diduga kuac terlibat dalam suatu pelangparan®.

Dari ketiga konsep lembaga pengawasan di Negara Amerika Serikat, Australia,
dan Malaysia, dapar dilihat kesamaan tjuan pengawasan pasar modal yaitu untuk
menciprakan pasar modal yang wajar, efekeif, dan efesten. Intermational Organisation of
Securities Commisions ([OSCQ) - organisasi internasional rempat bernaungnya hampir
selucub lembaga pengawas pasar modal yang ada di dunia, membagi prinsip-prinsip
pengaturan ke dalam 8 kelompok pengaturan besar, yairu™:

1. Prinsip yang berkaitan dengan keberadaan lembaga pengawas atau repulator pasar
modal;
Prinsip pengaturan SRO,
Prinsip penegakan hukum pasar modal;
Prinsip kerja sama di hidany peraturan;
Prinsip pengaruran emiten;
Prinsip pengatiiran skema investasi kolekrif;
Prinstp pengaturan lembags intermediari; dan

00 71 B o b B

Prinsip pengaturan pasar sekunder.

1B Jiwa Sacana, dkk., op.cir, hal 108,
19 Jusut Anwar, epcit., lial, 113-114.
20 Mhid, hal.118-L19.
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A. Sistem Pengawasan Pasar Modal di Indonesia

Pengawasan merupakan kunci utama bagi perlindungan investor di pasar modal.
Sebawaimana disadari bahwa gambaran dari objek yang diperdagangkan di bursa efek
sangatlah berbeda dengan objek perdagangan pada umumnya. Hal ini berdampak
juga pada sistem pengawasan yang diberlakukan rerhadap perdagangan cfck cermasuk
peraturan yang mendasarinya. Perbedaan antara barang-barang pada umumaya dengan
produk sekuritas dapat dilihat dari prinsipnya dimana barang merupakan hasil yang
diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Berkaitan dengan hal ini, peraturan
pemerintih lebil diarahkan kepada perlindungan konsumen terhadap barangbarang
herbahaya, periklanan yang menyesatkan serta praktik-prakrik penenmuan harga yang
ridak sesuai™'.

Sedangkan produk sekuritas menuruz Ratner, mempunyai beberapa karakteristik
khas, yaitu: pertama, produk sekuriras merupakan produk vang diciptakan, bukanlah
produk yang diproduksi. Sekuritas dapar dikeluarkan dengan jumlah yang ridak
terbaras , dan sekuriras ridak bernilai apa-apa selain dari apa vang diwakilinya. Dengan
demikian, sasaran penting dari pengawasan serta perlindungan hukum bagi produk
sekuritas adalah meyakinkan bahwa kerika produk sckuriras tersebut dikeluarkan
kepada umum, para investor memiliki data akurat mengenai perusahaan dan produk
sekuritas rersebut mewakilinya. Kedua, produk sekuritas tidak dapat dimanfaatkon
oleh pembelinya secara langsung atau sekerika setelah merek bertransaksi. Produk
sekuritas lebih dimanfaatkan schagai uang yang kemudian diperdagangkan di bursa
sebagai pasar sekunder dengan harga yang berflukmuasi. Dengan demikian, fokus
pengawasar dalam hal ini yaitu adanya jaminan aras informasi yang berkesinambungan
mengenai perusahaan arau halhal yang berkaitan dengan sabam yang diperdagangkan
tersebut 2,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tenrang Pasar Modal menyatakan balwa
pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas
pasar madal berwjuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang terarur, wajar,
dan efesien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakar.

21 ibid, hal. BOS1
22 b, hal. 8L
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Selain itu, dalam Ketetapan MPR NoIV/MPR/1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV ditegaskan mengenai masalah
Pembangunan Hukum dan Pembangunan Ekonomi, dalam Butir A.7 disebutkan
bahwa “Mengembangkan peraturan perundangundangan yang mendukung kegiatan
perekonomiandalam menghadapiera perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan
nasinnal.” Selanjutnya Butir B.7 meoyebutkan bahwa “Mengembangkan kebijakan
fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efesiensi,
efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengueanyi ketergantungan dana
dari luar negeri” dan Butit B.8 menvebutkan bahwa “Menpembangkan pasar modal
yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan
sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.”

Berdasarkan dua repulasi tersebut, maka sistem pengawasan pasar modal yang
ingin dikembangkan di indonesia adalah pengawasan unruk mewujudkan kegiatan
pasar modal yang terarur, wajar, dan ¢fesien serta melindungi kepcntingan pemodal
dan masyarakat melalui lembaga independen.

Betapupun pentingnya  pengawasan, jangan  sampai  penhgawuasan  tersebur
menghambat penciptaan pasar modal yang teratur, wagar, dan efesien. Dalam kaitannya
dengan lembaga pengawas, 5ri Mulyani mengemukakan empat aspek penting yang
harus mendapar perhatian, yairu®:

. Menectapkan standar disclusure dan menjapa agar standar tersebut dipenuhi oleh
seluruh perusahaan vang telah dan akan mencaratkan sckuritasnyn pada pasar
madal;

2. Mengadakan pengrawasan dan menjaga peraturan pasar modal termasuk techadap
pelakunya (perusahaan broker dan institusi penunjang lainnya), menctapkan
standar rransaksi dan prakiilepraktik penjualan sekuritas, kebijakan yang
mempengaruhi operasi pasar mowdal, sehingpa mekanisme pasar modal yang
efesien dapar terjadi dan rerjaga;

3, Mengurr dan menjaga perilaku perusahaan investasi;

4. Aspck menjalankan{enforcement) dan pemenuhan (compliance) peraturan-peracuiran
vang telab ditetapkan dan penyidikan rerhadap persoalan yang berpotensi maupun
telah melanggar peraturan dalam rangka melindungi kepentingan investor.

B. Peran Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan {Bapepam-LK)

Struktur Oreanisasi Bapepam ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 177 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur melalui
Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KME.01/2001 jo. Keputusan Menter Keuangan
No. 606/KME.01/2005 ranggal 30 Desember 2005 tentang Orgamisasi Dan Tara
Ketja Badan Pengawas Pasar Modul dan Lembaga Keuangan, dimana sclain mengatur

23 Mid., hal 173
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rentang Strukrur COrganisasi, juga mengatur tugas dan fungsi dari masing-masing
struktur oTganisasi.
Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tencang Pasar Madal, diuraikan
tentang tugas dan wewenang Bapepam yaitu sebagai berikut:
Tugas Bapepam adalah melokukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-
hari kegiatan pasar modal untuk mewujudkan terciptanya kepiaran pasar modal yang
teratur, wajar, dan efesicn serra melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Denpan tugasnya rersebut, Bapepam-LK diharapkan dapat mendorong secara
optimal pemanfaatan pasar modal sebagai wahana penghimpun dana jangka panjang
sehingga dapat membanru pendanaan pembangunan nasional. Sedangkan kewenangan
Bapepam-LK adalah:

1. Member izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat
Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

2. Memberi izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efck, dan Wakil manajer Iovestasi;

3. Memberi persetujuan bagi Bank Kustodian;

Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanar,

-

5. Menetapkan persyaratan dan caca cara pencalonan dan memberhentikan unruk
sementara wakeu komisaris dan araw direktur serea menunjuk manajemen
sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga
Peryimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilibaya komisaris dan arau
direkeur yang baru;

6. Menetapkan persyaratan dan tara cara Pernyataan [endaftaran serta menyatakan,
menunda, arau membatalkan efektifnya Perovataan Pendattaran;

7. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap seriap Pihok dalam hal rerjadi
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran rerhadap Undang-undang ini dan
atau peraturan pelaksanaannya;

8. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atan
promosi yang berthubungan dengan kegiatan di Pasar Modal atau untuk mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang vimbul dari iklan
atau promosi dimaksud;

9. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiren atau Perusahaan Publik yang
telah arau diwajibkan menyampaikan Pernyaraan Pendafraran kepada Bapepam
dan pihak vang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,
perscujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang;

10. Menunjuk pihak lain untok mefakukan pemeriksaan certentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam angka @ di atas;

11. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
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12. Membekukan atau membazalkan pencararan suatu Efek pada Bursa Efek acau
menghentikan Transaksi Bursa aras Efek tertentu untuk jangka wakeu tertentu
puna melindungi kepentingan pemodal:

15.Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek uneuk jangka waktu terreneu
dalam hal keadaan darurac;

14.Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yanp dikenakan sanksi oleh
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, arau Lemhaga Penyimpanan
dan Penyelesaian serra memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan
pengenaan sanksi dimaksud;

15.Menetapkan biaya penzinan, persetujuan, pendafraran, pemeriksaan, dun
penelitian serta hiaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;

16. Melakukan tindakan yang diperlukan unwk mencegah kerugian masyarakac
sebagai akibar pelanggaran atas kerentuan di bidang Pasar Modal;

I7. Memberikan penjelasan lebih [anjut yang bersifat reknis atas Undang-Undang ini
arau peraturan pelaksanaannya;

18. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan (surat
pengakuan utang, surat berharga komersial, sabam, obligasi, tanda bukri urang,
Unit Penyertaan kontrak investasi kolekeif, kontrak berjangka ams Efek, dan
scriap derivatit dari Efek.

Kewenangan Bapepam-LK yang diberikan oleh Undangundang Nomor 8 Tahun
1995 tersebut diabarkan secara lebih rinci dalam beberapa peraturan, yairu®:

L. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di
biclang Pasar Modal;

2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tenrang Taza Cora Pemertiksaan di
Bidang I'asar Madal;

3. Kepuwusan Menteri Keuangan No. 645/KMK.01/1995 Tentang Pencaburan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Kepunisan Menteri Kevangan
Momor 284/ KME.010/1995;

4. Kepurusan Menteri Keuangan No. 646/KMK.01/1995 tentang Pemilikan Saham
atau Unit Penyerraan Reksa Dana oleh Pemodal Asing;

3. Kepuwsan Menteri Keuangan No. 455/KME.01/1997 tentang Pembelian Saham
ateh Pemadal Asing; dan

6. Kepuusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan
Saham dan Permodalan Perusahaan Efek.

24 “Fungsi Bapepam,” (heep://www.hapeparm.go.ids/ald/old/profil/ fungsi/index. hem, diakses ranggal
25 Mei 2011),

168



PDF Compressor Free Version

Midvwa Waras Sayeli

Sedangkan fungsi Bapepam, dijelaskan dalam pasal 3 Keputusan Menten
Keuangan Rl Nomor; 503/KME.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal, yaitu:

l. Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal;

2. Pembinaan dan pengawasan terthadap pihak yang memperoleh izin usaha,
persetujuam, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di Pasar
Maodal;

3. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan
Publik;

4. Penyelesaian keberatan vang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh
Bursa Efck, Lembaga Kliting dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

5. Penetapan ketentuan akuntans: di hidang Pasar Modal; dan

&. lengamanantcknispelaksanaan cugaspokok Bapepamsesuaidengankebijaksanaan
vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Secarasingkar, Bapepam-LK dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan
melakukan pemeriksaan, penvidikan, penyelesaian persclisihan, pemeriksaan keberaran,
dan pengenaan sanksi adminiseratif.

Apabiladilihatdari kewenangannya tersebut, diperoleh petunjuk bahwa Bapepam -
LK telah menjalankan fungsi pengendatian dari sekedar fungsi pengawasan. Terbulkti,
Bapepam-LK memiliki wewenang untik memberi izin, menetapkan persyaratan
{dalam istilah manajemen disebur sebagai kegiatan evaluasi), serta membekukan dan
membatalkan pencatatan saham {dalam istilah manajemen Jdisebut sebagai kegiatan
korekrif}®s,

{Meh karena itu, agar Bapepam dapat menjalankan fungsi pengendalian (bukan
saja pengawisan), nama Bapepam perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan
tugas yang diembannya. Jika dipandankan dengan di USA, fungsi Bapepam adalah
kuranglebih sama dengan fungsi US SEC (Securities and Exchange Commission). Denpan
demikian, kata pengawasan dalam penamaan Bapepam perlu memperaleh pemikiran
kembali guna menampung tidak saja kegiaran penpgawasan akan tetapi pula kegiatan
pengendalian®.

Bapepam juga berperan dalam menciprakan mekanisme perdagangan yang bessih.
Hal mi dimaksudkan agar praktik perdagangan semu yang bertujuan memanipulasi
tata kerja mekanisme pasar dapat dihindari. Caranya adalah dengan mengembangkan
suatu rransalesi yang berjalan dengan wajar, cepat, dan repar®.

25 Jusuf Anwar, opci., hal. 142,
26 Mhid., hal.142.
7 Ihid., hal.179.

169



PDF Compressor Free Version

Feran Bapepam/LK Dalam Sistem Pengawasan Pasay modal I Indanssia

Bapepam-LK telah melakukan penyederhanaan prosedur penawaran umum di
pasar modal. Langkah ini sesuai dengan usaha untuk kembali kepada nilai dasar
pasar modal, yairu agar para pihak vang melakukan penawaran umum melaksanakan
transparansi dengan melampirkan dokumen yang lengkap dan benar sejak awal.
Bapepam juga telah menerbitkan peraturan penawaran umum bagi perusahaan
menengah kecil untuk menghindarkan kesan bahwa pasar modal haoya bisa diakses
oleh perusahaan-perusahaan besar. Pemnberian kemudahan o, dengan catatan hanya
raengenai prosedur dan lain-lain yang tidak berkairan dengan materi kererhukaan®™.

Dalam menjalankan tugasnya, Bapepam-LK scbagai regulator di pasar modal
berpegang pada empat prinsip urama sebagaimana tertuang dalam UUPM pasal 4,
dianraranya adalah*™:

1. Kchao-hatian {Prulential) dimana masalah kehati-hatian ini dapat dilihat dari
sejumlah syarat kelayakan modal bagi lembaga intermediasi di pasar modal
dengan melengkapi sistem monitoring dan sejumlab regulasinya.

2. Melindungi (Protective) yang tersermin dengan meneruskan keringka hubungan
antat pemain pasar dan para nasabahnya, antar pemodal kecil dan pemodal besar.
Disini aspek kecerbuknan menjadi elernen yang sangat penting.

3. Organisasi (Organizational) berkaitan dengan pendirian bursa efek, lemhbaga
kliring dan penjaminan, dan sistern informasi pasar.

4. Serukrural {Souctural) yang diwujudkan dengan memperkenankan pemerintah
untuk mengatur keseimbangan pasar modal.

C. Restrukturisasi Lembaga Pengawas Pasar Modal di Indonesia

Sejak bursa diprivarisasi awal 90an, yang terasa justru pemerinah haoya
berpartisipasi dalam pembuaran aturan main, kadang mencoba menjadi wasit vang
baik, dan menganggap hahwa urusan pengembangan infrastukeur, promesi, dan
masalah teknis lain adalah bagian para pelaku. Pemerintah juga terlibat melepaskan
sepenithinya masulah pengembangan bursa kepada Bapepam, yang dengan segala
hormar mempunyai banyak keterbatasan bergerak. Bapepam sebagai suatu lembaga
yang membawahi pasar modal rerlibat tak punya karisma layaknya Bank Indonesia.
Posisi Ketua Bapepam yang masih di bawah scorang menteri keuangan mungkin
penyebab utamanya™. Sebagai suatu contoh, dalum kasus insider trading di Bank Bali
vang akhirnya tidak bisa dibukrikan karena ridak adanya MOLU] antara Bapepam
Jdengan lembagn pengawas pasar modal di Jerman menjadi pelajaran tersendiri bagi
pasar modal Indonesia. Nantinya, melalui amendemen UU Pasar Maodal, diharapkan
Bapepam akan lebih mudah mengusuc kasus. Selain wu, pihaknya jupa akan dapat

78 ihd., hal151.152.
29 Jiwa Sarang, dkk. Opene  hal [08-110,
30 Tiro Sulistio, Menear Ekenomi ProPasar, {Jakarta: The Iovestor, 2004), Ll 158,
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mengikuti Mol dengan asosiasi regulator pasar modal sedunia (Incernastional of Security
Onganization,/1080). Di muna penyelidikan yung harus membuat pikaknya bertukar
data dengan pihak negara lain akan menjadi lebib mudah™.

Kegiatan pengawasan industri sekuritas memegang peranan yany sangat penting
bagi terciptanya penyelenggarsan pasar yang sehat, efektif, dan efesien. Pengawasan
industri sekuricas memberikan iklim vang kondusif bagi para pemodal maupun semus
pihak yang rerkait di dalam industri ini unruk berperan secara aktif. Oleh karena itu,
perlu dibentuk suatu lembaga independen yang mengawasi kegiatan di bidang pasar
modal dan lembaga keuangan.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR No IV/MI'R/1999 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 bahwa unmuk mengembangkan
pasar maodal yang sehar, transparan, dan efisien perlu diawasi olch lembaga independen.
(Meh karena itu, diperlukan independensi dari lembaga pengawas pasar modal dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Independensi lembaga pengawas berarti lepasnya pengawasan pasar madal dari
pengaruh maupun intervensi Pemerintah. Lembuaga Pengawas Pasar Modal harus dapat
menjalankan fungsinva dengan objektil jauh dari tekanan politik maupun kepentingan
pihak ketiga lainnya. Merupakan darah dan daging setiap Lembaga Pengawas Pasar
Modat bahwa rujuan utama lembaga pengawas adalah melindungi kepentingan publik
para pernodal ™,

Lebib lanjur, berdusarkan Undangandang NMomor 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undangundang Nomeor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
dalam penjelasan Pasal 34 ayar (1}, disecburkan bahwa rugas mengawasi Bank akan
dilakukan oleh lembagn pengawasan sektor jass kevanpan yang independen, dan
dibentuk dengan undang-undang dan ayar (2) menyebutkan Pembentukan lembaga
pengawasan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Dalam penjelasan Pasal 34 uyat (2} dari Undangundang tersebur ditegaskan pula
bahwa penpatihan fungsi pengawssan bank dari Bank Indoncsia kepada lembaga
pengawasan sekror jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah diperuhinya
syaratsyarat yang melipuci infrakstrukeur, angyaran, personalia, scruktir organisasi,
sistem informasi, sistem dokurnentasi, dan berbagai peraturan pelaksanazan berupa
perangkat hukum sertz dilaporkan kepada DPRY. -

Sektor jasa keuangan mencakup anrara lam pasar modal, perbankan, dana
pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Institusi tersebur adalah induseri
yang sangat dinamis, kompleks, dan selalu berubah serta mempunyai interdependensi

31 Widi Agustian, “Draf Amandemen UL Pasar Modal Masih Disempurnakan,” (htp://economy
okezone.com/read /2009/08/12 /278247492 /2T drafamandemen-nu-pasar-modal-masibh-
disempurnakan, diakses tanggeal 13 Manst 2001)

32 Jiwa Sarany, apcit,, hal 149,
33 teid. , hal 151,
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yang sedemikian tinggi antara satu sekeor dengan hinnya baik di ongkat domestik,
regional maupun global. Karakteriscik tersebut niembawa setidaknya dua konsekuensi
utama, yaitu para pelaku di sekror jasa keuangan harus mampu beradaprasi dengan
perubahan yang terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk
menghadapi dinamika dari perubahan tersebud®.

Menanggapi dinamika perubahan tersebut, dalam Road Map Departemen
Kenangan dan Kebijukan Sektor Keuangan relah dicanangkan adanya integrasi
pengiwasan sckior jasa keuappan non bank vang merupakan lanpkah awal untuk
membentuk suatu pengowns jasa keuangan vang terintegrast. Penggabungan Badan
Pengawas Pasar Modal {Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK)
sehingga menjad: Bapepam-LK mervpakan persiapan dalam rangka pembentukan
instirusi dimaksud .

Kecenderungan diterapkannya sistern pengawasan industri jasa keuangan secara
terpadu yang mengawasi tidak hanya pasar modal tetapi juge perusahaan asuransi, dana
pensiun dan lembaga keuangan lainnys termasuk perbankan di Indonesia merupakan
benruk penyesuaian diri para repulator atas perubahan yang relah dilakukan oleh
beberapa negara selama satu dekade rerakhir. Sebagai gambaran atas kondisi yang
berlaku di beberapn nepara, jtka sebelumnya inseitusi pengawas pasar modal dilakukan
oleh insritusi khusus pengawas pasar madal, maka saat ini pengawasan dilakukan oleh
suan institusi pengawas terpadu yang mengawast seluruh kegiaran sektor kenangan.

[nstieusi pengawasan terpadu ini dibentuk dalam ranglka mengurang: tingkat
ristko di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnys universal produce,
meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar
prakeik bisnis keuangan, dan mengurangi kejahatan dj bidang kevanpgan¥.

Saat ini, rancangan undangundang tentang pembentukan institusi/Tembaga
pengawas erpadu tersebut atau dikenal dengan sebutan Ororitas Jasa Keuangan {O)K)
masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia. Nantinya, OJK
ini bersifar Independen dalam menjalankan rugasnya dan kedudukannya berada di
luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnva, OJK
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral
yang akan diatur dalam undang-undang wesebut.

34 “Pengeabungan Badan Pengawas Pasar Modal {Bapepam) dan Direktonat lendderad Lemboga Kevangan
{DILK).,™ hirpe/ s wwnw. bapepam.go.id/bapepamlk/organisasi/index hom, diakses 2 Mei 2001,

33 Ihid
35 tid,
37 1bid
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Tujuan urama dari pembentukan lembaga tersebur, yain®™.
1. Mengmtegrasikan seluruh kegiatan pengawasan di bawah satu payung.
2. Meningkatkan independensi lembaga pengawasan.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap investor.
4. Meningkackan kepercayann terhadap pasar (market confidence).
5. Meningkatkan pemahaman publik {(pablic cwareness).
6. Menekan tingkat pelanggaran dan kejahatan di bidang jasa kcuangan.

Namumn dalam prases pembennukan OQJK, diharapkan pemerintah tidak melupakan
prioritas yang harus dituntaskan segera, yaitu prioritas mengembalikan kepercayaan
tethadap industri keuangan, prioritas membangun infrassrukrur bursa dimana bursa
sebagai sarana mobilisasi dan bukan mesin pembuat laba, prioritas penegakan hukum
di indusrri keuangan, bahkan juga prioritas menyempurnakan undang-undang pasar
modal, sehingga perbaikan ekonomi dapat terwujud®.

38 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Penganasan Pasar Modal Indonesia, (Bandvog: PT. Alumini, 20083,
hal 187150,

19 Sulistio, op.cit., hal.254.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

. Berdasarkan Undangundang No. 5 tahun 1995 rentang Pasar Modal, sistem

pengawasan pasar modal yang dikembangkan di Indanesia adalah pengawasan
untul mewnjudkan kegiatan pasar modal vang rerarur, wajar, dan efesien serta
melindungi kepentingan pemadal dan masyarakat.

Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) bertugas
melakukan pembinaan, pengamuran, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar
modal. Dalamy menjalankan tugasoya, Bapepam-LK mempunyai kewenangan
melakukan pemeriksann, penyidikan, penyelesaian perselisihan, pemeriksaan
keberatan, dan pengenaan sanksi administratif. Peran yang dimilikinya rersebusr,
lebik buas dari sekedar menjalankan fungsi penpawasan, yaitu juga melakukan
funesi pengendalian. Padahal, artara pengawasan dan pengendalian memiliki
definisi yang berbeda. Sebagai bukei, Bapepam-LK memiliki wewenang untuk
memberi izin, menetapkan persyaratan {dalao istilah manajemen disebur sebagai
kegiatan evaluasi), serta membekukan dan membatalkan pencacatan saham
(dalam isedilah manajemen discbut sebagai kegiatan korekeif).

Dalam rangka penyesunian diri aras perkembangan dunia jasa keuangan yang
semakin global dan perubahan yang telah dilakukan olch beberapa negara selama
satu dekade terakhir, maka perlu dibenmuk suatu lembaga independen yang
mengawasi kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga kevangan. Penerapan
sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu bertujuan untuk
mengurangi tingkat risike di sektor keuangan dan mengantisipasi berkembangnya
wniversal product, meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen,
transparansi, standar praktik bisnis keuanpan, dan mengurangi kejahatan di
bidang keuangan.

Saran

Semakin kompleksnya dunia jasa keuangan menunrut lembaga penpawas unruk

lebih berhatihati dalam menjalankan rugasnya. Peraturan dan penerapannya perlu

diperketat untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Selain
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah saru dari sedikic negara yang mampu bertahan dari
rerjangan krisis ekonomi global di akhir ahun 2008 dan sepanjang tahun 2009,
Percumbuhan ckenomi Indonesia pun masih bernilai positif yaitu sebesur 4,5% pada
tahun 2009 di mana banyak ncgara lain menunjukkan pertumbuhan vang negatif.
Hal ini ridak terlepas dari langkah-langkah tepat yang diambil pemerintah untuk
mengatasi krisis berupa kehijakan stimuolus fiskat desgan memberikan insentif, selain
juga karena fakeor permintaan konsumsi domestik vang masih cukup tinggi.

Saar ini, kondisi perekonomian Indonesia relatif jauh lebih baik dibandingkan
sebagian negara-negara lain di dunia. Pulihnya perckonomian global dan semakin
meningkatnya kepastian politik di dalam negeri sangat mendukung laju pertumbuhan
ckonomi Indonesia. Selain i, perrumbuban ekonomi Indonesia juga digerakkan
aleh peningkaran konsurnsi dan tingkar investasi, serta peningkaran ckspor?

Dengan semakin membaikoya percumbuhan ekonomi Indonesia tenninya
akan mendorong peningkatun kebutuhan akan berbagai infrastrukrur. Peningkaran
kebutuhan infrastruktor imi rerutama disebabkan oleh derasnya baju investasi.
Pembangunan imfrastrukeur tidak hanya dilakukan karena mampu menstimulus laju
pertumbuhan ekonomi, terapi pembangunan infrastruktur jupga dilakukan karena
didorong oleh rekanan percumbuhan ekonomi itu sendiri. Ketersediaan infrascrukruc
yang memadai dan merara akan berdampak pada kemajuan sosinl ekonomi vang dapart
dirasakan seutuhnya oleh seluruh masyarakac,

Terkairdengan pembangunan, khususnya pembangunan infrastrukeur, tencu tidak
terlepas dari persoalan tanah, karena hampir di setiap kegiatan usaha pembangunan
memerlukan tamah sebagai sarananya. Kegiatan pembangunan terscbut baru dapas
dilakukan jika ranah sebagai tempar untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan
tersebut telah tersedia. Dengan semakin maraknya pembangunan tentunya keburuhan
akan ranah akan semakin meningkat pula. Padahal di satu sisi, ketersediaan akan
tanah untuk pembangunan sangatlah terbaras.

2 Fakuls Ekonomi Universitas Indonesia, “Indonesic Ecemomic Qudnok 201] (Jakearea: Tembapa Penerbir
Faknltas Ekononi UL, 2001, hal, 1112,
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Ketersedizan ranah unmk pembanpunan sangatlah penting, karena dari hasil
pembangunan itu dJitujukan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahreraan
rakyat. Akan terapi, upaya pengadaan tanah untuk pembangunan denpan alasan
untuk kepentingan umum tidaklah muadah dilskukan. Sebagian besar tanah telah
dimiliki oleh sescorang maupun sckelompok orang vang juga mempunyai kepentingan
rersendiri aras tanah rersebur. Hal inilah yang kemudian menimbulkan masatah di
anrara pemerintah dan sebagiun masyarakat.

Adanya berbagai kepentingan yang kelihatannya saling bertentangan antara satu
dengan lainnya berkenaan dengun perscalan tanah dalam pembanpunan. Disatu pihak
pcrabangunan sangat memetlukan tanah sebagai sarana uramanya, sedang di lain piliak
sebagian besar dari warga masyarakar memerlukan jnga tanah rersebur sebagai rempar
pemukiman dan tempat mata pencaharian. Bilamana tanah tersebut diambil begitu
saja dan dipergunakan untuk keperluan pemerintah, berarti mengorbankan hak azasi
wargn masyarakat yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam negara yang menganue
prinsipprinsip "Rule of Law”. Namun jika dibiarkan juga akan berdampak pada
tersendamya usaha-usaha pembangunan.’® Karena itu, pemerintah perlu melakulkan
perbaikan regulasi terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya
pembangunan infrastruktur, guna merumuskan suatu aturan atau kebijakan yang
dapat memberi manfaar bagi kedua helah pihak yang berseberangan, dan pada akhirnya
dapat mensejahterakan seluruh masyarakar [ndonesia.

B. Permasalahan

Pemerintah telah mengujukan Runcangan UndangUndang (RUU) eentang
Pengadaan Tanah Unruk Pembangunan ke DPR sebagi salah satu RUU prioritas
dalam Program Legislasi Nasicnal (Prolegnas) whun anggaran 2011, RUL ini
dimaksudkan untuk mempercepar pembangunan infrastrukeur untuk kepentingan
umum yang selama ini terkendala masalah pembebasan tanaly atau lahan

Namun, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
khususnya pembangunan  infrastcuktur menimbulkan polemik Jdi masyarakar.
Sebapgian masyarakar semuju dengan pengaturan ini, namun sebagian masyarakat
lainmya terutama yang memiliki hak aras tanah tidak setuju, karena merasa hak asasinya
akan dilanggar jika ternyata dengan pengaturan regulasi ini pemerintah dapat dengan
semena-mena mengambil hak kepemilikan atas tanahnya dengan alasan kepentingan
pembangunan.

Tidak dapardipungkiri bahwa pengaruran pengadaan tanah adalah sangat penting
bagi pembangunan infrastrukcur untuk kepentingan umum, Terlebili tagi dengan
kondisi perekonomian lndonesia yang sangat baik saat ini. Tetapi disatu sisi, pengaturan
pengadaan ranah ini akan membuar sebagian masyarakar merasa pemerintah ridak

3 Ema Herlinda. “Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam R.a:nl_']-ca Peml_n]ngunan", (Faku]l;a_a Hukum
Universitas Sumaters Utara, USU Digieal Libeary, 2004), hal. 2
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melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu diperlukan pemikiran
yang matang dan langkah-langkah vang tepat untuk mendapatkan solusi rerbaik dalam
mengatasi hal ini.

Berdasarkan latar belakang dan hal cersebut di atas, maka pokok permasalahan
vang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

l. Bagaimana permasalahan pengadaan tanah dalam mendukung pembangunan
Infrastrukeur di Indonesia!

2. Aspek-aspek apa sajakah yang perlu diperharikan dan ditelaah dalam penyusunan
RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, khususnya pembangunan
infrastruktur agar tidak menimbulkan kerugian di salah sau pihak, terutama
masyarakat yang memiliki hak atas ranah.
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BAB II
KERANGKA PEMIKIRAMN

Peran infrastrukiur dalam pembangunan dapat dilihar dari sumbangan rerhadap
percumbuhan ckonomidan koneribusinya rerhadzap peningkatan kualicas hidup. Secara
ekonami makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrascruktur mempengaruhi marginal
productivicy of private capital, Sedang dalam ringkar ekonomi mikro, ketersediann jasa
pelayanan infraserukrur berpenparuh terhadap pengurangan biaya produksi

Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapar ditunjukkan
oleh terciptanya amenities dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan,
(peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivirns tenaga kena dan akses
kepada lapangan kerja, serta peningkaran kemakmuran nyata), terwujudnya stabilisasi
makro ekonomi (keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredic, dan pengaruhnya
techadap pasar tenaga kenja)

Kodoatie {2003) menyatakan bahwa Infrastruktur merupakan pendukung utama
fungsi-fungsi sistcm sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,
maka infrastruktur secara lebih jelas merupakan fasilitasfasilicas an strukturscrukiur
fisik yang dibangun guna berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi menunjuk pada
suatu keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat dimana infrastrukeur
fisik mewadahi interaksi antama akrivitas manusia dengan lingkungannya®

Berdasarkan hal di atas, infrasruktur menyangkur pada kepentingan umum.
Pengertian kepentingan umum sendiri dapat dikarakan untuk keperluan, keburuhan
atau kepenringan orang banyak atau rujuan sostal yang luas. Namun rumusan seperti
ini dianggap rerlalu umum karena tidak ada barasannya. Oleh karena itu, Salindeho
(1988) merumuskan bahwa yanpg dimaksud dengan kepentingan umurm adalah
termasuk kepentingan bangsa dan ncgara serta kepentingan bersama darci takyar,
dengan memperhatikan segisegi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar
azas-azas pembangunan nasional dengan mengindahkan kerzhanan nastonal serta
wawasan nusantara.’ Begimu juga kepentingan umum juga dapat diartikan sebagai

4 EKwik Kian Gie, "Pembiayuan Pembangunan lnbrascukoor dan Permukiman”, (Kementerian
Perencanaan Pembangunan Naswonal / Dappenas, Seprember 2002), hal. 2,

5 Ibud, hal 2.
6 Robert ). Kodoatie, “Manajemen dan Rekayasa Infrastrukiur”, Dogyakarea: Pusvaka Pelajar, 2007,
7 John Salindeho, “Masalah Tanah Dalam Pembanpgunan”, (Jakarea: Sinar Crafika, 1988), hal. 40
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kepentingan dari sehagian besar masyarakat. Tanpa bermaksud mendiskreditkan
kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum ini lebih tinggi kedudukannya jika
dibandingkan dengan kepentingan pribadi.

Dalam prakeeknya pembangunan infrascruktur membutuhkan tanah, atau
pengadaan tanah. Dan ini menjadi keharusan bagi pemerintah ketika akan memulai
suaru proyek infrastrukiur bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan
tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan ranah dan
pemegang hak aras tanah yang wnahoya diperlukan uotuk kegiatan pembangunan.
Dalam perkembangannya, landasan hukum pengadaan canah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Momor [5 Tahun 1975 yang kemudian
digantikan dengan Kepurusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 1993, yang
kemudian juga digantikan dengan Perpres No 36/2005 yang telah diubah dengan
Perpres No 65,/2006.%

Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No,55/1993 yang dimaksud dengan Pengadsan
Tanah adelah setiap kegiatan untuk mendapathan tangh dengan cara memberikan ganti
kerugian kepada yang berhak atas tandh tersebut. Jadi dapar disimpulkan bahwa pengadaan
tanal dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas
tamah tersebue, tidak dengan cara lain selain pemberian ganti kerugian. Dan menuruc
Pasal 1 angka 3 Perpres No.36/2005 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah
setiap kegiaian untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada
yang melepuskan ateu menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan bendahenda yang
berkaitan dengan tanah atau dengan pencabucan hak atas tangh. Dengan demikian dapat
disimpulkan balwa pengadaan tanah menutut Perpres Nis.36/2005 dapar dilakukan
selain dengan memberikan ganu kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan
dengan cara pelepasan hak dan pencabutan hak atas tanah. Sedangkan menurut Pasal
| angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan Pengeduan Tanah adalah seticp
kemiaran untuk mendapatkan tangh dengan cara memberikan ganii hevugion kepada yang
melepaskan aiau menyerahkan tanak, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan ranah menurut
Petpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimuogkinkan
untuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak.

E Maria 5.W Sumardjono, “Tanah dalam Perspektil Hak Ekonomi. Sosial dan Badsya”, (Jakarta:
Penerbis Buku Kompas, 2008), hal. 280,
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Pembangunan Infrastrukeur

Infrastruktur memegang peranan penting scbagai salab satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mempercepat proses pembangunan nasional.
Uniuk i, sektor ini hatus sejalan dengan perkembangan ekonemi secara makra. Saat
int pertumbuhan ekonomi Indonesia rerus mengalami peningkatan, dan apabila cidak
diiringi dengan pembangunan infrasrrukrur yang memadai maka skan werjadi stagnasi
pada waktu tertentu pada pertumbuhan ekonomi, karena menyebabkan laju investasi
menjadi terhambae?

Selain itu, pembangunan infrastrukrur juga dibutuhkan karena merupakan hal
mendasar bagi terciptanya pemerataan pembangunan. Luasnya wilayah Indonesia dan
terdiri dari ribuan pulau mutlak membutuhkan pembangunan di sektor ini untuk
menjamin hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Infrastrukrur akan menciptakan keterthubungan atau konekrivitas antar wilayah yang
lebih baik sehingga dapar mempermudah arus barang dan manusia dalam hal kegiatan
ekonomi di masyarakat.

Namun, kondisi sektor mfrastrukeur di Indonesia saar ini sangat jauh dari
memuaskan. Terjadi ketimpangan yang begitu mencolok mengenai kerersediaan
nfrastrukeur antara satu daerah dengan daerah lainnya, khususnya uneuk daerah-
daerah di Indonesia wilayah timur. Padabal di Indonesia wilayah timur ini sangat
banyak investor yang ingin menanamkan modalnya. Tidak hanya itu saja, dari sisi
kualitasnya pun infrastruktur yang telah tersedia di Indonesia juga masih sangar buruk,
sehingga pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan
perawaran di sekror ini.

Krisis ckonomi 1997/1998 relah membuat kurangnyi perhatian pemerintah
dalam penyediaan infrastruktur, khususnya di wilayah luar Jawa vang mengakibatkan
kondisi infrascruknur di Indonesia menjadi jauh dari memadai. Hal ini disebabkan
serelah krisis pemerintah harus fokus pada halhal yang lebibh mendesak seperti
menjaga stabilitas ckonomi, sosial politik serta penyelesaian kewajiban hutang tuar

9 T Ade Surya dan Achmad Wirabrara, “Kinera Infrascrukiue dalam Upaya Menciprakan Tklim
Investast yang Kondusf i Indenesia®, Jurnal Ekonomi dan Kelsijakan Pulilik, Val. 1 Na. 2, (Jakarta:
PAIDI Sedden PR R, Desernber 20003, lial. 245,
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negeri. Menurunnya kemampuan keuangan pernerineah, memyebabkan memburuknya
kualitas pelayanan infrastrukeur dan tercundanya pembangunan infrastruktur
baru. Akibatnya, kondisi infrastrukeur Indonesia terpuruk di mansemana. Kondisi
infrastruktur i mempengaruhi pectumbuhan ckonomi, investasi asing, pengentasan
kemiskinan dan mutu linglkungan hidup di Indonesia.™

Secara Keseluruhan, kelayakan infrastrukrur Indanesia jika dibandingkan dengan
negara-negara retangua masih banyak tertinggal. Khosus dengan Malaysia, semua
aspek infrascruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, energi dan [am-lain jauh certinggal
dengan Negeri Jiran tersebur, Masih terbaras dan rendahnya kualitas infrastruktur
[ndonesia berimbas pada peringkat daya saing global yvang cukup buruk.!

Gambar 1. Peringkat Kwalitas Infrastruktur Secara Keseluruhan dan Dava Saing
Global 20092010 (dari 133 negara)
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Sumber: Fafur | dan Aveef 8, 2000, had 4.

Menyadari hal tersebur, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum
relah membuar rencana straregis (renstra) tahun 2010 - 2014 arau disebur Rencana
Pembangunan Jangka menengah untuk meningkatkan pembangunan khususnya di
sektor infrastruktur. Dalam renstra ini cermuat visi, misi, cujuan, stracepi, kebijakan,
dan program-program sehingga pemerintah mempunyai acuan yang jelas dalam
melakukan kegiatan pembangunan di sektor infrastrukrur.

Mamun, realisasi dari perencanaan strategis pembanpunan infrastruktur di
lapangan tidaklah semuodah seperdl yang diperkirakan. Selain permasalahan biaya,
pembangunan infrastrukrur masih banyak terkendala oleh masalah ketersediaan
ranah, karena sebagian kepemilikan tanah telah menjadi hak warga atau masyarakat.

10 Ratih Kusumaning Esti, “Percepatan Peevbangunan Infrastrokiue di Indonesia™, (Economic Review,
N, 209, September 2007, hal. 1.

11 “Mendorong Pembangunan  Infrasouktur  Dasar,”  (heeps/www businessnews.co.idfeatured,”
mendorong-pembangunan-intrastrubuc-dasar. php, diakses 24 Mei 2011).
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Walaupun jelas maksud dari pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan umum,
namun kebanyakan warga masib enpgan merelakan ranahnwa untuk dibebaskan
karena relah ditempari selama berrahun-tahun, atau tanah tersebut merupakan lahan
baginya schagai sumber penghasilan.

Pembangunan unruk kepentingan umum vang diluksanakan Pemerintah araun
Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau
Pemetintah Daerah meliputi:'®

1. jalanumum dan jalan tol, rel kerera api (di aras ranaly, di ruang atas tanah, agaupun
di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bessib, saluran pembuangan air
dan sanitasi;
2. waduk, bendungan, beudungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
4. fasilitas keselamatan umum, seperti tangeul penanggulangan bahaya banjir, lahar,
dhan Jaindain bencana;

L

5. tempat pembuangan sampah:

o

cagar alam dan cagar budaya;
1. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Salah satu contoh proyek pembangunan mfrascrukeur yang terkendala oleh
pembebasan tanah adalah proyek jalan tol transJawa sepanjang 662 km. Provek
jolan rol transfawa ini akan menghubungkan Jakarta - Surabaya dan diharapkan
dapat selesai pada tohun 2014. Namun sampai detik ini, tanah atau lahan yang dapar
dibebaskan baru sekitar 2.098 hektar atau 39,56% dari toral 5.304 hekear. Jika proses
penibebasan ranah berjalan lambat seperti ini, maka target pemerintah untuk dapat
menyelesaikan jalan tol trans-Jawa pada ahun 2014 sepertinya tidak akan terpenuhi.
Untuk itu pemerintab harus melakukan langkah-langkah kongkrit yang dapat
berdampak langsung terhadap permasalahan di lapangan.

B. Aspek-Aspek Dalam Pengadaan Tanah

Dalam kegiatan pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua pihak, yaitu instansi
pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakae yang canahnya diperlukan untulk
kegiatan pembangunan. Karena tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan
perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya, maka pengadaan ranah harus dilakukan
melalui suzari proses yang menjamin tidak adanya pemuksaan kehendak saru pihak
terhadap pihak lain. Di samping itu, mengingar hahwa masyarakar harus merelakan
tanahnyauntuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan

12 Teraruran Presiden Republik Indonesia Womoe 65 Tubun 2006 tentang Perubahsn Atas Peratucan
Presiden Nomaor 36 Tahun 2005 tentung Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Fembangunan Uneuk
Kepenringan Umum, Fasal 5
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sasial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling cidak
harus setara dengan keadaan sebelum ranahnya digunakan oleh pihak lain.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. B saru sisi, pihak
pemerintah atau dalam hal ini sebagai penguasa, harus melaksanakan pembangunan
unituk meningkatkan kesejahteraan masyarakac atau demi kepentingan nepara dan
rakyatnya scbagai salah satu bentuk pemetataan pembangunan. Sedangkan pihak
masyarakat adalah sebagai pihak penyedia sarana untuk melaksanakan pembangunan
rersebut karena rmakyar atau masyarakar memiliki lahan yang dibutubhkan sebagai
bentuk pelaksanaan pembangunan. Masyarakae dalam hal ini juga membumihkan
laban atau tanah sebagai sumber penghidupan.'?

Masalah pembebasan tanah telah dikatakan sebagai kendala paling mengikat
untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruknur
dimaksudkan untuk menguntungkan negara dan penduduknya, jelas bahwa dalam
kasus Indonesia, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan tanah
meteka untuk kepentingan umum, Permasalzhan intinya adalah masalab kompensasi
atau ganri rugi tanah. 't

Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan jalan tol Semarang- Solo. Sebagian
warga setempat yang tanahnya terkena proyek menolak tanahaya untuk dibebaskan
karena helum sepakat dengan nilai ganti rugi yang diberikan. Warga menuntut ganti
rugi denpan harga yang paling ringei sesuai dengan harga raksiran yang telah ditetapkan
oleh rim penilai. Padahal tidak semua tanah keadaannya sama sehinpea harga tiap
tanah harus dibedakan dan disesuaikan dengan keadaannya.

Sengketa yang rimbul dalam pembebasan ranah milik masyarakar vang terkena
provek pembangunan infrastruktur pada umumnya berawal dari konflik, pertentangan,
dan ketidaksepakatran mengenai besarnva ganti rugi vang diberikan pihak pelako
pembcebasan ranah. Terlebih lagi, jika si pemilik ranah mengetahui sebelumnya, kalau
ranah mereka akan dijadikan proyek infrastoukoue, maka mereka dengan scrca merta
akan menaikkan harga jual canahnya. Pembebasan tanah teckait dengan penguasaan
ranah selain mahal jupa tidak mudah Jdilaksanakan dan memerlukan wakw vang
lama.

Salah satu penyebab meningkatnya harga tanah secara tiba-tiba adalah sitvasi pasar
tanah yvang tidak transparan, Hal ini yang kemudian mengakibatkan persaingan yang
rerjadi dalam pembcebasan tanah menjadi ridak sempurna yang mungkin disebabkan
oleh informasi yang kurang tepat sehingga menjadi spekulasi. Bisa saja kerika ada

13 Maria S W Sumardjono, “Kebijakan Percanabhan, antara Repulasi dan Implenieneasi®, {Jakarca:
Perurbit Buku Kompas, 20003, hal. 32

14 Zafar Igbal dan Areef Suleman, “Indonesia: Kendala Kritis Bagl Pembangunan Infrasorubtur”,
{islamic Development Bank, 20100, hal. 87.

15 Alndul Hars, “Pergsarnh Penataponaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrasmukeur
dan Ekenemi™, {Bappenas, 2005}, hal. 3.
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“kabar burung” mengenai suatu proyek pemibangunan infrastrukeur di lokasi rertentu

ditanggapi vleh para calo dan spekulan tanah dengan segera membeli tanah yang

menjacdi lokasi pembangunan atau disekitarnya. Taksiran harga tanah berdasarkan
Nilai Jual Qbyek Pajak (NJOP) sebapai ukuran normatif tanah tidak bisa lagi digunakan
dan juscru harga pasar vang dihasilkan dari persaingan ridak sempurna rersebut
yang berlaku. Kejadian seperti ini banyak cerjadi sehingga taksiran harga tanah bisa

melonjak jauh dari yang semula direncanakan vleh pemilik proyek, yaite pemeringah,

baik yang didanai melalui APBN maupun APBD.™

Agar proses pengadaan ranah atau pembebasan tanah dapat berjalan dengan

baik, maka harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut:"”

L

Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang
hak aras tanah. Kegiatan fisik pemnbangunan baru dapar dilaksanakan bila welah
terjadi kesepakatan antara para pihak dan ganti kerugian telah diserabkan.

. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak

positi{ bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak
dan masyarakat luas. Manfaat daci hasil kegiatan pembangunan ity harus dapat
dirasakan oleh masyarakar sebagai keseluruhan.

Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian
vang dapar memulihkan koodisi sosial ekonominya, minimal setara dengan
keadaan semula, dengan memperhinmgkan kerugian rerhadap fakror fisik
maupun nonfisik.

. Asas Kepastian, pengadaan ranah dilakukan menuret tata carn yane diatur

oleh peraturan perundangundangan, sehingpa para pihak mengetabui hak dan
kewajiban masing-masing.

. Asas keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang cerkena

dampak berhak memperoleh informasi rentang proyek dan dampaknya, kebijukan
ganu kerugian, jadwal pembangunan., rencana permukiman kembali dan lokasi
pengganti (bila ada), dun hak masyarakar unmk menyarmpaikan keberatan.

. Asas Keikursertaan/Partisipasl, peran serta seluruh pemangku kepentinpan

(stakeholder) dalam setiap tahap pengadaan tanah (perencanasn, pelaksanaan,
evaluasi} diperlukan agar menimbulkan tasa ikut memiliki dan dapat
meminimalkan penolakan masyarakar rerhadap kegiatan vang bersangkutan.
Asas Kesetaraan, asas ini dimaksudkan unwk menempackan posisi pihak vang
memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara sejajar dalam proses
pengadaan tanah.

16 bid, hal. 3.
17 Maria 5. Sumardjono, 20083, op. cir, hal. 2682-284
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8. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahreraan sosial ekomomi. Dampak

negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan, disertai dengan upaya
untuk memperbaiki taraf hidup masyarakar yang tetkena dampak sehingga
kegiatan sasial ekonominya tidak mengalami kemunduran.

Belajar dari pengalaman di masa lalu, baik secara normatif maupun cmpiris,

maka dapat dikatakan bahwa peraturan perundangundangan yang ada belum
mengakomodasi berbagai hal penting. Oleh karena itu, dalam ULJ rentang pengadaan
ranah yang akan datang, seyogyanya diperhatikan hal-hal sebagai berikur:'®

L.

Perlunya penetapan asasasas pengadaan tanah, sebapai pedoman untuk
melaksanakan seluruh proses pengadaan tanah.

. Kcharusan melakukan survei dasar dan survei sosial-ekonomi yang dilaksanakan

oleh lembaga independen dalam kegiatan awal pengadaan tanah dan baru
kemudian diikuti dengan inventarisasi aset dan penetapan lokasi pernbangunan.
Survei dasar dilakukan sebelum permohonan penctapan lokasi pembangunan
vang definitif dan dimaksudkan untuk memperoleh informasi awal tentang
masyarakat berikue aset yang akan terkena dampak. Di samping itu jangka
wakru pelaksanaan survei dasar dapat digunakan untuk menerapkan batas
wakeu pendataan masyarakar yang terkena dampak. Tanpa baras wakeu ini, sulit
menentukan daftar definitif mercka yang terkena dampak dan bentuk serra
besarnya ganti kergian.

Keharusan menetapkan syarat-syarat agar musyawarah dapat tevjadi secara sukarela
dan bebas dari tekanan

Ganti kerugian tidak hanya terhadap kerugion yang bersifar fisik (kehilangan
tempat tinggal, bangunan, tanaman, bendadenda lain yang terkait dengan tanah)
namun meliputi juza ganti kerugian terhadap kerugian yany bemifar nonfisik
(hilanenya bidang usaha, pcketjaan, sumber penghusitan dan sumber pendapatan
yang lain).

Periunya menvediakan pengaturan tentang permukiman kembali (relokasi
kolekrif) yang bersifat komprehensif, sebagai salah satu beneuk ganti kerugian.
Penetapan besarnya ganti kerugian untuk kerugian yang bersifat fisik harus
didasarkan pada nilai pengganti, yang ditecapkan melalui berbagai cara penilaian.
Dengan demikian, taraf hidup masyarakat sesudah pengadaan ranah seridaknya
setara Jengan keadaan sebelum terkena dampak pengadaan tanah.

Perlunya merinci rentung bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang bersifat
nonfisik, berupa misalnya: penyediaan lahan usaha pengganti, persiapan alih kerja
dan penyediaan lapangan kerja. Dapat juga berupa bantuan pelatihan, fasilitas
modal usaha, dan lain-ain.

1B

Ibid. 272-273.
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8. Perlu dipertimbangkan unwk dapac menambahkan keanggotaan Panitia
Pengadaan Tanah dengan unsur-unsur dari perguruan tinggi dan LSM bila
dipandang perlu dan memenuhi persyaratan, satu dan lain hal untuk dapat lebih
menjamin nerraliras panitia.

9. Perlu diatur tentang akibat hukum pengadaan tanah yang berlarutdarur. Bila
perolehan tanahnya belum selesai dilakukan, sedangkan jangka waku penetapan
lokasi yang ditoleransi sudah dilampai, maka perserujuan penetapan lokasi
menjadi sugur dan kepada pemegang hak semula diberikan ganti kerugian
rerthadap kerugian vang dialami selama jangka waktu berlakunya persetujuan
penetapan lokasi itu.
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BAB IV
PENUTUYP

A. Kesimpulan

Semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi Indanesia mendorong peningkatan
kebunuhan akan infrastruktur. Namun maraknya pembangunan disekeor infrasrukrur
khususnya untuk kepentingan umum ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin
meningkat pula, padahal ketersediaan tanah sangat rerbatas.

Pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya pembangunan infrastrukrur
merupakan masalah utama selain  pembiayaan dalam memenuhi  kebutuhin
infrastrukrur untuk kepentingan umum di tanah air. Masalah ini menyangkut
kepenringan pemerintah unwk melaksanakan pembangunan demi mensejahterakan
rakyatnya dan kepentingan masyarakat itu sendinn akan hak aras ranah vyang
dimilikinya.

Permasalahan vang paling banyak ditemui dalam hal pengadaan tanah atau
perabebasan tanah adalah rerkait gant rugi ranah. Masyarakat yang memiliki hak
atas tanah menginginkan ganti rugi yang cukup besar aras ranahnya, sedangkan
pemerintah sendiri terbentur kendala keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan
proses pengadaan tanah berjalan dengan lambar dan berlarucdarur.

B. Saran

Rancangan UndanglUndang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan harus
dapat menjadi Undang-Undang vang dapat mengakomodasi kepentinran pemerineah
dan kepentingan masyarakar secara seimbang. Walaupun kepentingan pemerintah
adalah demi mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan bagi rakyarnya, namun
kepentingan masyarakar akan hak atas tanahnya tidak bisa begitu saja disingkirkan.

Pemerineah harus menjamin sepenuhnya bagi masyarakar yang rerkena dampak
dari pengadaun tanah, agar kondisi sosial dan ekonomi mereka minimal setara seperti
pada saar tanah mereka belum dibebaslaan. Selain itw, proses pengadaan tanah harus
jauh dari unsurunsur pemaksaan, lebih menekankan pada unsur musyawarah dan
mufakac.
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Pemerintah dapat bekerjusama dengan pihak swasta dalam rangka mengatasi
keterbarasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sehingga perekonotian
negara kita dapar terus rumbuh.
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tanah Bagi Peloksunaan Pembangunan Uniuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomot 65 Tahun 2006 tentany Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaon Tunah Bugi Peloksenaun
Pembanpunan Lintuk Kepentingan Umum.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal 1990-an, di berbagai negara di dunia, perhatian semakin terarah pada
masalah-masalah kebijakan publik yang berkaitan dengan perbaikan sistem pensiun.
Sistem pensiun sangat penting karena siscemn tersebur memberikan mekanisme unwuk
mengutangi tisiko kemiskinan di hari mia dan memungkinkan peketja untuk mengacur
kelancaran konsumsi mereka sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, sisrem pensiun
merupakan bagian penting dari jejaring pengaman sosial, dan perhe dirancang dengan
baik dan berkesinambunpan dart segi fiskal dan politik untuk mencapai tujuan-
rjuannya. Sehineea timbullah reformasi pensiun di beberapa nevara. Di negara-negara
beckembang, sebagian besar refornuasi telah rerjadi di Eropa Timur dan Amerika
Latin rethadap siscemsistern yang memuliki tingkar cakupan yang relatif tinggi dan
yang menghadapi potensi masalah fiskal, Apabila tingkat cakupannya lebih rendah
seperti di Indonesia, tekanan untizk segera melakukan reformasi jupa rendah. Akan
retapi, salah satu pelajaran yang dapar ditarik dari pengalaman inrermasional adalah
bahwa sisrem-sisrem pensiun vang heroperasi dengan baik dan berkesinambungan
memberikan koneibusi positf yang penting bagi pembangunan ekonomi. Dalam
konteks int, [ndonesia memiliki kepentingan unttk membina pengembangan sistem
pensiun.®

Kondisi demografi Indonesia yang terus berubah merupakan salah satu fakror
pendorang bagi pemerintah untuk fokus pada pengembangansistem pensiun. Indonesia
metupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk yang didominasi olch
orang muda. Penurunan tingkat kesuburan yang cepat dan berrambah panjangnya
rentang hidup dalam beberapa dekade terakhir ini akan terus mempengaruhi
peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut. Pertambahan penduduk berusia lanjue
yang cepat tersebut akan memaksa lndonesia untuk menerapkan sistem persiun yang
dapar memberikan jaminan penghasilan di masa penstun.

21 Bonk Dunia. Membuka Potznsi Sumber Duyr Kevangen Dalam Megen Indomesiv: Pesan Lembaga Kewangan
Nem-Bank. Pengenmsan Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi Pembangunan Sekrar Keuangan dan
Swasta Unit Pengelolaan Negara Indonesia, The Warld Bank, Desember 2006, p. 127.
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Jumlah dana pensiun yang masih beroperasi {di Indonesia) pada 2010 adalah
272 dana peosiun, terdiri dari 208 DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) PPMP
(Program Pensiun Manfaac Pasti), 40 DPPK PPIF (Program Pensiun luran Pasti) dan
14 DPLK {Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Berdasarkan laporan kevangan Dana
Pensiun Scmester 1 2010 (posis1 per 30 Juni 2010), jumlah kekayann (akriva bersii)
dana pensiun adalah sebanyak Rp 120,15 trilyun arau men ingkat 6.799% dibandingkan
dengan kekayaan (akeiva bersih) dana peasiun per 31 Desember 20093

Berdusarkan lapotan keuangan Dana Pensium Semester 1 2010 (pusisi per 30
Juni 2010}, jurlah investasi duna pensiun adalah sebanyak Rp115,56 triliun atau
meningkat 6,94% dibandingkan dengan investasi dana pensiun per 31 Desernber
2009. Unmk DPPK, jumlah investasi pada posisi tersebut adalah sebesar Rp 99,53
rriliun atau meningkac 6,78% dibandingkan dengan nilai investasi DPPK per tanggal
31 Desember 2009. Sedangkun untuk DPLK jumlah investasinya per tanggal 30 Juni
2010 adalah sebesar Rp 16,03 rriliun atau meningkat sebesar 7,95% dari nilai investasi
DPLK per 31 Desember 20094

Peran dana pensiun sangar penting baik bila ditinjau dari segi sosial kemasyarakaran
maupun ekonomi. Dari sisi ckonami, jumlah uang dari dana pensiun telah mencapai
triliunan rupiah. Kondisi ini akan menimbulkan ketertarikan dari banyak pihek yano
ingin memanfaatkan sumber dana berbiaya rendah ini. Kekayaan yayasan-yayasan
dana pensiun terus berkembang. Bila pengelolaan dana pensiun tidok dilaksanakan
secara amanah serta mengacu pada aspek tata kelola perusahaan yang baik (good
cotporate povemance), maka pengeloliannya tidak akan optimal dan wdak mencapai
hasil yang diharapkan. Selain itu juga bisa menimbulkan penyalahgunaan, bahkan
penyimpangan yang akan berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakar dan
perkembangan ekonomi nasianal.

Good cotporate  governance (GCG) secara definidf mervpakan sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai rambab {value
added) untuk semua stakeholder.” Dengan prinsip-prinsip Trangparansi, Akuntabilicas,
Responsibilitas, Independensi dan Faimess (TARIF), konsep GCG akan membawa
perusshaan mencapai nilai tambah yang maksimal. Hal ini renru saja akan membawa
keuntungan besar tidak saja bagi sharehelders, namun juga bagi stakeholders. Hal ini
secara tidak langsung dapat meningkarkan stabilitas ekonomi dan sosial negara dan
masyarakar Indonesia.

3} Kementerian Kevangan Republik IndonesiaBadan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK), Swran Pers Akhir Tahun 2070, 30 Desember 2010, p. 54

4  Ibid,

5 Thomas 5. Kaihaw, “Good Corporate Govermange dan Penerapannva i Indomisia,” henal Monajemen
Dar Kewirausahauan, VoL, No. 1, Maret 2006: pp.19.
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Keputusan Ketua Bapepam-LX No. 136/BL/2006 tunggal 21 Desember 2006
mengenai Pedeman Tata Kelola Dana Pensiun menyatakan bahwa setiap Dlana Pensiun
wajib untuk menyusun dan menerapkan Pedoman Tara Kelola Dana Pensiun sejak 1
Januari 2008. Dalam rangka pelaksanaan surat keputusan ini Bapepam-LK mendukung
kegiatan pengembangan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance (KNKG) dengan memberikan keterlibatan secara akrif dalam
penyusinan 1ata kelola perusahaan induseri dana pensiun. Selain iru Pedoman Tata
Kelola Dana Pensiun jugma akan dilengkapi dengan perangkat penilaian.

B. Permasalahan

Dana Pensiun memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan ekenomi
dan sosiul kemasyarakatan Indonesia. Dengan demikian akan banyak pihak yang
berkepentingan terhadap proses dan hasil pengelolaannya. Untuk itu diperlukan
adunya sistem dan pengawasan vang memadai untitk menciptakan efektifitas dan
ehisiensi pengelolaan kekayaan perusahaan-perusahaan Dana Pensiun ini.

Keputusan Kerua Bapepam-LK Nomor 136/BL/2006 tentang Pedoman Tara
Kelola Dana Pensiun tanggal 21 Desember 2006 menyacakan bahwa setiap Dana
Pensiun wajib untuk menyusun dan mencrapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun
atal GPFG {Good Pension Fund Govermamce) sejak 1 Januari 2008. Dengan adanya
peraturan tersebut, diharapkan tata kelola perusahaan Dana Pensiun akan semakin
baik melalui peningkaran kekayaan dan kepatuhan pihak manajemen rerhadap aturan
yang ditetapkan. Tulisan ini bertujuan menjawah pertanyaan sebagai berikur:

1. Bagaimana perkembangan Dana Pensiun di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan pedoman Tata Kelola Dana Pensiun/GPFG di ndonesiu?

3. Apakah GPFG relah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
dana pensiun yang pada akhirnya akan meningkatkan manfaac pensiun?

205



PDF Compressor Free Version

BABII
TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun,
vaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah vang yang pembayarannya
sccata berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tecrentu. Program pensiun
diselenggarakan dengan sistem pembentukan dana berupa juran dari Pemberi Kerja
(Perusahaan) maupun dari Karyawan (Peserta). Kekayaan Dana Pensiun haruslah
terpisah dari kekayaan pendirinya, dan dikelola sccara terpisah dari kekayaan
pendirinya. Dana Pensiun sebagai Lembags Keuangan Non Bank, bertugas untuk
menjamin kesinambuogan penphasilan, setelabh purna bhake bagi peserta, sehingga
memberikan rasa aman.®

Menurut Undangundang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana
Pensiun adalah badan hokum yang mengelola dan menjalankan program vang
menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan dari dana pensiun adalah: mencapal perangsang
kerja bagi pegawai, meningkatkan kesejahteraan dan kerentraman bagi pegawai dan
keluarganya, meningkatkan keseriaan loyalicas pepawai, dan memberikan ketenangan
kerja bagi pegawai yang bemsangkutan maupun keluargaanya. Adapun yang berhak
menerima pensiun adalah pensiunan it sendiri, janda/duda pensiunan, yatim piatu
dari pensiunan, dan orang tua dari pensiunan.

B. Pengelolaan [uran dan Kekayaan Dana Pensiun

Salah sarit asas Dana Pensiun adalah bahwa penyelengearaan Dana Pensiun harus
dengan sistern dana. Pengelolaan Dhana Pensiun dengan sistem cadangan dilarang,
Sebagai sumber utama pendanaan/pembiayaan Dana Pensiun adalah iuran dana
pensiun, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun yang berasal dari Peserca, luran
tersebut kemudian oleh pengurus dipupuk dan dikembangkan/diinvestasikan yang
kemudian dipergunakan untuk pembayaran manfaat pensiun.’

6 Republik Indonasia, Kepurusan Kerua Badan Pengawns Pasar Modal Dan Lembaga Kevangan Nomar Kep-
136/BL/2006 Tentang Pedoman Tata Kelola Dlana Pensiun.

7 Ibid, p2l
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Dana Pensiun mempunyai kekayaan yang terpisnh dari kekayaan pendirinya.
Duna awal yang bersumnber dari angsuran utang wuran masa kerja lalu yang dibayarkan
oleh pendiri merupakan sumber utama pembentukan kekayaan 1Jana Pensiun, Pada
prinsipnva pengelaolaan kekayaan dan investasi Dana Pensiun harus mengutamakan
atau memperhatikan faktor kearmanan puna memenuhi kewajiban pembayaran
Manfaat Pensiun. Sehubungan dengan perihal terschut, Undangundang Dana
Pensiun dan Peraturan DPelaksanaannya menetapkan rambirambu seperti perlunya
batasan investasi per pihak dan adanya larangan-larangan yang berkaitan dengan
kekayaan Dana Pensiun®

Sccara umum kegiatan pengelolaan Dana Pensiun nampak seperti sangar
sederhana dan mudah sehingga tidak menuntur profesionalitas yang tinggi. Predikac
tersebur antara lain seringkall Dana Pensiun discbut sebagai Single Purpose Entity,
yaitu sebuah Badan Hukum Lermbaga Keuangan yang memiliki tujuan azau maksud
pendirian teogeal hanya nntuk mengelola Program Pensiun. Dalam hal Dana Pensiun
Pemberi Kerja, pengelolaan Program Pensiun rersebut dapat dan barus dilakukan
dengan sama sckali tanpa harus bersaing dengan Dana Pensiun yang lain.

Masing-masing Dana Pensiun memiliki Program dan pihakpihak pemangku
kepentingan utama sendirisendiri. Secara teknis, pengelolaan Dana Pensiun
pada hakekatnya hanvalah berupa pengelolaan “Sistim Pendanaan”, vang rerdiri
dari: menerima dan menghimpun luran Pensiun; menghitung, menetapkan dan
membayarkan Manfaat Pensiun; dan, menpembangkan dana yang terhimpun.

Sumbet kekayaan Dana DPensiun yang dikelola jugn terbatas poda luran
Pensiun, Hasil Investasi atau Pengembangan Dana, dan (kalau ada} Pelimpahan
dari Dana Pensiun lain. Disisi yang lain, kewajiban artau sasaran penpgpeunaan dana
vang dikelola pada dasarnya juga terbaras pada pembayaran Manfaar Pensiun saja.
Yang sering kcali lepas dan perharian dan pengamatan banyak pihak adalah, bahwa
dibalik kesederhanaan dan mudahnya mengelofa Dana Pensiun rersebur sebenarnya
terkandung schuah kompleksitas yang menuntut adanya perhatiun, kesungguban,
kehari-harian, kejujuran, integritas, dan profesionalisme yang tingei secara konsisten.”

Kekayaan Dana Pensiun bersumber dari beberapa aktivieas yaitu iuran pemberi
kerja, iuran pesesta, hasil pengembangan juran tersebur (investasi) serta pengalihan
dari Dana Pensiun lain. Kekayuan ini dikelola oleh pengurus sesuai dengan ketentuan
yang ada Iaik itu yang berasal dari pendiri, dewan pengawas, maupun pembuar regulasi.
Adapun kekayaan Dana Pensiun dalam bentuk suratsisat berharga seperti deposite,
saham, obligasi, surat utang, dan Jain-lainnya, harus dititipkan pada Penerima Titipan.
Penerima titipan adalah Bank Penerima Titipan sebagaimana teleh disrur dalom
Undang-tUndang Perbankan.

B iad, p.39.

% Subprsone, “Tata Kelala Yoy Baik Dana Pensiun (Gaed Mension Fund Givernance),” 2011 thitp://waww.
adpinr.idsdownloads/B-dowmload/ L |- SopSebagni-KelerskapanGipl, dlakees cangyml 20 April 2011)
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C. Good Carporate Gavernance (GCG)

Setelah lebih dari satu dekade, masih banyak perusahaan vang menerapkan
prinsip (GCG karena dorongan regulasi dan untuk menghindari sanksi. Hanya sedikic
vang menjadikan prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya perusahaan, Untuk itu
sudut pandung implementasi sudah harus bergeser dari bentuk compliance/kepatuban
menjacdi performance/kinerja, sehingga bahasan twnetang ptinsip GCG sudah harus
bergeser kepada substansi penerapannya di berbagai insricusi.

Lacar belakang muncul isu GCG) adalah adanya konflik kepentingan yany
disebabkan oleh kemungkinan agen tidak selalu hertindak sesuai dengan keinginan
prinsipal, dapat mendorong timbulnya biaya keagenan. Jensen dan Meckling, (1976}
menyatakan ada tiga jenis biaya keagenan yaitu: biaya monitoring, biaya bonding,
biaya kerugian residual. Prinsipal dapat membatssi divergensi kepentingan dengan
menetapkan insentif yang layak dan dengan menpeluarkan biaya monitoring. Biaya
menitoring tersebuc dirancang untuk membatasi  aktiviasaktivitas menvimpang
vang dilakukan oleh agen. Dalam kondisi tertentu, agen memungkinkan untuk
metnbelanjakan sumber daya perusahaan (biaya bonding), untuk menjamin bahwa
agen tidak akan berrindak vang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan
lahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benarbenar melakukan hal
terschut, Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami
prinsipal juga merupakan biaya yanp rimbul dari hubungan keagenan. Biaya tersebur
disebur sebagai kerugian residua! {residual loss)."

Bernhart dun Rusenstzin (1998) menyatakan beberapa mekanisme (mekanisme
corpordie governance) seperti mekanisme internal seperti stntkour dan dewan komisaris
serta mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol perusahaan dihatapkan dapat
mengatasi masalah keagenan terschue, !

Penerapan GG mendorong tercipranya persaingan yang sehat dan iklim usaba
vang kondusif. Olel karena itu diterapkannya GCG oleb perusahaanperusahaan di
Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya
pemerintah dalam menegakkan good gevernance pada umumnya di Indonesia.”

GCO diperlukan unruk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan
dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pencrapan
GG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yairu negara dan
perangkatnya sebagai regulntor, dunia usaha sebagai peluku pasar, dan masyarakae

L0 WVenti Eku Satya, * Pengaruh Sruktur Kepemilikan wechadap Kinerga Perusahiaan,” Thesis, UGM, 2007,
p- o

11 Ibid

127 Komire Masional Kebijakan Governance, Pedaman Uniem Gaad Corporare Governance Indonezsia {(fakarea:
Komite Nasional Eebijakan Governance 2006, p.
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sebagai pengeuna produk dan jasa dunia usaha. Prinsipprinsip dasar yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundangundangan yang
menunjang iklim usaha yang sehar, efisien dan rransparan, melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten {consistent
law enforcement).

2. Dunia usaha scbagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
Pﬂlﬂkﬁanﬂaﬂ Usﬂha.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang
rerkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan
melakukan kontrol sosial {secial control) secara obiyekrif dan bertanggung jawab."

Komite Nasional Kebijakan Governance (KMKG) telah menetapkan beberapa
asas yang mendasari penerapan GCG yang sering dikenal dengan istilub TARIF,
yait: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountubility), Responsibilitas
(Responsibiling), Independensi (Independency}, serta Kewajaran dan Keseraraan {Faimess).

Tangpung jawab untuk menerapkan GCG dalam perusahuan terletak pada
argan-organ utama perusahaan yaitu Rapat Umum Pemepang Saham (RUFPS), Dewan
komisaris dun Dewan direksi. Masingmasing organ tersebur memiliki independensi
dalam melaksanakan mugas, fungsi dan tangguny fawabroya, Serta berrindak semara-
mata untuk kepentingan perusahaan bukan pribadi maupun kelompok terrenou.
Unsur-unsur lain yang jusa memiliki kepentingan hak dan ranggung jawab terhadap
kelangsunean hidup perusahaan ind adatah: Pemegang Saham, Karvawan, Micra Bisnis
dan masyarakat sekitar. Sehingga para stockholder dan stakeholder jupa bertanggung
jawab tethadap penerapan GCG pada perusahaan.

D. Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (Good Pension Fund Governance/
GPFG)

Agar dapat memenuhi harapan para Stakeholder, Dana Pensiun perlu dikelola
secara professional. Salah satu caranya adalah dengan mencrapkan Tata Kelola
Dana Pensiun Yang Baik (Good Pension Fund Govemance/GPFG). GPFG merupakan
suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong
pengembangan lembaga, pengelola sumberdaya dan risiko secara efisien dan efekf,
serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Temberi
Kerja dan pihak terkaic lainnya. GPFG dapar juga digunakan sebagai salah satu rolok
ukur kinerja Penpurus dalam mengelola Dana Pensiun dengan cara melakukan
assesment (penilaian) baik secara internal maupun eksteenal {pihak independen).
Pedoman ini mengatur mengenai masing-masing pihak yang terlibat langsung

13 Ibid, p.3
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dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun yaitu Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas,
Pengurus, Peserta, Karyawan dan Mirra Bisnis lainoya. "

GPFG adalah suatu proses dan strukour vang digunakan oleh Dana Pensiun
untuk mendorong pengembungan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko
secara efisien dan efekeif, serra pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada
Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak teckait lainnva. Good Pension Fund Governance
metupakan sarana pemberdayain Dewan Pengawas dan Pengurus. Pemberdayaan
Dewan Pengawas dan Pengurus dilakukan dengan jalan melaksanakan fungsi-fungsi
vang terkait didalamnyva secara baik dan benar.

Penerapan GPFG didukung oleh tiga pilar yang saling bethubungan dan masing
masing harus melaksanakan fungsinya dengan baik vaitu Regulator sebagai pembuat
dan mengawasi pelaksanaan peraturan, Dana Pensiun scbagai pelaku dan Peserra
sebagai pengguna jasa Dana Pensiun. ¥

Sctiap Dana Pensiun harias memastikan bahwa prinsip Good Pension Fund Governance
(GPFQG) direrapkan pada kegiatan pengelolaan Dana Pensiun, dalam rangka menjaga
kelangsungan kegiatannya. Prinsip-prinsip GPFG yairu mransparansi, akuntabilitas,
respensibilitas, independensi serra kesetaraan dan kewajaman diperlukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepenringan
para pihak rerkait.

Perinsip rransparanst (transparency} diperlukan unouk menjaga obyekrifiras
dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun harus menerapkan keterbukaan dan
transparansi dalam semun penyampaian dan pengungkapan informasi yans maceriil
dan relevan mengenai Dana Pensiun secara repac waktu, memadai, jelas dan dapat
Jdipercaya.

Prinsip akuntabilitas {accountability) merupakan fungsi vang terkaic dengan
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungiawaban Dana Pensiun harus ditetapkan
secara terculis. Pengelolaan Dana Pensiun dilaksanakan dengan pencrapan fungsi,
kegiatan dan tugas yang harus dijalaokan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian
Dana Pensiun, Penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem
kanerol dan penpawasan serta penilaian kinerja hagi semua jajaran Dana Pensiun.

Prinsip respunsibilitas fresponsibility) diperlukan karena [Jana Pensiun mempunyai
ranggungjawab terhadap Peserta dan Pendiri/Pemberi Kerja serta mentaati Undang-
Undang Nomar. 11 Tahun 1992 rentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaan
lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.

14 Repubik Indonesia, Keputusan Kene Badun Pengavws Pasar Madal Dan Lembogn Kewangan Nomor Keg-
[38/B/2006 Tentang Pedoman Tara Kelola Dana Pensiun

L5 [hid.
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Prinsip independensi (independency) merupakan prinsip dasar di mana Dana
Pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/
tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraruran perundangundangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip pengetolaan kegiatan yang schat.

Prinsip kesetasraan dan kewajaran (fairness) merupakan prinsip dasar di mana Dana
Fensiun senantiasa mempethatikan kepentingan seluruh pihak tarkair berdasarkan
asas perlakuan yany setara dan asas manfaat yang wajar. Kesetaraan dan kewajaran
di dalam memenuhi hak-hak pihak rerkair yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

Pihak-pihak yvang tetkait dengan perapan GPFG adalah pendiri dan mitra pendiri,
pengurus dana pensiun, dan dewan pengawas. Pendiri adalah orang arau badan yang
membentuk Dana Pensiun Pembert Kerja. Dalam hal terdapat lebih dari sartu Pemberi
Kerja, maka satu Pemberi Kerja sebagai Pendiri dan yang lainnya sebagai Mitra Pendiri.
Peran dan Hak Pendiri dalam penyelengparaan program pensiun harus tecdefinisikan
dengan jelas dan didokumentasikan dengan baik dalam Peraturan Dana Pensiun.
Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikuot serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi
Kerja, untuk kepentingan sehagian atau selunih karyawannya. Pemberi Kerja adalah
Pendiri atau Mira Pendiri yang mempekerjakan Karyawan.

Pengurus adalah orang atau badan usaha yang berranggungjawab atas pengelolaan
administrasi dari sehuah program pensinn. Pengurus memiliki kewajiban untuk selalu
berlaku dengan itikad baik dan bagi kepentingan seluruh Peserta dan Penerima
Manfaar Program Pensiun. Tugas utama dari Pengurus adalah untuk menjaga dan
neyakinkan bahwa rujuan urama penyelenggaraan program pensiun, yaitu sebagai
sumber penghosilan yang aman bagi pensiunan, dapar tercapai. Schuah badan
yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelensparaan program pensiun dan
memastikan bahwa penyelenggaraan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan
kerentuan yang berlaku dan untuk kepentingan Peserta”™

Hubungan kerja Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas adalah hubungan check
and balances dengan tujuan akhir unruk kemajuan dan kesehatan Dana Pensiun.

1. Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas sesuai dengan fungsinya masing-masing
mempunyai tanggungiawab untuk menjaga kelangsungan usaha Dana Pensiun.

2. Penpurus menyusun visi dan misi serta strategi Dana Pensiun dengan
memperhatikan masukan Dewan Pengawas dan Pendiri.

3. Pendiri dilarang mengintervensi Kepengurusan yang dilakukan oleh Pengurus
selain  intervensi yang diperkenankan oleh UndangUndang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri Kevangan dan Peraturan Dana Pensiun.

16 fhd
17 tbd.
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Ketiga pihak di atas memiliki bentuk hubungan check and balances untuk kemajuan
dan keschatan Dana Pensiun. Masing-masing bertanggungjawab untuk menjaga
kelangsungan usaha Dana Pensiun. Pengurus menyusun visi dan misi serta strategi
Dana Pensiun dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengawas dan Pendiri.
Sedangkan hubungan antara Dana Pensiun dengan mitra bisnis { Bank, Sekuritas,
Manager Investasi, Aktuaris, Akuntan Publik dll } dan karyawan dijalin sesuai dengan
asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing masing
pihak.
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A. Dana Pensiun di Indonesia

Undangundang No. 11 tahun 1992 membagi dana pensiun menjadi dua jenis.
Periama, Dana Pensiun Pemberi Kerja {DPPK) yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh
orang atau badan yang mempekedakan karyawan. Kedua, Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) yaimu Dana Pensiun yang dibentul oleh bank atau perusahaan
asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan,
baik karyawan maupun pekerja mandiri yang rerpisah dari Dana Pensiun pemberi
kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yane bersangkutan,

Program dana pensiun dibedakan atas Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
dan Program Pensiun [uran Pasti (FPIP). Program Pensiun Manfaar Pasti adalah
suatu program pensiun dimana besaran manfaat pensiun yang akan diterima Peserta
ditentukan berdasarkan Formuln Manfaar Pensiun sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Diana Pensiun. Program ini hanya dapat diselenggarakan oleh Dana Pensiun
Pemberi Kerja yang didirikan olch suatu Perusahaan. Manfaar Pensiun pada Program
ini dikairkan dengan Masa Kerja (MK} dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhit
dari seorang Pekerju di mana formula manfaar dapart secara sckaligus atau bulanan.
Sementara Program Pensivn Turan Pasii (PPIP) adalah Program Pensiun yang besar
iurannva telah ditetapkan dalam Peracuran Dana Pensiun, sedangkan hesar Manfaar
Pensiun berzantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasit pengembangannya
sampai searang Peserca berhenti bekerja yang kemudian harus dibelikan anuitas dari
Perusahaan Asuransi Jiwa.® Dana Pensiun DPPK dapat menyelenggarakan Program
Pensiun Manfaar Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti. Sedangkan Dana Pensiun
DPLK hanya bisa penyelenpgarakan Program Pensiun [uran Pasti.

Peraturan Dana Pensiun hanya dapar menjadi dasar penyelenggaraan satu jenis
Program Pensiun. Oleh karenaim, 1{satu) Dana Pensiun hanya dapat menyelenpgarakan
1 {satu) jenis Program Tensiun. Dengan kata lain, 1 (satu} Dana Pensiun tidak dapar
menyelengoarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP} dan Program Pensiun
Turan Pasci (PPIP) secara sekaligus.™

18 Zulaini Walwub, Dany Peasiun dan Jaminan Susiaf Tenoga Keria di ulonesia (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakei, 20010, p. 5.

19 Ihid.
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1. Perkembangan Dana Pensiun

Industri Dana Pensiun merupakan salah satu industri keuangan non bank selain
asuransi dan lembaga pembiayaan yang bisa menjadi sumber pembiayaan jangka
panjang untuk menunjang pembangunan nasional.

Tabel 1. Kontribusi Aset Industri Keuangan Non Bank terhadap 'DB Tahun
2005-2009 (dalam persentase}

== P aeme e

Subsekior i 2005 | 2006 2007 2008 2003 |
| Perasuransian | 5,03 5.24| 5.18| 4.70| 5,62

| Perusahaan Pembiayaan 3.43? .5,26J| 322 340 3N
| Dana Pensiun - 2| 2,33 2.3 | 1,82 2,00
| Total 10,82 10,83 10.71 | 9,93 10,73

Sumber: BrbepanrLK

Tabel 1. di aras menggambarkan kontribusi aset dari 3 (tiga) industri keuangan
non bank terhadap PDB. Kontribusi industri keuangan nen bank cerhadap FDYB relacif
stabil dalam periode 2005-2009 kecuali pada tahun 2008 dimana teradi penurunan
kontribusi terhadap PDB akibat dampak dari krisis keuangan global yang terjadi dalam
tahun 2008, Pada tahun 2009 konrribusi aser industri keuangan non bank techadap
PDB kembali meningkat dibandingkan tahun 2008.”° Secara nasional, pertumbuhan
induseri Dana Pensiun memang belum cukup berperan secara signifikan, terlihat dari
koncribusi asetnya yang hanya mencakup 2% dibandingkan dengan PDB nasienal.
Selain perusahaan dana pensiun itu sendiri yang tidak signitikan pembatasan aktifiras
investasi karena unsur kehati-hatian yang ringgi dari pihak regulator juga merupakan
penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan industri ini.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Dana Pensiun Tahun 20052009

Jenis Dana Pensiun B 1908 [ 1999 | 2000 ‘ZUOI 2002 | 2003 i IIIDG-i"
Crana Pensiun Pemben Kerja (DPPK) 308 325 i44 314 34 a7 104
- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) 269 281 2946| 171 277 Lil| 262
& Program Fensiun luran Pasti {PF[F) 39 44 48 43 37 16 12

Dana Pensiun Lembaga Kevangon {DPLK) 25 Fi? 19 29 k] | 19 7

Total 3331 350 73| 34| 345 | 32

Sumber: Bupepam-LK

20 Kementerian Kevangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Tasar Modal Dan Lembags Kevangan,
Master Plar Fasar Maodal Dan Indwsert Kevangan Non Bank 2010 - 2014, Jakarw 2010, p, 142,
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Tabel Z dan 3 menunjukkan perkembangan industri Dana Pensiun di Indonesia
yang jumlahnyu cenderung menunjukkan rren vang menurun selama lima tahun terukic.
Jumlih Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), menunjukkan penurinan dari sehanyak
286 DPPK di hun 2005 mengadi 251 DPPK di tahur 2009 dan pada pada tahun
2010 turun lagi menjadi 272 atau mengalami penurunan sebesar 12,82%. Penurunan
terbesar dialami olch DPPK yang menyelengzarakan Program Pensiun Manfaac Pasti
(PPMP) yaite schesar 16,8% dari sebanyak 250 di tahun 2005 menjadi 208 di tahun
1010. Namun demikian, DPPK yang menyelenpgarakan Propram Pensiun luran Pasti
(PPIP) mengatormi peningkatan dari sebanyak 36 di tahun 2005 menjadi 40 di tzhun
2010 atau meningkat sebesar 11,19%. Teen peningkaran jumlah dana pensiun yang
menyelenggarakan PPIP selaras dengan perkembangan yang ada di dumia dimana
PPIP lebih diminari, Sementara itu, Perkembangan jumlah Dana Pensivn Lembaga
Keuangan (DPLK) yang hanya menyelenggarakan PPIP relanf smabil, vakni dan 26
[PPLK di tahun 2005 menjadi 24 DPLK di tahun 2010.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Dana Pensiun Tahun 20052009

~ Jenis Dana Pensiun 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 [ 2010
| D Pensiun Pemberi Kena (DPPK) 6|  272|  262| 255 22| 148
- Program Pensien Manfaus Pasti (PPMP) 250| Z3s| 226| 26| 22| 108
- Program Pensiun luran Pasi (FPIP) 36 37 36 39 40 40
Dana Pensiun Lembaga Kevangan (DFLK) 26 15 26 26 16 24
Tosal . siz| 297 288 mm| zm| 272

Sunbes: Bﬂ:fr_pdl’l‘l—LK

2. Pertumbuhan Dana Pensiun

Jumlah Dana Pensiun yang semakin menusun bukanlah sinyal dari memburuknya
kondist industri Dana Pensiun di Indonesia. Kinerja Dana Pensiun yang sebenarmya
rergambardari pertumbuhan aset dan efektifitas kegiatan investasinya. Pembubaran atau
penutupan suari perusahaan dana pensiun biasanya dilakukan dengan mengalihkan
program arau aseenya pada dana pensiun lain atau perusahaan asuransi. Sehingga
penurunan jumlzh perusahaan dana pensiun tidak mengakibatkan penurtina jumlah
aktiva maupun invesrasi dana pensiun secara keseluruhan. Berikue ini adalab tabel
pertumbuhan aktiva bersih perusahaan dana pensiun yang menyampaikan laporan
keiangannya kepada Bapepam-LK.
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Tabel 4. Pertumbuhan Akeiva Bersih Dana Pensiun{dalam jutaan Rupiah) -

Tahun | Jumlsh Dana Pensiun | Jumlah aktiva bersth | Pertumbuhan (%)
1996 _ 274 13.270.99219 | )
1997 319 _ 16.200.404.50 12,06

‘ 1998 ., 133 | 22.199.000,06 37,03

. 1999 ' 333 26.934.945.19 21,33
2000 333 30.008.683,75 1,41
2001 335 | 3490913452 | 16,32
2002 336 | 4170647380 | 18,04
2003 321 4963734909 2045
2004 304 57.826.477,53 : 16,5

Catatan ; =) Jumiah Dana Pensiun sang mensamaatkan baporan kruargan
Sumber: Bupejpam-LK

Perrumbulban aktiva bersih dana pensiun dari tahun 1996-2004 menunjukkan
peningkatan yang cenderung stabit yaitu rata-rata 20,4% per tahum. Peningkaran
terbesar terlihat pada tahun 1998 yaitu sebesar 37,03% hal ini dikarenakan peningkatan
jumlah dana pensiun pada mahun ini juga menunjukkan angka tertinggi yaitu sebesar

4,4%.
Tabel 5. Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 20035-2009
{dalam trliun Rupiah) —

| Aktiva Bersih 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 |
Diana Pensinin Pemberi Keria (DPPK) 580/ 700 BLB| 79| 975|10395
- Programn Ponsitin Mandaat Pasti (PPMT) | S3B| 646 MB| 129| 892

- Program Pensiun lumn Pasti {PPIP) 4,2 54 1.0 _ﬁ_,l B4

| Duaa Powsitn Lembaga Keuangan (DPLK) s4] 75| 94 13| 150] 169
Total g = 63,4] 775 9,2 904 nNzs|1201s

*Dhater semester | tahun 2010
Sumber. Bapepam-LK

Tubel 5 menunjukkan perrumbuhan aktiva bersih Dana Pensiun dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2010. Meskipun jumlah pengelola Dana Pensiun mengalami
penurunan sepak tahun 2003 (lihac tabel 2 dan tabel 4), namun nilai aktiva bersih yang
dimiliki dana pensiun justru menunjukkan kecenderungan yang meningkar, kecuali
eahun 2008 vang mengalami penurunan akibat dampak krisis global. Peningkatan
total aktiva bersih Dana Pensiun rata-rata per tahun dari tahun 2005 ke tahun 2010
mencapai 17,9%. Peningkaran total aktiva bersih terlihat pada rahun 2009 yang
meningkat 24,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
Dana Pensiun mampu bangkit dengan cepac dari keterpurukan yang dialami di tahun
2008 karena krisis global. Salah saru penyebah kenaikan ini adalah peningkatan
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inscrument investasi di pasar modal, khususnya saham. Kenaikan aktiva bersih pada
tahun ini jauh melebihi rata-rata kenaikan selama lima tahun terakhir.

Tabel 6. Investasi Dana Pensiun Tahun 2005 - 2009 (dalam _triliun Rupiah}

Tahun Jumlzh Dana Pensiun Jumlah Investasi P Pertumbuhan (%)
1996 s 12.463.275,00 ol
1997 319 | 1544260200 23.90%
1998 333 D050 348%
1999 383 25.932.179,00 104%
2000 333 | 77.785.045,00 A%

- 2001 335 3362181473 21,01% ==
2002 3% | 39.653.360.04 7%

Bwmber: Bapepamn-LEK

Pada tabel 6 terlihar nilai investasi dana pensiun yang selalu meningkat dari tahun
ke rahun dengan peningkatan mencapai 21,60%. Peningkaran yang paling signifikan,
sebagaimana peningkatan jumlah asct bersih juga terjadi pada rahun 1998, rentu saja
hal ini juga merupakan dampak dari peningkatan jumlah dana pensivn vang cukuop
signifikan pada tahun ini dan paling tinggi dibandingkan periodeperiode yang lain,
baik sebelum maupun sesudahnya.

Tabel 7. Invesiasi Dana Pt:_n_sit_t__n Tahun 2005 - 2009 {dalam trliun Rupiah)

Jenis Investasi 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Deprosite 2752 169 37.08| 17.23| 2194| 2026| 20.32| 2300
SR 05| 073 o8] o8| 025] oM| 0e0) 070
Saham L62] E89] 336 408| 742] 1359] H47) 1600
Obligasi | 4w 13| e8| 1557 1948] 2264| 2190 259
Surat Becharga Pemerintah | 0,05 166 11,76 1601| 17,32| 19.20] 2515 M9RD
Reksa Dana | 289 17| 283 15| 234] 497 330 540
lenyertaan Langsung L oom 235 03| A0 i8] 183 356 360
Surat Pengakuan Uning 028| 024 035] 058 045] 027] 047 OM
Tarah dan Bangunan 236 153 16 2,78 252 kX 3135 3,50
Total 39,65 | 47,42 554| GOK9| 7.8t 57,90| 86,35| 106,0]

Sumber: Bapepam.LK

Tabel 7 selain menunjukkan peningkatan nilai investasi Dana Pensiun dari rahun
kerahun, juga menunjukkan pergeseran portofolio investasi dana pensiun menuju
ke arah proporsi yang lebih sesuat dengan karakteristik dana pensiun yang memiliki
sumber dana jangka panjang. Investasi dalam instrumen yang bersifar jangka panjang
sepecti oblipasi, surat berharga pemerintah, saham, reksa dana, peoyertaun saham, dan
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tanah dan bangunan menjadi lebih dominan pada tahun 2009 dibandingkan posisi
pada tahun 2005. Nilai penempatan pada investasi jangka panjang telah mencapai
78.1% dari selurith investasi dana pensiun di tahun 2009 dari hanya sebesar 71,4% di
tahun 2005. Rata-rata riap tahunnya nilai investasi Dana Pensiun meningkac 21,60%,
berarti lebih tinggi dari peningkatan nilai aktiva bersihaya (20,4%).

Bila dilihat dari jumlah peserta dana pensiun, berdasackan dara Badan Pusat
Sratiscik, dikerahui jumlah penduduk yang bekerja per Februari 2002 untuk kelompok
‘berusaha sendiri’, berusaha dengan buruh terap dan buruh/karyawan/pegawai’
adalah sekitar 52,69 juta orang. Hal ini berarti hanya 5,09% dari jumlah tersebur yang
menjadi peserta dana pensiun. Jumiah tersebut hanya meningkat sedikic dibandingkan
tahun sebelumnya yang mencapai 4,91%. Meski dimungkinkan ada beberapa program
sejenis yang telah mereka ikuti, namun demikian jumlah yang nidak terlindungi masih
sangat banyak.”!

B. Penermpan Good Pension Fund GGovernance di Indonesia

Undang-Undang Nomor L1 tahun 1997 tentang Dana Pensiun telah mengatur
tentang sistem pelaksanaan pengewasan Dana Pensiun. Seperti yang discbutkan dalam
Pasal 10, bahwa pengurus sebagai apen pendiri yang akan bertangoung jawab kepada
pendiri (Stockhalder}, datam pelaksaan tugasnya pengurus harus runduk pada kerentuan
Jdan persyaratan yang ditetapkan Menteri. Sedangkan pada pasal 11 undangundang
terschut, disebutkan hahwa mekanisme pengawasan dilakukan cleh dewan pengawas
yang divunjuk oleh pendiri. Undangundang ini merupakan dasar pencrapan rata kelola
Dana Pensiun untuk yang berkairan dengan keterlibatan pemilik dan pemerintah
dalam mengawasi pengelolaan perusahan oleh dewan pengurus.

D Indonesia, pada bulan Agustus 1999 ditetapkan terbentuknya Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berdasarkan Surat Keputusan Menko
Ekuin. No. KEPF/3 /M. EKUIN/08/1999, dan kemudian pada tanggal 30 Movember
2004 dirubah namanya menjadi: Komire Nasional Kebijakan Governance (KMKG)
berdasarkan Surat Kepurusan Menko Perekonomian No. Kep49-M . EKON/11/2004.
Pada tahun 2001 KNKCG telash menetapkan Pedoman Umum Good Comparate
Governance, yang kemudian direvisi pada tahun 2006.%

Menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Yang Baik bagt Dana Pensiun
Pemberi Kerja, pada tanggal mnpggal 17 April 2006 Asosiasi Dana Pensiun (ADPI)
menerbitkan surat No. S5-28/DPADPL/IV/2006 tentang Pedoman Umum Good

Pension Fund Govemance dan Sistim Pengendalian Inrern Dana Pensiun untuk seluruh

21 Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Pasar Modal Dian Lambaga Keuangan-
Biro Dana Pensiun, Leporan Tehungn Dona Pmsiten 2002, Jakarms 2010, p.2

22 Suharsono, "Tara Kelola Yang Baik Dana Fensiun (Gowd Pension Fund Governanee),” 2011 {hrrps//
wuw. adpi.orid/ Downloads/8-Downlaad/111-Sap-Sebagai-Kelengkapan{pig, diakses pada tangeal
20 April 2011}
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anggota ADPI, dan diikuri dengan pembentukan Tim Goed Pension Fund Governance
oleh Dewan Pimpinan ADPL Pedoman GPFG yang disusun oleh Tim tersebut dengan
surat Dewan Pimpinan ADPL No. S76/DPADPL/X/2006 tanggal 18 Okeober 2006
disampaikan kepada seluruh 1DJana Pensinn anggota ADPL

GPFG adalal proses dan struktur yang dipunakan Dana Pensiun untuk mendorong
pengembangan lembaga, pemberdayaan sumber daya dan risiko secara efektif dan
efisien. Ketentuan ini juga dijadikan untuk mendorong pertanggungjawaban pengurus
kepada peserta, pemberi kerja dan pihak teckait. Selanjutnya sadar akan pentingnya
meningkarkan efisiensi dan efekrifitas pengelonan Dana Pensiun dan meminimalisir
risiko pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dan penyelenggaraan Program Pensiun,
Bapepam-LK mengeluarkan surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 136/BL/2006
tanggal 21 Desember 2006 mengenai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Semua Dana
Pensiun wajib menerapkan Pedoman Tara Kelola Dana Pensiun ini sejak 1 Janwuari
2008, Surar Kepuousan ini menunjukkan kescrivsan pemerintah dalam penerapan
tata kelala yang baik pada Dana Pensiun. Bapeparn-LK juga akan melengkapi Pedoman
Tata Kelolan Dana Pensiun ini dengan perangkat penilaian.

Dalam surat keputusan terscbue celah dinvatakan secara rinci prinsip-prinsip
dasar tata kelola Dana Pensiun serta pedoman umum pelaksanaannya. Bagaimana
bentuk dan cara kererlibatan pihal-pihak dewan pengawas dan pengurus serta pithak-
pibak lain yang berkepenringan terhadap Dana Pensiun tersebut juga telah dijelaskan,
schingga bisa menjadi pedoman vang baik bagl para pengelola Dana Pensium daln
mengelola dan mengembangkan aser atau kekayaan Dana Pensiun yang dikelolanya.

Arahan investasi dana pensiun diarahkan oleh pendiri dan dewan pengawas
berdasarkan arahan Menteri Keuangan. Kekaynan Duna Pensiun dilarang diinvestasikan
langsung mavpun tidak langsune pada surat berharga yang diterbitkan oleh, arau
pada tanah dan bangunan yang dimiliki, oleh pengurus, pendiri, mitra pendiri atau
penerima tiripan. Hal ini dilakukan unruk menghindari konflik kepentingan dalam
pengelolann kekayaan dana pensiun bila terindi perubahan kepengurusan. Berdasarkan
peraturan yang berlaku saat ini investasi Dana Pensiun harus dilakukan di dalam
negeri. Dengan peraturan seperti ini secara reoritis ridak akan terjadi capital flight atas
kekavaan Dana Pensiun. Hul ini untuk menghindari penyalahgunaan investasi yang
akan merugikan atau menurunkan nilai aser Dana Pensiun. Perusahaan dana pensiun
selahy dibimbau oleh pemerintah unruk bersikap eksera hat-han dalam berinvestasi.
Frvesrasi vang dilukukan hendaknys memberikan return vang positif, terutama untuk
jangka panjang.

Banyak contoh perusalizan pensiun yang mengalami kerugian bukan cuma karena
relah membeli saham perusahaan swasea, tapi juga karena menampung saham BUMN,
seperti yang diterbitkan P.T. Semen Gresik. Ketika perusahaan Dana pensiun moembeli
saham tersebut, para pengelola dana pensiun berada dalam posisi serba salah. Bila
dijual kembali pada saat i, sudah pasti akan mengalami banyuk kerugian. Sedangkan
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kalau disimpan, belum tentu akan kembali pokok dalam tempa dua tabun. Dana yang
dikelola oleh dana pensiun adalah dana yang berasal dari sumber berbiaya rendah
yang jumlahnya Tatusan milyar rupiah. Dana ini seharusnya hisa herkembang dengan
lebih baik karena biaya modalnya relant rendah.

GPFG udulah proses dan serukeur yang digunakan dana pensiun untuk mendorong
pengembangan lembaga, pemberdayaan sumber daya dan ristko secara efekeif dan
ehsien. Ketenruan ini juga dijadikan untuk mendorong pertanggungawaban pengurus
kepada peserta, pemberi kerja dan pihak terkait. Pedoman-pedoman Tata Kelola harus
disusun dan diterapkan dalam rangka penerapan Tatu Kelola Yang Baik atan Good
Governance. Pedoman tersebut harus Jdibuat baik untuk cararan Kebijakan (Pedoman
Kebijakan), maupun untuk tataran Operasional {Pedoman Operasional)

Dalam penyelenggaraan Tara Kelola, Pedoman Kebijakan mernpakan pedoman
yane bersifac taktis dan strazegis, yang memuat dan menyarakan garis besar atau
kerangka dan ide dasar, tentang bagaimana Pengurus Dana Pensiun mengacur dan
menyelenpgarakan pengelolaan Dana Pensiun dalam rungka pemenuhan kepentingan
semua  stukeholder, sesuai dengan tujuan penditiannya. Sedangkan Pedoman
Operasional merupakan pedoman yang bersifat teknis operasional, untuk digunakan
sebagai panduan atau acuan yang harus diikuri dan dijalankan dalam pelaksanaan
setiap pekerjaan dan/atau kegiaran operasional, sesuai dan berdasarkan Pedoman
Kebijakan yang telah digariskan. Dengan demikian, Pedoman Kebijakan dan Fedoman
Operasional merupakan dua dokumen Tata Kelola yang memiliki hubungan timbal
balik dan kesinambungan diantara keduanya.”

Kemudian dalam Master Plan tahun 20102014 Bapepam-LK dinyatakan bahwa
Bapepam-LK akan menyempurnakan lagi beberapa regulasi pasar modal yang cerkair
dengan dJana pensiun untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola
perusabaan yang baik. Seperti peraturan pasar modal terkait dengan pemisahan
kegiatan usaha perusahaan efek dan kerentuan perundangan mengenai kelembaygaan
dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas penerapan
manajemen risiko perusahaan pada industri Dana Pensiun, upaya akan difokuskan
pada perigembangan penerapan tara kelola Dana Pensiun. Pengawasan herbasis risiko
akan terus diterapkan unruk industri Dana Densiun, asuransi, industri efek, Emirten,
dan pada serua pihak di bawah pengawasan Bapepam-LK. Dalam Master plan cersebut
Bapepam LK juga merencanakan untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana
pendukung pengawasan betbasis risiko.

Sejak disempurnakan sistem pengawasan Dana Pensiun, rerhitung mulai bulan
September 2008 pemeriksaan Dana Pensiun telah dilakukan dengan berbasis tisiko.
Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan alar analisis Sistem Pemeringkatan

23 Suharsonn, "Prosedur Srandar Operational (PSCH Arau Srandard Operation Paocedures (SOT)
Sebagai Kelengkapan Pedoman Tara Ketola Yang Baik Dana Pensiun,” 2¢11 (herpy/Avnavadpioorid/
downloads/B-duwnload/ 1 11-8op-SebagarKelengkapnn-Cipty, dinkses ranggal 3 Marec 20110
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Risiko (SPERIS). Pendekatan pengawasan berbasis risiko telah dicerapkan dan akan
rerus dikembangkan untuk induseri dana pensiun, industri asuransi, industri Efek
serta Emiten. Selanjutnya pengawasan berbasis risiko ini akan ditcrapkan pada
sernua pihak di bawah pengawasan Bapepam-LK. Dengan demikian setiap pihak yang
lerada pada area yang memerlukan pengawasan, akan diawasi lebih intensif, sehingga
pengawasan dapat dilakukan dengan lebib fokus dan regulator dapar mengalokasikan
sumber daya secara lebih efisien.®

Kepemilikan Pedoman adalah merupakan suam keharusan bagi setiap Dana
Pensiun. Meskipun dalam Kepumusan Bapepam LK No. 136/BL/2006 rerscbut tidak
mengatur sanksi, tetapi dulam pelaksanaannya, sanksi tersebur telah diterapkan,
vaitu dulam pelaksanaan SPERIS, Dana Pensiun yang belum memiliki Pedoman
diklasifikasikan berisiko tinggi. Diharapkan dengan amiran ini kinerga Dana Pensiun
akan menjadi lebih baik. Peningkaman kinega ini terutama dapar dilihae dari
peningkatan nilai aset Dana Pensiun, peningkatan nilai investasi Dana Pensiun, dan
penurunan tisiko.

C. Pencrapan GPFG dan pengaruhnya terhadap peningkatan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan dana pensiun

Peningkatan nilai aser dan investasi perusahaan dana pensiun terlihat mengalami
peningkatan yang cukup signifikan pada rahun 2007. Bila dikaitkan dengan
dikeluarkannya surat Keputusan Ketua Bapepam LK Ne. 136/BL/2006 tanggal 21
Desember 2006 mengenai Pedoman Tara Kelola Dana Pensiun yang wajib diteraphkan
pada 1 Januari 2008, terlihat ada pengaruhnya terhadap kinerja dana pensiun. Pada
tahun 2008 terjadi penurunan nilai aktiva bersih dana pensiun, hal ini disebabkan oleh
darmpak dari krisis global. Akan rerapi setelah perekonomian global mulat menmbaik
nilainya menunjukkan peningkatan yang cukop signifikan. Hal mi menunjukkan
kuatnya ketahanan perusahaan dana pensiun yang merupakan cerminan duri tata
kelola perusahaan yvang baik.

Perkembangan yang mengeembirakan ini tidak bisa dilepaskan dari peningkaran
kinerja investasi Dana Pensiun. Rata-rara nilai investasi Dana Pensiun di atas 90% dari
aktiva bersihnva. Meskipun aturan investasi dana pensiun terlihat scmakin diperkerat,
akan retapi jumlah investasinya terus meningkar begitu juga dengan ROL (Retum
on Investment). Bapepam-LK selalu melakukan pemantauan terhadap investasi yang
dilakukan oleh perusabaan Dana Pensiun. Dana pensiun yang memiliki investasi di
atay 100 milyar akan melaporkan Dafrar Investasi Berkalanya kepada Bapepam-LK.
Hal ini memungkinkan Bapepam-LK melakukan pemantavan vang intensif tethadap
akrifiras investasi Dana Pensiun.

24 Xementerian Keuangan Republik Indonesia-Badan Pengawas Pasar Modal Than Lembzym Ketngmn,
Master Plan Paser Modal Dan Industri Kenangan Non Baonk 2010 - 2014, Jakarera 2010, p. 110.
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Dalam penerapan GPEG ini tentunya akan menghadapi berbagai kendala.
Kedala tersebur adalah hal yang wajar karena sistem ini diterapkan memang
unmuk menyempurnakan sistem sebelumnya yang memiliki banyak kekurangan
atau sudah tidak sesuai lagi dengan runtutan amau perkembangan zaman. Kendala
utama adalah ketidaksiapan SDM (Sumber Daya Manusia) dikarenakan terbatasnya
jumlah dan kemampuan SDM pada dana pensiun yang ada, Terurama untuk
perusahaan dana pensiun berskala kecil, jumlah pengurus mereka sangat terbartas
sehingga akan mengalami kesulitan dalam penerapan sistem yang baru int. Selain
itu kualitas mentalitas pengurus yang belum menyadari sepcnuhnya akan pentingnya
penerapan tata kelola yang baik juga merupakan kendala rersendin. Pihak-pihak
vang berkepentingan terhadap dana pensiun juga cukup banyak sehingga berbagai
kepentingan terkadang saling berbenturan. Hal ini memerlukan pengamran yang
jelas terwang hak dan kewajiban masing-masing dalam tata kelola dana pensiun agar
tercipta prakeek yang bersih dan menghasilkan manfaat yang besar, ‘

Beberapa regulasi teckair perfu disempurnakan uneuk meningkatkan penerapan
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti peraturan pasar modal yang
berhubungan dengan pemisahan kegiatan usaha perusahaan efek dan ketentuan
perundanpan mengena kelembagaan dana pensiun lembaga kevangan. Upaya untuk
meningkatkan kualicas penerapan tata kelola yang baik pada pasar modal dan industri
keuanzan non bank jugs perle dilakukan ancara lain dengan menguatkan penegakan
hukum, melakukan susialisasi, melakukan penilaian kualitas keterbulaan informasi,
dan meningkatkan kualitas kriteria penilaian lapovan mabunan. Semenrara dalam
rangka peningkatan kulitas dan keterbukaan informasi dana pensiun, pengembangan
dan penerapan Eseporting perlu terus dilakukan sesuai dengan keburuhan dan kesiapan
industri dana pensiun, Pengembangan tersebut juga harus difokuskan pada penyiapan
kerangka regulasi dan infrastruktur.

Lembaga mediasi dana pensiun sampai saat ini belum terbenmk. Pembentukan
ini masih berada pada tahap koordinasi kerjasama antara Bapeparn-LK dengan asosiasi
industri dana pensiun dalam rangka pelaksanaan kajian dan penyiapan infrasorukiur
pendirian lembaga mediasi dana pensiun wrsebue. Kendala lainnya adalah acuran
dalam investasi dana pensiun yang sangat mengedepankan unsur kehatihatian, serta
menguramakan investasi jangka panjang. Hal ini menjadi kendala dalam percepatan
pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Hal ini dapat diawasi dengan
peningkatan pengawasan terhadap dana pensiun dan peningkatan kualitas SDM dan
pensiun teTutama penguris intinya.
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang menyelengrarakan Program Pensiun,
yaitl sUatu pProgram yang menjanjikan sejumlah wang yang pembayarannya secara
berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usta tertentu. Kondisi demograti Indonesia
yang terus berubah dalam beberapa dekade belakangan ini terus mempengaruhi
peningkatan jumlah penduduk berusia Janjur sehingga memaksa pemerintah untuk
menerapkan sistcm pensiun yang dapat memberikan jaminan penghasilan di masa
pensiun. Sistem pensiun int merupakan bagian penting dari jejaring pengaman sasial,
dan pertu dirancang dengan baik dan berkesinambungan dari segi fiskal dan politik.

Good Pension Fund Governance {GPFG) adalah proses dan struktur yang digunakan
dana peasiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pemberdayaan sumber daya
dan risiko secara efekdf dan efisien. Ketentuan ini juga difadikan untuk mendorong
pertanggungiawaban pengurus kepada pescrta, pemberi kerja dan pihak terkaic
BapepamvLK mengeluarkan surac Kepurusan Ketua Bapepam-LK No 136/BL/2006
tanggal 21 Desember 2006 mengenai Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Semua
Dana Pensiun wajilh mencrapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun ini sejak |
Jamuari 2008. Kepemilikan Pedoman adalah merupakan suatu keharusan bagi setiap
Dana Pensiun. Meskipun dalam Keputusan Bapepane-LK rersebur ridak mengatur
sanksi, tetapi dalam pelaksanaannya, sanksi tersebur telah diterapkan, yaitu dalam
pelaksanaan SPERIS (Sistem Pemeringlkatan Risiko}.

Industri dana pensiun merupakan salah san: sumber pembiayaan pembangunan
jangka panjang. Meskipun jumiahnya tidak signifikan (hanya 2% dari PDB) akan
tetapi pertumbuhan aset dan nilai investasinya yang mencapai rata-rata diatas 20% per
tahun memberikan harapan yang cukup besar untuk pertumbuhan industri ini dimasa
vang akan darang, meskipun dari segi jumlahnya sejak tahun 2003 terus mengalami
penurunan. Penurunan jumlah dana pensiun ini tdak mengakibatkan penurunan
nilai aktiva bersih maupun nilai investasinyva, hal ini dikarenakan penurupan ini
biasanya diikuti dengan pengalihan aset dan peserta dana pensiun kepada perusahaan
dana pensiun lain (biasanya kepada DPLK) arau perusahaan asuransi.
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Terdapat beberapa kendala dalam penerapan GPFG di Indonesia, diancaranya
kurmngnya kesiapan SIIM dalam perusahaan dana pensiun, regulasi dari pemerintah
yang tidak mendukung, kurangnya sarana dan prasarana seperti infrscruktur dalam
menunjang penerapan sistem ind.

B. Saran

Dari kendala vang telah disebutkan di atas dapat diusullean beberapa rekomendasi
schagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan studi lebib lanjut dan mendalam tentanp aruran-
aturan yang dibutuhkan untuk menfasilitasi terlaksananya tac kelola vang baik
pada perusahaan dana pensiun.

2. Perlu ketegasan dari pemerintah dan pengawasan yang kerat agar Tam kelala
dapat menghasilkan efisiensi dan  efckiifitas pengelolaan dana pensiun
sehingga perusahaan dana pensiun bisa terhindar dari penyalah gunaan dan
penyelewengan.

3. Pemerintah perlu memberikan perhatan lebih pada para pekerja atau buruh
yang belum ditkutsercakan dalom program dana pensiun. Pemerintah harus
mendorong para pemberi kerja unuk memikirkan membennik program pensiun
yang tepat bagi para pekerjanya. Sementara untuk pekerja mandici perlu diberi
saran atau fasilitas yang mudah dan murah dalam memberikan jaminan hart wa
bagi mereka.
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BAGIAN 10

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA:;
TINJAUAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perdesaan merupakan salah saru aspek penting dalam proses
otonomi daerah yang sedang berlangsung. Dalam konteks terscbut, perdesaan
diharapkan mampu menjadi salah samu subjek dan bukan objek pembangunan daerah.
leh karena itu, peningkaran potensi sosial dan ckonomi perdesaan merupakan aspek
penting dalam suksesnya otonomi daerah. Pembangunan perdesaan mempunyai
peranan yang sangar penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Arti penting
pembanpunan perdesaan rersebut perlu didukung aleh political will Pemerintah, kacena
jika diabaikan akan berdampak pada peningkatan angka urbanisasi. Jika ini dibiarkan,
tentu akan berdampak pula kehilangan sumber daya manusia SDM) di perdesaan
padahal mereka lakeor penting untuk mendorong kemajuan maupun peningkatan
kesejahteraan di perdesaan.

13 era otonomi daerah, Pemerintahan Desa memiliki peran penting sebagai
ujung tombak pemerintahan yang selain membangun juga melayani secara langsung
kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembanpinan hisa diwuajudkan apabila daerah
bersedia memberikan kesempataa luas kepada desa untuk turur membangun melalui
strategi mengalokasikan dana yang proporsional kepada desa.

Implementasi otonomi bagl desa akan menjadi kekuatan bagi pemerineah
desa untuk mcngurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,
sekaligus bertambah pula beban rangpung jawab dan kewajiban desa, namun demikian
penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut retap harus  dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalaly pertanggungjawaban dalam
pengelolaan anpgaran desa. Untuk saac ini kendala umum yang dirasakan oleh
sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Angimran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ridak berimbang, antara penerimaan dengan
pengeluaran. '
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B. Permasalahan

Fenomena sehagian besar daerah di Indonesia adalah kemampuan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang mempunyai proporsi yang relarif sangar kecil dalam pechitungan
pos penerimaan daerah. Karena itu daerah sangar sulit untuk membiayai belanija
pembangunan yang berorientasi pada investasi di sektor publik sebagai balas jasa
rethadap penerimaan pajak dari masyarakar. Bahkan unmuk membiayai belanja rutin
(belanja operasional) Pemerintah Daerah, PAD belum mencukupi. Kondisi demikian,
mengharuskan Pemerintah mengeluarkan paker kebijakan lainnya vane berorientasi
pada peningkatan pembangunan di sektor publik rerurama untuk peningkatan
pelayanan pada masyarakat.

Pembiayaan atau keuangan merupukan faktor utama dalam mendukung
penyelenggaraan oronomi desa. Untuk mengatur rumab tangsenya sendiri, desa
memerlukan biaya yang memadai untuk melaksanakuan semus kewenangan yang
dimilikinya. Sejak penerapan UU No. 22 Tahun 1999 yang dilanjutkan dengan
UL No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah menerapkan
kebijukan pemberian duna ke desa-desa melalui program Alokasi Dana Desa (ADD).
Bila tahun 2001 dijadikan sebagai tahun efektif pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999,
berarti kebijakan ADD telah mencapai 10 tahun, yang berarti sudah 10 tahun desa
diberikan kewenangan untuk mengatur pembangunan dan pemcrintahannya sendiri
dengan dukungan dari pemerintab pusac dan kabupacen.

Unruk saat ini kendala unum yang dirasakan oleh schagian besar desa adalah
terkait keterbatasan dalam kevangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) ridak berimbang, antara penerinaan dengan pengeluaran.
Hal inj disebabkan oleh empat faktor utama’. Pertama, desa memiliki APBDes yang
kecil dan sumber pendapatannya sangar wergantung pada bantuan vang sangat kecil
pula; kedua, kesejahtersan masyarakar desa rendah; ketige, rendalinya dana operasional
desa unruk menjalankan pelayanan; keempat, banyak program pembuangunan masuk
ke desa, retapl hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaun dana desa yung dikelola oleb Pemerintab Desa termasuk
didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjuwaban merujuk pada UU
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anrara Pemerintah Pusat dan
Pemerinrah Daerah. Dalam aniran tersebutdijelaskan bahwa pendanaan pembangunan
vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah rermasuk didalamnya Pemerintah Desa
merganut prinsip money follows funcdon yang berarti bahwa pendanaan mengikut
fungsi pemerintahan yang wenjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

2 Eka lndra Aji, Pengelolaan, Baggunaan Alokest Dang Desa (ATID} dalawm Rangla Deseneralisast Otonomi
Daerak, 2008 (heepo/ S wwwskripsiumniacad/ LA iprummppedls L-2008-ekoindrraj- 128051, +PEND,
dinkses 11 April 2011), hal.5.

3 Bambang Hudays, Pelupng Pengembangan Peredsipas: Masyarahat Melolii Kebyokan Alokasi Dann
Desa:Pengalaman Enam Kalrgparen, 2005, hal. 10
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tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting
untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum *

Konsekuensi dari pemyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus
disertai dengan desentralisast fiskal, Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal didaerah
rengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan aneara Kabupaten dan Desa yang
lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD)

Bertitik rolak dari hal tersebur serea latar belakang di aras, maka yang menjadi
permasalahan analisis ini adalab: pertama, bagaimana gambaran umum kebijakan
Alokasi Dana Desa; kedua, bagaimana implementasi kebijakan tersebuc di perdesaan.

4 Machfud Sidil, ev al, Dana Alokasi Umum (Konsep, Hambatan, dan Prospek di En ozoromi Diaevah), 2002,
hal. 25.
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Desentralisasi fiskal, merupakan salah sacu komponen utama dari desentralisasi
dan merupakan satu instrumen kebijakan Pemerintah yang mempunysi prinsip
dan tujuan untuk: mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan antar daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik di
daerah dun mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardacrab; meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; raca kelola, transparan, dan akuntabel
dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian wansfer ke daerah yang tepat sasaran,
tepat waktu, efisien dan adil; dan, mendukung kesinambungan fiskal dalm kebijakan
ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
kevangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memunput pajak.

Instrumen weama kebijakan desentralisasi fiskal berdasarkan UU Na.33
Tahun 2004, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah disebut sebagai dana
perimbangan, rerdiri dari bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Taoah Jdan Bangunan (BPHTR}, Pajak Penghasilan
(PPh) perorangan, penerimaan sumber daya alam, DAL dan DAK. Sementars sumber
sumber pembiayaan desentralisasi fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Dacrah (PADY),
dnna perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan vang sah. Selain dana
desentralisasi rersebut, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk membiayai
program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu dana
dekonsentrasi, dana tugas pembantwan, dan dana uncuk melaksanakan program dan
kegiatan instansi verekal di daerah. Walaupun dana-dana tersebur cdak masuk dalam
APBD, namun secara nyata dana rersebut dibelanjakan «li daerah, baik dalarm belanja
tisik maupun nonfisik. Adapun ujuan dari perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
adalah jaminan bagi Pemda untuk dapac melaksanakan wewenang vang diberikan
kepadanya dengan kemampuan sendiri dan tidak rergantung pusar.

Salah satu komponen yang mendasar dalam kebijakan money follows functions
adalah transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam benmuk dana
perimbangan. Tujuan utama dana perimbangan adalah unruk menjamin terciptanys
keseimbangan penguasaan sertx pengelolaan kckayaan negara antara pusat dan daerah
dan antar duerah. Uncuk mencapai tujuan keseimbangan fiskal pusat dan daerah
dilakukan pendekatan Drana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan untuk keseimbangan fiskal
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antar daerah dilakukan pendekatan Dana Alokasi Umura {DAL). Sejalan dengan itu,
terkandung pula makna buhwa dana perimbangan dirujukan untuk mengatasi adanya
kesenjangan penyediaan pelayanan dasar sehingga untuk tujuan tersebur diterapkan
instrumen Dana Alokasi Khusus {DAK).

Bagr dacrah yang sccara fiskal miskin kemungkinan besar akan mengalami
kesuliran sehingga didak dapat menyediakan pelayanan publik, pemerintah melakukan
intervensi unfuk menjamin rersedianya layanan publik pada tingkat lokal dengan
tingkat kuantitas dan kualitas yang lebih baik melalvi penyediaan dane dalam bentuk
DAK.

Kemudian fakeor keuangan desa merujuk kepada kemampuan masyarakat desa
dalam mencukupi dan mengalokasikan sumbersumber ekonomi. Kevangan desa
mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan pendapartan asli desa,
kemudian bancuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari
pajak dan reeribusi, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain it bantuan
dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
Dalam perkembangannya masyarakat desa menuntut pemerintah untuk mengatokasi
anggaran sebesar 10 persen dari APBN langsung untuk desa dengan alasan keterbatasan
masyarakat desa dalam menggali ckanomi di wilayahnya dan relatif rendahinya alokasi
angearan desa dari Kabuparen.

Untuk it diperbukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
merupakan salah sam tema seneral dalam pembangunan masyarakat seharusoya
diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru
pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifar top doun
perlu diorientasikan menuju pendekatan bortern wp yang menetapkan masyarakat atau
petani dipedesaan sebagai pusat pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah sani upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakac, melalui beberapa kepiatan antara lain peningkatan prakarsa
dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, penpembangan usaha
ckonomi desa, pengembangan fembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang
dapar meningkatkan kemampuan masyarakar dalam menaikkan hasil produksinya.
Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan
dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat  adalah
program yanyg disusun senditi oleh masyarakar, mampu menjawab keburuhan dasar
masyarakat, mendukung ketetlibatan kaum miskin dun kelompok yang terpinggitkan
lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif tethadap nilai-nilai budaya lokal,
sensitif terthadap nilai-nilai budaya lokal, memperharikan dampak lingkungan, tidak
menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terlibat (instansi pemerintah, lembaga
penelitian, perguruan cinggi, LSM (Lembaga Swadaya Musyarakat), pihak swasta dan
mhak lainnya), serta bekelamjutan. Komitmen permerintah baik pusat maupun dacrah
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dalam bentuk dukungan dana dan sumberdaya pendukung lainnya dalam proses
fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakar bagaimanapun retap penting.

Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumunya adalah peran serta
dan pactisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas
fasilitator pemberdayaan. Keempat elemen ini rerkait satu samoa lain dan saling
mendukung. Peran setta sendiri berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan,
sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa
vang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok vang di n.
Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
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A. Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa

Keuangan desa memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pembangunan desa, sehingea diperjelas mengenai kewenangan pendanann dalam
setisp kegiatan, penggalian sumber pendapatan desa, pengelolaan kekayaan desa,
hubungan desa-supradesa dalam penggalian sumber pendapatan desa, perencanaan dan
pengelolaun Anggaran Pendapatan dan Belanja Dess, pembentukan dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes metupakan alternatif yang dapat
dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa. Melalui altecnatif usaha ini
diharapkan akan tercipta sumber daya ekonomi baru untuk mengatasi kererbarasan
sumber daya desa.

Selain keuangan desa bersumber dari lokal, juga bersumber dari pemertintah dan
surnbangan pihak ketiga. Ada beberapa model reansfer nang yang masuk ke desa bagi
pembangunan desa yaitu :

1. Investasi, yaitu transfer dari pemerintah unrek pengembangan pembangunan
perdesaan, Anggaran ini merupakan kewenanpan dan tanggung jawab
pemnerintah.

2. Alokasi, yaitu dana desa sebagai hak desa karena menyelengparakan fungsinya.
ADID diaiokasikan langsung dari Angearan Pendapatan Belanja Negara (AIBN),
yang posisinya sebagali salah satu komponen retap dalam dana perimbangan yang
direrima oleh kabupaten/kota. ADD merupakan subsistem keuangan ncgara
sebayrai konsekuensi dari pengakuan urusan rata kelola yang dilaksanakan di desa.
Dengan demilian dana perimhangan yang diterima oleh kabupaten mencakup
DAL/, DBH, DAK dan juga ADD. Jumlah ADD untuk setiap kabupaten/kota
direntukan secara tetap namun beragam yang didasarckan pada perbedaan kondist
geografis, demografis dan kemiskinan.

3. Akselerasi, yairu dana yang digunakan untuk mempercepat realisasi perencanaan
pembangunan desa. Dana akselerasi lebih sebagai affirmative action untuls desa-
desa vang masih rerbelakanp, Dana ini widak mempunyai perencansan dan
implemeatasi tersendiri, melainkan menyam (integrasi) dengan perencanaan
pembangunan desa, karena itu harus masuk dalam APBDes.
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4. Insentif, yaitu dana ganjaran (reward) tethadap desa yang berprestasi dalam
menyelenggarakan fungsinya.’

Dalam APBDesa memuar rincian anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dari
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) rahunan yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP[M-Diesa) yang sangat penting
untuk diperhattkan kerika membicarakan otonomi desa. Karena kewenangan desa,
ridak hanya dalam mengelsla perencanaan pembangiman, rerapi juga pengelolian
keuangan desa. Di dalam APBDesa, RKIesa dan RPJM-Desa dapar tecliha
sejauhmana desa dapat mengarur dan mengurus rumah tangga desanya sendiri secara
otonom. Ini merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan otonomi
desa.

Selanjutnya masalah vang krusial dalam hal sumber kevangan desa untuk
memperbaiki sistem yang ada sekarang adalah persealan ADD. ADDY seharusnya
diberikan kepada desa sesuai dengan kebutuhan karena jika ADD kurang, maka
masyarakat tidak dapat dilayani dan sebalikewa jika ADD berlebih, berarti terjadi
pemborosan keuangan negara. Pencrapan ADD yang tidak proporsional berpotensi
memicu konspirasi Pemda dan perangkat desa yang berujung pada rencana anggaran
vang digelembungkan.

Sejalan dengan ransfer kewenangan, APBDes harus didukung dengan ADTD yang
cukup, sehingga tidak boleh lagi terjadi penjeratan terhadap masyarakar desa melalui
maohbilisasi swadaya. ADD bukan lagi schagai bantuan seadanya atau stimulan untuk
memohilisasi swadaya masyarakat, retapi sebhagai beneuk halk dasar yang harus diverima
sekaligus sebagai bentuk tangmung jawab negara kepada masyarakar desa.®

Pemberian ADD harus direntukan dalam proses perencanaan yang dibuat
berdasarkan formulir yang dibuar berdasarkan standar perhitungan urusan yang
dikelola desa, yang disentulan melalui proses verifikasi:

1. Komisi desaz dengan masukan dari masing-masing dinas terkait pada setiap
kabuparen/kota menilai ongkos pengelolaan setiap urusan.

2. Penilaian ongkos tersebut ditinjau ulang oleh pemerintah provinsi dan hasiloya
dikonsultasikan clehy Pemerintah Pusat dan Provinsi selurvh Indonesia uanik
renjamin konsistensi nasional.

3. Setelah diperiksa kembali oleh komisi desa, formulir ADD dinilai, disetujui dan
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

4. ADD diterapkan dalam APBN sebagai hagian DAL

5 “Maskah Akademis RUU Pembangunan Verdesaan,” hal 35 (heep://www.dpreo.id/.. /Laleg/
pembahasan_RULU_ Pembangunan_Perdesazn pdf, diakses 16 Mei 2011)

6 FPPT dan DRSPUSALD, “Palicy Paper: Masukan Unruk Perumusan Naskah Akademik RUU Tentang
Desa” 2007, hal4 {htrpe//www.drspusaid.org/publications/index_cfmfuseaceion=throwpubid=
229, diakses 16 Me 2011),
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Ada beberapa hal penting vang menjadi inovasi dalam hal sumber keuangan desa
vaitu ADD dibagi atas ADD untuk opemsional dan pemelibaraan dan ADD untuk
investasi dan jasa.

Dalam menyusun ATHY, formubic ADD sebaiknya bukan seperti formutir DAU
yang sckarang, vang telah mendorong pemekaran daerah dan tidak mendorong
efisiensi. Isian formulir ADD harus menjadt dasar penilasan untuk jumlah dana
vang diburubkan desa, agar setiap layanan desa dilaksanakan dengan baik dan terus
ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Seriap Saruan Kerja Pemerincah Dacrah
(SKPTY harus melaksanakan fungsinya berdasarkan prinsip nifai terbaik, maka setiap
SKPD harus punya dasar perhitungan kelayakan desa untuk menerioa ADI).

Demi objekrifitas, datarm mendesain ADD, dinsulkan bahwa komisi desa menilai
keberhasilan desa dalam pelaksanaan fungsinya dan kecukupan ADD untuk mencapai
Standar Pelayanan Minimum (SPM) masing-masing desa yang dinilai. Sementara ing,
di desa, melalui camat, dapat pula memberikan usulan memeriksa kembali formulir,
sedangkan datam lembaga pengelola keuangan daerah perlu ada hagian khusus yang
mengurus ADD, yang bertugas meninjan masukan dari tiga sumber vang diselwr
diatas dan menynsun rancangan formulir ADD setiap tahun untuk dibahas dengan
Provinsi dan Pusar dan disabkan oleh DFRD.

Datan sumber keuangan desa seharusnya tidak ada, bagian dari bagi hasil, karena
ADD dianggap cukup, kecuali dalam hal desa melaksanakan tugas pembantuan maka
bagian desa harus cukup untuk melaksanakan cugas rersebut. Untuk dana baneuan
yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabuparen/Kota, perlu
dirancang ongkos wgas pembanman, dana darurat, proses untuk memberi bantuan
kepada pemerintah desa luar daripada ADD, dan proses untuk memberi banruan
kepadu lembaga desa yang lain diluar pendapatan desa. Karena proscs perencanasn
negara tahunan dimulai sebelim perencanaan daerah dan sebelum perencanaan
desa, maka seharusnya penentuan ADD dan perencanaan desa harus multi tshunan.
Penctapan formulir ADIY hacus dinamis dalam arti dapar disempumakan secaea
langsung, tergantung pada kinerja yang lalu dan kinerja vang ditencanakan.

Formula ATID bagi beberapa kabupaten bisa lebih memberikan bobot vang lehih
besar kepada indikator-indikator nominal (jumlah pendueduk dan luas wilayah) uncuk
mengukur ujuan-tujuan keadilan. Semakin besar jumlah penduduk dan semakin luas
wilayah desa, maka desa akan memperoleh alokasi yang semakin besar. Tampaknya
indikatorindikator nominal diuramakan karena memang sangat memudahkan dalam
pethitungan karena ketersediaan data yang memadai.

Sedangkan indikator yang krits (keterjangkauan dan angka kemiskinan)
ditempatkan pada urutan kedua, berikutaya adalab indikaror insentif (potensi desa
dan PBB). Tampaknya indikator pelayanan publik dasar (kesehatan, pendidikan,
transpartasi, air bersih, dan lainlain) belum menjadi indikator utama untuk mengukur
keadilan dan responsiviras Pemerintah Daerab.
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Selain ity ada dua masalah betkaitan dengan ADDY. Pertama, sumber ADD berasal
dari bagian dana petimbangan yang diterima Kabupaten,/Kota, yang berarti otoritas
dan tanpgung jawab ADD pada Kabupaten/Korta. Ini terjadi karena UU No. 33 Tahun
2004 hanya mengenal perimbangan keuangan pusat dan daerah, tidak sampai desa.
Posisi keuangan desa sangat lemah dalam rezim kevangan negara, sehingga konsep
bantugn selalu ditonjolkan akibarnya desa tidak mempunyai hak atas vang negara,
Kedua, masalah alokasi. Karena dialokasikan dari kabupaten, maka ADD jumlahnya
sangat kecil, bahkan hanya dapat sisasisa dari anggaran yang teloh diambil untuk
membayar paji pegawai (PNS),

Banyak program pemerinah yang sudah dilakukan untuk mendorong
perekonomian masyarakat pedesaan. Program tersebur dilakukan masing-masing
departermen maupun antar departemen. Pada umumnya provek-proyek yang digulirkan
masih pada generasi pemberian bantuan fisik pada masyarakac. Baik berupa sarana
irigasi, bantuan sarana produksi perranian, mesin pompa, pembangunan sarana air
bersih dan sebagainya. Kenyataannya, ketika program berakhir, maka keluaran program
tersebut tidak berfungsi atau bahkan hilang. Beberapa faktor yang mempengaruhi
kepapalan provek tersebut antara lain :

L. Keridaktepatan antara kebutuhan masyarakar dan bantuan yvang diberikan.
2. Taker provek ridak dilengkapi dengan keterampilan yang mendukung.

3. tidak ada kegiatan monitoring yang rerencana.

4. Tidak ada kclembagaan di ringkat masyarakat yang melanjutkan program.

Belajar dari berbagai kegapalan tersebur, generasi selanjutnya {generasi cenderung
untuk merujuk suatu masa di mana ada unsur manusia dalam perkembangannya)
program-progratn. mulai dilenpkapt dengan aspek lain seperti pelarihan uneuk
keterampilan, pembentukan kelembagaan di tingkar masyarakat, keberadaan perugas
lapang, melibackan 1.SM. Atau dengan kaca lain beberapa program dikelola dengan
pendekatan pemberdayann masyarakat, Dibandingkan dengan generasi sebelumnya,
hasi! proyek lebih lama dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan berkembang
memberikan dampak positif.

Fakior kewangan desa merujuk kepada kemampuan masyarakat desa dalam
mencukupi dan  mengalokasikan  sumbersumber ekonomi. Seperti  dijelaskan
dalam regulasi, sumber ekonomi desa berasal dari kekayaan asli desa dan bantuan
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (termasuk bagt hasil pajak dan retribusi
kabuparen). Masyarakatr dess menuntut pemerintah untuk mengalokasi anggaran
sebesar 10 persen dari APBN langsung untuk desa karena dua alasan, vaitu keterbarasan
masyarakat desa dalam menggali ckonomi di wilayahnya dan relatif rendahoya alckasi
anggaran desa dari kabupaten,

7 b,
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Pemerintah tentu sadar bahwa desa masih sangat tergantung pada bantuan
pemerintah. Pemerintab  menyadari  bahwa  kemampuan  kabupaten  unruk
mengalokasikan anggaran kepada desa adalah sangac terbatas. Apalagi kemampuan
setiap kabuparen berbeda. Ada kabupaten yang bertahan hidup dengan hanya
bermmpu pada DAU. Mustahil bagi kabuparen tertinggal semacam ini akan dapar
memberikan alokasi anggaran kepada desa, terlebih biaya pemilihan kepala desa
menjadi tanggung jawab kabuparen.

Jika desa masih ditempatkan menjadi bagian dari kabupaten, pemerintah
harus memantau kemampnan kabupaten dalam menyediakan anggaran bagi desa.
Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada desa berupa DAK melalui kabupaten
yang ridak mampu. Banwan kepada desa harus dipriceriraskan untuk memberdayakan
masyarakat desa agar mampu mengaali potensi sumnber ckonomi desa dan sekaligus
mengurangi ketergantungan desa techadap bantuan pemerintah.

Selama ini pembangunan desa hampir selalu dipilihkan aan dikenal dengan
istilah eop down dan pelaksananva adalah dinas/instansi pemerintah melalui
mekanisme proyek. Desa merupakan perensi pembangunan yang besar bagi daetah.
Pembanpunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang
jauh lebih baik dan efisien daripada pembungunan Jdesa yang selama ini dijalankan
dengan mekanisme proyek. Meskipun pengusulannya dimulai dari desa, namun pada
kenyataannya kepurusan pilihan ada Ji tanpan Pemda.

B. Hambatan dan Tantangan Pengelolaan ADD

Meskipun manfaat ADD dirasakan luas bagi kemandirian desa, namun masib
ailn beberapa catatan hambatan dan tanrangan ke depan. Hambatan yang paling
mendasar adalah kesiapan aparatur pemerintahan desa. Pengalaman vang baru diakui
semua pihak membutuhkan wakou sinruk belajar banyak bagaimana mengelola secara
mandiri pembangunan desa, Saru hal penting lainnya adalah alokasi anggaran unruk
kesejahteraan perangkar desa. ™

Pengalaman desa dalam hal perencanaan dapat dikaeakan masih sangar temah.
Hal ini sangat dipahami karena peranan desa selama ini hanya pengusul program
yang disampaikan kepada supra desa. Tentu saja mereka tidak memiliki kemampuan
di bidang perencanaan desa yang menjadi bagian penting kerika desa harus mengelola
dana. Kelemahan perangkar dan aparatur pemerintah desa terscbur menjadi sumber
kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga
menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggung jawaban
kepala desa.

B Macdyante Wabwyu Tryatmoko, “Problematika Posis dan Kelembagaan Desa,” hal.l {http//wrw.
pelitk lipi.go.d/  index.php/in/kalom/oenomi-daerah/ 270-problematikaposisi-dan-kelembagaan-
desa, diakses 17 Mei 20114
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Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan Pemda sendiri terhadap
perubahan peran desa tersebur, terurama bagi lembaga yang bersenruhan dengan
pemberdayaan desa. Selama ini bisa dikatakan desa dianggap didak rahu apa-apa.

__ Tabei 1. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa®

Hambatan dalam Pengelolsan Keuangan Desa e 1
Kebijakan Kelembagaan Desa Pemberdayaan Magyarakat |

* Belum jelasnya aronumi tara * Hendahrya tingkat transparmansi | * Alokasi keuangan yang
kelola desa, mengakibatkan dan alcuntabilitas wura kelola masuk ke desa cukup
komsepsi taca kelols kevangan keuangan desy oleh pemerintah | besae namun belum

| rasih banyak diatur oleh desa | memberikan dampak pada
pemerintah dan pemerintahan | * Kererpanrungan sumber perbaikan masyarakat.
kabupaten, desa dipusisikan keuangan Jdari Pemda (alokasi * Renduhoya paztisipasi
sebagal ubjek dalom pengelolaan | AFBD) publik dalany penmawasan
kevanpan dan pembangunan * Belum adanya sinengims pengelolaan kenangan
desa peniprunaan alokasi program desa.

* Kebijakan penyeraban sebagian pembangunan idesa anram * Keuangan desa lehih
urisan permerintahan menjadi pemerintah desa dengan Lianyak digunakan untuk
kewenanpan desa ndak disertai poogram yang dikeluarkan pusac | pembaugunan sorana fisik,
dengan alokasi anggaran yang seperti kasus PNPM sangeal sedike dizunakan
dikelola uncok implemenasi = Inkonsistensi perencanaan untuk pernberdayaan
leewenangan, Jdesa dun pengaapgacan ekonomi masvarakat

* Kebijakan atau tata arucan pemnbangunan desa
sistern penganpmaran di dieerah | * Rendahnya kapasitas manajersal
sangat kuar mempengarihs dalam mengelola kevangan desa
kebijakan pengelolaan keuangan | menpindikasikan terjadinva
desa schingga mempengaruhi prakrik korupsi
wmialiras pembangunan desa, * Rendah produktifisas
pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa dalam
menjadi terhambat meninpkarkan potensi
pelabsanaannys kerika dana dari | pengelalaarc sumber daya alaen.

s

Kelembagaan pengelolaan
desa yang dalam prakukoya
didaminasi oleh peran kepala
desa

kabuparen belum cur.

Penambzhan jumlah ADD masih terbuka peluangnya jika sebagian hesar
kewenangan Pernerintah Pusact telah didelegasikan ke level Pemda. Sedangkan di level
Pemda sendiri tidak memerlukan penambahan dinas daerah, karena organisasi Pemda
yang miskin strukevr tapi kays fungsi akan lebih mendukung kinerja Pemda.

Kelemahan perangkat dan apamatur pemerintah desa menjadi sumber kelemahan
administrasi desa. Selama ini desa hanya berperan sebagai pengusul program bukan
perencanaan. Selain itu hambatan yang lain adalah kesiapan Pemda techadap peran
desa, terutama bagi {embaga yang bersenruhan dengan pemberdayaan. Selama ini desa
dianggap tidak tahu upa-apa.

G Dada:ﬂams Haria. “Telaah Krivis Konsep dan Prakeik Tara Kelala Keuangan Desa,” hal. 3 (hop://
www, dadanramshara blogspor.com/ 3010, diakses (8 Juni 2011 ).
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Jrzary

[alam perkembangan penyelengparaan Pemcrintahan Daerah yang diamanatkan
oleh UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Kab/Kota rtelah terlebih dahulu
menindaklanjuti pengaturan penyelenggaraan Pemerinmaban Desa di daerahnya
melalui Perda sehapaimana yang di amanatkan dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah (PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa) sebab bagaimana munghkin wujud
penvelengparaan pemerintahan belum tuntas diatur sudah diberikan tanggung jawabs
pengelolaan anggaran. Setidaknyn dalam mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang otonom harus diarur hal-hal mengenai:

[. Pembentukan wilayah pemerintahan (Desa), kelembagaan pemerintahan
{pcmerinrah desa dan lembaga lepislatif desa), kelembagaan kemasyakatan dan
adat (sebagai ciri khas/kamkteristik penyelengparuan otonomi desa), lembaga
perekonomian desa.

2. Kewenangan yang diurus oleh Pemerintahan Desa dalam mngka otonomi Desa
dan urusan pemerintaban lain yang dibebankan kepada Desu dalam rangka asas
desentralisasi, dekonsenteasi, maupun rugas pembantuan.

3. Hubupngan-hubungan kerja antar kelembagaan pemerintahan maupun dengan
lembaga kemasyakatan/adar dan lembaga lainnya sebagai mirra kesja dalam
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

4. Pengelolaan sumbecsumber pendapatan desa dulam lingkup kewenangan
D[ﬂnumni_.ra.

5. Berhagai pedoman teknis seperti Sistern Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Kevangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa); Sistem penpgelolaan
admenistrasi, Sistern perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Fcbijakan pemcrintah menyediakan ADD sebenarnya hanyalah salah sawu dari
upaya menjamin jalannya penyelengraraan pemenntahan desa secama otonom, scperti
halnyn Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam rangka menjamin
jalannya pemerintahan daerah. Bedanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah
telab tuntas diatur melatui Undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya,
namun bagi Sistem penyelenggaraan pemenntahan desa sebagaimana amanar UL
diatur lebih lanjut oleh Pemerinth Dacrah Kabupaten melalui Permturan Daerah
{Perda).

Apabila mckaniste perwujudan sistem penyelenggarman pemerintahan desa ini
ditempuh, maka tujuan perlu diselenggamkannya Pemerintahan Desa secara oonom
dalam mensejaliterakan rakyar melalui paradigma Pemberdayaan Masyarakat harus
ditunjang dengan porsi perimbangan keuangan yang lebih besar, dimana tdealnya
Pemerintah Kabupaten harus mau mengalokasikan minimal 25% dari besaran APBD
Kabupaten untuk perimbangan kevangan Desa, dengan asumsi bahwa Dess siap dan
mampu menyelenggarakan sistem pemecintahan otonomi desa yang sesungguhnya.
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Untuk saat int mungkin khawatian penyaluran ADD walau baru sebaras
memenuhi kewajiban minimal 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang
ditericna Kabuparen, jika tidak rerlebih dahulu membangun sistem penvelengoaraan
pemenintahan desa secara tunras sebagaimana amanat UUL

FP No. 72 Tabun 2005 rentang Desa mengamanatkan Pemda untuk menyusun
Perda dari perolchan pajak dan retribusi dacrah. Tetapi mengenai penerimaan
kevangan dana desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
vung diterima Pemda tidak diamanatkan untuk ditindak lanjuti dengan Perda,
melainkan disatukan dengan Perda mengenai sumbecsumber pendapatan desa.

Persoalan atau tantangan yang rumir bagi pemerintah dan masyarakat desa adalah
mengenai mekanisme pembagiannya yang menggunakan pola pembagian seimbang
(atau rata sama untuk seturuh desa) dan teretama pola pembagian yang proposional
berdasarkan kriteria yang direrapkan oleh Kabupaten/Kota setempat. Selebihnya,
kerumican bagi desa yang akan muncul adalah prosentase dari jumlah dana yang akan
dibagikan kepada desa. Sejauh ini desa tidak pemah tahu persis kapan dan berapa
jumlah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah vang diterima dacrah, lalu
setelah dikurangi belanja pegawai masih tersisa berapa. Demikian pula dengan jumlah
dana yang diperoleh pemerintah daerah dari usaha memungnr pajak dan retribusi
daerah.

Konsep ADD sebenarnya bermula dari sebuab kritik dan refleks: terhadap model
bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda
pembangunan desa sejak tahun 1969, Regulasi terbaru terkair dengan ADD adalah
Surar Edaran Mendagri No. 140/640/5] Tahun 2005 rentang Pedoman Alokasi Dana
Desa dari Pemerincah Kabupaten/Kota kepada Pemerineah Desa. Sesuai dengan
surat edaran tersebut, ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan
1Yesa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakar.
Pemberian ADTY merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggamkan
owonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertcumbuhan dari desa i
sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya, ADD hanyalah salah sam sumber pendapatan desa. Sumber-
surnber pendapatan desa yang lain adalth pendapatan asli desa scperti hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, juga bantuan kevangan dari
pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dari hibah
dari pihak ketiga yang mengikat.

ADD menjadi penting sebagai sumber pendapatan desa karena selama ini sumber
pendapatan desa karena selama ini sumbersumber pendaparan desa lain prakeis tidak
dapat diandalkan. Misalnya stmber pendapatan asli desa, tidak pemnah digali karena
kebanyakan desa sudah tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam yang dapat
dikelola untuk mendatanpkan hasil bagi keuangan desa. Unk membuka usaha desa,
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sumber daya manusianya relatif dak pernah dilatih, selain aspek permodalan usaha
vang juga armar terbaras.

Formula dan indikator umumnya menjadi ticik perhatian yang serius. Karena
mengacu pada UU No. 25 Tahun 1999 tenrang Perimbangan Keuangan Pusar dan
[}aerah, formula ADI} di beberapa kabupaten tampaknya lebih memberikan bobot
vang lebih besar kepada indikarorindikator nominal (jumlah penduduk dan loas
wilayah) untuk mengukur tujuan-tujuan keadilin. Semakin besar jumiah penduduk
dan semnakin luas wilayah desa, maka desa akan memperoleh alokasi yang semakin
besar. Sedangkan indikator yang kritis (keterjangkanan dan angka kemiskinan
ditempatkan pada urutan ke dua, berikuraya adalah indikator insentif (potensi desa
dan PBB). Tampaknya indikator peiayanan publik dasar {seperti kesehatan, pendidikan,
mansportast dan air bersih ) belum menjadi indikarar utama untuk mengukur
keadilan dan tesponsivitas pemerintah dacrah. Jika Kabupaten ridak mau untuk
mengagendakan dan membuat Perda rentang ADD ini, maka desa bethak menggugat
dan melakukan pelaporan, karena ini 1indak kejaharan dan melangir peraruran yang
lebih tinggi. Di luar catatan kritis mengenai formula ine, ada beberapa masalah yang
muncul yaitu keterpisahan antara perencanaan daerah dengan keburuhan lokal dan
perencanaan desa."

Untuk menjamin bahwa ADD dikelola dengan baik, kabupaten mensyararkan
bahwa pelaporan ADD disertai dengan pelaporan pertanggung jawaban kepala desa
dalam mengelola APBDes. Dengan demikian, rantutan ini mengharuskan kepala desa
untuk mempertanggung jawabkan kegiatannya dihadapan Badan Permusyawaran Desa
{BPD} dan kepada masyarakar karena mereka yang memanfaatkan dan mengeluarkan
dana rambahan unruk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di desanya.

10 AgusSubrore, "Akuntabilitss Pengelolaan Dana Desa,® 2009 {horp:// wwwepring.undip.ac.id /24 250/
1/ Apus_Subroco.pdf, diakses 8 April 2011).
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebrijakan ADD menjadi insrumen penting bagi terselenggaranya pemerineahan
desa. Karena ADD terintegrasi ke dalam APBDes dan tahap perencanaan, penetapan
dan implementasi program vang terruang dalam APBDes maka dipetlukan partisipas
Wirga.

Hal yang perlu dilakukan adalah mengganti perumusar rekomendatif dlengan
model Analytic Hierarcy Process (AHP) dengan penyediaan inpurt analitik, meningkatksn
organisasi kelembagaon desa, memberikan kepercayaan dan legalitas terhadap desa
dalam mengelola ADD, melakukan pembinaan perangkar desa dalam membuat
APRDcs, dan meningkackan SDM aparatur desa.

Dalam aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penpgunaan ADD ternyara
lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana
fisik) disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkar desa dalam
bentuk dana purna baked, runjangan dan sejenisnya serta sebagian layn unwik
kegiatan rutin. Selain itu masih ada schagian desa yang belum melakukan sosialisasi
pertanpoungjawaban pelaksannan ADID) kepada masyarakac secara transparan karena
mengangyap pertanggungjawaban hanya cukup difakukan kepada Kabupaten saja.

B. Saran
Dari pembahasan scbelumnya maka dapat disampaikan beberapa saran sehagai
berikut:

1. Reformulasi kebijakan tentang desa yang lebih bisa memadukan antara tara kelola
pemetintahan dun pembangunan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang
ada, sehingga bisa memperhaiki sistemn tata kelola keuangan desa yang mudah
diakses, tidak bergantung pada siklus penganggaran.

2. Pentingnya mekanisme vang menjamin pada kemudahan pemerintahan desa
dalam mengakses sumbersumber keuangan sehingpa hisa menambah kapasitas
pemberdavaan dan mobilisasi sumber days perdesaan.
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3. Penringnya alokasi angzaran yang tidak hanya mengandalkan perimbangan dari
kabupaten rctapi perimbangan dari Pemerintah Pusat, namun diperkuat dengan
sistcm pertanggungjawaban dan pengawasannya.

4. Dalam praktiknya secara tcknis, kabupaten dapat mengangkat tenaga pendamping
ADDyang ditemparkan di desa-desa yang bectugas antara lain untuk memberikan
bimbingan teknis, arahan dan pendampingan pengelolaan ADD, memfasilitasi
berbagai hal teknis yang dibutuhkan oleh desa dan berperan sehagai agen wansfer
pengetahuan dalam memberikan bimbingan penyusunan rencana pembangunun
dcsa, meningkatkan realisasi/penyerapan ADD, penyusunan APBDes, penyusunan
laporan pertanggungawaban ADD, menitoving dan supetvisi penyaluran dan
operasional ADD, maupun dalam konteks peningkatan kapasitas desa secara
1.

5. Perlunya peningkatan kualitas program-progam yang bisa meningkatkan
produktivitas masyarakat perdesaan, Sehingga alokasi keuangan diarabkan
unsuk mendukung program-program peningkatan kualicas SDM dan masyarakat
perdesaan.

6. Pentingnya memadukan/sinergicas antara program-program yang dikelola cleh
desa dengan program yang tidak dikelola oleh desa sehingga memiliki orientasi
samna dalam memajukan kesehjateraan masyarakat

7. Memastikan penataan kelembagaan pengelolaan keuangan desa yang sehar,
sehingga prinsip keterbukaan dan akuncabilitas dapat dilakukan.

8. Pembinaan dan peningkaran kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan publik dan tecampil dalam memobilisasi sumber
daya vang ada di perdesaan.

9. Dalam proses penyusunan kebijakan ADD, Pemda bersamasama dengan DPRD
meclibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan kemandirian desa yaitu
wakil dari pemerintah desa BPD dan lembaga kemasyaratan desa.

10.Selurub kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dan dikerahui oleh masyarakat luas.
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